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KATA PENGANTAR
ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﲪﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ
 َا َﳊ ْﻤ ِﷲ ﺪ ﱠﻟا ِﺬ َأ ي ْو َﺿ َﺢ َﻟ َﻨ َﻣ ﺎ َﻌ َِﱂﺎ ﱢﺪﻟا ْﻳ ِﻦ َو ، َﻣ ﱠﻦ َﻋ َﻠ ـْﻴ َﻨ ْﻟا ﺎ ِﻜ َﺘ َﺎ ْا ب ُﳌ ِﺒ َْﲔ َﺷ ،َﺮ َع َﻟ َﻨ ﺎ
 ْا ﻦﻣ َﻷ ْﺧ َﻜ ْمﺎ َو ، َﻓ ﱠﺼ َﻞ ـَﺑ َْﲔ ْاﳊﻶ ِ◌ِل َو َْﳋا َﺮ ِما ـَﻓ ، ـَﺘ َﻘ ﱠﺪ َر ْت ِﺑ ِﻪ َﻣ َﺼ ِﻟﺎ َﺢ َْﳋا ْﻠ ِﻖ. َو َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ْن َﻻ
 ِإ َﻟ َﻪ ِإ َﻻﷲا َو ْﺧ َﺪ ُﻩ َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ َﻚ َﻟ ُﻪ َأ ، ْر َﺳ َﻞ ُر َ◌ُس ُﻪﻟ ِﺑ ْﻟاﺎ ـَﺒ ﱢـﻴ َﻨ ِتﺎ َو َ◌◌ََأ ـْﻧ َﺰ َل َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ ْﻟا ِﻜ َﺘ َبﺎ
 َو ِ◌ْﱂا ـْﻳ َﺰ َنا ِﻟ ـَﻴ ُﻘ ْﻮ َم َﻨﻟا ُسﺎ ِﺑ ْﻟاﺎ ِﻘ ْﺴ ِﻂ َو  . َأ ْﺷ َﻬ ُﺪ َأ ﱠن َُﳏ َﻤ ًﺪ َﻋ ا ْﺒ ُﺪ ُﻩ َو َر ُﺳ ﻮ ُُﻪﻟ ًَﺔْﲪَر ُثْﻮُﻌﺒْﻤََﻟا
 َﻦْﻳ◌َِﱂَﺎَﻌُﻠْﻟ َا  . َﻟ ُﻬﻠ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َﻋ َﻠﻲ َﺳ ّ◌◌ِِﻲ ِد َﻧ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﻠ َآ ﻲ ِﻟ ِﻪ َو َأ ْﺻ َﺤ ِﺑﺎ ِﻪ َأ َْﲨ ِﻌ َْﲔ َ◌.
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang
telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga disertasi ini dapat
diselesaikan dan disajikan seperti sekarang ini.
Keinginan penulis untuk menulis disertasi ini, sudah ada sejak lama,
terutama sejak menyaksikan sendiri konflik sosial yang pecah di kota Ternate
khususnya dan Maluku Utara umumnya. Ada kegelisahan mendasar dalam hati,
saat menyaksikan konflik yang banyak memakan korban.   Kegelisahan itu lebih
mengkristal ketika menyaksikan hal yang sama lewat berita di berbagai media,
baik cetak maupun elektronik, sehingga semakin kuat pula keinginan untuk
menulis sebuah karya ilmiah, sebagaimana yang disajikan ini. Namun karena
kesibukan menyangkut tugas di lingkungan tempat kerja dan masyarakat, lebih
khusus kelurga, sehingga proses penyelesaian disertasi ini memakan waktu
yang cukup lama.
Dalam menyelesaikan disertasi ini, tentu didukung oleh berbagai pihak
yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik
bantuan yang bersifat material, maupun dukungan moril, sejak persiapan
penelitian sampai selesainya penulisan disertasi ini.
Karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih setinggi-
tingginya kepada beberapa pihak yang sempat penulis sebutkan antara lain
sebagai berikut:
1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan seluruh
pembantu rektor, kepala biro dan unit beserta seluruh staf yang dengan
kepemimpinan dan kerja sama mereka, penulis mendapat kemudahan
sejak memulai kuliah sampai selesai;
2. Direktur dan asisten direktur, ketua program studi, kepala bagian
administrasi, beserta seluruh staf pada Program Pascasarjana Universitas
ix
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan
bantuan bersifat moril dan administratif sehingga penulis dapat
menyelesaikan studi;
3. Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT, MS., Prof. Dr. Hj. Andi Rasdiyanah, Prof.
Dr. M. Irfan Idris, M. Ag., masing-masing selaku promotor sekaligus penguji
disertasi penulis.  Atas bimbingan dan sharing serta motivasi yang telah
mereka tunjukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
Selaku rektor, Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT, MS. tentu sangat sibuk,
tetapi dengan perhatian dan tanggung jawab beliau, setiap kali
berkonsultasi selalu terlontar koreksi dan kritiknya yang khas filosofis,
singkat tetapi berat.  Hal yang sama terjadi pada Prof. Dr. M. Irfan Idris, M.
Ag. yang dengan kesibukan tugas-tugasnya di dua tempa, Jakarta dan
Makassar, tetapi perhatian beliau tidak kurang, meski terkadang
komunikasi melalui handphone. Tanpa mengurangi pengahragaan kepada
yang lain, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Prof.
Dr. Hj. Andi Rasdiyanah yang dengan sikap ilmiah dan telaten, beliau
bersabar membaca kata demi kata dan mengoreksinya.  Selain itu, sikap
keibuan dan tanggung jawab beliau sebagai promotor, tidak jarang beliau
membela dan mempertahankan penulis dari berbagai sanggahan dan protes
dewan penguji di setiap ujian. Sungguh mengukir kenangan baik yang sulit
terlupakan;
4. Prof. Dr. Hasyim Aidid, MA., Prof. Dr. Ali Parman, MA., Prof. Dr. H. Moh.
Natsir Mahmud, MA., masing-masing sebagai penguji disertasi penulis.
Pertanyaan, koreksi dan sanggahan mereka,  sungguh menunjukkan titik-
titik kelemahan disertasi saya baik secara metodologis maupun secara
substantif.  Dengan begitu penulis leluasa melakukan perbaikan di sana-sini
dalam disertasi ini.
5. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. H.
Haddise, MA. selaku penguji eksternal penulis yang tidak saja cerdas,
tetapi juga amat kritis, terutama dalam kesimpulan hukum Pemilukada dan
kaidah-kaidah yang penulis kemukakan.  Tentu dengan kritikan tersebut
mengantar disertasi ini lebih berkualitas, baik secara metodologis maupun
secara substantif.
6. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate Dr. H.
Abdurrahman Ismail Marasabessy, M. Ag., atas kesediaannya hadir dalam
ujian promosi doktor penulis.  Kedatangannbeliau sungguh menjadi
motivasi dan kebanggan tersendiri bagi penulis.  Selain itu, para pembantu
ketua, ketua-ketua jurusan dan program studi, kepala dan sub bagian
administrasi beserta seluruh staf di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Ternate, baik priode saat ini, maupun priode lalu yang telah
xbanyak membantu secara materil dan moril, mendorong penulis sehingga
dapat menyelesaikan studi;
7. Semua pihak yang tentu tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang
ikut membantu dan mendorong penulis melanjutkan studi, hal terpenting,
disertasi ini bisa diselesaikan;
Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga
kepada kedua orang tua penulis, terutama Ibunda Mangenre (almarhumah)
yang menjadi single parent dalam mengasuh dan mendidik serta
menghidupi penulis sejak kecil, sejak saat orang tua laki-laki berpisah
dengan kami dan mengambil lingkungan keluarga yang lain.  Atas doa dan
ketulusan keduanya, penulis dapat mengenyam pendidikan dan berhasil
sampai saat ini;
Lebih khusus, penulis sampaikan penghargaan dan cinta serta terima
kasih yang hangat kepada isteri tercinta, Dra. Basaria Nainggolan, M. Ag.,
atas kesabaran dan dedikasi serta cintanya yang ditunjukkan.  Sebagai
isteri, banyak haknya yang rela dikorbankan, termasuk rela menunda
penyelesaian disertasinya karena mendahulukan penulis. Semua itu tentu
demi keberhasilan penulis.  Sebagai suami yang sedang studi, banyak
kewajiban dan tanggung jawab yang penulis lepaskan, kegigihan dan
kebesaran hati isteri tercinta, sungguh melapangkan jalan penulis
menyelesaikan studi.  Kepada empat malaikat kecil saya, masing-masing
Muhammad Kaisar Islam (14 tahun), Siti Wardah An-Nisa (12 tahun),
Muhammad Khairil Khatami (10 tahun) dan Sahara Sanggahlangit (5
tahun).  Mereka banyak berkorban dengan caranya sendiri.  Protes dan
interupsi mereka pada saat-saat tertentu kepada penulis, sungguh menjadi
cambuk bagi penulis untuk mengakhiri perpisahan dan sesegera mungkin
berkumpul dengan mereka seperti sedia kala.
Terakhir penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kakanda Drs.
Manshur Giling (almarhum) yang telah menggantikan posisi orang tua laki-
laki dan telah berhasil memotivasi dan membiayai penulis menempuh
berbagai jenjang pendidikan. Menunda perkawinan beliau sebagai jalan
untuk membiayai penulis, sungguh sejarah tersendiri yang tidak bisa
terlupakan. Orang yang sama berjasa, kakanda Dr. Mustamin Giling, M. Fil.
I. dan Dra. Harjunah berserta keluarga, atas motivasi dan bantuannya yang
sangat berharga.  Tanpa bimbingan dan motivasi serta doa mereka berdua
yang tulus, penulis tidak yakin dapat menyelesaikan jenjang pendidikan
terakhir ini.
Penulis berharap dan berdoa kepada Allah swt. semoga bantuan dan
dorongan ikhlas yang diberikan semua pihak kepada penulis, mendapat
balasan dan pahala dari Allah swt.
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Penulis menyadari kekurangan disertasi ini, baik dari segi metodologi,
maupun substansi.  Atas saran dan kritik, mudah-mudahan kekurangan
tersebut dapat diatasi.  Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini bisa
bermanfaat.
Makassar, 17 April 2013
Penulis,
Hamzah
NIM: P100303032
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin
sebagai berikut:
ا : a ز : z ق : q
ب : b س : s ك : k
ت : t ش : sy ل : l
ث : £ ص : ¡ م : m
ج : j ض : « ن : n
ح : ¥ ط : ¯ و : w
خ : kh ظ : § ـﻫ : h
د : d ع : ‘ ي : y
ذ : © غ : g
ر : r ف : f
Hamzah ( ء ) yang terletakdi awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, ditulis
dengan tanda ( ‘ ).
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai
berikut:
Vokal (a) panjang : â contoh ءﺎﻔﻠﺨﻟا: : al-khulafâ’
Vokal (i) panjang: î contoh اﻮﻌﻴﻃأ : a¯î’û
Vokal (u) panjang : û Contoh نوﺪﺷاﺮﻟا : al-râsyidûn
xvii
b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya ¥ay£u ( ﺚﻴﺣ) dan khawf ( فﻮﺧ).
c. Syaddah (tebal atau keras) dilambangkan dengan konsonan ganda,
misalnya mufassir ( ﺮّﺴَﻔُﻣ ٌ◌ )
d. Kata sandang ( لا )
Al ( alif lam ma\rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika
terletak di awal kalimat, kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-).
Contoh:
Pada priode al-khulafâ’ al-râsyidûn, Islam mengalami……..
Al-khulafâ’ al-râsyidûn merupakan gelar pemimpin tertinggi……
e. Tâ’ marbû¯ah (ة)
Tâ’ marbû¯ah ( ة ) ditransliterasi dengan t, akan tetapi jika ia
terletak di akhir kalimat, maka ditransliterasi dengan huruf (h).  Contoh Al-
ma¡la¥at al-mursalah ( ﺔﻠﺳﺮﻤﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ).
f. Pengecualian transliterasi
Lafal jalâlah ( ﷲا ) yang berbentuk kalimat nomina atau didahului
oleh partikel jarr, ditransliterasin tanpa huruf hamzah.  Contohnya
Abdullah (tidak ditulis ‘Abd al-Lâh ) dari kata ﷲا ﺪﺒﻋ.
Selain di atas, juga dikecualikan istilah Arab yang sudah menjadi
bagian atau dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan
transliterasi.  Contohnya hadis, Alquran, Muhammad.  Sedangkan kalimat
yang di dalamnya terdapat kosa kata Arab yang sudah dibakukan ke dalam
bahasa Indonesia, maka ditransliterasi secara utuh, misalnya fî asbâb nuzûl
al-qur’ân.
B. Singkatan
Ada beberapa singkatan yang dipergunakan dalam disertasi ini
sebagai berikut:
xviii
swt. : sub¥ânahu wa ta’âlâ
saw. : ¡allâ al-Lahu ‘alayh wa sallam
a.s. : ‘alayh al-salâm
r.a. : ra«iya al-Lahu ‘anhu/hâ
H. : Hijriah
M. : Masehi
w. : wafat
QS. : Alquran surat
cet. : cetakan
t. t. : tanpa tahun
t. tp. : tanpa tempat penerbit
h. : halaman
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ABSTRAK
Nama : Hamzah
NIM : P0100303032
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam
Judul disertasi : “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Pemilukada)  Perspektif Hukum Islam”
Disertasi ini berjudul “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Pemilukada)  Perspektif Hukum Islam”.  Permasalahan
pokok disertasi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam tentang
Pemilukada ? Permasalahan pendukung adalah bagaimana metode ijtihad
dalam menetapkan hukum Pemilukada ? Bagaimana urgensi pemilihan dan
pola suksesi pemimpin dalam Islam ? Bagaimana prinsip-prinsip umum
Alquran dan hadis tentang pemerintahan dalam Islam ?
Tujuan pokok penelitian ini untuk menjelaskan hukum pelaksanaan
Pemilukada berdasarkan hukum Islam.
Berdasarkan sifatnya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Sedangkan berdasarkan sumber datanya, penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah,
pendekatan normatif dan pendekatan al-Isti¡lâ¥î yang meliputi tiga
pendekatan yaitu pendekatan kaidah-kaidah fikih, pendekatan Ma¡la¥at
al-Mursalah dan pendekatan Maqâ¡id al-Syarîî’ah.  Sumber data penelitian
ini adalah data kepustakaan dan data hasil wawancara. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, teknik
wawancara dan teknik pencatatan.  Sedangkan untuk menganalisis data,
digunakan teknik analisis data kualitataif dengan menggunakan proses
berpikir induktif yang dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian.
Penelitian ini menunjukkan sejumlah hasil atau kesimpulan yaitu:
(1) Pelaksanaan Pemilukada yang menimbulkan mudarat atau mafsadat
hukumnya terlarang dengan kategori haram; (2) Dalam Alquran dan hadis
ditemukan sedikitnya delapan prinsip pemerintahan Islam yang bersifat
umum, seperti prinsip-prinsip loyalitas, demokrasi, integritas, egaliter,
keniscayaan  pemimpin, akuntabilitas, persaudaraan dan proteksi; (3)
Pemilihan pemimpin tidak saja penting dan bersifat simbiosis mutualis
bersama-sama dengan negara dan agama, melainkan juga wajib secara
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naqlî maupun secara ‘aqlî;  (4) Tidak ditemukan sebuah pola suksesi yang
baku.   Tetapi secara historis terdapat dua pola suksesi yang pernah
dipraktekkan pada priode Khulafâ’ al-Râsyidîn (632 M./ 11 H.-661 M./40
H.), yaitu pemilihan berdasarkan musyawarah dan penetapan langsung.
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ABSTRACT
Researcher : Hamzah
Student Number : P0100303032
Specialization : Sharia/Islamic Jurisprudence
Dissertation Topic : “Regional and Deputy Head General Election
(Pemilukada) Perspective of Islamic Law”
This dissertation is entitled "Indonesian for Regional chairman
and Deputy chairman in Perspective of Islamic Law" Primary issue of
this dissertation is how the perspective of Islamic law on the election?
Secondary issues of this dissertation are: how is diligence method in
establishing Indonesian for Regional chairman and Deputy chairman
law ? How are the urgency of the election and succession pattern in
Islam ?  How are the general principles of both Qur’an and hadith in
terms of Islamic governance ?
The main objective of this study is to explain the
implementation of the election law based on Islamic law.
Based on its nature, this type of research is a qualitative study.
While based on the source of the data, this study is library research.
The approach used is the historical approach, the normative approach
and al-Istislahi approach which includes three approaches, namely the
rules of Feeqeh approach, Maslahat al-Mursalah and Maqasid al-
Syarii'ah. The data source of this research is derived from the data of
literature and interview data. Data collection was done by using the
documentation, interview techniques, and recording techniques.
Meanwhile, to analyze data the researcher used qualitative data
analysis techniques by using inductive thinking process that is
formulated to address the research.
This study shows a number of results or conclusions, namely:
(1) The Election that cause harm or legal mafsadat is forbidden by the
law under categories, (2) In the Qur'an and the Hadith can be found
eight principles of the Islamic government of a general nature, such as
the principles of loyalty, democracy, integrity, egalitarian, necessity
leader, accountability, fellowship and protection, (3) the selection of
a leader is not only essential and mutual symbiosis between nation
vand religion togetherly but also must be with naqli and aqli, (4) It has
not been found yet a pattern standard succession. But historically
there are two patterns of succession that used to be practiced in the
period of Khulafa 'al-Rashidun (632 AD./11 AH. – 661AD./40 AH.), ie
the selection based on consultation and direct determination.
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ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْﺪ ُﻳ ْﺮ ِﺠ ْﺗ َ
ةﺰ َﲪ َْ:ﺚ ِﺎﺣ ِﺒ َاﻟ ْﻢ ُﺳ ْإ ِ
23030300100ف:ﻞ ِﻴ ْﺠ ِﺴ ْاﻟﺘﱠ ﻢ ُﻗ ْر َ
ﺔ ُﻴﱠ ﻣ َِﻼ ﺳ ْاْﻹ ِﺔ ُﻌ َﻳ ـْﺮ ِﻟﺸﱠ ا َ:ﺺ ُﺼﱡ ﺨ َﻟﺘﱠ ا َ
"ﺔ ِﻴﱠ ﻣ َِﻼ ﺳ ْاْﻹ ِﺔ ِﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺸﱠ ر ِﻮ ْﻈ ُﻨ ْﻣ َِﰲ ﺔ ِﻴﱠ ﻤ ِﻴ ْﻠ ِﻗ ْاْﻹ ِﺔ ِﺎﺳ َﺋ َﻠﺮﱢ ﻟ ِﺔ ُﻣﱠ ﺎﻌ َاﻟ ْﺎت ُﺎﺑ َﺨ َﺘ ِﻧ ْْﻹ ِا َ":ﺚ ِﺤ ْﺒ َاﻟ ْع ُﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َ
ِﰲ ﺔ ِﻴﱠ ﻤ ِﻴ ْﻠ ِﻗ ْاْﻹ ِﺔ ِﺎَﺳـــــــــــﺋ َﻠﺮﱢ ◌ٍ◌ ِﻟ ِﺔ ُﺎﻣﱠ ـــــــــــﻌ َاﻟ ْﺎت ُﺎﺑـَــــــــــﺨ َﺘ ِﻧ ْاْﻹ ِ◌ َ"ان ِﻮ َﻨـْ ـــــــــــﻌ ِﺑ ِﺔ ًﻧـَــــــــــﻮ ْﻨ ـُﻌ ْﻣ َﺔ َِﺣـــــــــــو ْﺮ ُﻃ ْاْﻷ َﻩ ِﺬ َِﻫـــــــــــ
ﺮ َِﻈ ــــﻧ َﺔ َُﻬــــﺟ ْو َﻒ َْﻴ ــــﻛ َﻲ َِﻫ ــــﺔ َِﺣــــو ْﺮ ُﻃ ْاْﻷ َﻩ ِﺬ َِﻫــــﻦ ِْﻣ ــــﺔ ُﻴﱠ ﺎِﺳــــﺳ َاْﻷ َﺔ ُﻠ َﻜ ِْﺸــــﻤ ُاﻟ ْ". و َﺔ ِﻴﱠ ﻣ َِﻼ ْﺳــــاْﻹ ِﺔ ِﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺸﱠ ــــر ِﻮ ْﻈـُـــﻨ ْﻣ َ
ة َُﻼ ﻜ ِْﺸـــــــــــــــﳌ ُا ْو َ؟ﺔ ِﻴﱠـــــــــــــــﻤ ِﻴ ْﻠ ِﻗ ِْﻹ ا ْﺔ ِﺎَﺳـــــــــــــــﺋ َﻠﺮﱟ ◌ِ◌ ِﻟ ِﺔ ِﺎﻣﱠـــــــــــــــﻌ َاﻟ ْﺎت ِﺎﺑَـــــــــــــــﺨ َﺘ ِﻧ ْاْﻻ ِِﰲ ﺔ ِﻴﱠ ﻣ َِﻼ ْﺳـــــــــــــــﻹ ِا ْﺔ ِﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺸﱠ ـــــــــــــــ
ﺎت ِﺎﺑَـــــﺨ َﺘ ِﻧ ْاﻹ ِﺬ ِْﻴ ـــــﻔ ِﻨ ْﺗ ـَﻢ ِْﻜـــــﺣ ُﺎط ِﺒ َﻨ ْﺘ ِْﺳ ـــــإ ِِﰲ ْﺔ ِﻣ َﺪ ِﺨ ْﺘ َﳌْﺴـــــا ْﺎد َِﻬـــــﺘ ِﺟ ْاِﻹ ﺔ َُﻘ ـــــﻳ ـْﺮ ِﻃ َﻒ َْﻴـــــﻛ َﻲ َِﻫ ـــــﺔ ُﻳﱠـــــﻮ ِﻧ ََﺎ◌َ◌َ◌َ◌ َاﻟﺜﱠ 
م َِﻼ ْﺳ ـــــاِﻹ ِﰲ ﻢ ِﻴ ْﻋ ِاﻟ ـــــﺰﱠ ﺔ َِﻓ ـــــَﻼ ﺧ ِﺎط ُْﳕ ـَــــأ َو َﺎت ِﺎﺑ ـَــــﺨ َﺘ ِﻧ ْاِﻹ ◌ ُﺔ َُﻴ ـــــَﳘﱢ أ َِﻒ◌ َْﻴ ـــــﻛ َ؟  ﺔ ِﻴﱠـــــﻤ ِﻴ ْﻠ ِﻗ ْاﻹ ِﺔ َِﺳ ـــــﺎﺋ َﻠﺮﱢ ◌ٍ◌ ِﻟ ِﺔ ِﺎﻣﱠ ـــــاﻟﻌ َ
؟ ﺔ ِﻴﱠ ﻣ َِﻼ ﺳ ْاِﻹ ﺔ ِﻣ َﻮ ْﻜ ُﺤ ُﻠ ْﻟ ِﺚ ِﻳ ْﺪ ِاﳊ َو َآن ِﺮ ْاﻟﻘ ُِﰲ ْﺔ ِﺎﻣﱠ ﻌ َاﻟ ْدئ ُﺎ ِﺒ َﻣ َﻒ َﻴ ْﻛ َ؟   
ﻰ َﻠ ـــــﻋ َﺎت ِﺎﺑ ـَــــﺨ َﺘ ِﻧ ْاﻻ ِْﲔ ِاﻧ ِﻮ َﻗَـ ـــــﺬ َْﻴ ـــــﻔ ِﻨ ْﺗ ـَﺢ ِﻴ ِْﺿـــــﻮ ْﺘ ـَﻟ ِﺔ ِاَﺳـــــر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ َِﻫ ـــــﻦ ِْﻣ ـــــﻲﱡ ِﺴـــــﻴ ْﺋ ِاﻟﺮﱠ ف ُﺪ ْاﳍَـــــو َ
.ِ ﺔ ِﻣﻴﱠ َﻼ ِﺳ ْاﻹ ِﺔ ِﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺸﱠ ﺎس ِﺳ َأ َ
ﺔ ًاَﺳـــر َﺎ د ًِﻀـــﻳ ْأ َﺳـــﺔ ُا َر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ َِﻬ ـــﻓ ـَ.ﻪ ِِﺘ ـــﻌ َﻴ ـْﺒ ِﻃ َﺚ ُْﻴ ـــِﲝ َﺔ ٌﻴﱠـــﻋ ِﻮ ْﻧ ـَﺔ ٌاَﺳـــر َد ِﻲ َِﻫ ـــﺔ ُاَﺳـــر َﺪﱢ اﻟﻩ ِﺬ َِﻫـــع ُﻮ ْﻧَـ ـــو َ
ﺞ ِﻬ َﻨ ـْاﳌَـــــو َيﱢ ﺎر َِﻴـــــﻌ ْاﳌ ِﺞ ِﻬ َﻨ ـْاﳌَـــــ، و َﻲﱢ ﳜ ِْﺎِر◌ ِاﻟﺘﱠـــــﺞ ِﻬ َﻨ ـْﳌَـــــا ْام ُﺪ َﺨ ْﺘ ِْﺳـــــا َِﰎﱠ ﺪ ْﻗَـــــو َ. ﺎ. ﻫ َر ِﺎد َِﺼـــــﻣ َﻞ ِْﺟـــــِﻷ َﺔ ٌﻴﱠـــــﺒ ِﺘ َﻜ ْﻣ َ
و َﺔ ُﻠ ََﺳـــﺮ ْاﳌ ُﺔ ُﺤ َﻠ َْﺼـــاﳌ َ، و َﺔ ُﻴﱠـــﻬ ِﻘ ْاﻟﻔ ِﺪ ُاِﻋـــﻮ َاﻟﻘ َﻲ َِﻫـــ، و َﺞ ٍﺎﻫ ِﻨَـــﻣ َﺔ َﺛَـــَﻼ ﺛ َﻞ ُﻤ ُْﺸـــﺗ َِﱵ ْاﻟـﱠــﻲﱢ ﺣ َِﻼ ْﺼـــﺘ ِﺳ ْاِﻹ 
ب ِد َاﻷ َﺎت ِﺎﻧـَــــــــﻴ َاﻟﺒ ـَﻦ َِﻣ ـــــــــﺎت ُﺎﻧـَــــــــﻴ َاﻟﺒ ـَﻲ َِﻫـــــــــﺚ ِْﺤـــــــــا اﻟﺒ َﺬ َِﳍَـــــــــﺎت ِﺎﻧـَــــــــﻴ َاﻟﺒ ـَر ُﺪ َْﺼـــــــــﻣ َ.  ﺔ ُﻌ َﻳ ـْﺮ ِاﻟﺸﱠ ـــــــــﺪ ُﺎِﺻـــــــــﻘ َاﳌ َ
ِﰲ ْو َ.ﻞ ِﻴ ْﺠ ِْﺴـــــاﻟﺘﱠ ﺎت ُﻴﱠـــــﻨ ِﻘ ْﺗ ـَو َﺔ َِﻠ ـــــﺎﺑ ـَﻘ َاﳌ ُﺎت ُﻴﱠـــــﻨ ِﻘ ْﺗ ـَ، و َﻖ ٍﺎﺋ ِﺛـَــــو َام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎْﺳـــــﺑ ِﺎت ِﺎﻧـَــــﻴ َاﻟﺒ ـَﻊ َِﲨْـــــَﰎﱠ ﺪ َْﻗ ـــــ. و َﺔ َِﻠ ـــــﺎﺑ ـَﻘ َاﳌ ُو َ
ام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِﺎْﺳـــــــﺑ ِﺔ ِﻴﱠـــــــﻋ ِﻮ ْاﻟﻨـﱠ ﺎت ِﺎﻧَـــــــﻴ َاﻟﺒ ـَﻞ ِْﻴـــــــﻠ ِﲢ َْﺎت ِﻴﱠـــــــﻨ ِﻘ ْﺗ ـَام ِﺪ َﺨ ْﺘ ِاْﺳـــــــ، و َﺎت ِﺎﻧَـــــــﻴ َاﻟﺒ ـَﻞ ِْﻴـــــــﻠ ِﺤ ْﺘ َ، ﻟ ِﻪ ِِﺴـــــــﻔ ْﻧ ـَﺖ ِﻗْـــــــاﻟﻮ َ
.ث ِﻮ ْﺤ ُاﻟﺒ ُﺔ ِﺎﳉ َِﻌ َﻤ ُﻟ ِﺖ ْﻌ َﺿ ِو ُِﱵ ْاﻟﱠ ﻲﱢ اﺋ ِﺮ َﻘ ْﺘ ِﺳ ْاﻻ ِْﲑ ِﻜ ِﻔ ْاﻟﺘـﱠ ﺔ ُﻴﱠ ﻠ ِﻤ َﻋ َ
ا ر ًﺮ ََﺿــــــﺐ َﺒﱠ َﺴــــــﺗ َِﱵ ْاﻟـﱠـــــﺎت ُﺎﺑَــــــﺨ َﺘ ِﻧ ْْﻻ ِ( ا َ1: )ﻲ َِﻫــــــﺞ ِﺎﺋ َِﺘــــــاﻟﻨﱠ ﻦ َا ِﻣــــــد ًﺪ ََﻋــــــﺔ ُاَﺳــــــر َاﻟﺪﱢ ﻩ ِﺬ َِﻫــــــﲔﱠ  َﺒَـــــــﺗ ـَو َ
ﻦ َْﻋــــــﻞﱡ ِﻘ ــــــﻳ َﺎ ﻻ ََﻣــــــت ْﺪ َِﺟــــــو ُﺚ ِﻳ ْﺪ ِاَﳊ ــــــو َآن ِﺮ ْاﻟُﻘــــــِﰱ ْ( 2).   ام ِﺮ َاَﳊ ــــــﺐ ِْﺴــــــِﲝ َع ٌﻮ ْﻨُـــــــﳑ َْﻮ َُﻬ ــــــﻓ ـَة ًﺪ َِﺴــــــﻔ ْﻣ َو ْأ َ
، ﺔ َُﻫــــا َﺰ َ، اﻟﻨـﱠ ﺔ ُﻴﱠــــاﻃ ِﺮ َﻘ ْﳝ ُْاﻟﺪ ِ،ء ُﻻ َاﻟــــﻮ َئ ُﺎد ِﺒَــــﻣ َﻞ ُﺜْــــم، ﻣ ِﺎ ٍَﻋــــﻊ ٍﺎﺑ ِت ﻃَــــا َذ َﺔ ِﻴﱠ ﻣ َِﻼ ْﺳــــاِﻹ ﺔ َِﻣــــﻮ ْﻜ ُاﳊ ُئ ُﺎد ِﺒَــــﻣ َﺔ ِﻴﱠــــﺎﻧ ِﲦ ََ
ﺔ ِﺎَﺳــــــــﺋ َﻠﺮﱢ ﻟ ِﺔ ُﺎﻣﱠ ــــــــاﻟﻌ َﺎت ُﺎﺑـَـــــــﺨ َﺘ ِﻧ ِْﻹ ( ا َ3).ﺔ ُﺎﻳـَـــــــﻤ َاﳊ ِ، و َﺔ ُﺎﻟـَـــــــﻣ َ، اﻟﺰ ّﺔ ُﻟ َﺎء ََﺴــــــــ، اﳌ َة ُر َو ْﺮ ُاﻟﻀﱠ ــــــــﻢ ُﻴ ْﻋ ِاﻟــــــــﺰﱠ ،اة ُﺎو ََﺴــــــــاﳌ ُ
ﺐ ُﳚَِ ــــــل َْب◌ َ، ﻂ َْﻘــــــﻓ ـَﻦ ِﻳ ْاﻟــــــﺪﱢ و َﺔ ِﻟَــــــو ْاﻟﺪﱠ ﻊ ََﻣــــــﺐ ٍْﻨــــــﺟ ََﱃ ﺎ إ ِﺒًــــــﻨ ْﺟ َﺶ ِﺎﻳ َِﻌــــــاﻟﺘـﱠ ﺔ ُﻟَــــــﺎد ِﺒ َﺘ َاﳌ ُو َﺔ ًﻳﱠ ر ِو ْﺮ َُﺿــــــﺖ َْﺴــــــﻴ ْﻟ َ
ﺔ ِﻴﱠــــﺎﺣ ِاﻟﻨﱠ ﻦ َِﻣــــﻦ ِْﻜــــ. ﻟ َﺔ ِﻓَــــَﻼ اﳋ ِﺎر َِﻴــــﻌ ْﻣ ِﻂ ِﻰ َﳕْــــَﻠــــﻋ َر ِﻮ ْﺜُـــــاﻟﻌ ُﻢ ْﺘ ِﻳَــــ◌ ْ( ﱂ َ4).ًﻼ ْﻘــــﻋ َﺎ و َﻋ ًﺮ ْﺎ َﺷــــَﻬــــﻧ ـُﻮ ْﻛ َﺎًﻀــــﻳ ْأ َ
م 236)ﻦ َﻳ ْﺪ ِاِﺷـــاﻟﺮﱠ ﺎء َُﻔ ـــﻠ َﳋ ُاﻬـــﺎ ﻌ ُﺒ ِﺘﱠ ﻳ ـَﺎن ََﻛـــِﱵ ْاﻟﱠـــﺔ َِﻓ ـــﻼ َاﳋ ِﺎط ِْﳕـَــأ َﻦ ِْﻣ ـــﺎن َِﻋـــﻮ ْﻧ ـَﻨـــﺎك َﻫ ُﺔ ِﻴﱠـــِﳜ ِﺎر ِاﻟﺘﱠ 
.ة ًﺮ َﺎﺷ َﺒ َﻣ ُﻢ ِﻴ ْﻤ ِﺼ ْاﻟﺘﱠ و َر ِﺎو ُﺸ َﺎﻟﺘﱠ ﺑ ِت ْﺪ َﻘﱠ ﻋ َِﱵ ْاﻟﱠ ،(ﻫـ04م /166-ﻫـ11/ 
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam skala global, bangkitnya gelombang demokratisasi melanda
negara-negara berkembang, merupakan bukti sejarah atas tumbangnya pilar
otoritarianisme, rezim  di negara otoriter dan sentralistik.1 Kebangkitan
negara-negara  demokrasi baru seperti Asia, termasuk Indonesia, tidak saja
telah melahirkan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil mengadakan
perlawanan terhadap sikap otoriter negara yang selama ini membelenggu
kebebasan hak-hak politik masyarakat, tetapi juga telah membuka babak
baru sejarah demokrasi -khususnya di Indonesia- dengan terwujudnya
kebebasan dan hak-hak politik rakyat sepenuhnya.  Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)2 langsung, menunjukkan hal
itu.
Pada abad ke-20, terutama sejak banyaknya negara jajahan
memperoleh kemerdekaan, sistem demokrasi3 diklaim sebagai satu-satunya
1Dalam demokrasi, ditekankan kesetaraan dan kesempatan yang sama kepada setiap
individu untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan politik dengan instrumen
pendukung yang dibuat.  Tumbangnya rezim-rezim otoritarian dari kisah sejarah yang
tertulis, menandakan bahwa tirani dan otoritarian tidak menghargai pluralitas dan
heterogenitas.  Lihat Wiwin Suwandi, “Demokrasi Jahiliyah”, Fajar,  Nomor 102 Tahun ke-28,
12 Januari 2009.
2Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut
Pemilukada  ) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Lihat Peraturan Pemerintah RI.
No. 49 Tahun 2008 Tentang Pemilukada  , (Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 6.
3Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat, dan "kratia"
berarti pemerintahan.  Suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota
masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan
kepentingan bersama.  Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jilid IV, Cet. I, Jakarta: PT.
Cipta Adi pustaka, 1988), h. 293.  Bandingkan dengan Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid
2sistem pemerintahan yang sah dan diakui secara universal.4 Alasannya,
karena demokrasi adalah satu-satunya bentuk pemerintahan yang dianggap
sesuai dengan martabat kemanusiaan.5 Robert A. Dahl, seorang pengamat
demokrasi, menegaskan bahwa di abad ke-20, gagasan demokrasi telah dianut
dan direalisasikan oleh sejumlah besar bangsa dunia.  Dalam setengah abad
terakhir, demokrasi dalam arti yang modern memperoleh kekuatan hampir
secara universal sebagai ide politik, sebagai suatu aspirasi dan ideologi.6
Dalam konteks Indonesia, gerakan demokratisasi politik masyarakat
menuntut pembaruan, mulai tampak pada era 1980-an yang ditandai dengan
tampilnya masyarakat sipil dan kaum intelektual dengan reformasi semakin
tampak pada era 1990-an dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 yang
ditandai dengan tumbangnya Soeharto dari kursi kepresidenan.  Jatuhnya
Soeharto menandai babak baru kehidupan politik bangsa Indonesia dengan
tampilnya era reformasi.  Gelombang demokratisasi tidak saja menghantam
Pemerintahan Orde Baru7, tetapi terus bergerak masuk sampai ke dalam
Gatara Fh., Deddy, secara bahasa (etimologis) demokrasi adalah pemerintahan rakyat
banyak.  Dalam pengertian peristilahan (terminologis)  demokrasi diartikan sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.195;
Lihat juga Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Ilmu Negara dalam Multi
Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama (Cet. II, Bandung: Pustaka Setia,
2007), h. 119-121.
4Lihat Franz Magnis Suseno, "Demokrasi: Tantangan Universal" dalam M. Nasir Tamara
dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog antar Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1996), h.
122.
5Lihat Ibid., h. 124.
6Lihat Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, (New Haven/London: Yale
University Press, 1989), h. 213.
7Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara
Indonesia yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.  Pada pemerintahan Orde Baru, pembangunan untuk
kesejahteraan digalakkan dan ditingkatkan di segala sektor  dan disebarkan ke seluruh tanah
air, oleh sebab itu Orde Baru juga dikenal sebagai Orde Pembangunan.  Lahirnya Orde Baru
merupakan koreksi total atas penyelewengan dan penyimpangan atas Pancasila dan UUD
1945.  Penyimpangan dan penyelewengan itu telah mengakibatkan kemunduran      di bidang-
bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.  Lihat ibid.,  Jilid 11, h. 297-
299.
3sendi-sendi kehidupan masyarakat.8 Secara historis, sesungguhnya praktek
demokratisasi dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, telah
diterapkan oleh sebagian masyarakat di Nusantara ini jauh sebelum
berinteraksi dengan bangsa Barat.  Proses pemilihan kepala suku dan
pemilihan kepala desa di berbagai wilayah Nusantara menunjukkan hal
tersebut, juga apa yang dahulu sering disebut dengan istilah desa demokrasi.
Namun karena pemerintahan yang besar, yaitu kerajaan-kerajaan di
Nusantara tidak menerapkan pemerintahan yang demokratis,9 seringkali kita
merasa bahwa seolah demokrasi tidak pernah ada di Indonesia.10
Bangkitnya era demokratisasi pasca kejatuhan Orde Baru, menjadi
babak baru bagi perilaku  bermasyarakat, berbangsa,  dan bernegara
masyarakat Indonesia.  Tidak terkecuali reformasi11 telah membawa angin
segar bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia, dalam hal ini, sendi-sendi
kebebasan, kemerdekaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat.  Hal ini
pula menjadikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang niscaya, sebab
salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru,
8Lihat J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 81.
9Lihat Robert A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control, (New
Haven and London:  Yale University Press, 1982), h. 10-11.   Robert A. Dahl menjelaskan
bahwa suatu pemerintahan dianggap demokratis, antara lain jika memenuhi adanya
persamaan hak pilih dalam setiap pemilihan dan adanya partisipasi efektif  setiap warga
negara,   Lihat Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven and
London: Yale University Press, 1971), h. 1-6.
10Ainul Yaqin dkk. Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan Demokrasi
di Kabupaten Malang (Cet. I, Malang: Averroes Press, 2007), h. 3.
11Reformasi merupakan suatu era pasca jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto
sejak Mei 1998 dengan semangat pembaruan gerakan demokratisasi politik masyarakat yang
ditandai dengan tampilnya masyarakat sipil dan kaum intelektual.  Lihat J. Kaloh, Mencari
Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan
Global, (Cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007),    h. 81;  Reformasi merupakan momen
penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Salah satu tuntutan terpenting dalam
amanat reformasi adalah perlunya bangsa ini meninggalkan sebuah mekanisme pemerintahan
yang sentralistik, menuju pola yang lebih desentralistik.  Lihat Ahmad Nadir, Pemilukada
Langsung dan Masa Depan Demokrasi Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika
Politik dalam Pemilukada   Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur, (Cet. I, Malang:
Averroes Press, 2005), h. 4.
4yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai apabila kedaulatan
rakyat12 dikembalikan ke tangan rakyat.13
Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan masa lalu
di masa Orde Baru dan awal reformasi, letak kekuasaan tidak berada di
tangan rakyat, bahkan  selama itu kedaulatan sepenuhnya berada di tangan
lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.  Lebih dari itu, pada era reformasi
awal, kedaulatan seolah-olah berada  di tangan partai politik, karena partai
politik melalui fraksi-fraksi mereka            di Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat saja melakukan
apapun sesuai kehendak mereka meskipun sangat berkaitan dengan
kepentingan bangsa dan negara.  Fakta tersebut menjelaskan bahwa rakyat
tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kehendak mereka,
kebebasan mengeluarkan pendapat dan pemenuhan atas hak-hak politik
mereka tertutup sama sekali.
Berdasarkan realitas tersebut di atas, demokrasi yang terwujud
dalam bentuk kedaulatan rakyat, menjadi relevan dan penting, tidak saja
bagi terpenuhinya sistem berbangsa dan bernegara yang baik, tetapi juga
sangat penting dan mendasar yaitu dalam rangka rakyat diposisikan sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.14 Karena itu, demokrasi
12Kedaulatan rakyat adalah suatu paham dalam ilmu tata negara yang menyatakan
bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat, dan asal kekuasaan adalah
rakyat.  Oleh sebab itu segala kebijakan pemerintahan harus berlandaskan kemauan rakyat.
Menurut teori ini, yang memilih dan menetapkan penguasa pemerintahan adalah rakyat.
Oleh sebab itu, para penyelenggara negara bertanggung jawab kepada rakyat.  Negara yang
mendasarkan diri pada teori ini disebut negara demokrasi.  Lihat Ensiklopedi Nasional
Indonesia (Cet. I, jilid VIII, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 277.
13Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.51.
14Bandingkan dengan konsepsi tentang sistem politik Islam yang dikenal dengan
doktrin khilâfah, yakni kekuasaan tertinggi terletak pada Allah, sedangkan manusia yang
diberikan daya dan kemampuan, hanyalah karunia dari Allah swt.  Allah telah menjadikan
manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian-pemberian
dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhaan-Nya.
Berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia
hanyalah khalîfah atau wakil  Sang Pemilik yang sebenarnya.  Lihat Abul A'lâ Maûdûdi, "Al-
5dinyatakan sebagai instrumen politik yang tidak saja mengangkat harkat dan
martabat manusia, tetapi juga menempatkan manusia sebagai penguasa yang
berdaulat, bebas mengekspresikan kehendak dan pendapatnya.15
Salah satu implikasi dan konsekuensi logis dari sistem demokrasi,
adalah pemberian hak dan kebebasan bagi rakyat untuk memilih pemimpin
atau kepala daerahnya16 secara langsung, yang saat ini populer disebut
dengan Pemilukada.   Namun harus disadari, pelaksanaan Pemilukada
tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas
demokrasi17 di daerah.  Bahkan harapan yang berlebihan bahwa Pemilukada
akan meningkatkan kualitas demokrasi, jika tidak, akan bisa mengaburkan
pemahaman tentang strategi demokratisasi dalam Pemilukada, tanpa
penghampiran terhadap aspek-aspek penting Pemilukada.  Hal penting dari
demokrasi sejatinya bukan substansi semata, melainkan juga persoalan
prosedur18
Khilâfah wa al-Mulk", terjemahan Muhammad al-Baqir, Khilafah dan Kerajaan (Cet. IV,
Bandung: Mizan, 1993). h.  64.
15Pemilukada   merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara
normatif  yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu (freedom) dan
persamaan (equality) dalam politik.  Dengan demikian Pemilukada   memberikan hak seluas-
luasnya kepada publik untuk menentukan jalannya pemerintahan.  Berbeda dengan konteks
politik lokal di Indonesia selama Orde Baru (Orba).  yang hanya berfungsi sebagai perluasan
kehendak politik nasional yang bercorak sentralistik dan seragam.  Lihat Cornelis Lay,
“Pemilukada   Langsung dan Pendalaman Demokrasi”, Catatan Pengantar  dalam Dinner
Lecture-KID (Jakarta: 21 November 2006), h. 4.
16Dalam konteks penelitian ini, dimaksudkan sebagai kepala daerah, yaitu gubernur
dan wakil gubernur untuk daerah tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten,
serta walikota dan wakil walikota untuk kota. Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun  2008
Tentang Pemilukada (Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 6.
17Kualitas demokrasi sebenarnya didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut
penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan akomodasi
kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan/peraturan di daerah.
Lihat Yana Syafriana Hijri, "Pemilukada   Langsung: Pesimisme Demokrasi Lokal", dalam
Nurudin, dkk., Kebijakan Elitis Politik Indonesia (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
h. 180-181.
18Lihat Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Teknis,
(Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 17.
6Bertolak dari pandangan di atas, dipahami bahwa Pemilukada
adalah salah satu sarana perwujudan demokrasi di daerah.  Selain itu,  juga
salah satu varian yang menjadi peningkat kualitas berdemokrasi, meski tidak
selamanya hal itu dapat terjadi.  Bahkan bisa terjadi sebaliknya, Pemilukada
menjadi penyebab atas rendahnya kualitas berdemokrasi.
Pemilukada selain menjadi pintu terbukanya proses demokratisasi,
juga tidak menegasikan pada saat yang bersamaan, Pemilukada juga dapat
menjadi bumerang  bagi demokrasi.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
persoalan yang muncul, baik sebelum, saat sedang, maupun pasca
Pemilukada berlangsung.  Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian
aktivis dan politisi bahwa demokrasi akan tumbuh subur dan cepat di
Indonesia jika ditanam di atas kuburan rezim Orde Baru.  Demokrasi yang
diharapkan segera hadir dengan sosoknya yang utuh dan sejati, ternyata tidak
segera muncul.  Bahkan demokrasi pasca Orde Baru mengundang pertanyaan
serius terhadap masa depannya.19
Pelaksanaan Pemilukada pertama terjadi pada 2005,20 merupakan
momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dengan
dilaksanakannya Pemilukada yang didasarkan kepada Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam perjalanannya, Pemilukada telah mengalami pasang-surut
perkembangan.  Dari pengalaman secara nasional, pelaksanaan Pemilukada
banyak menuai polemik dan konflik21.  Terdapat beberapa kabupaten/kota
19Lihat Anas Urbaningrum, Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia (Cet. I,
Jakarta: Penerbit Republika, 2004), h. xii.
20Pemilukada   pertama dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.   Lihat Cornelis Lay, op. cit., h. 2.
21Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan
masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada
umumnya bersifat primordial dan feodalistis.  Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan
7yang melaksanakan Pemilukada mengalami gejolak konflik politik yang cukup
serius dan cenderung destruktif sampai kepada kerusuhan, baik antar massa
pendukung kandidat, maupun dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Munculnya masalah ini mengakibatkan demokrasi yang terbangun, bukannya
proses demokrasi sejatinya, tetapi anarki atau apa yang disebut oleh
sejumlah pengamat dengan "democrazy", yakni suatu proses demokrasi yang
berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan
yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan.22 Kasus
Pemilukada  dalam berbagai wacana demokrasi lokal yang terjadi seperti ini,
telah mereduksi makna demokrasi dan di saat yang bersamaan,
memproklamirkan bahwa demokrasi prosedural merupakan satu-satunya jalan
dalam membangun sebuah negara.23
Catatan buruk lain Pemilukada yakni munculnya kerusuhan sosial
sebagai akibat dari adanya rasa ketidakpuasan kelompok tertentu untuk
menerima hasil Pemilukada.24 Selain itu tak kalah gaungnya adalah politik
uang, menguatnya fenomena "makelar politik" pada seleksi tingkat partai
politik, juga rendahnya penghormatan terhadap hukum (hasil keputusan
sengketa Pemilukada).25
Berkaitan dengan hal di atas, Joko J. Prihatmoko menjelaskan nilai
minus Pemilukada  terletak pada:
perundang-undangan yang menjadi dasar Pemilukada  ini, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.  Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja
konflik Pemilukada  Sulsel dan Maluku.  Lihat Ahmad Rusyaidi H., “Fenomena Konflik Politik
Pemilukada  dan Liberalisasi Politik”, Artikel, 22 Pebruari 2008, http://www.pdiperjuangan-
jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=515. (akses 25 Oktober 2008).
22Lihat J. Kaloh, op.  cit.,h. 83-84.
23Lihat Aji Deni, Konsolidasi Demokrasi Menuju Keberlanjutan Politik Indonesia Pasca
Soeharto (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 149.
24Andi Haris, “Jangan Tangisi Demokrasi”, Fajar, Nomor 306, Tahun ke-27,  5 Agustus
2008.
25Joko J. Prihatmoko, op. cit., h.  176-177.
81. Kebutuhan dana yang sangat besar.  Hal tersebut disebabkan
membengkaknya biaya operasional logistik kampanye, hadiah kepada masing-
masing konstituen yang dibungkus dalam bentuk sumbangan, baik secara
terbuka maupun tertutup di setiap berlangsungnya perhelatan kampanye.
Pemilukada juga akan memberatkan pemerintah daerah karena memiliki
tanggung jawab dalam pendanaan khusus bagi  penyelenggraan Pemilukada.
Pembengkakan biaya akan semakin besar jika harus dilaksanakan tahap
putaran kedua Pemilukada akibat akumulasi  suara yang tidak memenuhi
standar minimal jumlah suara 25 % pemenang pertama.
2. Pemilukada telah terbukti menciptakan konflik secara terbuka, baik
antar elit dan massa, maupun antar elit dan elit lainnya dan antara massa
dengan massa lainnya.  Karakter Pemilukada yang terbuka itu dapat
memancing konflik massa  yang lebih besar seperti kekecewaan atas
kegagalan kandidatnya meraih kemenangan.
3. Pemilukada  dapat mengganggu aktivitas rakyat sehari-hari karena
dapat menyedot konsentrasi mereka akibat kampanye para kandidat, pikiran
mereka tersedot dengan isu-isu dan manuver yang dilakukan kandidat.26
Mencermati fakta yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilukada
sebagaimana diungkapkan di atas, dipahami bahwa telah terjadi krisis dalam
proses pelaksanaan Pemilukada yang membutuhkan penanganan secara
serius.27 Karena krisis Pemilukada  tidak saja telah menciderai perjalanan
demokratisai yang sedang dijalankan       di Indonesia, tetapi juga telah
26Lihat Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan
Problem Penerapan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 130-132.
27Krisis Pemilukada  dimaksudkan sebagai keadaan yang berakibat timbulnya konflik
selama dalam proses pelaksanaan Pemilukada  yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai
agama, etika dan moral masyarakat.  Keadaan seperti itu, akan lebih berbahaya lagi dan
menyebabkan munculnya dampak negatif yang serius, jika tidak ditangani secara cepat dan
tepat.
9menyebabkan runtuhnya sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, dan paling
serius adalah gagalnya pencapaian tujuan ideal Pemilukada.28
Krisis Pemilukada merupakan masalah yang cukup serius.  Salah satu
faktornya karena tidak sesuainya antara harapan kita dan kenyataan yang
terjadi.  Apa yang kita bayangkan, ternyata berjalan tidak sesuai dengan
harapan dan keinginan.  Harapan kita adalah terciptanya proses Pemilukada
secara demokratis, berdasarkan asas-asas: langsung, umum, bebas dan
rahasia (luber ), juga asas jujur dan adil (jurdil ) dalam rangka memilih
pemimpin yang diinginkan.
Perlu ditegaskan bahwa asas-asas di atas dimaksudkan, langsung
berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak
boleh diwakilkan.  Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga
negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.  Bebas berarti pemilih
diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya
diketahui oleh si pemilih itu sendiri.  Sedangkan asas jujur berarti Pemilukada
harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap
warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya
dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil
rakyat yang akan terpilih.  Sementara itu, asas adil dimaksudkan sebagai
perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilukada dan pemilih, tanpa ada
pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
28Tujuan ideal Pemilukada  antara lain terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian dan moral yang baik.  Idealnya
kepala daerah terpilih  adalah orang-orang yang berkenan di hati  rakyat, dikenal dan
mengenal daerah serta memiliki  ikatan emosional kuat terhadap rakyat daerah.  Selain itu,
Pemilukada  juga menjadi semacam training ground, yakni ajang atau arena pelatihan
pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkatan lebih tinggi.  Lihat Joko
J. Prihatmoko, "Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis", op.  cit.,h.
172-173.
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Asas jujur dan adil ini mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta
Pemilukada, tetapi juga mengikat penyelenggara Pemilukada.29
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan
Pemilukada  tersebut perlu dikaji dan dicarikan solusi berdasarkan perspektif
hukum Islam.30 Gagasan atau konsepsi yang lahir dari kajian tersebut,
sedapat mungkin menjadi pertimbangan dan acuan normatif, dalam rangka
pelaksanaan Pemilukada di Indonesia.  Dari latar belakang inilah
sesungguhnya, penulis berpendapat bahwa tema penelitian ini menjadi
penting dan relevan.
Dalam konteks Islam, khususnya masalah Islam dalam kaitannya
dengan  ketatanegaraan, Munawir Sjadzali31 menjelaskan bahwa terdapat tiga
aliran dalam kajian  hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran
pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam
pengertian Barat, yakni  hanya menyangkut hubungan antara manusia dan
Tuhan, sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan
pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan
29Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia dalam
http://id.m.wikipedia.org./wiki/Pemilihan_Umum_di_Indonesia. Diakses 27 Juli 2011.
30Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan
kata “hukum Islam”, tetapi  dipergunakan istilah syariat Islam, hukum syarak, fikih, syariat
dan syarak.  Kata "hukum Islam" baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan
penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term Islamic Law yang secara harfiah
dapat disebut dengan hukum Islam.  Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum”
dan kata “Islam” secara terpisah, merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan
juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan
artinya secara definitif.  Lihat Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
PT. Raja Grafindo, 2006), h. 57;   Menurut Muhammad Khalid Mas'ud, hukum Islam adalah
suatu sistem etika atau moral.  Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosophy, A
Study of Abu Ishaq al Syatibi, Life and Tought (Islamabad, Pakistan: Islamic Research
Institute, 1977), h. 9;  Bandingkan dengan Joseph Schacht, Islamic Law dalam Gustave E Von
Grunclaum (ed.) University and Varicty in Muslim Civilazation (The University of Chicago
Press, 1955), h. 12.  Selain itu ada pandangan lain bahwa  hukum Islam adalah hukum dalam
tatanan moderen yang tidak saja mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, seperti di
bidang sosial, ekonomi dan politik yang tumbuh pada masa ini, akan tetapi juga hukum Islam
mampu menjadi acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan bidang-bidang kehidupan tersebut
pada masa yang akan datang.  Lihat  Abdul Manan, op.  cit., h. 58-59.
31Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Edisi V,
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), h. 1-3.
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bernegara.  Karena itu umat Islam dalam hal bernegara, harus kembali
kepada sistem politik Islam, terutama sistem yang telah dipraktekkan oleh
nabi Muhammad saw. dan Khulafâ’ al-Râsyidîn.  Tokoh-tokoh aliran ini antara
lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ri«a, dan Abû  al-A'lâ
Maûdûdî.
Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam
pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.
Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti
halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia
kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti
luhur dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai
satu negara.  Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd Raziq dan
Taha Husain.
Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama
yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan.
Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam
pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan
Tuhannya.  Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem
ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan
bernegara.  Di antara tokoh-tokoh aliran ini, Muhammad Husain Haikal,
penulis buku ¦ayât Mu¥ammad dan Fî Manzil al-Wa¥y.32
Terlepas dari perdebatan tersebut, penulis berpendirian bahwa pada
dasarnya Islam dalam hubungannya dengan tata negara, merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Sebabnya, Islam membutuhkan sebuah
negara yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.
Kecuali itu, negara juga dibutuhkan sebagai alat untuk mengamalkan dan
menegakkan ajaran-ajarannya, sedangkan negara membutuhkan Islam
sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan pemerintahan.
32Lihat ibid.
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Pertalian agama dan negara, pada dasarnya telah didukung oleh
fakta-fakta sejarah Islam, sejak pertama nabi Muhammad saw. mendirikan
negara Madinah33 dan sepeninggal beliau dilanjutkan oleh pemerintahan
Khulafâ’ al-Râsyidîn.  Pemerintahan tersebut tidak saja sebagai bukti kuat
atas pertalian erat antara negara dan agama, tetapi juga menjadi contoh
yang sangat baik bagi praktek pemerintahan atau politik dalam Islam.34
Pada priode Madinah ini, Rasulullah saw. sendiri memegang kendali
kekuasaan, baik dalam bidang agama, maupun dalam bidang negara.35
Pelaksanaan tata negara atau pemerintahan tersebut, didasarkan kepada
wahyu Allah swt.  Dalam kaitan ini, Alquran menjadi pedoman atau semacam
panduan, sebab di dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung
pedoman bagi manusia untuk menjalankan hidup bermasyarakat dan
bernegara.36 Di antara ayat-ayat dimaksud, mengajarkan tentang kedudukan
manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, seperti
33Yang dimaksud dengan negara Madinah (622-661 M.) ialah negara yang didirikan
oleh nabi Muhammad saw. berdasarkan Perjanjian al-'Aqabah I dan al-'Aqabah II, yakni suatu
perjanjian antara nabi Muhammad saw. dengan delegasi penduduk Madinah yang telah
memilih nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan.
Perjanjian al-'Aqabah I terjadi pada tahun 620 M., sedang Perjanjian al-'Aqabah II terjadi
pada tahun 621 M. serta Konstitusi Madinah,  yaitu sebuah undang-undang dasar negara
Madinah yang terutama mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negaranya.
Semula wilayah negara itu adalah kota Yatsrib (Madinah) dan kemudian berkembang selama
masa Khulafâ' al-Râsyidîn (Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali).  Lihat Muhammad Tahir Azhary,
Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam,
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Edisi II, Cet. III, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 18.
34Terdapat ungkapan yang melukiskan pertautan antara agama dan negara, yaitu "al-
dîn wa  al-daûlah".  Ungkapan ini dimaksudkan untuk menunjukkan perpaduan erat, bukan
untuk menyamakan antar keduanya.  Telah jelas bahwa keduanya berbeda, yang pertama
bersifat sakral dan universal, sedangkan yang kedua bersifat profan dan temporal.  Ungkapan
ini pula dapat dipahami bahwa secara tegas menolak adanya sekularisasi dalam Islam. Lihat
Ridwan, "Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan", op. cit., h. 12.
35Lihat Shorter Encyclopedia of Islam (Leiden, E.J. Brill, 1961), h. 534.  R.
Strothmann menjelaskan bahwa Islam di samping merupakan sistem agama telah pula
merupakan sistem politik dan nabi Muhammad di samping rasul telah pula menjadi seorang
ahli negara.
36Lihat Munawir Sjadzali, op. cit., h. 4.
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prinsip musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan
kebebasan beragama.37
Sepeninggal Rasulullah saw. (632 M.), dalam sejarah diketahui bahwa
persoalan yang pertama-tama muncul adalah dalam bidang politik, bukan
dalam bidang teologi, meski pada akhirnya persoalan politik ini meningkat
menjadi persoalan teologi.38 Dari kondisi inilah pada dasarnya muncul
istilah khalifah, yakni sebuah jabatan pengganti Rasulullah saw. dalam
meneruskan jalannya sistem pemerintahan negara, juga dalam hal
keagamaan.  Keempat sahabat nabi saw. yang menggantikan beliau itulah
yang kemudian disebut dengan Khulafâ’ al-Râsyidîn.
Pasca wafatnya Rasulullah saw.,  umat Islam saat itu disibukkan
dengan masalah suksesi politik, sebab Rasulullah saw. sendiri tidak
menentukan siapa yang akan menggantikan-Nya dan bagaimana mekanisme
penetapan kepala negara dan tentu saja dengan berbagai kriteria yang sesuai
dengan sosio-historis yang ada.39
Dalam kaitannya dengan Pemilukada yang akan dikaji berdasarkan
perspektif hukum Islam, penulis mengemukakan paling tidak ada tiga alasan
mengapa tema tersebut dipilih sebagai berikut.
Pertama, studi tentang Pemilukada, sejak digulirkannya pada 2005,
telah ada beberapa karya tulis, baik dalam bentuk buku maupun jurnal atau
majalah serta koran harian.  Akan tetapi belum ada yang mengkajinya
berdasarkan perspektif hukum Islam.
Kedua, masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, sehingga
tidak berlebihan apabila kajian tentang pelaksanaan Pemilukada dilakukan
berdasarkan sorotan hukum Islam.  Dengan begitu diharapkan memunculkan
37Lihat ibid., h. 4-7.
38Lihat Harun Nasution, Teologi Islam Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan
(Edisi II, Cet. I, Jakarta: Penebit Universitas Indonesia [UI-Press], 2002), h. 3.
39Lihat H.A. Djazuli, Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
rambu (Edisi revisi, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 2007), h. 17.
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gagasan-gagasan yang bisa bernilai positif dan solutif, sehingga dapat
diproyeksikan ke dalam pelaksanaan Pemilukada  pada masa yang akan
datang;
Ketiga, Terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Pemilukada dalam faktanya, banyak terjadi persoalan yang menyebabkan
munculnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.  Karena itu, mengkaji
Pemilukada  berdasarkan perspektif hukum Islam menjadi sangat penting dan
relevan.  Kecuali itu, juga dapat menjelaskan bahwa hukum Islam tidak saja
melulu membahas tentang aspek-aspek keperdataan yang berkaitan dengan
hukum kekeluargaan, perkawinan dan kewarisan.  Akan tetapi hukum Islam,
selain di atas, juga menyangkut tentang masalah yang berkaitan dengan tata
negara atau politik Islam.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
masalah pokok yang menjadi landasan pemikiran dalam kajian ini ialah
bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan Pemilukada ?   Pokok
masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub masalah yang penting
dan relevan untuk menuntaskan atau menjawab masalah di atas.  Sub
masalah dimaksud masing-masing sebagai berikut :
1. Bagaimana prinsip-prinsip umum Alquran dan hadis tentang
pemerintahan dalam Islam ?
2. Bagaimana urgensi pemilihan dan pola suksesi pemimpin dalam Islam
?
3. Bagaimana metode ijtihad dalam menetapkan hukum Pemilukada
perspektif hukum Islam ?
4. Bagaimana ketetapan hukum Pemilukada  perspektif hukum Islam ?
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Berhubung karena aspek-aspek dalam masalah ketatanegaraan Islam
tergolong cukup luas, maka masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi hanya
pada hal-hal yang relevan dengan sistem pengangkatan pemimpin yang
digariskan secara umum oleh Alquran dan hadis, seperti terimplementasi
pada masa Khulafâ'  al-Râsyidîn.  Sedangkan tentang Pemilukada, dibatasi
hanya pada proses pelaksanaan dalam kaitannya dengan pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi dan  menjadi bagian penting dan menjadi landasan
untuk membangun ketetapan hukum (istinba¯ ) perspektif hukum Islam.
Selain itu, tentu untuk menjawab masalah dalam disertasi ini.  Sedangkan
tentang hukum Islam, dibatasi hanya pada kajian tentang na¡ dan metode
istinba¯. Tentang na¡, dikemukakan baik ayat-ayat Alquran dan hadis yang
relevan dengan masalah politik Islam.  Sedangkan untuk metode istinba¯,
dikemukakan kajian tentang al-ma¡la¥ah, kaidah-kaidah fikih, al-a¥kâm al-
khamsah yang semuanya menjadi pilar penting dari struktur objektivitas
hukum Islam (maqâ¡id al-syarî'ah ), selain sebagai bagian dari metode ijtihad
dan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Dalam rangka memperoleh pemahaman dan persepsi yang jelas
tentang makna dan definisi konsep-konsep yang terdapat dalam tulisan ini,
maka dikemukakan beberapa penjelasan sebagai berikut.
1. Pemilukada  :
Yang dimaksud dengan Pemilukada  ialah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.40 Dalam tulisan ini, lebih
40Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilukada  , loc. cit.
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khusus dimaksud dengan Pemilukada  ialah pemilihan umum kepala daerah
dan wakilnya sebagai gubernur, bupati dan walikota, yang dilakukan secara
langsung oleh pemilih tanpa melalui perwakilan.
2. Perspektif :
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perspektif" berarti sudut
pandangan; pandangan.41 Berdasarkan pengertian tersebut, maka perspektif
dalam tulisan ini, dimaksudkan adalah uraian atau kajian yang dihasilkan
berdasarkan sudut pandang, tinjauan dari sebuah disiplin ilmu.
3. Hukum Islam :
Secara etimologi kata hukum berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu
 َﺣ َﻜ َﻢ (ha-kaf-mim) atau  َا ُْﳊ ْﻜ ُﻢ yang mengandung makna mencegah atau
menolak, yakni mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah
penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.  Sedangkan kata
Islam secara etimologi berasal dari kata ﻢﻠﺳ (sim-lam-mim) yang berarti
selamat atau juga bisa berarti menyerahkan diri.   Dalam Islam, istilah hukum
mempunyai dua pengertian, yaitu syariat dan fikih.  Syariat terdiri dari wahyu
Allah dan Sunah nabi Muhammad saw., sedangkan fikih  adalah pemahaman
dan hasil pemahaman tentang syariat.  Secara etimologi syariat berarti jalan
ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai.  Adapun syariat
dalam pengertian terminologi dimaksudkan sebagai  seperangkat norma Ilahi
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan
sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan mahluk lainnya
di alam lingkungan hidupnya.   Sedangkan kata fikih secara etimologi berarti
paham, pengertian dan pengetahuan.   Fikih secara terminologi berarti
hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang
terperinci.42
41Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 675.
42Lihat Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia, (Cet. I, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 1
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Dalam konteks lain, hukum Islam dimaksudkan sebagai seperangkat
peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku
manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia
yang beragama Islam.43
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan
hukum Islam dalam disertasi ini tidak terlepas dari kedua pengertian di atas
(syariat dan fikih) berupa seperangkat peraturan dan hasil pemahaman ahli
fikih yang digali atau terkandung dalam Alquran dan Sunah nabi Muhammad
saw. yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan
sesama manusia dan alam lingkungannya.
Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan kepada masalah-
masalah yang relevan dan dianggap penting menuntaskan masalah-masalah
yang diajukan sebagai berikut:
1. Konsep-konsep tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam,
implementasi dari konsep-konsep tersebut, terutama pada masa
Khulafâ’ al-Râsyidîn.  Termasuk ayat-ayat Alquran atau hadis yang
mengandung prinsip-prinsip umum tentang ketatanegaraan Islam;
2. Hukum-hukum yang termuat, baik secara eksplisit maupun implisit
berdasarkan hukum Islam yang berkenaan dengan perilaku manusia
dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada.  Dalam hukum Islam
terdapat khi¯âb perintah dalam arti wajib, Sunah dan larangan dalam
arti haram atau makruh, dan  kebolehan memilih melakukan atau tidak
melakukan dalam arti mubah;
3. Regulasi tentang tata cara pelaksanaan Pemilukada, meliputi Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
43 mir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jilid II, Edisi I, Cet. IV, Jakarta: Prenada Media Group,
2008). h. 60.
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4. Persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan
Pemilukada.  Dalam kaitannya dengan kajian ini, persoalan-persoalan
yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama
proses pelaksanaan Pemilukada.
D. Kajian Pustaka
Sesuai judul disertasi ini, ada dua istilah pokok yang perlu
dikemukakan berdasarkan kajian yang umumnya termuat dalam khazanah
kepustakaan, yaitu tentang Pemilukada  dan hukum Islam.
Secara umum kajian pustaka berisikan review hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, tujuannya untuk
mendukung penelitian yang sedang dilakukan.44 Untuk itu akan dikemukakan
sejumlah hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini sebagai
berikut.
Dalam kaitannya dengan Pemilukada, ada beberapa penulis yang
telah mengkaji tentang Pemilukada dan yang berkaitan dengannya, seperti
tentang demokrasi, otonomi daerah (Otoda) dan masalah politik.  Hanya saja
secara khusus yang mengkaji Pemilukada  dari perspektif hukum Islam sampai
saat ini belum ada.   Karya tulis yang dapat kami tunjukkan antara lain adalah
karya Joko J. Prihatmoko (2005), “Pemilihan Kepala Daerah   Langsung :
Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia”.  Buku ini membahas
tentang tumbuhnya harapan bagi jalannya demokratisasi di Indonesia, dengan
Pemilukada  langsung sebagai wujud nyatanya.  Pemilukada  menjadi
tumpuan bagi tampilnya kepala-kepala daerah yang dipilih secara langsung.
Hanya saja pelaksanaan wujud demokrasi tersebut, harus memiliki sistem
yang baik, agar cita-cita ideal dari Pemilukada  itu bisa terwujud.  Buku ini
juga mengulas sampai kepada tantangan atau persoalan-persoalan
44Lihat selengkapnya Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan
Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Cet. I, Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 63-65.
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Pemilukada  yang harus dibenahi dalam penerapannya pada masa yang akan
datang.
Penulis yang sama (2008) di atas, menulis dengan judul
“Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis”.  Tema buku
yang sama-sama mengulas tentang pemilihan dan demokrasi.  Uraian awal di
buku ini, berkisar pada arah perubahan politik, yang banyak menyinggung
tentang perbaikan, revisi sistem politik dan pemilu.  Dalam ulasan tentang
Pemilukada  langsung, penulisnya mengemukakan banyak tentang plus minus
Pemilukada, sistem Pemilukada  tidak luput diurai sampai kepada eksistensi
partai politik dalam komitmennya terhadap Pemilukada.  Di bagian terpisah
dikemukakan beberapa masalah yang dapat terjadi dalam proses Pemilukada,
antara lain tingginya angka absensi, penundaan dan biaya Pemilukada.
Tulisan lain karya J. Kaloh (2007), “Mencari Bentuk Otonomi Daerah
Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”.
Secara umum buku ini lebih banyak berbicara tentang Otoda, mulai dari
sejarahnya sampai kepada munculnya Otoda di era Reformasi dan menjadi
paradigma baru.  Uraian tentang Pemilukada, dikemukakan hasil penelitian
studi kasusnya pada Pemilukada  langsung di provinsi Sulawesi Utara, uraian
ini hanya memuat berkisar dari teknis pelaksanaan Pemilukada  yang terdiri
dari tahapan-tahapan Pemilukada  sejak dari tahap persiapan sampai kepada
tahap pengesahan dan pelantikan kandidat terpilih.
Ada beberapa tulisan yang secara khusus membahas tentang
persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilukada.  Fenomena-
fenomena konflik, kecurangan, penyimpangan dan persoalan-persoalan
negatif lain dalam Pemilukada, yang menjadi fokus pembahasan penulisnya.
Hasil kajian tersebut menjadi pertimbangan dan rujukan pembahasan pada
bab selanjutnya yang mengkaji tentang persoalan-persoalan yang menjadi
faktor munculnya krisis Pemilukada. Ada beberapa tulisan antara lain sebagai
berikut.
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Achmad Rusyaidi H. “Fenomena Konflik Politik Pemilukada  dan
Liberalisasi Politik”.  Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa Pemilukada
merupakan implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.  Otoda yang dianut bangsa Indonesia,
memberi peluang bagi daerah untuk melaksanakan Pemilukada.  Di satu sisi,
Pemilukada  merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan.  Tetapi
di sisi lain, Pemilukada  justeru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup
rumit penyelesaiannya.45
Kacung Marijan “Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik
dan Demokrasi Lokal”.  Makalah ini memuat secara panjang lebar mengenai
demokratisasi Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru.  Berlatar
pendekatan kelembagaan, awal reformasi didisain model kelembagaan
demokrasi diterapkan kran multi partai,  setelah itu diberikannya banyak
kekuasaan kepada perwakilan rakyat (DPR/D) dengan tujuan terciptanya
check and balances antara eksekutif dan legislatif.  Selanjutnya, tentang
implikasi disain kelembagaan Pemilukada.  Tentang Pemilukada  ini,
difokuskan kepada implikasinya terhadap resiko politik dan biaya ekonomi
yang menyertai Pemilukada, demikian juga konflik-konflik yang mengikuti
penyelenggaraan Pemilukada.46
Dari kajian pustaka yang dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa
pembahasan tentang Pemilukada, mulai menunjukkan adanya komitmen dari
berbagai penulis atau pemerhati dan ini menjadi indikasi adanya niat baik
dalam rangka menjalankan pesta demokrasi tersebut dengan baik, sesuai
45Achmad Rusyaidi H., Fenomena Konflik Politik Pemilukada  dan Liberalisasi Politik,
Artikel, 22 Pebruari 2008, http://www.pdiperjuangan-
jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=515, (akses 25 Oktober 2008).
46Kacung Marijan, Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi
Lokal, Makalah disampaikan pada “In-House Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik” yang
diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID) di Jakarta, 16 November
2007.
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dengan cita-cita bersama, yaitu memilih kepala daerah dan wakilnya secara
baik.  Hanya saja, para penulis tersebut, belum ada yang memfokuskan
kajiannya kepada sudut pandang hukum Islam, sehingga keunikan dan
sumbangsih hukum Islam di percaturan demokratisasi di Indonesia menjadi
nyata.  Inilah salah satu faktor yang mendorong penulis untuk meneliti tema
ini.
E. Kerangka Pemikiran Teoretis
Untuk kepentingan metodologis, penulis akan mengemukakan
kerangka teoretis yang menjadi landasan pemikiran penulis  dalam disertasi
ini.  Kerangka teoretis atau kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari
penelitian yang disintesiskan dari  fakta-fakta, observasi dan telaah
kepustakaan.47
Dalam kaitan itu, dikemukakan sejumlah kerangka teoretis yang
menjadi dasar pemikiran penelitian ini yaitu kerangka filosofis.  kerangka
normatif dan kerangka sosiologis.  Ketiga kerangka ini akan divisualkan dalam
bentuk bagan pada ujung sub bab ini, sehingga secara utuh dapat disimak
kerangka pikir yang melandasi penulisan disertasi ini.
Dalam konteks filosofis, ahli hukum Islam sepakat bahwa masalah-
masalah yang muncul dan tidak ditemukan na¡-nya dalam Alquran, Sunah dan
ijmak serta qiya>s, akan diselesaikan melalui ijtihad.48 Hal ini dilakukan
47Usman Rianse dan Abdi, op. cit., h. 85.
48Kata ijtihâd berasal dari akar kata al-jahdu atau al-juhdu, yang berarti kekuatan,
kemampuan, usaha, jerih payah, kesukaran,   Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir
(Yogyakarta : tp., 1984), h. 234.    Kata al-jahdu beserta seluruh derivasinya menunjukkan
pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, atau sulit dilakukan, atau tidak disenangi,
Muhammad Musa Tiwâna, Al-Ijtihâd wa Madâ Hâjâtinâ ilaîh fî Hâ©â al-‘A¡r (Kairo: Dâr al-
Kutub al-¦adî£, 1972),    h. 97.  Bentuk kata ijtihâd adalah menunjukkan wazan ifti`âl yang
menunjukkan arti berlebih (mubâlagat) dalam perbuatan.  Dengan demikian pengertian
secara etimologi berarti suatu usaha sungguh-sungguh atau pengerahan segenap kemampuan
untuk mengerjakan sesuatu yang sulit dan berat,   Al-Ghazâlî, Al-Musta¡fâ min `Ilm
al-U¡ûl (Juz II, Mesir: Al-Maktabah al-Bâbî al-¦alabî, 1971), h. 350.  Sehingga kata ijtihâd
tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak
tenaga atau pikiran, sebaliknya suatu usaha yang tidak maksimal atau tidak menggunakan
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untuk tujuan kemaslahatan manusia, sebagaimana ahli hukum Islam juga
telah sepakat, bahwa tujuan pokok hukum Islam, adalah untuk kemaslahatan
dan menghindarkan kerusakan atau mafsadat bagi manusia.49 Tujuan
mendasar ini pada dasarnya secara tidak langsung memberikan pemahaman,
bahwa hukum Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah
hukum yang dihadapi umat Islam.  Hukum Islam tersebut bersifat universal
dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan
hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat.50
Salah satu corak penalaran yang populer dalam lapangan us}u>l al-
fiqh, adalah al-Istis}la>h}i>, yakni penalaran yang bertumpu pada asas
kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang berisi
prinsip-prinsip maqa>s}id al-syari>’ah.51
Dalam perkembangan pemikiran u¡ûl al-fiqh, corak penalaran al-
isti¡lâ¥î ini, analisisnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu
pertama, melalui kaidah fikih yang disarikan dari ayat-ayat Alquran dan
hadis yang bersifat umum, kaidah dimaksud telah dipedomani jumhur ulama,
yaitu:
 ُﺔﻣُﺮﳊا ِة ّرﺎﻀﻟا ِءﺎﻴﺷﻷا ﰱو ُﺔﺣﺎﺑﻹا  ِﺔﻌﻓﺎﻨﻟا ِءﺎﻴﺷﻷا ﰱ ُﻞﺻﻷأ.52
Artinya:
daya upaya yang keras, seperti mengangkat sebuah tongkat kecil atau membawa sebutir biji
saw. umpamanya, maka tidak disebut sebagai ijtihad.  'Alî ¦asaballah, U¡ûl al-Tasyrî` al-
Islâmî (Kairo: Dâr  al-Ma`ârif, tt.),  h. 9;   Wahbah al-Zukhaîlî, U¡ûl   al-Fiqh al-Islâmî (Juz II,
Damsyik: Dâr al-Fikr, 1986), h. 1037.
49Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam, Pidato
pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Fikih/Usul Fikih IAIN Alauddin, (Makassar, tp., 2004), h.
43.
50Lihat Muhammad Muslehuddin, “Philosophy of Islamic Law”, terjemahan Yudian
Wahyudi Asmin dkk., Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan
Sistem Hukum Islam (Cet. I, Yogyakarta: Tiara Yogya, 1991), h. 47.
51Minhajuddin, op. cit., h. 41.
52Ibid., h. 41-42.
23
Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal
sesuatu yang berbahaya adalah haram.
Kedua, melalui pendekatan al-ma¡la¥at al-mursalah. Ketiga,
melalui pendekatan maqâ¡id al-syarî`ah.53 Dalam kitab A£ar al-Ikhtilâf fî
al-Qawâ`id al-U¡ûliyyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ`, Mu¡tafâ Sa'îd al-Khinn
membedakan ma¡la¥ah menjadi tiga, yaitu al-ma¡la¥at mu`tabarah, al-
ma¡la¥at al-mulghah atau ghaîru mu`tabarah dan al-ma¡la¥at al-mursalah.54
Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif
terhadap perubahan zaman adalah al-ma¡la¥at al-mursalah.  Cukup menarik
apa yang dikatakan oleh 'Abd al-Wahhâb Khallâf55 bahwa al-isti¡lâ¥î
merupakan cara mengsyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada
teks syariat yang tegas menentukan hukumnya.  Dalam metode ini, tersedia
lapangan yang luas untuk mengembangkan hukum syariat sesuai dengan
perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan
mereka.
Berdasarkan uraian singkat di atas, dipahami bahwa kaidah-kaidah
fikih (al-qawâ’id al-fiqhiyah), maqâ¡id al-syarî'ah dan kemaslahatan (al-
ma¡la¥at ), merupakan teori- teori yang akan dijadikan sebagai kerangka
teoretis dalam disertasi ini.
53Lihat Ibid., h. 42-43.
54Ma¡la¥ah mu`tabarah adalah ma¡la¥ah yang didukung oleh dalil untuk
memeliharanya, ma¡la¥ah mu`tabarah memiliki tiga tingkatan, yaitu ma¡âli¥ «arûriyyah
(primer), ma¡âli¥ ¥âjiyyah (skunder) dan ma¡âlih ta¥¡îniyyah (tertier). Ma¡âli¥ «arûriyyah
tidak lain adalah pemeliharaan terhadap lima maqâ¡id al-syarî`ah, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.  Sedangkan ma¡la¥ah mulghah ialah ma¡la¥ah yang diabaikan oleh
syâri` (ulama)  karena sesuatu dan lain hal maslah sebelumnya bagi seseorang, secara psiko-
sosial situasi pelaku  kemudian berubah  sehingga pendapat ulama tersebut ditinggalkan oleh
ulama sesudahnya. al-Ma¡la¥at al-mursalah ialah sesuatu yang tidak disandarkan kepada
ayat Alquran dan hadis tertentu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat partikular.
Lihat Mu¡¯afâ Sa`îd al-Khinn dalam Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam
(Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 155.
55`Abd al-Wahhâb Khallâf, Ma¡âdir al-Tasyrî` al-Islâm (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972),
h. 85.
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Pemilukada (sebagaimana saat ini) sebagai salah satu wujud dari
demokrasi dan kedaulatan rakyat, secara eksplisit tidak ditemukan dalilnya
dalam Alquran dan hadis.  Karena Pemilukada  tergolong ke dalam masalah
kontemporer dan dalam prakteknya di hampir seluruh wilayah di Indonesia
ini, tidak jarang ditemui kasus-kasus penyimpangan, baik secara politik
maupun secara sosial, dan bahkan secara ekonomi.  Kasus-kasus tersebut,
sangat memprihatinkan dan merugikan.  Karena itu upaya penyelesaian
hukumnya menjadi sangat penting, karena hal itu menyangkut kemaslahatan
umat.  Padahal dalam konteks hukum Islam, memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta benda, merupakan bagian-bagian penting dari
objektivitas syariat Islam (maqâ¡id  al-syarî'ah).  Dalam kaitan inilah sehingga
sejumlah teori tersebut di atas menjadi relevan dalam pembahasan ini.
Teori lain yang menjadi pertimbangan dan merupakan kerangka
normatif adalah undang-undang yang berkaitan dengan Pemilukada.  Selain
itu juga termasuk Lima Kaedah Hukum (al-A¥kâm al-khamsah), yakni kaidah
hukum praktis yang terdiri dari wajib (harus dilakukan), haram (terlarang
dilakukan), makruh (tidak dianjurkan), nadb atau sunnat (dianjurkan) dan
ibâ¥at (boleh dilakukan).  Kesemuanya menerangkan perbuatan orang yang
dibebani ketentuan hukum (mukallaf ).56
Sebagian dari lima kaedah hukum tersebut, yang oleh para yuris
Islam sering juga mereka sebut sebagai hukum taklîfî, akan dijadikan rambu-
rambu dalam lalu lintas pelaksanaan Pemilukada.  Dalam arti, tindakan-
tindakan semua oknum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung
dalam proses pelaksanaan Pemilukada, harus patuh terhadap hukum-hukum
yang telah digariskan seperti tersebut di atas, dengan tujuan agar tercipta
sebuah Pemilukada  yang tidak saja sesuai dengan asas-asasnya, tetapi
56Fakhr al-Dîn Mu¥ammad bin 'Umar bin al-¦usaîn al-Râzî, Al-Ma¥¡ûl fî 'Ilm U¡ûl al-
Fiqh (Jilid I, Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1412 H./1992 M.), h. 89-104.  Lihat juga Satria
Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Edisi I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005), h. 42-61.
25
diharapkan juga Islami dan taat hukum.  Dengan begitu, memungkinkan
terwujudnya cita-cita ideal Pemilukada, yaitu terpilihnya pemimpin yang
diinginkan bersama.
Dalam kaitannya dengan kerangka sosiologis, penulis mengutip
(menggunakan) sebagian dari lima prinsip transformasi hukum Islam dari Ibn
Qayyim al-Jaûziyah.  Kaidah transformasi hukum dimaksud yaitu:
 ـَﺗ َﻐ ﱠـﻴ ُﺮ ْﻟا َﻔ ـْﺘ َﻮ َو ى ْﺧا ِﺘ َﻼ ِﻓ َﻬ َِﲝ ﺎ ْﺴ ِﺐ ـَﺗ َﻐ ﱠـﻴ ُﺮ َﻷا ْز ِﻣ َﻨ ِﺔ َو ْا َﻷ ْﻣ ِﻜ َﻨ ِﺔ َو َﻷا ْﺣ َﻮ ِلا ﱢـﻨﻟاو َﻴ ِتﺎ َ◌ ْاو َﻌﻟ َﻮ ِﺋا ِﺪ.57
Artinya:
transformasi hukum Islam itu terjadi selaras dengan transformasi waktu,
ruang, keadaan, motivasi dan tradisi.
Di antara kelima prinsip tersebut di atas, prinsip yang sangat relevan
mendukung kerangka sosiologis ini adalah prinsip keadaan.  Dalam konteks
transformasi hukum Islam, ternyata keadaan sosial suatu masyarakat cukup
kuat pengaruhnya dan memiliki daya transformatif cukup kuat dalam
pembinaan hukum Islam.58
Dengan demikian dipahami bahwa kondisi sosial suatu masyarakat
dapat melahirkan corak hukum Islam, atau dengan kata lain kondisi sosial
suatu masyarakat ikut menentukan warna hukum Islam.
Agar kerangka-kerangka teoretis yang dikemukakan     di atas, dapat
dilihat lebih dekat dan utuh, maka akan dikemukakan dalam bentuk bagan
sebagai berikut:
57Lihat Ibn Qayyim al-Jaûziyyah (Ibn Qayyim), I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-
‘Âlamîn, (Juz III, Beirut: Dâr al-Jîl, 1973), h. 3.
58Lihat Mujiyono Abdillah, Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial Sebuah Refleksi
Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah, (Cet. I, Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2003), h. 83.
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F. Metode Penelitian
Secara sederhana, metode dan instrumen penelitian berkenaan
dengan cara bagaimana memperoleh data yang diperlukan. Metode lebih
menekankan kepada strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis,
karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.
Sedangkan instrumen menekankan kepada alat atau cara untuk menjaring
data yang dibutuhkan.59 Karena itu, pada dasarnya, hakikat metode
penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu
dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.60
Kecuali itu, secara teoretis upaya pemecahan masalah dalam
penelitian, harus mempertimbangkan dua hal fundamental, yaitu pertama,
bentuk dan sumber informasi yang digunakan untuk menjawab sekaligus cara
59Lihat Ibid.,  h. 52.
60Lihat Moh. Nasir, Metode Penelitian (Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.
52.
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mendapatkannya.  Kedua, bagaimana memahami dan menganalisis informasi
itu untuk  kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna
menjawab persoalan yang diteliti.61
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa metode
penelitian adalah cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian yang
meliputi prosedur penelitian, alat yang dipergunakan meneliti, jenis sumber
atau data penelitian dan cara mengumpulkannya, cara mengolah dan
menafsirkan serta menyimpulkannya.
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan sifat penelitian ini yang berusaha mendeskripsikan data
yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan pokok, maka jenis penelitian
ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.62 Karena itu jenis penelitian
ini mencoba membeberkan deskripsi secara lebih mendalam tentang fakta
yang ditemukan sesuai dengan konteksnya.
Dalam konteks tentang tema penelitian ini, penulis berusaha
menggambarkan secara komprehensif prinsip-prinsip Islam secara kontekstual
yang terkandung dalam Alquran dan hadis  tentang masalah yang berkaitan
dengan Pemilukada.  Penulis kemudian melakukan analisis dan interpretasi
serta menyimpulkan mengenai ketetapan  hukum pelaksanaan Pemilukada
yang didasarkan pada konsep kemaslahatan (al-ma¡la¥at) yang menjadi
tujuan utama penyariatan hukum dalam Islam.
Selain itu, apabila penelitian ini ditinjau dari mana sumber datanya
diperoleh, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
61Lihat M. Atho, Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 62.
62Bogdan dan Taylor lihat dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Cet. XXV, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4.
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research).  Artinya data penelitian ini berasal dari data kepustakaan.  Selain
itu, sumber data penelitian ini juga diperoleh melalui hasil wawancara yang
berfungsi untuk menjadi pendukung data kepustakaan yang khusus berkaitan
dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan
Pemilukada.  Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa jenis penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan yang sebagian datanya didukung oleh hasil
wawancara.
2. Pendekatan Penelitian
Salah satu item pokok penelitian ini adalah menelusuri data historis
yang berkenaan dengan mekanisme pemilihan pemimpin pada masa Khulafâ’
al-Râsyidîn yang dijadikan salah satu dasar dan pertimbangan dalam
menetapkan hukum Pemilukada perspektif hukum Islam.  Oleh karena itu
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah63.  Pendekatan
sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lampau dalam tenggang waktu
tertentu dengan pengelompokan dan penafsiran  berbagai keterangan secara
kronologis.  Pendekatan sejarah dipergunakan mengingat pendekatan ini
mempunyai perspektif historis, untuk membuat rekonstruksi masa lampau
secara objektif dan sistematis.64 Tujuan pendekatan sejarah ini untuk
menelusuri secara historis terutama tentang proses dan tata cara pemilihan
Khulafâ'    al-Râsyidîn selama kurun waktu sejak priode Abu Bakar (11 H./632
M.-13 H./634 M.), Umar bin Kha¯¯âb (13 H./634 M.-23 H./644 M.), ‘U£mân
bin ‘Affân (23 H./644 M.-35 H./656 M.) dan Ali bin Abî °âlib (35 H./656 M.-40
H./661 M.).65
63Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III,
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 103.
64Lihat M. Atho Mudzhar, op. cit., h. 55-56.
65Untuk keterangan mengenai kronologi tahun atau priode kepemimpinan masing-
masing khalîfah, lihat selengkapnya, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah
Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Cet. VII, t. tp., PT. Gelora Aksara Pratama, t. t.), h.
207-208.
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Pendekatan lain yang digunakan dan sangat penting ialah pendekatan
al-Isti¡lâ¥î. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai metode penalaran yang
bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat Alquran dan
hadis yang berisi prinsip-prinsip maqâ¡id al-syarî`ah.66 Pendekatan al-
Isti¡lâ¥î ini dalam kitab u¡ûl fikih disamakan dengan al-ma¡la¥at al-mursalah
yang berarti metode ijtihad yang menitikberatkan pada pertimbangan
maslahat dengan bersendikan menarik manfaat dan menghindari mudarat.67
Dalam perkembangan u¡ûl fikih pendekatan al-Isti¡lâ¥î ini,
analisisnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu pertama,  melalui
kaidah fikih.  Kedua:  melalui pendekatan al-ma¡la¥at al-mursalah dan
ketiga, melalui pendekatan maqâ¡id al-syarî`ah.68
Dengan demikian pendekatan al-Isti¡lâ¥î dalam penelitian ini  selain
digunakan sebagai penalaran untuk menemukan ketetapan hukum,
pendekatan ini juga menjadi landasan dan pertimbangan dalam menetapkan
hukum Pemilukada.
Karena salah satu dari ketiga pendekatan yang digunakan dalam
corak penalaran al-Isti¡lâ¥î sebagaimana disebut di atas, yaitu kaidah fikih,
maka kaidah-kaidah fikih (al-qawâ’id al-fiqhiyah) juga menjadi pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini.  Pendekatan kaidah-kaidah fikih ini
digunakan secara sinergis bersama-sama dengan pendekatan al-Isti¡lâ¥î
tersebut, yaitu dalam menetapkan hukum Pemilukada.
Selain pendekatan-pendekatan  tersebut di atas, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan normatif.  Dalam kaitannya dengan hukum Islam,
normatrif dimaksudkan sebagai pendekatan yang memandang agama dari segi
ajarannya yang pokok dan berasal dari Tuhan yang di dalamnya belum
66Lihat Minhajuddin, op. cit., h. 41.
67Lihat Abd. Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan
Realitas: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h.  54.
68Lihat Ibid., h. 42-43.
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terdapat penlaran pemikiran manusia.69 Dengan lain kata bahwa normatif
adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji Islam dari sudut pandang
legal formalnya, yaitu dalil-dalil atau na¡ yang menjadi dasar ajaran Islam.
Dalam kaitannya dengan Pemilukada, pendekatan normatif
dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk memahami Pemilukada dari
aspek undang-undang atau peraturannya.
3. Sumber Data
Menurut John Lofland dan Lyn H. Lofland sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Artinya sumber data bisa berupa
kata-kata dan tindakan, selain itu berupa sumber data tertulis, foto dan
statistik.70
Sumber data berupa kata-kata dan tindakan diperoleh melalui
pengamatan dan wawancara terhadap orang-orang yang dibutuhkan informasi
mereka.  Sedangkan sumber data tertulis berupa sumber buku dan majalah
ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.71
Dalam kaitan masalah di atas, sumber data penelitian ini berasal dari
sumber kepustakaan, baik kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam,
maupun kepustakaan yang relevan dengan Pemilukada.  Sumber data
dimaksud adalah sumber data tertulis,  berupa buku atau kitab baik manual
maupun digital, buku online,  ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan
internet.  Suber data tersebut dikumpulkan sesuai tema penelitian, kemudian
diklasifikasi menurut data yang dibutuhkan.
69Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 34.
70Lihat John Lofland dan Lyn H. Lofland, Analyzing Social Settings: A Guide to
Qualitative Observation  and Analysis, (Belmont Cal.: Wardsworth Publishing Company,
1984), h. 47.
71Lihat Lexy J. Moleong, op. cit., h, 157-159.
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Untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh melalui
kepustakaan, terutama tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam
Pemilukada, maka selain sumber data di atas, juga diperoleh data melalui
wawancara.72 Sebagai sumber data, wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini ialah wawancara yang didasarkan kepada tujuannya, yaitu
wawancara terfokus (focused interview).  wawancara ini disebut terfokus
karena sejak awal wawancaranya sudah diarahkan ke fenomena yang
dikehendaki peneliti, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan dan dirangkai
sedemikian rupa sehingga diharapkan jawaban-jawaban informan akan
menjurus ke tujuan tertentu.73
Dalam kaitan ini wawancara terfokus dilakukan terhadap responden
yang diyakini paling berkompeten karena memiliki pengetahuan dan
pengalaman secara langsung tentang terjadinya kasus pelanggaran dalam
pelaksanaan Pemilukada  gubernur di Maluku Utara tahun 2007.
Dengan demikian, meski jenis penelitian ini riset perpustakaan
(library research), tetapi data kepustakaannya (khusus tentang pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi) didukung oleh data hasil wawancara.   Tujuannya
untuk mengelaborasi kedua sumber data tersebut agar saling mendukung dan
menguatkan antara data kepustakaan dengan data yang realistis di lapangan
yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data ialah suatu proses pengadaan data  untuk
keperluan penelitian.74 Untuk mengumpulkan data, tentu memerlukan teknik
72Wawancara adalah pertemuan anatara periset dan responden, dalam rangka
menggali data yang dibutuhkan periset, jawaban dari responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan periset merupakan data mentah yang selanjutnya diolah.  Lihat Lisa Harrison,
Politics Research: An Introduction, diterjemahkan oleh Tri Wibowo B.S. dengan judul
“Metodologi Penelitian Politik”, (Edisi 1, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), h.  104  Lihat juga Moh. Nasir, op. cit., h. 234.
73Lihat Usman Rianse dan Abdi, op. cit., h. 219.
74Lihat Moh. Nasir, op. cit., h. 211.
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tersendiri agar seorang peneliti bisa dengan mudah dan leluasa memperoleh
data yang diinginkan.  Proses pengumpulan data dalam penelitian ini,
digunakan sejumlah teknik sebagai berikut:
a. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa
data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran
tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.75
Pengertian lain teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah dan  sebagainya.76 Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara
verifikasi data melalui konsep-konsep tertulis berupa arsip-arsip termasuk
buku-buku, pendapat, teori, dalil hukum, foto-foto dan sejenisnya yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.77
Dengan demikian, teknik dokumentasi ini, data dikumpulkan dari
sumber-sumber kepustakaan berupa buku, kitab, jurnal termasuk surat kabar
dan tulisan online yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini.
b. Teknik Wawancara Terfokus (focused interview)
Selain teknik dokumentasi, wawancara termasuk salah satu teknik
yang digunakan untuk mengumpulkan data.  Wawancara yang dimaksud di sini
adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses
pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.78
75Lihat Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 152.
76Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIII,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231.
77Lihat Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press,
1998), h.  133.
78Lihat Muhamad, op. cit,. h. 151.
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Teknik wawancara yang digunakan adalah Wawancara terfokus
(focused interview).  Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data khusus
yang dibutuhkan penelitian ini dalam rangka menjawab masalah yang
diangkat.  Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara tepat
dan detail, karena sebagai wawancara terfokus, maka peneliti  sebelumnya
telah merencanakan dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang dianggap
penting dan to the point.  Dengan begitu, data yang dikumpulkan akan
mudah diolah dan dijadikan bahan jawaban  terhadap masalah yang diangkat.
c. Teknik Pencatatan
Mengumpulkan data dengan teknik pencatatan, dimaksudkan dengan
cara mencatat data yang sudah tersedia di sumber data seperti di
perpustakaan, di lapangan tempat wawancara.79 Dalam peneltian ini, teknik
pencatatan ini dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang paling
penting, karena sebagian besar data baik kepustakaan maupun wawancara,
teknik pencatatan tersebut digunakan.
6. Teknik Analisis Data
Agar data yang telah dikumpulkan bisa memiliki arti dan makna serta
bisa berguna untuk memecahkan masalah penelitian, maka data tersebut
harus dianalisis.  Data yang telah dikumpul perlu diorganisir dalam bentuk
pengelompokan, kategorisasi, dan manipulasi serta diperas sedemikian rupa
sehingga data tersebut mempunyai makna.80
Tujuan analisis data tidak lain, agar data yang telah terkumpul diolah
sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan bisa digunakan untuk
menjawab masalah penelitian.81
79Lihat selengkapnya Usman Rianse dan Abdi, op. cit., h. 221.
80Lihat Moh. Nasir, op. cit., h. 405.
81Lihat Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-
Disertasi, (Cet. XI, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), h. 76.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah
cara untuk mengelola data agar menjadi lebih sederhana dan memiliki makna
tersendiri sehingga dapat menjawab sejumlah masalah yang telah ditentukan.
Pada prinsipnya teknik analisis data yang biasa digunakan, ada dua
yaitu Teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.82 Teknik analisis
kualitatif yakni dengan menggunakan proses berpikir induktif yang
dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian.  Proses berpikir induksi
dimaksudkan sebagai berpikir yang bertolak dari berbagai data yang
terhimpun, dengan selalu memperhatikan berbagai fakta yang teridentifikasi
munculnya maupun yang tidak.83
Sedangkan teknik analisis kuantitatif atau disebut juga teknik statistik
yaitu digunakan untuk menganlisis data yang berbentuk angka, baik hasil
pengukuran maupun hasil mengubah data kualitatif menjadi data
kuantitatif.84
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa
teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan
Pemilukada;
2. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum Alquran dan hadis tentang
pemerintahan dalam Islam;
3. Untuk menjelaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin dan pola
suksesi pemimpin dalam Islam;
82Lihat Usman Rianse dan Abdi, op. cit., h.  229.
83Lihat Ibid.
84Ibid.
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4. Untuk menjggali metode penemuan hukum dalam ijtihad untuk
menetapkan hukum Pemilukada;
5. Untuk menjelaskan dan menyosialisasikan hukum pelaksanaan
Pemilukada  perspektif hukum Islam.
Secara ilmiah, kegunaan penelitian ini adalah pengembangan konsep-
konsep publik dalam hukum Islam, sehingga dapat menambah khazanah
intelektual Islam.  Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat praktis, diharapkan
dari hasil kajian ini berguna:
1. Untuk menyadarkan warga masyarakat, terutama untuk meminimalisir
dan mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan
atau hukum Islam, khususnya dalam aktivitas Pemilukada;
2. Untuk meningkatkan kualitas sistem Pemilukada dengan bersinerginya
antara model pelaksanaan Pemilukada dan pengangkatan pemimpin
dalam Islam, seperti pada priode Madinah;
3. Untuk menjadi acuan dan panduan moral dalam pelaksanaan Pemilukada
pada masa yang akan datang;
4. Untuk menjadi pencerahan bagi masyarakat dalam penyelesaian krisis
Pemilukada  berdasarkan akhlak Islam.
H. Garis Besar Isi
Disertasi ini terdiri dari lima bab.  Satu bab pendahuluan, tiga bab
pembahasan teori, dan satu bab penutup.
Bab pertama disertasi ini terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan dan batasan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup
penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran teoretis, metode penelitian,
kemudian dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian.  Terakhir
dikemukakan garis besar isi disertasi ini.
Bab kedua dikemukakan tentang Pemilihan Umum Kepala  Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yang berisi uraian tentang latar
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belakang pelaksanaan Pemilukada, meliputi uraian mengenai Pemilukada
sebagai implementasi dari proses demokrasi, Pemilukada  bagian tak
terpisahkan dari Otonomi Daerah, latar belakang pelaksanaan Pemilukada.
Selanjutnya pembahasan tentang sejarah singkat Pemilukada.  Terakhir
dikemukakan pembahasan mengenai landasan hukum Pemilukada.
Bab ketiga tentang Kondisi Sosial Pemilihan Umum Kepala  Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), meliputi sub bab tentang euforia
demokrasi, tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada, masalah-masalah
dalam  Pemilukada  yang terdiri dari pembahasan tentang Pro dan Kontra
tentang Aturan Pelaksanaan Pemilukada, Pelanggaran-Pelanggaran dalam
Pelaksanaan Pemilukada.
Bab keempat berisi Kajian tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) perspektif hukum Islam, meliputi
uraian tentang prinsip-prinsip umum pemerintahan dalam Islam, meliputi
kajian berdasarkan Alquran dan berdasrkan hadis.  Selanjutnya tentang
urgensi pemilihan dan pola suksesi pemimpin dalam Islam, meliputi kajian
tentang relevansi negara dan pemimpin dalam Islam, juga kajian tentang
pengertian dan gelar pemimpin dalam Islam seperti Khalifah, Imam, Amir dan
Wali. Selanjutnya kajian tentang pola suksesi pemimpin dalam Islam.  Sub
bab selanjutnya tentang metode ijtihad dalam menetapkan hukum
Pemilukada, meliputi kajian tentang ijtihad, metode penalaran ijtihad yang
meliputi penalaran al-bayânî, penalaran al-ta’lîlî atau al-qiyâsî dan
penalaran al-isti¡lâ¥î.  Terakhir dikemukakan dalam bab ini tentang
ketetapan hukum Pemilukada perspektif hukum Islam.
Bab kelima, merupakan bab penutup, mengemukakan kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh dari uraian-uraian sebelumnya.  Juga dikemukakan
pada bab ini tentang implikasi penelitian, sebagai konsekuensi logis yang
dapat dijadikan sebagai rekomendasi penelitian ini.
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BAB  II
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)
A. Latar Belakang Pelaksanaan  Pemilukada
Secara umum pembahasan ini dimaksudkan untuk mengemukakan
latar belakang historis mengapa Pemilukada  dilaksanakan di tingkat lokal.
Juga dikemukakan mengenai relevansi antara Pemilukada dengan demokrasi
dan  otonomi   daerah1 serta Pemilukada itu sendiri.  Hal terpenting dalam
pembahasan ini adalah eksistensi Pemilukada sebagai tuntutan dari sistem
demokrasi yang berupaya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat,
terutama sekali kewenangan memilih pemimpin  di daerah secara langsung.
Pemberian kewenangan tersebut, pada dasarnya sebuah
perkembangan dan kemajuan yang sangat penting artinya, terutama dalam
kaitannya dengan demokratisasi yang sedang berlangsung  di Indonesia.  Arti
penting tersebut, dapat terlihat ketika rakyat betul-betul merasakan dan
mengalami proses demokratisasi yang selama kurun waktu yang lama, yaitu
1Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan oDaerah
Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa otonomi  daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Lihat
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Cet. I, Bandung:
Pustaka Setia, 2006), h. 179;  Lihat juga HAW. Widjaja mengemukakan bahwa otonomi
daerah adalah kewenangan daerah otonomi  untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.  Lihat juga HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi  Daerah di
Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grfaindo Persada, 2007), h.25;  Lihat juga Rozali Abdullah,
Pelaksanaan Otonomi  Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2007), h.5;  Ahmad Nadir, Pemilukada Langsung dan Masa Depan
Demokrasi Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pemilukada
Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur (Cet. I, Malang: Averroes Press, 2005), h. 107.
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selama rezim Orde Baru menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter.
Praktis selama pemerintahan tersebut, istilah demokrasi boleh dikata hanya
sebagai wacana belaka, eksesnya sangat luar biasa bagi rakyat, karena
rakyat tidak memiliki kemampuan secara sistem untuk mempergunakan hak-
hak mereka dalam turut serta berpartisipasi dalam menentukan arah dan
kebijakan pemerintahannya sendiri.
Pada saat terbukanya peluang demokratisasi, yang ditandai dengan
tumbangnya rezim otoriter digantikan sistem reformasi, rakyat secara
perlahan mulai merasakan iklim demokrasi.  Salah satu wujud penting dari
proses demokratisasi itu adalah kemungkinan untuk memilih pemimpin
sendiri di daerah melalui pelaksanaan Pemilukada, sebagai satu aspek
penting dan tuntutan dari demokrasi.
1. Pemilukada sebagai Implementasi dari Proses Demokrasi
Perlu ditegaskan, bahwa demokrasi yang sedang didiskusikan adalah
demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia,  yaitu demokrasi yang
konsep atau gagasan dasarnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .2 Penegasan ini penting,
sebab konsep demokrasi secara umum tergolong luas, meliputi sejak konsep
demokrasi Yunani kuno, demokrasi yang berkembang di kota Madinah,
Jazirah Arab pada masa hidup nabi Muhammad saw., sampai kepada
gagasan demokrasi modern yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara,
demikian pula di kawasan Nusantara berkembang beberapa tradisi
2Konsep dan gagasan demokrasi di Indonesia, tertuang dalam Perubahan ketiga UUD
1945 yang disahkan 11 November 2001, dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 2
berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”. Lihat  Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
(Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 6.
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demokrasi yang kelak mengilhami berbagai pemikiran demokrasi di
Indonesia.3 Gagasan demokrasi yang disebut terakhir inilah yang akan
dikemukakan seperlunya dalam pembahasan ini.4
Pasca Reformasi5 1998, banyak perubahan yang mendasar terjadi
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya Pemilihan Umum
(Pemilu) 1999 yang bersifat multi partai, kemudian yang sangat signifikan
terjadi dalam Pemilu 2004 yang lalu, selain bersifat multi partai, Pemilu
2004 juga Pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung.  Tidak cukup
sampai di situ, perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan presiden,
karena rakyat langsung memilih pasangan presiden dan wakil presiden
pilihannya.  Pemilihan presiden secara langsung ini juga berdampak dalam
proses pemilihan kepala daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.6
3Lihat Anthony H. Birch, The Concept and Theories of Modern Democracy (New
York: Routledge, 1997), h. 45;  Lihat juga Aidul Fitriciada Azhari, Menemukan Demokrasi
(Cet. I, Srakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 3-4;  Bandingkan uraian
tentang demokrasi yang dikemukakan Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi
Demokratik Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi (Cet. I, Bandung:
Fokusmedia, 2007), h. 76-83.
4Sebagai gambaran mengenai implementasi demokrasi di Indonesia, maka
dikemukakan beberapa demokrasi yang pernah diterapkan seperti: demokrasi Liberal,
demokrasi Terpimpin dan demokrasi Pancasila.  Aidul Fitriciada Azhari, op. cit., h. 3;
Bandingkan dengan Ainul Yaqin, dkk., Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan
Demokrasi di Kabupaten Malang (Cet. I, Malang: Averroes Press, 2007), h. 29-30.
5Reformasi merupakan suatu era pasca jatuhnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto
sejak Mei 1998 dengan semangat pembaharuan gerakan demokratisasi politik masyarakat
yang ditandai dengan tampilnya masyarakat sipil dan kaum intelektual.  Lihat J. Kaloh,
Mencari Bentuk Otonomi  Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan
Tantangan Global (Cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 81;  Reformasi merupakan
momen penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.  Salah satu tuntutan terpenting
dalam amanat reformasi adalah perlunya bangsa ini meninggalkan sebuah mekanisme
pemerintahan yang sentralistik, menuju pola yang lebih desentralistik. Ahmad Nadir, op.
cit.,  h. 4.
6Lihat Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), dalam Bodhy Wedyanto
FN, Seprini, Pemilukada dan Demokrasi Arus Bawah Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul AS-
Sunaryo Pada Pemilukada Kota Dumai 2005-2010 (Cet. I, Pekanbaru-Riau, 2006), h. v.
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Menurut penulis, perubahan-perubahan mendasar dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia tersebut, di samping merupakan babak sejarah
baru bagi penyelenggaraan perpolitikan di Indonesia, juga merupakan
langkah kongkrit yang cukup signifikan bagi perjalanan demokrasi dan salah
satu bagian yang teramat penting di sini adalah Pemilukada langsung
sebagai tuntutan dan esensi dari demokrasi itu sendiri.
Pada bab pertama telah dikemukakan bahwa pemerintahan dengan
sistem demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.  Sistem ini
menyadari pentingnya pengakuan terhadap hak-hak rakyat,  Demokrasi
dalam tataran ini didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang
mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki
kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama.7
Demokrasi dalam suatu negara, begitu sangat penting.  Deliar Noer
menyebutkan, bahwa demokrasi mempunyai arti penting dalam suatu
Negara, dalam rangka menjamin jalannya organisasi Negara tersebut.
Demokrasi merupakan dasar hidup bernegara yang berarti bahwa pada
tingkat terakhir, rakyatlah yang memberikan ketentuan terhadap masalah-
masalah pokok kehidupannya, termasuk melakukan penilaian terhadap
kebijakan Negara.8 Karena itu, negara demokrasi adalah negara yang
diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.9
Hemat penulis, inti yang sesungguhnya dari demokrasi adalah
kedaulatan rakyat, yang terwujud dalam bentuk penyaluran keinginan-
7Lihat catatan kaki Nomor 1 Bab I.
8Lihat Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik (Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1983),
h. 207.
9Lihat Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cet. II,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24.
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keinginan politik rakyat secara sempurna dan memuaskan, sehingga rakyat
merasa sadar bahwa penyelenggaraan sistem perpolitikan dan pemerintahan
merupakan bagian tak terpisahkan dari rakyat itu sendiri.  Dengan gagasan
seperti ini, maka konsep demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat” menjadi terimplementasi secara nyata.  Contoh yang paling
sederhana untuk melihat sistem demokrasi adalah Pemilukada.  Pemilihan
pemimpin daerah secara langsung, merupakan penyejewantahan dari nilai-
nilai atau konsekuensi logis dari sistem demokrasi, sebab rakyat diberikan
hak-haknya untuk memilih sendiri secara langsung pemimpinnya.   Menurut
penulis, dari konsep inilah gagasan Pemilukada lahir sebagai tuntutan logis
dari konsep demokrasi itu sendiri, yang menempatkan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan demokrasi selalu saja hangat
dibicarakan bahkan jauh sebelum kita merdeka.  Setidaknya secara formal
semua pihak tidak ada yang keberatan bahwa sistem politik Indonesia
mestilah demokrasi, sebab kalau tidak, sila keempat dalam Pancasila yaitu
kerakyatan akan kehilangan makna dan substansi.10
Pernyataan di atas menunjukkan, bahwa pada dasarnya masalah
demokrasi, telah sejak lama digagas meski secara formal, belum
terformulasikan sebagaimana sekarang.  Hal ini dapat dilihat dari dasar
negara Pancasila yang salah satu silanya, mengemukakan tentang
kerakyatan.  Artinya  demokrasi Indonesia, menjadikan prinsip “kerakyatan”
10Lihat Ahmad Syafii Maarif, “Demokrasi di Indonesia”, dalam Abdul Rozak, dkk.
(Penyunting), Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan
Masyarakat Madani ( Edisi I,  t. tp.: Fajar Interpratama Offset, 2004), h.  85.
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sebagai pilar dan substansi serta esensi demokrasi tersebut, yaitu
kedaulatan berada di tangan rakyat.
Dalam konteks Indonesia, seluruh perkembangan ketatanegaraan,
harus dilihat sebagai upaya untuk menemukan sistem ketatanegaraan
terbaik yang dianggap sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
Untuk itu ada kesepakatan, bahwa demokrasi dinilai sebagai sistem yang
terbaik bagi bangsa Indonesia.  Tetapi untuk demokrasi itupun bangsa
Indonesia harus berupaya keras untuk menemukan formatnya yang terbaik.11
Pernyataan ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu berupaya untuk
menggali dan menemukan sistem penyelenggaraan tata negara yang
dianggap terbaik secara bersama.  Hemat penulis, ini merupakan salah satu
faktor terjadinya amandemen terhadap UUD1945.12
Sri Soemantri mengungkapkan bahwa terjadinya amandemen UUD
1945 di antaranya menunjukkan adanya permasalahan demokrasi dalam UUD
1945.  Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 dipandang telah
melahirkan sistem ketatanegaraan yang bercorak otoriter.13 Karena itu,
11Lihat Aidul Fitriciada Azhari, op. cit., h. 4-5;  Secara historis, Indonesia telah
mempraktekkan paling tidak tiga macam demokrasi, pertama, demokrasi Liberal (1950-
1959).  Demokrasi ini dapat disebut sebagai tatanan politik yang mendekati ultra demokrasi
yang menjurus kepada anarkisme.  Kedua, demokrasi Terpimpin (1959-1965), suatu tatanan
politik nasional yang dibangun Soekarno dengan seluruh daya imajinasinya.  Terakhir,
ketiga, demokrasi Pancasila (1966-sekarang [2004]), sebagai antitesis terhadap demokrasi
Terpimpin.  Lihat  juga Abdul Rozak, dkk. (Penyunting), op. cit., h. 85-87.
12Amandemen berarti perubahan di dalam dokumen yang dilakukan dengan
menambahkan, mengganti atau menghjlangkan bagian tertentu; penambahan bagian yang
sudah ada.  Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
h.26.  Dengan demikian, amandemen di sini diartikan sebagai perubahan terhadap UUD
1945 dengan cara menambah atau mengganti maupun menghilangkan naskah ayat atau
pasal dalam bab-bab UUD 1945.  Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa perubahan UUD
1945, merupakan upaya untuk lebih memperbaiki struktur kerkuasaan yang semula
dibangun lebih berupa “pembagian kekuasaan” menjadi lebih ke “pemisahan kekuasaan”,
sayangnya langkah perubahan UUD 1945 menjadi tidak sistematis karena tidak dibarengi
dengan paradigma dan naskah akademis yang jelas.  Lihat Jimly Asshiddiqie, ”Seharusnya
Dibuat Naskah Baru  UUD 1945”, dalam Abdul Rozak,   op. cit., h.  63.
13Lihat Sri Soemantri, "Pengantar" dalam ibid., h. xv.
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amndemen tersebut harus dipahami sebagai bagian dari  gagasan demokrasi
dalam UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kedaulatan rakyat di
Indonesia.14
Sejak bergulirnya era reformasi, maka tuntutan masyarakat tentang
pembaruan, semakin komplek dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang
politik ketatanegaraan Indonesia.  Hal yang sama juga terjadi tuntutan
reformasi dalam politik pemerintahan di daerah.   Hal inilah yang menandai
terbitnya kebijakan desentralisasi dan otonomi   daerah melalui Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.15
Sebagai kelanjutan dari proses demokratisasi, di era reformasi ada
sesuatu yang baru dalam praktek politik  ketatanegaraan Indonesia yaitu
pemilihan presiden langsung dan pemilihan kepala daerah langsung.
Kebijakan Pemilu langsung merupakan respon dari semakin meluasnya
harapan seluruh bangsa dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat
secara demokratis.  Hal ini juga untuk menjamin terciptanya mekanisme
check and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan.16
Di samping itu, Pemilu (termasuk Pemilukada) oleh banyak orang
masih dianggap sebagai satu-satunya untuk memperoleh pemerintahan yang
legitimatif.  Anggapan ini bukan saja dibenarkan oleh pakar hukum tata
14Ibid., h. xvi.
15Lihat J. Kaloh, op. cit., h. 82.
16Ibid.
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negara, tetapi juga dibenarkan oleh para pakar politik asing maupun
domestik.17
Berdasarkan latar belakang Pemilukada di atas, dipahami bahwa
Pemilukada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam
penyelenggaraan demokratisasi, Pemilukada juga merupakan tuntutan yang
lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan.  Selain itu,
Pemilukada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan
kedaulatan rakyat, yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru
sebelumnya.  Semangat demokratisasi ini kemudian terejawantah dalam
wujud tuntutan bangsa dan reformasi politik.  Hal yang sama, bahwa
Pemilukada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol dan keseimbangan
di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya pemerintahan
bersifat sentralistik dan otoriter.
Sebagai wujud demokrasi, Pemilukada pada dasarnya secara
implisit telah tertuang dalam UUD 1945.  Dan dalam bentuk dan formatnya,
Pemilukada dapat dilihat dalam beberapa kebijakan politik atau Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah.18 Tetapi sebelum itu, sangat perlu
dikemukakan latar belakang perlunya Pemilukada sebagai salah satu wujud
demokrasi.
HAW. Widjaja mengemukakan semangat yang mendasari perlunya
Pemilukada secara langsung oleh rakyat daerah sebagai berikut :
17Lihat Gouzali Saydam, Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik
Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi, (Edisi I, Cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1999), h. v.
18Penyelenggaraan Pemilukada didasarkan kepada Undang-Undang  Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV Penyelenggaraan Pemerintahan, Bagian IV
Pemerintah Daerah, Paragraf Kesatu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 24 ayat
5.
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1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
dan aturan pendukung lain di bawahnya sudah tidak sesuai lagi
dengan perubahan sistem ketatanegaraan, karena adanya
amandemen UUD 1945, terutama pada Pasal 18 ayat 4 yang
menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara
demokratis;
2. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah
dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang
terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat daerah menuju
perbaikan dan kemakmuran.  Selama perlakuan  Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 aspirasi rakyat daerah terabaikan khususnya
keinginan terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan
bertanggung jawab, tidak KKN, dan keseimbangan dalam keadilan;
3. Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD
terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala daerah.19
Sejumlah latar belakang yang menyemangati munculnya Pemilukada
sebagai sebuah wujud demokrasi tersebut, penulis memahami, bahwa latar
belakang pertama pada dasarnya latar demokratis. Pemilukada sebelumnya
tidak dilakukan secara langsung dan demokratis, akan tetapi  secara
prosedural, kewenangannya berada di tangan anggota DPRD sebagai
perwakilan. Dengan sistem seperti itu, sangat terbuka peluang terjadinya
penyimpangan politik, misalnya terjadi praktek politik uang, KKN, dan
sebagainya.  Karena itu, Pemilukada merupakan reaksi atas praktek
Pemilukada dengan sistem perwakilan, sebagaimana terdapat dalam
19Lihat HAW. Widjaja, op. cit., h. 120-121;  Lihat juga Ahmad Nadir, op. cit,, h.
130.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas
dasar dan alasan demokratis itu, maka Pemilukada secara langsung menjadi
pilihan terakhir, tentunya dengan tujuan terciptanya kondisi politik yang
mampu membawa rakyat kepada perbaikan dan kesejahteraan yang
sesungguhnya.
Latar belakang kedua, hemat penulis, merupakan latar tranparansi.
Artinya bakal kepala daerah yang dipilih, adalah orang yang sudah diketahui
dan diyakini tentang sifat dan karakternya secara jelas.  Visi dan misinya
telah diselami dan dipahami secara detail dan diyakini akan
kesungguhannya dalam rangka membawa perbaikan dan kesejahteraan
bersama.  Dalam hal ini, terdapat hubungan emosional yang telah terbangun
sebelumnya, Hal ini pulalah yang menimbulkan keyakinan yang kuat untuk
memilihnya secara langsung.
Latar belakang ketiga, merupakan latar politis yang berasal dari
anggota DPRD, terutama yang berkaitan dengan penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban dari kepala daerah yang dijadikan momen penting
kalangan DPRD untuk menekan kepala daerah.  Diterima tidaknya
laporannya, tergantung dari siasat DPRD.  Karena itu, terdapat celah bagi
tawar-menawar antara pihak DPRD dengan kepala daerah, dan ini
merupakan permasalahan serius, dan telah banyak dikritisi oleh banyak
kalangan, baik dari kalangan akademisi, maupun dari kalangan lain seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang politik dan
demokrasi.
Dengan demikian, semangat yang mendasari perlunya
penyelenggaraan Pemilukada, tidak terlepas dari tiga latar belakang, yaitu
latar belakang demokratis, transparansi, dan politis.  Ketiga latar belakang
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tersebut kemudian terkristal ke dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Di samping latar belakang di atas, faktor yang mendorong
keputusan Pemilukada langsung adalah penyelenggaraan pemilihan presiden
dan wakil presiden.  Pemilihan presiden itu menandai berlakunya sistem
presidensial secara sebenarnya (baca: pemilihan eksekutif dan legislatif
yang terpisah).  Apalagi dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001
tentang otonomi   khusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) juga
telah mengatur mengenai Pemilukada secara langsung.20
Ada alasan logis, mengapa penyelenggaraan Pemilukada
dilatarbelakangi oleh sistem pemilihan presiden secara langsung, yaitu
alasan kepatutan secara konstitusional, daerah harus sinkron dengan
pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilakukan secara langsung
oleh rakyat, sebab daerah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).21
Di samping latar belakang yang telah disebutkan di atas, berikut ini
dikemukakan beberapa latar belakang atau alasan yang mengharuskan
dilaksanakannya Pemilukada :
1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah
dengan DPRD;
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala
daerah dengan DPRD;
20Lihat Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen
Teknis (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 167.
21Lihat Rozali Abdullah, op. cit., h.  53.
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4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR,
DPD dan DPRD;
5. Mencegah terjadinya politik uang.22
Dengan demikian, warga masyarakat di daerah, sebagai bagian tak
terpisahkan dengan warga negara republik Indonesia secara keseluruhan
memiliki hak, kedaulatan dan hak asasi yang sama.  Hal ini dijamin oleh
UUD 1945, dan karenanya rakyat di daerah diberi hak untuk menentukan
dan mengatur serta memilih pemimpinnya, dalam rangka menentukan masa
depan daerah mereka, melalui penyelenggaraan Pemilukada.
Latar belakang kedua dan ketiga, pada dasarnya dalam rangka
untuk menempatkan dan mendudukkan anggota DPRD sejajar dan bermitra
dengan kepala dan wakil kepala daerah, yang sebelumnya berdasarkan
Undang-Undang,23 yang dengan karena itu kepala dan wakil kepala daerah
dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD.  Dengan demikian, DPRD
berkedudukan di atas kedudukan kepala dan wakil kepala daerah.  Karena
itu pula, maka tidak ada jalan lain, kecuali dilaksanakan pemilihan secara
langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD.
Latar belakang keempat, berdasarkan undang-undang tersebut,
maka kewenangan DPRD untuk memilih kepala dan wakil kelpala daerah
22Lihat Ibid., h. 53-55.
23Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai badan legislatif daerah, berkedudukan sejajar
dan menjadi mitra pemerintah daerah.  Sementara itu, menurut pasal 34 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 31 ayat
2 jo pasal 32 ayat 3 undang-undang tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah
bertanggung jawab kepada DPRD.  Logikanya adalah, apabila kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, berarti kedudukan DPRD
berada di atas kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Oleh karena itu, untuk memberikan
kedudukan sebagai mitra sejajar antara kepala dan wakil kepala daerah dengan DPRD,
kepala dan wakil kepala daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat.  Lihat ibid., h.
54; Lihat Ainul Yaqin, l, dkk. Membangun Aksi Demokrasi Pengalaman dan Harapan
Demokrasi di Kabupaten Malang  (Cet. I, Malang: Averroes Press, 2007), h. 15-16.
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sudah tercabut, sehingga kewenangan yang ada pada DPRD adalah untuk
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kelpala
daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
Latar belakang kelima, berdasarkan pengalaman masa lalu, di mana
atas kewenangan DPRD yang amat besar tersebut, sehingga memungkinkan
terbukanya peluang yang sangat besar terjadinya peraktek politik uang
dalam proses Pemilukada.  Setelah Pemilukada dilaksanakan secara
langsung, peraktek penyimpangan tersebut dapat dihilangkan, atau paling
tidak dapat diminimalisir, karena pihak-pihak yang berkeinginan melakukan
prkatek uang, mereka akan berhadapan dengan rakyat yang dengan jumlah
yang cukup besar.  Alasan ini, sebenarnya tidak menjamin, sebab terbukti
setelah berlakunya Pemilukada kemudian, praktek uang tersebut tetap saja
marak terjadi.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka secara historis
Pemilukada yang dilaksanakan mulai Juni 2005 itu, berakar pada substansi
dan tuntutan dari demokrasi, yakitu kedaulatan rakyat.  Kedaulatan rakyat
ini, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden terwujud dalam bentuk
pemilihan secara langsung oleh rakyat.  Sehingga dengan pemilihan langsung
tersebut, mengimplikasikan bagi terselenggaranya Pemilukada di daerah
secara langsung pula.  Pemilukada kemudian menjadi semakin menemukan
format dan wujudnya, setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur
tentang penyelenggaraan Pemilukada.
Kehadiran Undang-Undang tersebut, pada dasarnya revisi dari
Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, yang oleh banyak kalangan menilai terdapat
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banyak kekurangan dan kelemahan.  HAW. Widjaja mengemukakan, bahwa
Implementasi Undang-Undang tersebut yang dimulai sejak Tahun 2001 masih
terdapat banyak permasalahan, terutama menyangkut masalah kepala
daerah, laporan pertanggungjawaban kepala daerah, dan Pemilukada,
sering menjadi persoalan  di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota.24
2. Pemilukada Bagian Tak Terpisahkan dari otonomi   daerah
Otonomi  Daerah dimaksudkan sebagai suatu proses peralihan dari
sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang ditandai dengan
diserahkannya urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat
operasional untuk mengelolanya sendiri.  Proses peralihan ini, dilakukan
dengan tujuan agar terjadi efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat, penumbuhkembangan dan kemandirian  serta peningkatan daya
saing daerah dalam proses pertumbuhan.25
Sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka bangsa Indonesia telah
memasuki babak baru dalam sejarah tata laksana pemerintahan di daerah
secara otonom26.  Yang paling penting dari penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan sistem otonom tersebut, adalah penyelenggaraan
Pemilukada, baik di tingkat provinsi, maupun  di tingkat kabupaten/kota.
24HAW. Widjaja, op. cit., h. 114.
25Ibid., h.  17.
26Yang dimaksud "otonomi  daerah" adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat Undang-Undang
RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5.
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Otonomi  daerah tersebut pada dasarnya termuat dalam sistem
pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 yang memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi   daerah.  Dalam
penyelenggaraan otonomi  daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan
pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.27
Hal yang sangat menarik dan penting diperhatikan di atas, adalah
poin tentang demokrasi, yang menjadi titik penekanan salah satu prinsip
bagi penyelenggaraan otonomi  daerah.  Tentunya dengan prinsip demokrasi
tersebut, tersirat di dalamnya masalah Pemilukada sebagai isu dan bagian
yang sangat penting dalam otonomi  daerah.
Secara historis, otonomi  daerah dicanangkan pada tanggal 1
Januari 2001 yang penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang RI
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan
ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, maka undang-undang
tersebut menjadi landasan penyelenggaraan otonomi  daerah yang baru
tentang pemerintahan daerah.28 Dalam sejarah, sebenarnya desentralisasi
telah lama dianut dalam negara Indonesia, secara historis asas
desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan
adanya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903.  Secara empiris asas
tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi.  Kedua asas
tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum.  Dalam
penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah
27HAW. Widjaja, op. cit., h.  36.
28Ibid., h. 41.
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sentralisasi.  Sementara Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah berusaha agar terjadi tendensi ke arah desentralisasi.29
Dengan semangat desentralisasi tersebut, pemerintah daerah diberi
kepercayaan dan kesempatan untuk menentukan dan memilih pemimpinnya
sendiri melalui Pemilukada.  Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang
tersebut terakhir di atas yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di
daerah yang bersangkutan.30
Dalam konteks otonomi  daerah, secara filosofis ia lahir sebagai
wujud dari tuntutan mendasar dari proses demokratisasi, dan kemudian
melahirkan tuntutan pengamalan konsep kedaulatan rakyat, dalam bentuk
Pemilukada.  Karena itu, dapat dipahami bahwa Pemilukada sejatinya
adalah satu kesatuan  yang tak terpisahkan dari otonomi  daerah,
sebagaimana dapat dicermati dan diinterpretasi dalam Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan makna dari otonomi  daerah, yakni terjadinya
pelimpahan wewenang dan kekuasaan ke daerah dari pusat, ini berarti
bahwa telah terjadi pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan,
yaitu dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi, dengan memberi
otonomi  daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.31
Mengikuti pergeseran paradigma tersebut, secara filosofis, terjadi
pula berbagai perubahan mendasar yang sifatnya baru dalam
29Ibid., h. 18.
30Lihat selengkapnya Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 24 ayat 5.
31HAW. Widjaja, op. cit., h. 8.
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penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  Hal ini sangat wajar dan
mendasar, mengingat pergeseran paradigma di atas, menjadi konsekuensi
bagi terjadinya perubahan-perubahan baru pula.  Salah satu perubahan atau
ketentuan pokok dan penting dimaksud adalah Pemilukada yang
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.  Menurut penulis, dari sinilah
kelihatan arti penting dari otonomi  daerah dan paradigma desentralisasi di
atas.  Artinya pemerintahan daerah tidak saja memperoleh kesempatan
untuk mengelola nasib pemerintahan daerahnya sendiri, melainkan juga
memiliki kesempatan yang cukup signifikan untuk mengaktualisasikan hak-
hak politiknya untuk secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan
Pemilukada secara langsung.
Dari sentralisasi ke desentralisasi, sesungguhnya dapat dimaknai
sebagai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.   Konsekuensinya,
beban dan tanggung jawab daerah bertambah, dan sekaligus menjadi
kesempatan yang cukup penting dalam rangka pembuktian kesanggupan
daerah untuk melaksanakan sendiri pemerintahannya.  Terlepas dari mampu
atau tidak, sukses atau tidak, otonomi  daerah telah membuktikan
keseriusan pemerintah secara nasional dalam menjalankan demokratisasi,
khususnya mewujudkan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sendiri,
melalui penyelenggaraan Pemilukada di tingkat lokal.
Untuk menuntaskan kajian tentang Pemilukada dan otonomi
daerah ini, maka perlu dijawab pertanyaan : mengapa Pemilukada menjadi
bagian yang tak terpisahkan dengan otonomi  daerah ?  Sebenarnya
jawabannya bisa singkat, karena secara operasional, esensi terpenting
dalam otonomi  daerah itu adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk
mengurus pemerintahannya sendiri, karena itu pula daerah secara otomatis
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berwenang melaksanakan Pemilukada.  Secara konsepsional teoritis,
Pemilukada sesungguhnya merupakan wujud penyelenggaraan demokrasi,
yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, atau menempatkan
kepentingan rakyat di atas yang lainnya.  Dalam kasus yang sama, otonomi
daerah juga merupakan perwujudan dari demokratisasi yang memberikan
kedaulatan kepada rakyat.  Hal ini terlihat dari paradigma mengalihkan
sentralisasi pemerintahan pusat ke tangan pemerintahan daerah yang
disebut otonomi  daerah atau desentralisasi.  Sehingga, Pemilukada di satu
pihak, dan otonomi  daerah di lain pihak, sesungguhnya dua sisi bagi
sekeping uang logam.  Dua bagian yang tak terpisahkan satu sama lain.
3. Latar Belakang Pelaksanaan Pemilukada
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah pada dasarnya merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama, yaitu pemerintahan daerah.
Perundangan ini tidak secara khusus mengatur tentang Pemilukada saja,
melainkan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.32
Salah satu hal yang sangat penting yang diatur dalam undang-
undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk                di dalamnya
adalah pelaksanaan Pemilukada.  Salah satu tujuan pokok dari pwmberian
kewenangan tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya
32Lihat Ahmad Nadir, op. cit., h. 60.
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kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.33
Menyimak uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa undang-
undang tersebut di atas pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu untuk
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan jalan memberikan
kewenangan kepada mereka untuk mengelola sendiri pemerintahannya.
Masyarakat diberikan amanat dan tanggung jawab untuk menciptakan
sebuah kepemimpinan daerah yang mampu mengelola daerahnya sesuai
dengan potensi dan sumber daya manusia yang dimiliki.  Dengan begitu,
akan menciptakan peluang sebesar-besarnya bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.  Dari sinilah sebenarnya letak pentingnya
kewenangan untuk menangani sendiri pelaksanaan Pemilukada.
Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, meski sebenarnya sejak
diterbitkannya telah banyak membawa perubahan signifikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun di sisi lain undang-undang
ini juga menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah
sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki
serta tidak jelasnya hubungan hirarkis dengan pemerintahan di atasnya.
Selain itu dengan terbukanya peluang yang sangat luas untuk mengelola
kekayaan dan keuangan daerah, membuka peluang tumbuhnya korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah.  Akibatnya, terjadilah korupsi
besar-besaran di daerah, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan
33Lihat Ibid., h. 60-61.
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legislatif.  Selain itu terjadi money politik dalam Pemilukada, Laporan
Pertanggungjawaban kepala daerah dan terjadinya sengketa antar daerah.34
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbitnya Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, merupakan
koreksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam
undang-undang sebelumnya sebagaimana dikemukakan di atas.  Karena itu
ada upaya evaluasi baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam rangka
mengobati kekecewaan masyarakat  terhadap pemberlakuan Undang-
Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang di
dalamnya terdapat beberapa kelemahan yang berdampak pada munculnya
problem yang cukup serius.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah ini, mempunyai dasar hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945,35
yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengurus
sendiri urusan pemerintahnya sesuai asas otonomi  dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi  luas ini kepada daerah dengan tujuan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran  serta masyarakat.36
34 Lihat Rozali Abdullah, op. cit., h. 3.
35Dasar hukum Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
ini, terdapat dalam Pasal-Pasal: 1, 4, 5, 18, 18A, 18B, 20, 21, 22D, 23E ayat (2), 24A ayat
(1), 31 ayat (4), 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Undang-Undang ini
didasarkan pada UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang abersih dan bebas dari
KKN, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,  UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 10/2004 tentang
Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan dan,  UU 15/2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara.  Lihat Pipin Syarifin dan Dedah
Jubaedah, op. cit., h. 162.
36Ibid., 163-164.
55
Dalam kaitannya dengan otonomi  daerah, pemerintah daerah
diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengurus sendiri pemerintahannya,
maka yang terpenting dari Undang-Undang ini ialah adanya peran
pemerintah tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan Pemilukada, dalam
rangka memilih pemimpin daerahnya.  Dengan Undang-Undang ini,  Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan
kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.37
Uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, tidak lain
sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yang menetapkan
urusan pemerintahan tidak lagi bersifat sentralistik. Undang-Undang
memberikan jaminan kepada pemerintah daerah secara otonomi  untuk
mengelola urusan pemerintahannya sendiri.  Hal yang sangat penting,
adalah penyelenggaraan Pemilukada diselenggarakan secara langsung oleh
rakyat melalui penyelenggara yang diamanahkan oleh undang-undang yaitu
KPUD, baik di Provinsi, maupun di Kabupaten dan Kota.
B. Sejarah Singkat Pemilukada
Sebagai bagian dari demokrasi, Pemilukada membawa harapan
besar bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi, khususnya di tingkat
lokal dan nasional secara umum. Pemilukada sebagai sarana untuk
mengimpelementasikan tuntutan demokrasi, memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung
untuk mengambil kebijakan, dengan jalan mempergunakan hak-hak mereka
37Ibid., h. 171.
56
untuk menentukan pilihan mereka memilih siapa pemimpin yang
dikehendaki.
Tentu dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam
pelaksanaan Pemilukada, terdapat harapan akan meningkatnya kualitas
demokrasi.  Akan tetapi ternyata sudah menjadi keniscayaan bahwa
pelaksanaan Pemilukada secara langsung oleh rakyat, tidak serta-merta
menjadikan kualitas demokrasi di daerah meningkat.  Bahkan ada
kemungkinan terjadi pengaburan pemahaman tentang strategi
demokratisasi dalam Pemilukada.38
Berdasarkan uraian-uraian di atas, pada dasarnya ada harapan dan
keinginan besar bangsa kita terhadap pelaksanaan Pemilukada yang
dilandasi oleh jiwa demokrasi.  Hal ini sangat wajar, karena dalam
sejarahnya, bangsa Indonesia selama tiga dasawarsa, terkungkung dalam
suasana rezim otoriter yang sangat berpengaruh buruk terhadap kehidupan
berdemokrasi yang diinginkan.  Karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang mengingin kan kehidupan demokratis, seperti
kelompok mahasiswa, tokoh-tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat dan social
society lainnya, semuanya merupakan bukti nyata bahwa kehidupan
demokratis merupakan sesuatu yang niscaya.
Pemilukada (dengan sistem dan bentuknya masing-masing), dalam
sejarahnya, merupakan perjalanan politik yang panjang dan selalu diwarnai
oleh tarik menarik antara kepentingan elite dan kehendak publik, antara
kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau bahkan antara
kepentingan nasional dan kepentingan internasional.39
38 Lihat Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen
Teknis (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 157.
39ibid., h. 157-158.
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pemilukada pada dasarnya
memiliki interes atau kepentingan yang bersifat politis di antara berbagai
pihak yang memiliki keinginan-keinginan politik.  Sehingga dengan begitu,
sistem dan tujuan Pemilukada akan sangat ditentukan bagaimana kelompok-
kelompok kepentingan tersebut bermain.  Inilah yang dimaksudkan uraian di
atas bahwa demokratisasi tidak serta-merta mampu meningkatkan kualitas
demokrasi, tetapi memungkinkan proses demokratisasi tersebut menjadi
faktor bagi lemah dan kacaunya sistem demokrasi.  Bukti atas hal ini, dapat
dilihat seperti terjadinya berbagai masalah, bahkan konflik dalam setiap
pelaksanaan Pemilukada saat ini.
Berdasarkan catatan sejarah politik,  Pemilukada telah
dilaksanakan dengan tiga jenis sistem yaitu:40
1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat.
Sistem ini terjadi pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, yang
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1902, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1948, Penetapan Presiden nomopr 6 Tahun 1959 juncto
Penetapan Presiden  Nomor 5 Tahun 1960.
2. Sistem pemilihan perwakilan semu
Sistem perwakilan semu ini didasrkan pada Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Sistem pemilihan perwakilan
40Ibid.
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Sistem pemilihan perwakilan ini didasarkan kepada Undang-Undang
RI Nomor 22 Tahun 1999.
4. Sistem pemilihan secara langsung (Pemilukada)41
Sistem pemilihan langsung ini merupakan sistem pemilihan kepala
dan wakil kepala daerah yang sedang dijalankan saat ini.  Sistem ini
didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya diatur mengenai Pemilukada secara
langsung.  Mengenai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemilihan
langsung ini, akan dikemukakan pada pembahasan lain.
Ketiga sistem pertama disebut di atas, masing-masing memiliki
kelemahan-kelemahan yang bervariasi.  Sistem penunjukan atau
pengangkatan, sarat dengan sujektivitas dan diskriminasi yang kental
dengan KKN.  Akibat penunjukan atau pengangkatan tersebut, maka para
kepala daerah tentu sangat tunduk kepada Pemerintah Pusat yang
mengangkat mereka dan sebagian besar Kepala Daerah terpilih adalah
keluarga Kepala Daerah terdahulu.42
Kelemahan-kelemahan sebagaimana yang terdapat dalam sistem
penunjukan atau pengangkatan di atas, merupakan hal yang wajar, sebab
sistem yang menghendaki demikian.  Dengan sistem seperti itu, maka akan
mudah diduga bahwa praktek KKN akan marak terjadi.  Sistem itu memberi
peluang bagi orang-orang dekat dengan Pemerintah Pusat, memiliki uang
41Lihat Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 Tentang Pilkada (Cet. I,
Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008).  Lihat juga Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,
op. cit.,  h. 202.
42Lihat Joko J. Prihatmoko, op. cit.. h. 159.
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yang banyak dan ada hubungan kekerabatan dan emosional, tentu memiliki
peluang yang sangat besar atau bahkan dapat dipastikan akan menduduki
posisi kekuasaan.
Selanjutnya sistem perwakilan semu, juga memiliki penyimpangan
yang cukup serius dan tidak jauh berbeda dengan sistem sebelumnya.
Untuk rekrutmen pejabat daerah menurut sistem ini, sangat ditentukan oleh
pejabat Pusat, khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri dan Markas
Besar TNI dan Sekretariat Negara.43
Menyimpulkan mengenai kondisi yang cukup memprihatinkan yang
terjadi dalam sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di atas, Joko J.
Prihatmoko mengemukakan sejumlah kelemahan, yang dalam konteks
demokrasi termasuk kategori substansial, yakni:
1. Tiadanya mekanisme pemilihan yang teratur dengan tenggang
waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil;
2. Sempitnya rotasi kekuasaan sehingga Kepala Daerah dipegang
terus menerus oleh seseorang atau keluarganya atau dari partai
tertentu;
3. Tiadanya rekrutmen  secara terbuka yang menutup ruang
kompetisi sehingga tak semua orang atau kelompok mempunyai
hak dan peluang yang sama;
4. Lemahnya akuntabilitas publik sehingga apa yang dilakukan
sebagai pribadi dan pejabat publik tidak jelas.44
Kesimpulan di atas menurut hemat penulis, kelemahan dan
penyimpangan yang terjadi pada sejumlah sistem pemilihan Kepala Daerah
tersebut, pada dasarnya terletak pada tidak adanya peraturan yang tegas
dan jelas mengatur tata cara pemilihan berdasarkan sistem yang
43Ibid.
44Ibid., h. 160.
60
demokratis, jujur dan adil.  Dengan sistem yang demikian, akan menutup
peluang publik dalam ikut  serta berpartisipasi dalam pemerintahan.  Selain
itu, tidak adanya kekuatan eksternal dari civil society yang tampil
melakukan tekanan dan perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah.
Akibatnya, rotasi kepemimpinan hanya bergulir kepada sekelompok orang
tertentu yang memiliki kekuatan dan kedekatan tersendiri dengan pejabat
penentu kebijakan, yaitu Pejabat Pusat.
Sedangkan sistem yang terakhir, yaitu Pemilukada langsung, dalam
faktanya, juga masih memiliki sejumlah kekuarangan dan menyebabkan
munculnya berbagai macam pelanggaran, baik yang bersifat administratif,
pidana maupun kode etik. Akibat dari kelemahan tersebut, maka dijumpai
sejumlah penyimpangan yang cukup serius, bahkan menyebabkan terjadinya
konflik yang berujung kepada kerusuhan sosial, sebagaimana yang
dikemukakan pada Bab III.  Tetapi untuk menjelaskan secara singkat di
bagian ini, dikemukakan bahwa pelanggaraan yang cukup serius dalam
sistem Pemilukada ini pada prinsipnya yaitu masih terjadinya praktek money
politik, kecurangan, pelanggaran administratif dan pelanggaran yang
dilakukan sendiri oleh penyelenggara Pemilukada.
Berdasarkan kondisi setiap pelaksanaan Pemilukada sistem langsung
ini, menyebabkan semua pihak yang terlibat, baik Pemerintah maupun
masyarakat, berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan
sistem pelaksanaan Pemilukada ke depan.  Dalam kaitan ini, tentu yang
paling penting adalah perbaikan dan penyempurnaan peraturan Pemilukada
itu sendiri.  Karena itu, dapat dilihat pada pembahasan berikut ini,
bagaimana gambaran upaya perbaikan dan penyempurnaan dimaksud,
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dalam hal ini penerbitan baru perundang-undangan atau peraturan-
peraturan Pemilukada yang dilakukan oleh Pemerintah, tujuannya tidak lain
untuk mencari solusi dan memperbaiki sistem pelaksanaan Pemilukada.
C. Landasan Hukum Pemilukada
Uraian ini dimaksudkan untuk mengemukakan landasan hukum
pelaksanaan Pemilukada. Landasan hukum yang dimaksud, terdiri dari
Undang-Undang, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagai implementasi dari tuntutan otonomi  daerah, maka
Pemilukada menjadi sangat penting untuk melaksanakan amanat Undang-
Undang, teutama mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah yang
direkrut  melalui penyelenggaraan Pemilukada.  Dalam penyelenggaraan
Pemilukada tersebut, tentu diperlukan sejumlah aturan main berupa
undang-undang atau peratuan yang menjadi dasar dan acuan
penyelenggaraannya.  Atas dasar itulah, sehingga Pemerintah mengeluarkan
beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum
dan dalam rangka mengatur pengelolaan pemerintahan daerah secara umum
dan penyelenggaraan Pemilukada secara khusus.
Secara normatif, penyelenggaraan Pemilukada telah diatur melalui
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagai pengganti  Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.  Setelah amandemen Mahkamah Konstitusi (MK) atas
Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pegganti
Undang-Undang, yaitu Perpu Nomor 3 Tahun 2005 sebagai perubahan  atas
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003.  Seiring dengan itu Pemerintah
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juga telah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.  Salah satu isu penting dalam Undang-Undang,
Perpu dan Peraturan Pemerintah adalah berkaitan dengan pengaturan
Pemilukada secara langsung.  Dengan Pemilukada langsung, kepala daerah
seperti gubernur, bupati dan walikota, akan dipilih oleh rakyat,
sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2004 yang menyebutkan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis,
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.45
Berdasarkan keterangan di atas, pelaksanaan Pemilukada pada
prinsipnya didasarkan pada landasan yuridis yaitu Undang-Undang RI Nomor
32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor  22 Tahun 2009
yang dinyatakan tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945
pasca amandemen, yang di dalamnya mengamanatkan terutama dalam
Pasal 18 ayat (4) yang 46menegaskan bahwa Gubernur dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan dipilih
secara demokratis.47
Pelaksanaan Pemilukada dari Tahun ke Tahun yang banyak menuai
masalah, bahkan tidak jarang menjurus kepada konflik dan kerusuhan sosial
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tentu memperoleh kritikan
45Lihat Muhammad Asfar, Mendesain Managemen Pilkada (Cet. I, Surabaya: Pustaka
Eureka, 2006), h. 1. Untuk keterangan mengenai maksud dari asas-asas Pemilukada
tersebut, telah dijelaskan pada bagian Bab I dalam disertasi ini.
46
47Lihat HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi  di Indonesia dalam Rangka
Sosialisasi UU. No. 3 Tahun 2004 tentnag Pemerintahan Daerah  (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 120.
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dan evaluasi dari berbagai elemen yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan Pemilukada, seperti pihak Kementerian Dalam Negeri, KPU dan
Bawaslu.  Karena itulah sehingga perbaikan-perbaikan selalu diupayakan,
terutama perbaikan-perbaikan peraturan Pemilukada yang dari Tahun ke
Tahun mengalami perkembangan.
Sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, yang     di dalamnya
mengatur mengenai Pemilukada, terhitung sejak itu, peraturan demi
peraturan diterbitkan dalam rangka selain penjelasan terhadap undang-
undang yang ada, juga dalam rangka penyempurnaan sistem Pemilukada
yang lebih baik dan memenuhi keinginan masyarakat.  Berikut ini akan
dikemukakan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada yang pertama kali dilaksanakan
sejak Juni Tahun 2005 :
a. Undang-Undang:
1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang RI Nomor RI tentang Penyelenggara Pemilukada;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan
Pemerintah :
1. Perpu RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
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2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pemilukada;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Pemilukada;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun
2005 tentang Penyelenggaraan Pemilukada tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
c. Peraturan KPU :
Pada Tahun 2009, KPU telah menerbitkan Paket Peraturan
Penyelenggaraan Pemilukada, yang menegaskan mengenai tugas, wewenang
dan kewajiban KPU terhadap penyelenggaraan Pemilukada.  Paket
peraturan tersebut, terdiri dari dari 12 aturan yaitu:48
1. Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
48Husni Kamil Manik, ‘Design Pemilukada 2010”, Penyuluh Pemilu, 24 Januari 2010,
(akses 21 Februari 2011)
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3. Peraturan KPU No.64 Tahun 2009 tentang Pedoman pemantauan dan
tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
4. Peraturan KPU No. 65 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan
sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan KPU No. 66 Tahun 2009  tentang penetapan norma, standar,
prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian
perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
6. Peraturan KPU No.67 Tahun 2009  tentang pedoman tata cara
pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara
pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan KPU No.69 Tahun 2009  tentang pedoman teknis kampanye.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan KPU No.70 Tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana
kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan KPU No.71 Tahun 2009  tentang pedoman audit dana
kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan KPU No.72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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12. Peraturan KPU No.73 Tahun 2009  tentang pedoman tata cara
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota,
dan KPU Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahaan
pengangkatan, dan pelantikan.
Selanjutnya, pada Tahun 2010, KPU kembali mengeluarkan sepuluh
buah peraturan baru tentang Pemilukada. Kesepuluh peraturan tersebut,
yakni Peraturan KPU Nomor 09 sampai Nomor 18 Tahun 2010 merupakan
revisi (perubahan dan penggantian) atas peraturan sebelumnya yang juga
menyangkut Pemilukada, yaitu Peraturan KPU Nomor 62 sampai Nomor 73
Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010. Dua Peraturan KPU
yang tidak mengalami revisi adalah Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilukada serta
Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemilukada. Peraturan KPU yang baru tersebut ditetapkan pada tanggal 24
Juni 2010 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.49
Kesepuluh peraturan Pemilukada dimaksud adalah:
1. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada.
(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal
49“KPU Keluarkan Revisi Peraturan tentang Pemilukada”, Media Center KPU,
http://mediacenter.kpu.go.id/berita/972-kpu-keluarkan-revisi-peraturan-tentang-
pemilukada.html, (akses 23 Februari 2011)
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah)
2. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan  KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam 50Pemilukada.
3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada. (Merupakan penggantian
atas Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)
4. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada. (Merupakan penggantian
atas Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan wakil Kepala  Daerah)
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencalonan Pemilukada.
(Merupakan Penggantian Atas Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah).
6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 209 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilukada.
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7. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilukada.
8. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam
Pemilukada oleh Panitia Pemilih Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota   dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta
Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
(Merupakan penggantian atas Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009
Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan
Pengangkatan dan Pelantikan)
9. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma,
Standar Prosedur, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada.
10. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan
Pemilukada.
Untuk kepentingan teknis, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah
dikemukakan tersebut di atas tidak akan dikemukakan isinya secara utuh
dalam tubuh teks disertasi ini, tetapi akan dilampirkan bagian-bagian yang
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relevan dalam bagian akhir disertasi ini.  Tentu tujuannya agar tidak
memperbesar jumlah halaman disertasi yang memungkinkan menyalahi
ketentuan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di UIN Alauddin
Makassar.
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BAB III
KONDISI SOSIAL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH ( PEMILUKADA )
A. Euforia Demokrasi
Tujuan utama bab ini untuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan
Pemilukada secara umum, terdapat sejumlah masalah yang terjadi dan
cukup serius yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada.
Hal ini tentu berimplikasi pada hukum pelaksanaannya, jika ditinjau dari
perspektif hukum Islam.  Karena itu sangat penting mengemukakan
persoalan-persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada.
Untuk selanjutnya uraian-uraian tersebut menjadi bagian penting untuk
menjadi landasan atau dasar dalam rangka menetapkan (istinbâ¯ ) hukum
pelaksanaan Pemilukada.
Selain itu, perlu pula dijelaskan bahwa yang dimaksud  dengan
kondisi sosial Pemilukada ialah keadaan yang berhubungan dengan perilaku
sosial masyarakat dalam menghadapi tahapan-tahapan Pemilukada.
Perilaku sosial yang positif, tentu akan berimplikasi pada kemungkinan
keberhasilan pelaksanaan Pemilukada.  Sedangkan perilaku sosial
masyarakat yang negatif, akan berimplikasi pada kemungkinan munculnya
masalah dan pelanggaran yang berakibat munculnya  konflik sosial dan
kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan pelaksanaan Pemilukada yaitu
terpilihnya pemimpin secara demokratis dalam keadaan aman dan damai.
Secara prosedural, Pemilukada dapat dikatakan berhasil, apabila telah
mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yaitu pertama, menghasilkan pimpinan
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daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis; Kedua, rotasi
kepemimpinan lokal. Ini dimaksudkan sebagai pertukaran elit pemimpin
lokal secara demokratis. Ketiga, meletakkan fondasi pembelajaran politik
bagi masyarakat secara demokratis.1
Kriteria keberhasilan pelaksanaan Pemilukada tersebut di atas,
menurut hemat penulis sangat sederhana dalam perspektif teroritis, tetapi
dalam tataran praktis, agaknya sulit diimplementasikan.  Contohnya, pada
kriteria pertama disebutkan adanya mekanisme pemilihan yang demokratis.
Demokratis dalam kaitan ini, sampai saat ini masih sulit terwujud sesuai
sejatinya, sebab masih terdapat masalah-masalah yang tidak menunjukkan
sikap demokratis.  Tekanan dan intervensi elit partai pusat dan daerah
masih mendominasi pengusulan calon kepala daerah, paling tidak menjadi
bukti atas hal tersebut.  Belum lagi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh
pasangan calon sendiri, seperti adanya kampanye negatif, intimidasi,
provokasi, sampai kepada sikap anrakis yang ditujukan kepada rival
pasangan calon.
Apa yang disebutkan di atas, merupakan sebagian contoh dari
berbagai masalah yang pada dasarnya pelaksnaan Pemilukada belum bisa
dikatakan berlangsung secara demokratis sebagaimana idealnya.  Masalah-
masalah yang dikemukakan di atas, pada dasarnya sangat terkait dengan
kriteria keberhasilan ketiga yang dikemukakan di atas, yaitu meletakkan
fondasi pembelajaran kepada masyarakat secara demokratis.  Praktik-
praktik berdemokrasi yang ditampilkan, sebagaimana yang kita sebut,
hanyalah menyentuh bagian luar dari esensi demokrasi, belum sampai
1Lihat Cornelis Lay, “Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi”, Catatan
Pengantar dalam Dinner Lecture (KID Jakarta, 21 November 2006), h.  2.
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menyentuh cita-cita dan tujuan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu
terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara secara adil untuk ikut
berperan aktif menentukan kebijakan secara bersama-sama.  Mekanisme
pemilihan langsung hanya merupakan tahapan penting, tapi tidak cukup
menjamin semuanya akan berjalan lancar dan demokratis.2
Euforia demokrasi dimaksudkan penulis sebagai suatu keadaan
psikologis rakyat dengan segenap suka cita dan secara berlebihan
memperlakukan demokrasi.  Demokrasi disambut dengan segenap tanggapan
serba bebas melakukan apapun yang sesungguhnya malah a-demokratis.
Contoh paling sederhana untuk maksud ini, adalah aksi unjuk rasa yang
dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergolong anarkis, karena tidak
saja merusak berbagai fasilitas umum secara fisik, tetapi sesungguhnya juga
telah merusak tatanan dan jiwa demokrasi itu sendiri.  Perilaku-perilaku
dalam kegiatan Pemilukada yang kurang lebih sama seperti contoh yang
dikemukakan di atas, merupakan bukti masih adanya sebagian besar
kelemahan dalam berdemokrasi untuk sebagian kalangan.
Pernyataan di atas tentu bukanlah asumsi belaka, melainkan sebuah
fakta yang benar-benar terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebut
misalnya Pemilukada Maluku Utara 2007, sebagaimana hasil wawancara
berikut:
Pemilihan gubernur  menjadi momen yang diharapkan mampu
melahirkan pemimpin yang bisa menciptakan kedamaian pada saat-
saat masyarakat baru saja mengalami konflik sosial, tetapi hanya
harapan semata, sebab dalam pelaksanaannya, Pemilukada tersebut
2Lihat Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pemilukada Langsung Problem dan Prospek
Sketsa Singkat Perjalanan Pemilukada 2005 (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.
5.
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sungguh sangat memalukan atas terjadinya praktik-praktik seperti
politik uang, saling menyerang satu sama lain, bahkan terjadi
tindakan yang anarkis seperti membakar fasilitas umum, tetapi yang
sangat disayangkan adalah terjadinya kerusuhan atau konflik antara
pendukung kandidat.3
Pernyataan di atas merupakan salah satu bukti bahwa dalam
pelaksanaan Pemilukada gubernur di Maluku Utara 2007, terdapat persoalan
krusial yang tidak saja merupakan pelanggaran tetapi juga telah
mencederai praktik demokrasi yang sebenarnya harus dilaksanakan secara
damai, adil dan bertanggung jawab.  Persoalan yang sangat krusial terjadi
pada pelaksanaan Pemilukada di atas adalah terjadinya konflik, tidak saja
secara mental, tetapi juga konflik secara fisik.  Tentang masalah ini, patut
disimak hasil wawancara salah seorang mantan ketua RW (Rukun Warga)
Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai berikut:
Saya tidak bisa mengerti, di era sekarang di mana kebebasan
menentukan pilihan, kebebasan berpendapat dan itu semua kita
sudah tahu saat ini bahwa tidak boleh ada pemaksaan kehendak,
tetapi pelaksanaan pemilihan gubernur kemarin,  terjadi
penganiayaan, kerusuhan dan tindakan tidak terpuji seperti
menjelek-jelekkan kandidat lain, memfitnah, bahkan menyerang
secara fisik dan ada jatuh korban.4
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa masih
terdapat pemahaman yang keliru dalam masyarakat terhadap makna
demokrasi termasuk dalam pelaksanaan Pemilukada.  Pemahaman yang
keliru tersebut, tentu berdampak pada munculnya perilaku-perilaku negatif.
Perilaku negatif tersebut mengejawantah dalam bentuk, misalnya ambisi
3Rusdi Sulfi, Tokoh masyarakat Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara,
Wawancara, di laksanakan 25 Juni 2011.
4Mochtar Tahir, mantan Ketua RW. Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate
Selatan, Wawancara, di laksanakan 26 Juni 2011.
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meraih kesuksesan, karena itu muncul pemaksaan kehendak, seperti
kehendak memenangkan kandidat tertentu,   Hal yang sama juga munculnya
perilaku yang tidak rela menerima kekalahan, atau tidak senang melihat
orang lain menang.  Akibat dari perilaku tersebut, akhirnya menimbulkan
tindakan krusial yaitu tindakan kekerasan atau anarkis yang tidak saja
mengorbankan orang lain, tetapi juga menimbulkan korban secara internal
(korban bersama).
Menegenai perilaku kekerasan seperti yang terjadi dalam
Pemilukada Maluku Utara 2007 yang berujung kepada kerusuhan, dipertegas
oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bahwa pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada, tidak jarang berujung
konflik yang mebawa kepada kerusuhan sosial yang secara garis besar
konflik yang terjadi dikategorikan dua jenis, yakni konflik yang berujung
pada kerusuhan dan konflik yang tanpa kerusuhan.5
Berkaitan dengan demokrasi yang di dalamnya terdapat kegiatan
Pemilukada, atau lebih tepatnya dikatakan sebagai demokrasi elektoral,6
patut dikemukakan, bahwa memang ada beberapa kritik mendasar yang
sering dilontarkan terhadap demokrasi elektoral tersebut saat ini.7
5“Evaluasi Pemilukada 2010”, Ahok.org, 4 Juni 2010,
http//:www.ahok.org/laporan-kerja/baleg/evaluasi-pemilukada-2010/, (akses 26 Juni
2011).
6Yang dimaksudkan Penulis dengan demokrasi elektoral ialah pilihan yang diberikan
kepada rakyat secara luas untuk ikut serta menentukan siapa pemimpinnya, melalui
pemilihan, baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakilnya, maupun pemilihan
kepala daerah, untuk memilih Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya serta Walikota
dan Wakil Walikota, berdasarkan  peraturan yang berlaku.
7Lihat Sigit Pamungkas, Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian (Sleman
Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010), h. 3-4.
72
Pertama, secara finansial demokrasi elektoral yang kita pilih adalah sangat
mahal.  Contohnya saja, biaya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2004
sekitar 7 trilyun dan untuk Pemilu 2009 melonjak menjadi sekitar  22
trilyun.  Sementara itu biaya untuk Pemilukada juga memakan biaya yang
tidak  sedikit. Kedua, demokrasi elektoral secara sosial memiliki resiko
politik yang tinggi.  Di beberapa daerah konflik terjadi akibat ketidakpuasan
hasil Pemilukada.  Beberapa daerah yang dapat disebut misalnya
Pemilukada Bayuwangi, Maluku Utara, Sulawesi Selatan.  Ongkos sosial
semakin tinggi dengan rusaknya soliditas civil society akibat aksi dukung-
mendukung kandidat yang akan berkompetisi dalam Pemilukada.
Terbelahnya NU (Nahdatul Ulama) dalam dua fraksi di Pemilukada Jawa
Timur adalah contoh yang paling menonjol. Ketiga, demokrasi elektoral
berlangsung di tengah kemiskinan rakyat yang tidak kunjung teratasi.8
Uraian di atas, dapat dipahami bahwa ada ketidaksejalanan
antara demokrasi secara ideal dengan perilaku nyata berdemokrasi
masyarakat.  Ideal demokrasi dalam Pemilukada, pada dasarnya
adalah memilih pemimpin daerah yang diharapkan berkualitas dan
mampu membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik, aman dan
sejahtera.  Akan tetapi, tidak saja dapat menghasilkan pemimpin
yang seperti diharapkan seperti itu, tetapi juga proses pelaksanaan
Pemilukada itu sendiri yang memiliki beragam masalah dan
pelanggaran, bahkan tidak sedikit kerusuhan sosial terjadi.  Selain
itu, uraian di atas dapat dipahami pula bahwa pelaksanaan baik
Pemilu Presiden dan Wakilnya, maupun Pemilukada, ternyata
8Untuk menjelaskan data yang berkaitan dengan masalah ini, diambil dari isi iklan
kampanye oleh PDIP dan PD, Koran Tempo, Jumat 30 Januari 2009,     h. 1.
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membutuhkan biaya yang sangat mahal.  Hal ini juga tidak seimbang
ongkos begitu mahal yang dikeluarkan setiap pelaksanaan
Pemilukada yang jumlahnya banyak, dengan hasil yang dicapai.  Hal
seperti ini menunjukkan adanya resiko mahal dan berat yang harus
dipikul, baik pemerintah mapun masyarakat, yaitu kehancuran
demokrasi dan upaya mengganti biaya yang mahal tersebut, yang
ujungnya rakyat sebagai korbannya.
Berkaitan dengan mahalnya ongkos pelaksanaan Pemilukada, dapat
kita mengambil sebuah contoh yang bisa memberikan penjelasan tentang
betapa mahalnya ongkos penyelenggaraan sebuah Pemilukada, antara lain
dapat disebutkan seperti, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
menyatakan bahwa untuk ikut pemilu langsung kepala daerah atau
Pemilukada, seorang calon minimal harus menyiapkan uang sebesar 20
milyar rupiah. Padahal gaji bupati hanya sekitar 8 jutaan per bulan. Itu pun
sudah termasuk tunjangan.9 Menurut hemat penulis, ada dua poin penting
dari keterangan tersebut, pertama, untuk setiap kali pelaksanaan
Pemilukada, dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Kedua, ekses yang
ditimbulkan oleh mahalnya pelaksanaan Pemilukada, terutama untuk
kandidat kepala daerah adalah sangat rawan menimbulkan tindak pidana
korupsi.  Hal ini sangat mendasar, sebab untuk mengembalikan atau
menggantikan dana yang miliaran rupiah tersebut, tentu akan dipergunakan
berbagai macam cara dan besar kemungkinan dengan cara yang haram.
9Gamawan Fauzi, Kompasiana, 5/7/2010, Berita Utama,
http://politik.kompasiana.com/2010/08/23/mau-ikut-pemilu-kada-siapkan-20-milyar/,
(akses 18 Pebruari 2011).
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Dalam kaitannya euforia demokrasi dengan pelaksanaan
Pemilukada, sebagaimana telah disinggung pada bab pertama, bahwa
Pemilukada merupakan babak baru dalam sejarah demokratisasi di
Indonesia.  Karena itu tidak mengherankan jika dalam proses
pelaksanaannya, Pemilukada menemui berbagai ragam masalah, yang tidak
saja menjadi faktor bagi lemahnya kualitas Pemilukada, tetapi bahkan juga
menjadi faktor bagi hancurnya sendi-sendi demokrasi yang sedang berjalan.
Pemilukada dalam hal ini tentu tidak lagi menjadi instrumen politik yang
bisa diharapkan dapat menjadi pilar demokrasi, di mana pemilihan
pimpinan di tingkat daerah dapat berlangsung secara demokratis dan damai
serta memuaskan secara sosial.
Pemilukada dalam realitasnya, memiliki dua makna yaitu
keberhasilan dan kegagalan demokrasi.   Pemilukada dikatakan berhasil
karena sudah menunjukkan adanya partisipasi rakyat, proses pencalonan
yang diseleksi,  kampanye dan kontrak politik.  Singkatnya dalam
Pemilukada telah dilaksanakan berbagai syarat demokrasi.  Sedangkan
dalam makna kegagalan, disebut gagal karena dalam pelaksanaan
Pemilukada masih dijumpai praktik uang, golput (golongan putih),
ketidakpatuhan pemilih dengan hak-hak politiknya sebagai warga negara
yang memiliki otonomi dan pola rerkrutmen  calon dari kader partai dan
lainnya.10
Dalam kaitannya dengan kesuksesan Pemilukada, tidak bisa
dipungkiri bahwa terbukanya peluang pelaksanaan Pemilukada yang
didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
10Lihat Siti Aminah, Pemilukada: Otonomi Elitis Vs Otonomi Rakyat, dalam
“Wacana Pemilukadal” (Edisi 21, Tahun VI, 2005), h. 86.
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Pemerintahan Daerah, berhasil memicu gairah dalam praktik pelaksanaan
Otonomi Daerah (Otoda), yakni pelaksanaan Pemilukada dengan memberi
kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berpartisipasi memilih
pemimpinnya secara langsung.  Demikian juga terbukanya kesempatan bagi
elit lokal untuk bersaing menjaring dan memperoleh suara dari peserta
Pemilukada.
Akan tetapi gairah tersebut, tidak menjadi esensial, sebab tujuan
Otoda untuk menyejahterakan masyarakat belum berhasil dicapai.
Kegairahan ber-Otoda masih berlangsung dalam nuansa praktik demokrasi
lokal yang dangkal dan proseduralistik, mengejar angka dan formalitas
bukannya nilai dan perubahan kehidupan masyarakat lokal ke arah yang
lebih sejahtera dan bermartabat. Akibatnya, paralel dengan itu otoda
mengalami pendangkalan, yang terjadi masih desentralisasi administrasi,
belum menyentuh fundamen desentralisasi demokrasi.11
Pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa proses demokratisasi
yang dilaksanakan pada tingkat lokal, memang menghimpun semangat yang
kuat, hasrat yang berisi idealisme, yaitu menentukan sendiri pilihan dan
kebijakan.  Tetapi semangat dan hasrat kuat tersebut tidak diiringi dengan
kemampuan, baik secara teoritis maupun praktis dari masyarakat pelaksana
demokratisasi, sehingga dapat diduga hasilnya, yaitu apa yang disebut
dengan euforia demokrasi, yaitu rasa sukacita yang tidak diimbangi oleh
keberhasilan tujuan.
11Dayanto, “Otoda di Tengah Euforia Demokrasi Lokal”,
http://www.facebook.com/topic.php?uid=79820757682&topic=14807, (akses 24
Desember 2010).
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Wacana euforia demokrasi, paling tidak dapat dimaknai sebagai
kegembiraan sesaat yang menunjukkan proses demokratisasi atau politik
yang hanya berlangsung dalam jangka pendek.  Akibatnya demokratisasi
tersebut tidak akan membuahkan demokrasi lokal yang kokoh dan
berkelanjutan, tetapi menghasilkan akumulasi kekecewaan dan
ketidakpercayaan.12
Sawali Tuhusetya menggambarkan euforia demokrasi sebagai faktor
terjadinya berbagai aksi kekerasan dalam pelaksanaan Pemilukada.   Hal
tersebut sebagai akibat dari kebebasan yang diperoleh rakyat, setelah
sebelumnya terbelunggu oleh rezim Orde Baru selama tiga dasawarsa.
Bagaikan kuda liar,  yang lepas dari kandangnya, begitu rezim Orde Baru
tergeser dari panggung kekuasaan, masyarakat kembali mendapatkan
kedaulatannya yang terampas.  Mereka bebas menyuarakan pendapat,
mengkritik,  bahkan melakukan unjuk rasa, tanpa takut lagi dicap sebagai
pembangkang, PKI, atau anti Pancasila.13
Pernyataan tersebut di atas, menjelaskan bahwa berbarengan
dengan terbukanya kesempatan yang luas nagi masyarakat untuk
menentukan hak-hak berdemokrasi, terbuka pula peluang bagi munculnya
berbagai kekurangan dan kelemahan, bahkan terjadinya konflik dalam
masyarakat.  Keterbukaan peluang berdemokrasi secara bebas menandai
timbulnya euforia berdemokrasi, yang tidak diiringi oleh kesiapan yang
matang serta pelaksanaan demokratisasi yang sukses.
12Ibid.
13Sawali Tuhusetya, “Pemilukada Pasca-Reformasi, Quo-Vadis”,
http://sawali.info/2008/04/29/PemiluKada-pasca-reformasi-quo-vadis/, (akses 5
November 2010).
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Meskipun diakui, sebagai konsekuensi dari Otoda, yang salah satu di
dalamnya diatur tentang pelaksanaaan Pemilukada secara langsung, maka
hal tersebut merupakan langkah maju menggembirakan bagi proses
demokratisasi.  Pelaksanaan Pemilukada dalam konteks ini, merupakan
sesuatu yang baru.  Di samping itu, Pemilukada merupakan respon dari
semakin meluasnya harapan seluruh bangsa dalam rangka mengembalikan
kedaulatan rakyat secara demokratis.
Pemilukada langsung sebagai bagian tidak terpisahkan dari
berlangsungnya proses demokratisasi pada tingkat lokal, merupakan suatu
momentum bagi rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung,
bebas, menurut hati nuraninya, tanpa tekanan dan campur tangan serta
politisasi dari pihak-pihak tertentu.14
Dalam konteks demokratisasi seperti tergambar di atas, dipahami
bahwa Pemilukada  merupakan sebuah instrumen dan solusi untuk keluar
dari keterpasungan otoritarianisme, termasuk pada priode atau rezim Orde
Baru yang menyebabkan hak-hak rakyat terkooptasi oleh kekuatan otoriter
rezim berkuasa.   Pada saat terbukanya kran demokrasi, dalam arti
terbukanya peluang untuk menentukan sendiri pemimpin eksekutif secara
langsung, maka secara serentak dan bersama-sama rakyat menyambut
proses demokratisasi tersebut dengan sukacita.  Terdapat sikap berlebihan
dalam menyikapi Pemilukada langsung tersebut, sehingga muncul berbagai
problem sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara hasrat yang
berlebihan dengan kesiapan dan pengalaman berdemokrasi.  Akibatnya, bisa
diduga praktik berdemokrasi tersebut, melahirkan euforia demokrasi.
14Lihat J. Kaloh, Mencari Bnetuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007),    h. 83.
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Memang Pemilukada sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi”,
yang bisa dimaknai baik positif, maupun negatif.  Pemilukada diartikan
positif, karena rakyat telah mendapat kesempatan untuk memilih sendiri
pemimpinnya secara langsung.  Ini berarti rakyat ikut serta memberikan
keseimbangan atas jalannya pemerintahan, termasuk ikut serta
mengontrolnya.  Dalam pengertiannya yang negatif, lompatan demokrasi
berarti adanya penafsiran sepihak terhadap manfaat dan proses
Pemilukada.  Proses pelaksanaan Pemilukada sering diidentikkan dengan
pesta demokrasi, karena rakyat bebas melakukan apa saja, termasuk
tindakan-tindakan anarkis, baik dilakukan atas inisiatif sendiri, maupun oleh
kandidat beserta pendukungnya, atau oleh dukungan partai politik yang
mengajukannya.  Euforia ini juga sering direspon oleh khalayak sebagai
kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam Pemilukada.15
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa Pemilukada merupakan salah satu pilar penting
demokrasi. Pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi
dapat terlaksana, yaitu keikutsertaan masyarakat untuk menentukan dan
memilih pemimpinnya sendiri secara langsung.  Terbukanya kesempatan ini,
menyebabkan rakyat mampu menjadi pengontrol atas kinerja
pemerintahan, sebab masyarakat di samping memiliki hak memilih, selain
itu juga masyarakat bertanggung jawab untuk memantau dan mengontrol
jalannya pemerintahan yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama-
sama melalui pelaksanaan Pemilukada.
15Amiruddin dan A. Zaini Bisri, op. cit., h. 1-2.
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Persoalan yang muncul sebagai implikasi dari kebebasan dalam
demokrasi tersebut, adalah munculnya euforia demokrasi, yakni suatu
persepsi yang menganggap pesta demokrasi sebagai kebebasan melakukan
apa saja karena berlindung di balik demokrasi.  Implikasi persepsi ini tentu
melahirkan ekses-ekses negatif, antara lain tindakan-tindakan anarkis dan
timbulnya upaya meraup keuntungan secara ekonomi, politik dan sosial dari
pesta demokrasi tersebut.
B. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pemilukada
Secara garis besar tahapan Pemilukada secara langsung dibagi
menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
1. Tahap Persiapan, meliputi :16
a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya
masa jabatan;
b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah;
c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan
jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada;
d. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan
Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
2. Tahap Pelaksanaan, meliputi :
16Pasal 2 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih,
pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa
tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon
terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih.  Dalam tahapan ini
meliputi :
a. Penetapan Daftar Pemilih
Penetapan daftar pemilih menggunakan data pemilu terakhir dan
berdasarkan data yang telah dimutakhirkan.  Untuk dapat menggunakan hak
memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) harus
terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggung
jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukan
anggota TNI/POLRI dan bertempat tinggal minimal 6 bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih. Setiap pemilih yang telah terdaftar sebagai
pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu
pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara.
b. Pendaftaran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon.
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, pengusulan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi di DPRD atau 15% akumulasi
perolehan suara sah pada Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.17
17 Bandingkan dengan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
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Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan, wajib
menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung.18
c. Kampanye
Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas,
tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat
peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empatbelas) hari dan
berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa
tenang.19
d. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemungutan suara pemilihan pasangan calon diselenggarakan paling
lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, dan dilakukan
pada hari libur atau hari yang diliburkan.
e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih dan Keberatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara
lebih dari 50% jumlah suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan
terpilih.  Apabila perolehan suara itu tidak terpenuhi, pasangan calon yang
memperoleh suara terbesar lebih dari 25% dari suara sah dinyatakan sebagai
pasangan calon terpilih.20 Dalam hal pasangan calon tidak ada yang
18 Dalam penjelasan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang
dimaksud dengan ditandatangani Pimpinan adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik,
sesuai kewenangan berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.
19 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
20Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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memperoleh 25% dari jumlah suara sah, maka dilakukan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah putaran kedua. Pelaksanaan pemilihan
putaran II dilaksanakan 60 hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.
f. Pengesahan dan Pelantikan
Usul pengesahan terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dilakukan oleh KPUD setelah menetapkan pasangan
calon terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah kepada DPRD,
selanjutnya DPRD selambat-lambatnya 3 hari sejak berkas basil pemilihan
diterima dari KPUD, harus sudah menyampaikan usul pengesahan kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk calon Gubernur dan Wakil
Gubernur atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur untuk calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami,
bahwa pada dasarnya pelaksanaan Pemilukada, hanya meliputi dua tahapan
saja, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pemilukada.  Pada tahap
persiapan, pada dasarnya tidak menimbulkan masalah yang berarti.  Akan
tetapi masalah yang bisa dikatakan serius dan krusial, muncul pada
umumnya dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada.  Tahapan ini meliputi,
penetapan daftar pemilih, pendaftaran, penelitian persyaratan dan
penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan
suara, penetapan pasangan calon terpilih dan keberatan, pengesahan dan
pelantikan.
C. Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan Pemilukada
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Salah satu bagian penting yang dimuat dalam Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah tentang
Pemilukada.  Implementasi dan konsep Otonomi Daerah (Otoda)21 yang
termuat dalam Undang-Undang tersebut adalah terbukanya peluang bagi
daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Rakyat di daerah diberi kesempatan secara bebas untuk menentukan
pemerintahan dan pemimpinnya masing-masing.
Pelaksanaan Pemilukada di daerah, telah sukses melaksanakan
salah satu bentuk demokratisasi, antara lain mengimplementasikan hak-hak
politik rakyat secara bebas, sukses memilih pemimpin sesuai pilihan masing-
masing.  Hal terpenting dari kesuksesan berdemokrasi ini ialah keluarnya
rakyat dari belenggu otoriter dan keterpasungan hak-hak untuk turut serta
berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik, termasuk memilih
pemimpin secara langsung.
Namun di sisi lain, Pemilukada juga telah menimbulkan berbagai
macam masalah, bahkan  Pemilukada justru terbukti menimbulkan polemik
dan konflik yang kelihatannya sulit penanganannya.  Uraian berikut ini akan
menjelaskan masalah-masalah umum yang terdapat dalam pelaksanaan
Pemilukada.
Sebelum menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam
Pemilukada, perlu dikemukakan tentang tahap-tahap pelaksanaan
Pemilukada.  Berdasarkan Pasal 65  ayat (1), (2), (3) dan (4), Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara
21Otonomi Daerah (Otoda) dimaksudkan sebagai, hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Lihat
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5.
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spesifik mengatur mekanisme Pemilukada, ditetapkan bahwa pemilihan
kepala daerah dilaksanakan melalui  masa persiapan dan tahap
pelaksanaan.  Masa persiapan  meliputi, antara lain, pemberitahuan DPRD
kepada kepala daerah mengenai  berakhirnya masa jabatan;
Pemberitahuan  DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan
kepala daerah.  Sedangkan tahap pelaksanaan, antara lain menetapkan
penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, perhitungan
suara dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
terpilih, pengesahan dan pelantikan.  Masa persiapan dan tahap
pelaksanaan Pemilukada tersebut, diatur oleh KPUD  dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.22
1. Pro dan Kontra tentang Aturan Pelaksanaan Pemilukada23
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang di dalamnya mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilukada,
tentu merupakan suatu produk Undang-Undang yang tergolong baru, karena
itu wajar jika di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan yang cukup
mempengaruhi pelaksanaan Pemilukada.  Pada saat konsep Pemilukada
langsung digagas melalui Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, pada
awal perumusan hingga penetapannya, tidak sedikit pihak yang
22Lihat selengkapnya Undang-Undang  RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4). Pipin Syahripin dan Dedah
Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.235-
236.
23Pembahasan tentang kritik terhadap Undang-Undang atau peraturan Pemilukada
pada bagian ini, hanya dikemukakan secara umum saja, atau hanya melengkapi uraian yang
berkaitan dengan tema sub bab tentang masalah-masalah dalam Pemilukada.  Uraian
secara detail telah dikemukakan pada bab sebelum ini.
85
menyampaikan ketidaksetujuan dan kekhawatirannya terhadap Undang-
Undang tersebut.24
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, disetujui pada 29 September 2004 sejak saat itu  telah mengundang
polemik.  salah satunya adalah Centre for Electoral Reform ( Cetro )
mengkritik keras substansi aturan mengenai pemilihan kepala daerah
langsung yang merupakan  bagian dari materi  Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut.  Substansi yang dikritik
(pada saat awal diundangkan Undang-Undang  ini) antara lain tidak
diadopsinya calon independen dalam pencalonan kepala daerah dan tidak
dilibatkannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan
Pemilukada.  Kritik lainnya terkait dengan persentase bagi partai politik
untuk dapat mengajukan calon kepala daerah, yaitu harus memperoleh 15
persen kursi di DPRD atau 15 persen suara pemilu di daerah bersangkutan.25
Kritik tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat dua hal
penting yang menjadi sorotan publik terhadap aturan Pemilukada.
Pertama, tentang terbatasnya ruang bagi calon kepala daerah selain dari
usulan partai politik.  Ini berarti calon pasangan yang berasal dari kalangan
independen atau non-partai politik tidak mempunyai peluang untuk
mengajukan diri sebagai kandidat kepala daerah.  Dengan demikian, salah
24Lihat Ahmad Nadir, Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi (Cet. I,
Malang: Averroes Press, 2005), h. 70;  Lihat juga Muhammad Asfar “Pemilukada dan
Penciptaan Pemerintahan yang Representatif: dalam ibid., h. xi.
25Lihat Ibid., h. 70-71;  Persentase 15 % kursi di DPRD atau 15 % suara pemilih di
daerah calon bersangkutan, terdapat dalam Pasal 59  ayat (2) yang menyatakan bahwa
partai politik atau gabungan  partai politik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat
mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan
Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.  Pipin Syahripin dan Dedah Jubaedah,
op. cit., h. 230-231.
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satu aspek dari demokrasi, yaitu terbukanya peluang yang sama bagi rakyat
untuk menentukan sendiri pemerintahannya, termasuk mengambil bagian
dari kepemimpinan lokal, tidak terejawantahkan.  Kedua, beratnya
persyaratan bagi setiap calon usungan partai politik atau gabungan partai
politik, yaitu harus minimal 15 persen kursi yang diperoleh di DPRD, atau
memperoleh suara sebanyak 15 persen pada pemilihan umum di daerah
calon yang bersangkutan.
Masalah kedua, banyaknya kritik mengenai  kondisi lingkungan
sebagai tempat berinteraksi dan beroperasinya pesta demokrasi tersebut,
belum sepenuhnya mendukung.  Terdapat setidaknya tiga kondisi yang
dimaksud yaitu, pertama, kondisi ketimpangan kelembagaan, dengan
kenyataan bahwa struktur politik lokal kita belum benar-benar terpisah dari
politik nasional.  Partai politik di daerah  belum sepenuhnya terlepas dari
pengaruh hegemoni partai Pusat, sehingga partai daerah pada dasarnya
hanyalah kaki tangan  yang menjalankan kepentingan partai pusat.  Dalam
konteks ini, Pemilukada sulit terselenggara cecara murni langsung.  Calon
yang diusulkan boleh jadi adalah orang yang bukan dari daerah, tetapi
hanya dicalonkan oleh partai di daerah yang merupakan titipan elit partai
dari pusat.   Dengan demikian, pemilihan rakyat secara langsung tidak
bermakna, sebab  kepala daerah tidak berasal dari calon yang diproses
melalui kelembagaan arus bawah partai. Kedua, kondisi dominasi partai
politik.  Bursa calon kepala daerah terbatas pada orang-orang yang diusung
sebuah partai atau gabungan partai politik, sehingga peluang dari anggota
masyarakat seperti lembaga perguruan tinggi, LSM dan organisasi
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kemsyarakatan menjadi tertutup.26 Ketiga, kondisi kapasitas pemilih.
Problem ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman pemilih
yang tergolong belum cukup, sehingga hal ini sangat rentan terpengaruh
oleh manipulasi kepentingan material pihak-pihak tertentu.27
Pemilukada langsung yang merupakan penerjemahan dari Undang-
Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan
satu momentum besar dalam perubahan penetapan dan pelaksanaan
kebijakan publik yang ada di daerah.  Kaitan antara  proses politik
Pemilukada dengan ragam pilihan kebijakan publik daerah, terletak pada
implementasi visi dan misi kandidat terpilih dalam dokumen rencana
strategis daerah (Renstrada).  Dokumen ini merupakan penjabaran lebih
detail dari visi misi yang disampaikan para kandidat tersebut semasa
kampanye  Dokumen inilah yang pada gilirannya disusun menjadi Program
Pembangunan Daerah (Properda), Rencana Tahunan Daerah (Repeta) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Inilah yang menjadi poin
kritis utama dalam melihat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004.
Artinya, kita belum dapat melihat secara jelas bagaimana demokratisasi
26Ketentuan tentang calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai atau gabungan
partai politik, terdapat pada pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Penegesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.   Tetapi kemudian peraturan ini
dirubah, sehingga calon pasangan kepala daerah bisa berasal dari perseorangan yang
mendapat dukungan sejumlah suara tertentu pemilih.  Peraturan ini terdapat dalam Pasal 1
Ayat (9), Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Dasrah dan Wakil Kepala Daerah.  Lihat Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, op. cit.,
h. 345; Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 Tentang Pemilukada (Cet. I, Jakarta:
Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 7.
27Lihat Anmad Nadir, op. cit., h. 72-74.
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dalam penyelenggaraan negara di daerah dapat terwujud dengan adanya
Pemilukada langsung.28
Pernyataan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa proses
demokratisasi melalui Pemilukada di daerah, belumlah menjadi sebuah
instrumen yang kuat, meskipun telah diatur berdasarkan undang-undang.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak
konsistennya pasangan pemenang Pemilukada dalam mewujudkan janji-janji
politik mereka yang telah dituangkan ke dalam rencana-rencana program
daerah, termasuk APBD.  Jika demikian, maka dapat dipastikan, bahwa
kesuksesan memilih pemimpin di daerah, hanyalah bersifat sangat terbatas
pada formalitas belaka, tetapi tidak sampai menyentuh hal-hal pokok dan
penting, yaitu terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik, bersih dan
transparan.  Kontradiksi antara visi dan misi dengan realisasi pelaksanaan
pemerintahan, menjadi bukti bahwa ada unsur-unsur demokratisasi yang
hilang dan belum terimplementasi secara ril dan baik.
2. Pelanggaran-Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilukada
Pada bagian ini, akan dikemukakan berbagai macam pelanggaran
yang terjadi pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada yang pada
umumnya pelanggaran-pelanggaran dimaksud dapat dikategorikan berupa
pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik.29
Pelanggaran-pelanggaran dimaksud, setidaknya diambil contoh data
pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilukada Gubernur
28Ibid., h. 76-77.
29“Penanganan Pelanggaran pada Pemilukada 2010”, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), 22 Desember 2010,
http://www.bawaslu.go.id/berita/39/Tahun/2010/bulan/12/tanggal/22/id/2010/, (akses
Pebruari 2010).
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Maluku Utara 2007.  Data yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilukada
tersebut didasarkan pada hasil wawancara langsung terhadap responden
yang diyakini benar-benar mengetahui secara baik, bahkan mengalami
langsung dampak dari berbagai pelanggaran yang dimaksud.  Pemilihan
sumber informasi tersebut sengaja dipilih secara khusus untuk menjaga
keakuratan data, terutama yang betul-betul memiliki informasi dan
pengalaman langsung dalam pelaksanaan Pemilukada.
Untuk kepentingan data yang berkaitan dengan terjadinya
pelanggaran-pelanggaran Pemilukada, uraian berikut akan dikemukakan
hasil wawancara langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat, baik kota
(Ternate) maupun kabupaten, yang terlibat atau menyaksikan secara
langsung terjadinya berbagai pelanggaran selama kurun waktu pelaksanaan
Pemilukada di Maluku Utara.  Selain itu, tentu juga akan dikemukakan data
kepustakaan berupa karya tulis, baik dalam bentuk buku dan jurnal,
maupun dalam bentuk tulisan online di internet yang berkaitan langsung
dengan topik yang dikaji.
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada umumnya menyebabkan
konflik yang berujung kepada kekerasan sosial.  Bukti tentang masih adanya
pelanggaran-pelanggaran dalam setiap pelaksanaan Pemilukada, bahkan
konflik sosial, aksi-aksi anarki, masih sering ditemkan.  Hal ini dapat dilihat,
bagaimana pemerintah telah mengambil sejumlah langkah guna
mengantisipasi potensi konflik Pemilukada, misalnya pada Tahun 2010 yang
digelar di 244 daerah. Bercermin dari Pemilukada sepanjang 2005-2008,
potensi konflik Pemilukada tidak bisa diremehkan.30
30“Potensi Konflik Pemilukada Cukup Tinggi”, Sumut Pos, 14 Januari 2010,
http://www.hariansumutpos.com/2010/01/26065/potensi-konflik-Pemilukada-cukup-
tinggi.html, (akses 17 Pebruari 2010).
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Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Departemen Dalam Negeri, Tanribali Lamo menyebutkan data, dari 486
Pemilukada yang digelar pada 2005-2008, hampir separuhnya bermasalah.
Dirinci Tanri, 486 Pemilukada pada 2005-2008 itu sebanyak 22 merupakan
Pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Dari jumlah itu,
hasil pemilihan Gubernur di 14 daerah diajukan sengketa ke Mahkamah
Agung (MA), yang selanjutnya diubah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sedangkan dari 364 Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, sebanyak 163,
semuanya diajukan ke pengadilan lantaran ada sengketa.   Sedangkan dari
90 Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota, sebanyak 33 dibawa ke
pengadilan.  Ini luar biasa, bahkan untuk Pemilukada Maluku Utara
konfliknya baru selesai setelah satu tahun enam bulan.  Sebagian besar
konflik Pemilukada dipicu persoalan penghitungan suara dan masalah daftar
pemilih tetap (DPT). Sebagian yang lain lantaran ada dugaan
ketidaknetralan KPUD.31
Uraian di atas, menunjukkan masih adanya kelemahan dan
kekurangan yang menyertai proses pemilihan pemimpin daerah.  Persoalan-
persoalan tersebut, pada dasarnya tidak luput dari ketidaksiapan
masyarakat, baik menyangkut pengetahuan yang matang tentang proses
berdemokrasi, maupun kemampuan mental spiritual untuk menghadapi
kemungkinan-kemungkinan buruk dari hasil pemilihan, yaitu kekalahan
perolehan suara.  Persoalan lain, yaitu masih adanya kelemahan dan
kekurangan mengenai aturan-aturan pelaksanaan Pemilukada, yang
31Ibid.
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berdampak pada terciptanya ketidakpuasan masyarakat, sehingga pada
akhirnya melahirkan konflik.
Terjadinya konflik dan polemik Pemilukada dinilai diakibatkan oleh
ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik
mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial
dan feodalistis.  Ditambal lagi tidak jelasnya peraturan dan perundang-
undangn yang menjadi dasar dari Pemilukada, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum.  Untuk menunjukkan contoh, sebut saja konflik
Pemilukada Sulawesi Selatan dan Maluku.32
Seperti disebutkan di atas, masalah-masalah yang terdapat    di
dalam pelaksanaan Pemilukada, masih sangat terkait dengan kesiapan dan
kesadaran masyarakat itu sendiri dalam merespon keberadaan Pemilukada.
Demikian juga pihak-pihak pengelola Pemilukada, masih memiliki
keterbatasan dan belum mampu mengelola secara baik, damai dan lancar.
Dalam kaitan ini, terdapat setidaknya empat masalah yang cukup penting
dan mendasar, mengiringi pelaksanaan Pemilukada sejak 2005-2008.33
Pertama, Pemilukada masih belum mampu menghadirkan ruang bagi rakyat
untuk mandiri dan memiliki kapasitas yang rasional dalam menentukan
pilihannya.   Fenomena politik uang selama Pemilukada mempertegas
catatan ini.
32Achmad Rusyaidi H, “Fenomena Konflik Politik Pemilukada dan
Liberalisasi Politik”, http://www.pdiperjuangan-
jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=515, (akses 18 Pebruari 2011).
33Irvan Mawardi, “Merespon SEMA No. 7 Tahun 2010: Istitusionalisasi
Hukum Tahapan Pemilukada”,
http://irvanogie.wordpress.com/2010/06/01/merespon-sema-no-07-Tahun-
2010institusionalisasi-hukum-tahapan-PemiluKada/#_ftn1.  (akses 3 Januari 2011).
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Dalam kaitan ini, politik uang dan pemaksaan kehendak untuk
memilih kandidat tertentu merupakan pelanggaran yang dominan.  Fakta ini
dapat dilihat dalam pelaksanaan kampanye Pemilukada Gubernur Maluku
Utara, sudah menjadi rahasia umum bahwa politik bagi-bagi uang betul-
betul terjadi, meskipun dengan cara-cara yang terselubung, seperti politik
uang yang berkedok sumbangan sosial masyarakat.34
Pernyataan tersebut di atas dipahami bahwa salah satu
pelanggaran yang bersifat pidana, yaitu politik dengan menggunakan uang
sebagai alat untuk meraih pendukung dan merekrut suara.  Politik uang
tersebut telah menjadi bagian strategis yang terjadi dalam proses
pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur di Maluku Utara.
Politik uang seakan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat
menghadapi setiap kegiatan, termasuk Pemilukada.  Politik uang dalam
kegiatan seperti ini marak terjadi, bahkan terjadi secara terang-terangan
dengan membagi-bagikan sejumlah uang atau benda kepada sekelompok
orang dengan tujuan agar bisa memilih sesuai pesanan pemberi uang.35
Modus lain dari bagian politik uang yaitu dengan cara menjanjikan
sebuah kedudukan penting dan menjanjikan pemberian sejumlah barang
yang akan diserahkan apabila kandidat tertentu dapat memenangi
Pemilukada.  Meski ini kelihatannya terbatas, tetapi cara-cara ini dapat
dipastikan pernah terjadi.36
34Mochtar Tahir, Mantan Ketua RW. Kelurahan Fitu, Kecamatan
Kota Ternate Selatan, Wawancara, di laksanakan 25 Juni 2011.
35Adam Ismail, Tokoh masyarakat di Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan,
Wawancara, dilaksanakan tanggal27 Juni 2011.
36Siraj Sahabuddin, warga Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Wawancara,
dilaksanakan tanggal 5 Juli 2011.
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Kedua, proses pelaksanaan Pemilukada belum mampu dikelola
secara baik, lancar dan damai sesuai dengan prosedur yang demokratis.
Kasus DPT yang bermasalah, Kampanye yang penuh konflik dan protes atas
hasil penghitungan suara menjadi contoh yang sangat jelas.  Dalam kasus
pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada seperti ini, terbukti pemerintah
setempat atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum memiliki
kemampauan yang memadai untuk menyelenggarakan Pemilukada yang
baik, terbukti masih ditemukannya berbagai kesemrawutan proses, dari
awal sampai akhir pemilihan.  Contoh lain adalah terjadinya kasus daftar
pemilih yang tumpang tindih, terdapat sejumlah besar nama pemilih yang
ganda yang diduga keras dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.37
Salah satu kasus yang dominan terjadi dalam pelaksanaan
Pemilukada ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPUD dengan
cara rekayasa daftar pemilih.  Ada penambahan daftar pemilih dengan
sengaja, daftar yang sudah kadaluwarsa dan lain-lain.38
Ketiga, Pemilukada belum mampu melahirkan pemimpin yang
memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang mamadai. Pemilukada justru
menjadi arena bagi orang-orang yang punya modal dan populer untuk
menjadi elit baru.
Keempat, kepemimpinan yang dilahirkan oleh proses Pemilukada
harus mampu membentuk pemerintahan yang bersih dan kuat yang
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Selama ini sudah
37Mohammad  Saleh, tokoh masyarakat di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,
Wawancara, di laksanakan 25 Juni 2011.
38Abdullah R., Warga masyarakat di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat,
Wawancara, di laksanakan 11 Juli 2011.
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banyak keluhan dari masyarakat terkait Pemilukada yang berlangsung tapi
tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahtaraan
rakyat.
Pemilukada langsung sebagai pengejawantahan  demokratisasi
lokal telah dilaksanakan di berbagai daerah                  di Indonesia. Banyak
evaluasi dan analisis mengenai penyelenggaraannya, menyimpulkan suatu
kondisi yang sama, yaitu  penyelengaraan Pemilukada langsung belum
sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih
menyisakan masalah yang mendasar. Pemilukada langsung masih didominasi
kelompok elit tertentu melalui oligarki politik, sehingga Pemilukada
langsung menjadi proses demokratisasi semu.39 Dalam kaitan tersebut,
penulis menyarankan agar Pemilukada berjalan sesuai semangat demokrasi
yang memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk memenuhi
hak-hak politiknya.
Pemilukada dewasa ini seperti hanya milik para penguasa, merka
dapat melakukan apa saj sesuai keinginan mereka.  Kelompok masyarakat
pada umumnya hanya mengikuti keinginan para pejabat disebabkan karena
pada dasarnya masyarakat belum diperlakukan secara adil.40
Perlu dikemukakan bahwa permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan Pemilukada meliputi pertama, permasalahan kelembagaan
Pemilukada langsung.  Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD
sebagai penyelenggara Pemilukada, Panitia Pengawas (PANWAS) serta
dukungan pemerintah daerah selama Pemilukada berlangsung.  Persoalan
39Silahuddin, Edah Jubaedah, dan Wawan Dharma S, Evaluasi Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Bandung: PKP2A I- LAN., 2007), h. iii.
40Abdul Wahab A., tokoh warga di Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Wawancara,
dilaksanakan tanggal 25 Juli 2011.
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KPUD memang sangat memprihatinkan, terutama orang-orang yang lulus
seleksi masuk menjadi anggota KPUD yang dirasa tidak memiliki kredibilitas
dan kapabilitas. Penyelenggara Pemilukada atau orang-orang KPUD tidak
memiliki kemampuan dan integritas, moral maupun pengetahuan tentang
bagaimana proses pemilihan dilakukan dengan jujur dan baik. Hal ini
sangat penting dan vital, terutama untuk menghindari kecurangan-
kecurangan, kebohongan dan politik uang yang sudah terlanjur terjadi.41
Pernyataan di atas membuktikan bahwa sumber daya manusia yang
duduk di KPUD masih sangat terbatas, baik intelektual maupun spiritual
yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan Pemilukada yang baik, sukses dan
damai.  Karena itu dipastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat
administratif maupun pidana masih terjadi.   Keinginan agar Pemilukada
dilaksanakan sesuai asasnya luber dan jurdil, faktanya hanya teori belaka.
Pemilihan gubernur yang berlangsung penuh dengan politik kotor, intimidasi
dan kecurangan serta penuh dengan politik uang.42
Kedua, permasalahan dalam tahapan persiapan Pemilukada
langsung.  Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama Pemilukada
antara lain, sempitnya masa pemberitahuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan Pemilukada langsung,
masalah sosialisasi. Ketiga, permasalahan dalam tahapan pelaksanaan
Pemilukada langsung.   Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme
41Abdul Aziz Kotu, Tokoh masyarakat Kelurahan Soa Sio, Ternate Utara,
Wawancara, di laksanakan 25 Juni 2011.
42Arianto Hi. Ahmad, Tokoh pemuda Kelurahan  Bastiong Ternate Selatan,
Wawancara, dilaksanakan 26 Juni 2011.
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pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran
kampanye, manajemen logistik Pemilukada, masalah money politic,
masalah pendanaan dan pertanggung jawabannya, hal tersebut diatas
merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan Pemilukada.43
Pelanggaran tentang data pemilih, dapat dikemukakan modus
pelaksanaannya, berupa belum diubahnya daftar pemilih yang sudah
meninggal dunia, telah pindah daerah baik antar provinsi maupun antar
lokal kecamatan dan kelurahan. Selain itu, terjadi penambahan daftar
pemilih tertentu secara besar-besaran (mark up) yang menjadi salah satu
strategi yang cukup efisien untuk pemenangan kandidat tertentu.  Untuk
kasus pelanggaran mark up daftar pemilih baru pada Pemilukada gubernur
Maluku Utara, salah satu cara yang cukup jitu dalam rangka memenangi
pemilihan gubernur adalah membuat daftar pemilih fiktif dalam jumlah
besar.  Mkelihatannay rumit, tetapi dipastikan itu salah satu pekerjaan
kotor yang dilakukan oleh kelompok tertentu pendukung salah satu
kandidat.44
Pernyataan di atas menjadi bukti seperti apa yang sering juga
dilihat di media, baik cetak maupun elektronik, bahwa terjadi
penggelembungan suara yang salah satu sumbernya adalah melakukan
pelipatgandaan (mark up) daftar pemilih yang fiktif, atau melakukan
penggandaan nama-nama daftar pemilih yang resmi sebagai penduduk salah
satu daerah pemilihan. Dapat dipastikan bahwa semua itu dapat
menimbulkan atau memicu konflik sosial.
43Ibid.
44Mochtar Tahir, Mantan ketua RW. kelurahan Fitu Kecamatan Kota
Ternate Selatan, Wawancara, dilaksanakan 25 Juni 2011.
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Berkaitan dengan masalah yang muncul dalam penyelenggaraan
Pemilukada yang berakibat munculnya konflik sosial, Syamsuddin Haris
secara lebih spesifik mengemukakan lima sumber potensial yang dapat
menyebabkan konflik di dalam Pemilukada. Pertama konflik yang
bersumber dari  mobilisasi atas nama etnik, agama, daerah. Kedua,  konflik
yang bersumber dari kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah.
Ketiga, konflik yang bersumber dari  premanisme politik dan pemaksaan
kehendak. Keempat, konflik yang bersumber pada manipulasi dan
kecurangan perhitungan suara hasil Pemilukada. kelima, konflik yang
bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main
penyelenggaraan Pemilukada.45
Selain itu, Kacung Marijan menanggapi bahwa secara politik
munculnya konflik seperti itu memang wajar saja terjadi.  Di setiap usaha
untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari
konflik.  Adanya Pemilu termasuk Pemilukada secara langsung, merupakan
mekanisme untuk melembagakan konflik itu agar tidak  menjurus kepada
aksi kekerasan.  Karena itu, masih menguatnya intensitas konflik, bahkan
disertai dengan aksi kekerasan, memperlihatkan masih belum kuatnya
bangunan kelembagaan (institutional design) di dalam Pemilukada secara
langsung.46
45Lihat Syamsuddin Haris, ‘Mengelola Potensi Konflik Pemilukada”,  Yayasan
Inovasi Pemerintahan Daerah YIPD, http://www.yipd.or.id/main/readnews/1478 , (akses
25 Oktober 2008).
46Lihat Kacung Marijan, “Pemilukada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi,
Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal”, Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi,
http://www.komunitasdemokrasi.or.id/printerfriendly.php?id=258_0_8_0,  (akses 25
Oktober 2008).
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Menanggapi sumber konflik yang dikemukakan Syamsuddin Haris di
atas, penulis mempertajam bahwa konflik yang muncul dalam
penyelenggaraan Pemilukada, pada dasarnya dilatarbelakangi  oleh
pemahaman masyarakat tentang makna demokrasi pemilihan yang masih
rendah.  Hal ini terlihat dari perlakuan masyarakat pemilih yang tidak
mengoptimalkan hak-hak pilihnya secara baik dan bertanggung jawab.
Masyarakat wajib pilih, tidak sulit dijumpai melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pemilukada.  Selain untuk
menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, juga pelaksanaan
pemilihan pemimpin tersebut berjalan secara demokratis, dalam arti harus
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.  Inilah yang sering kali dilanggar
oleh, baik kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, maupun
masyarakat pemilih secara luas.  Di samping itu, masyarakat ternyata belum
memiliki kesiapan secara mental dan belum memiliki kesadaran untuk
bersiap menanggung segala resiko dari kemungkinan kekalahan dalam
perhitungan suara.  Bahkan masalah ini lebih sering sebagai pemicu
terjadinya konflik, baik antar sesama kandidat, maupun antar pendukung
kandidat kepala daerah.
Untuk menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada
pelaksanaan Pemilukada, yang meliputi pelanggaran administratif,
pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik, berikut ini akan
dikemukakan beberapa rincian item pelanggaran Pemilukada, sebagai
contoh yang terjadi selama kurun waktu Pemilukada 2010.  Namun
sebelumnya, akan dikemukakan sebuah tabel yang mengemukakan data
mengenai jumlah total daerah dan jumlah pasangan calon dan wakil kepala
daerah pada penyelenggaraan Pemilukada selama Tahun 2010. Pemilukada
Tahun 2010 diselenggarakan di 31 (tiga puluh satu) Provinsi, kecuali Provinsi
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DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini:47
Tabel I : Jumlah Pemilukada dan Jumlah Pasangan Calon
No. Provinsi
Jumlah
Pemilukada
Total Jumlah
Pemilukada JumlahPasangan
Calon
Pengusung Jumlah
Incumbent
Keterangan
Perseorangan Partai
1 Sumatera Utara 15 Kab, 7 Kota
22
141 56 85 17
Dijadwalkan
25 daerah
tapi ada
kendala
anggaran
dan
persiapan,
maka
pemungutan
suara di
Kab. Nias
Utara, Nias
Barat, dan
Kota Gunung
Sitoli, jadi
diundur
2011
2 Sumatera Barat 1 Prov,11 Kab,2 Kota
14 68 4 64 19 -
3 Riau 3 kab, 1 Kota 4 16 - 16 2 -
4 Jambi 1 Prov, 2 kab,1 Kota
4 18 2 16 3 -
5 SumateraSelatan 5 Kab.
5 20 4 16 6 -
6 Bengkulu 1 Prov, 9 Kab
19
40 10 30 5
Belum ada
data dari 3
kabupaten
7 Lampung 8 Kab, 2 Kota
10
32 11 21 5
3 kabupaten
pemekaran
ditunda
karena
persiapan
belum cukup
dan 1
kabupaten
tdk ada data
8 Kep. BangkaBelitung 4 Kab
4 14 1 13 3 -
9 Kep. Riau 1 Prov, 3 Kab 4 13 - 13 4 -
10 Jawa Barat 4 Kab, 1 Kota 5 30 11 19 6 -
11 Jawa Tengah 13 Kab, 4 Kota 17 66 9 57 18 -
12 DI Yogyakarta 3 Kab 3 14 3 11 4 -
47Lihat Bawaslu RI., “Dinamika Pengawasan Pemilukada 2010”,
http://www.bawaslu.go.id/informasi/23/Tahun/2010/bulan/12/tanggal/20/id/1994/,
(akses 21 Februari 2011).
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No. Provinsi
Jumlah
Pemilukada
Total Jumlah
Pemilukada JumlahPasangan
Calon
Pengusung Jumlah
Incumbent
Keterangan
Perseorangan Partai
13 Jawa Timur 15 Kab, 3 Kota 18 70 13 57 16 -
14 Banten 2 Kab, 2 Kota 4 18 8 10 2 -
15 KalimantanBarat 5 Kab
5 30 5 25 7 -
16 KalimantanTengah 1 Prov, 2 Kab 3
13 3 10 3
17 KalimantanSelatan
1 Prov, 5 Kab,
2 Kota 8
36 7 29 5 -
18 KalimantanTimur 5 Kab, 1 Kota
6 25 9 16 3 -
19 Sulawesi Utara 1 Prov, 4 Kab,3 Kota
8 42 7 35 6 -
20 Sulawesi Tengah 4 Kab, 1 Kota 5 27 4 23 3 -
21 SulawesiSelatan 11 Kab
11 62 12 50 10 -
22 SulawesiTenggara 5 Kab
5 27 6 21 3 -
23 Gorontalo 3 Kab 3 11 2 9 3 -
24 Sulawesi Barat 5 Kab,2 Kota
7 7 2 5 2 -
25 Bali 5 Kab, 1 Kota 6 20 2 18 6 -
26 NTB 6 Kab,1 Kota
7 37 6 31 8 -
27 NTT 7 Kab
7
54 13 41 9
Dijadwalkan
8 daerah
tapi Kab
Flores Timur
ditunda ke
2011
28 Maluku 4 Kab. 4 20 1 19 4 -
29 Maluku Utara 6 Kab, 2 Kota 8 34 7 27 7 -
30 Papua 12 Kab/Kota
12
50 13 37 9
Dijadwalkan
21 daerah,
tapi 8
kabupaten
pemekaran
pemungutan
suaranya
ditunda
2011 dan 1
kab masih
bermasalah
dalam
penetapan
jadwal
pemungutan
suara -
31 Papua Barat 7 Kab/kota
7
28 2 26 3
Dijadwalkan
9 tapi 2
kabupaten
pemekaran:
Maybrat dan
Tambrauw
diundur ke
2011
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No. Provinsi
Jumlah
Pemilukada
Total Jumlah
Pemilukada JumlahPasangan
Calon
Pengusung Jumlah
Incumbent
Keterangan
Perseorangan Partai
Jumlah
7 Prov,
237 Kab/Kota
244
1.083 233 850 201
Sumber: Dikutip dari Data Jumlah Pemilukada 2010 dari Bawaslu RI.
Berdasarkan data tersebut di atas, pelaksanaan Pemilukada selama
Tahun  2010 sebanyak 244 kali penyelenggaraan, terdiri dari 7 pelaksanaan
Pemilukada tingkat Provinsi dan 237 Pemilukada tingkat Kabupaten dan
Kota.
Dari jumlah tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum  (BAWASLU)
memperoleh laporan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(PANWAS) di 154 Kabupaten Kota dan 7 Provinsi (Sumatera Barat, Kepulauan
Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan
Sulawesi Utara).  Pelanggaran terbesar adalah menyangkut laporan
pelanggaran administratif yang jumlah totalnya sebesar 1.179 pelanggaran,
diikuti laporan pelanggaran pidana jumlahnya sebesar 572 pelanggaran dan
kemudian laporan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu jumlah
total sebesar 16 pelanggaran.  Total jumlah keseluruhan laporan
pelanggaran yang diterima oleh BAWASLU sebesar 1.767 pelanggaran.
Berikut ini akan dijelaskan detil pelanggaran-pelanggaran pada tiga
kategori, yakni pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan
pelanggaran kode etik:
1. Penanganan Pelanggaran Administrasi:
a. Kecenderungan Pelanggaran
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Sebagaimana diketahui, bahwa Penyelenggaraan Pemilukada di
Indonesia pada Tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 244 di daerah (Provinsi
dan Kabupaten/Kota), dengan rentang waktu pelaksanaan Pemilukada yang
bervariasi (tidak serempak). Berdasarkan data terakhir per tanggal 18
Desember 2010, diperoleh data bahwa pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di Indonesia telah dilaksanakan di sebanyak 224 Daerah,
dengan rincian 7 Pemilukada di tingkat Provinsi dan 217 Pemilukada di
tingkat Kabupaten/Kota.
Dengan dibukanya pengaturan bahwa calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dapat berasal dari unsur partai politik/ gabungan partai
politik dan dari unsur perseorangan, maka tentunya berdampak terhadap
jumlah partisipasi peserta Pemilu dalam usaha memperoleh “kekuasaan”.
Sebagaimana data yang kami peroleh, bahwa jumlah peserta Pemilukada
pada Tahun 2010 yakni berjumlah 850 pasangan calon, yang terdiri dari 233
unsur perseorangan dan 617 dari unsur partai politik/ gabungan partai
politik.
Dari daerah-daerah yang telah melaksanakan Pemilukada tersebut,
Bawaslu memperoleh data kuantitatif (sebagaimana tertera dalam Tabel 1
Rekap Data Pelanggaran Administrasi Pemilukada di atas) yakni sebesar
1179 laporan/temuan pelanggaran administrasi Pemilukada yang
disampaikan kepada Panwaslu Kada. Atas laporan/ temuan pelanggaran
administrasi tersebut, kemudian oleh Panwaslu Kada diteruskan ke KPU ada
sebesar 1125 pelanggaran (95,41 % dari jumlah laporan/temuan Panwaslu
Kada). Kemudian dari yang diteruskan ke KPU tersebut, yang ditindaklanjuti
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oleh KPU berdasarkan data yang kami terima adalah sejumlah 27
pelanggaran.
Sebagaimana data di atas, penulis sampaikan bahwa kolom
laporan/temuan pelanggaran administrasi Pemilukada adalah data
laporan/temuan yang atas kajian maupun telaahan Panwaslu Kada telah
terjadi pelanggaran administrasi Pemilukada. Kajian atau telaahan
tersebut, oleh Panwaslu Kada, kemudian ditindaklanjuti baik kepada KPU
dan jajarannya selaku Penyelenggara Pemilu, maupun kepada instansi
terkait lainnya.
Berdasarkan data di atas, kasus pelanggaran administrasi
Pemilukada menunjukkan bahwa mayoritas laporan/temuan pelanggaran
administrasi terjadi pada tahapan masa kampanye/masa tenang dengan
jumlah 645 pelanggaran (93,17 % dari jumlah total laporan/temuan
pelanggaran administrasi). Kemudian pada tahapan pemutakhiran data
pemilih sebanyak 206 pelanggaran, pada tahapan pungut dan hitung
sebanyak 197 pelanggaran, dan pada tahapan pencalonan sebesar 149
pelanggaran.
Berdasarkan laporan data dari Panwaslu Kada, diperoleh data yang
menunjukkan bahwa terhadap pelanggaran pada tahapan masa kampanye/
masa tenang, paling banyak ditemukan pelanggaran di Kabupaten Passer,
Kalimantan Timur, yakni sebanyak 82 pelanggaran. Untuk pelanggaran pada
tahapan pemutakhiran data pemilih, pelanggaran yang paling banyak terjadi
yakni di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dengan jumlah pelanggaran
sebanyak 22 pelanggaran. Sedangkan pada tahapan pungut hitung,
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pelanggaran yang paling banyak terjadi yakni di Kabupaten Kota Bitung,
Sulawesi Utara, dengan 16 pelanggaran. Pada tahapan pencalonan,
pelanggaran yang paling banyak terjadi yakni di Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat, yakni sebesar 19 pelanggaran.48
Untuk melihat perincian rekapitulasi pelanggaran yang terjadi
selama pelaksanaan tahapan Pemilukada, dalam bentuk pelanggaran
administratif, maka berikut dikemukakan rekapitulasinya dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel II Rekapitulasi Data Pelanggaran Administrasi Pemilukada 2010
TAHAPAN
PEMILUKADA
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILUKADA
KET
LAPORAN/TEMUAN
DITERUSKAN KE
KPU
DITINDAK
LANJUTI KPU
Pemutakhiran
Data Pemilih
206
199
(96,60 % dari
laporan/temuan)
4
Pencalonan 149
144
(96,64 % dari
laporan/temuan)
4
Masa
Kampanye/Masa
Tenang
645
601
(93,17 % dari
laporan/temuan)
15
48Lihat Ibid.
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Pungut dan
Hitung Suara
197
181
(91,87 % dari
laporan/temuan)
6
TOTAL 1179
1125
(95,41 % dari
laporan/temuan)
27
(2,29 % dari
laporan/temuan)
Sumber: Bawaslu, Data diolah oleh Bagian HPP Bawaslu Des. 2010
Tabel di atas, secara garis besar dapat diuraikan trend pelanggaran
administrasi dalam setiap tahapan sebagai berikut :
1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
a. Adanya DPT Ganda, adanya DPT tidak dimutakhirkan,
adanya DPT Fiktif misalnya di Kota Batam, Kab. Halmahera
Barat, Kab. Buru Selatan, Kab. Bengkulu Utara, Kab.
Tanjung Jabung Barat, Kab. Pacitan, Kab.Merauke, Kab.
Karawang, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, Kab.Nduga,
Kab.Yalimo, Kab.Sigi, Kab. Konawe Utara, Kab. Labuhan
Kab.Batu Utara, Kab.Bulukumba, Kab.Manokwari,
Kab.Teluk Bintuni, Kab.Bovendigul, Kab.Sumenep,
Kab.Bulungan, Kab.Labuhan Batu, Kab.Tana Toraja,
Kab.Barru, Kab.Pangkep, Pemilukada Provinsi Jambi, Kota
Jambi, Kab.Batanghari, Kab.Kerinci, Kab.Tebo,
Kab.Merangin, Kab.Sarolangun, Kab.Bungo.
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b. Adanya DPT yang bermasalah misalnya di Provinsi
Bengkulu, Kab. Lebong, Seluma, Lebong (masalah pemilih
di perbatasan terkait batas administratif wilayah), Kab.
Jember, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Berau, Kota Pasuruan,
Kab. Seram Bagian Timur.
c. Tidak Ada Pleno Penetapan DPT, misalnya di Kota
Jayapura, Kab. Membramo Raya.
d. Adanya Pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak berada
di tempat (Bekerja Di Luar Negeri) yang C6-nya digunakan
oleh orang lain misalnya di Kab. Sumenep.
2. Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon.
a. Banyaknya sisa permasalahan pencalonan yang belum
tuntas terselesaikan ataupun para pihak masih
mempersoalkan penyelesaian oleh KPUD/Panwaslu, misal:
keterpenuhan persyaratan administratif (keterangan pailit
dari pengadilan niaga, persyaratan LKHPN), masalah
dukungan calon (dukungan parpol bermasalah). Misalnya di
Provinsi Kepri, Kota Bintan, dan Kab. Bantul.
b. Adanya Pemalsuan data dukungan misalnya di Kab. Nias
Selatan, Bengkulu Utara, Kabupaten Buru Selatan, Kab.
Halmahera Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Karimun,
Kab. Karo, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya, Kab.
Bulukumba.
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c. Adanya permasalahan dugaan ijazah palsu misalnya Kab.
Simalungun, Kota Medan Kab. Seluma, verifikasi dukungan
tidak dilakukan/belum jelas sudah dilakukan atau belum
misalnya di Kab. Raja Ampat, Kab. Simalungun.
d. Adanya Pencalonan dengan dukungan ganda parpol di
Kab.Membramo Raya, Kab. Supiori, Kota Depok.
e. Adanya Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat tapi
diloloskan Oleh KPU misalnya di Kab.Pegunungan Bintang.
3. Tahapan Kampanye dan Masa Tenang.
a. Pemasangan alat peraga di tempat yang menyalahi aturan,
misalnya: Jalan Protokol, tiang listrik, tiang telepon,
taman pembatas jalan, dan ditempelkan di pohon-pohon
pelindung sepanjang Jalan misalnya di kab. sekadau, kab.
sintang, kab. Kapuas hulu, kab. Paser.
b. Penggunaan fasilitas negara berupa halaman sekolah dan
mobil dinas, pengunaan fasilitas negara/jabatan misalnya
di Kab. Kepulauan Sula, Kab. Seram Bagian Timur,
Kab.Tabalong, Kota Ternate, Kab.Merauke.
c. Pelibatan PNS atau pejabat negara untuk berkampanye dan
berorasi untuk memilih salah satu pasangan calon
keterlibatan/pelibatan pns misalnya di Kab. Rejang
Lebong, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Berau, Kota Pasuruan,
Kab. Seram Bagian Timur.
d. Berkedok kegiatan sosial contohnya dengan pemberian
santunan, atau kampanye simpatik seperti olahraga santai
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tetapi yelyel untuk pasangan calon tertentu, misalnya di
Kab. Selayar, Bantul, Kab. Pandeglang.
e. Pawai atau arak-arakan dengan kendaraan di Jalan Raya
misalnya di Kab. Luwu timur, Minahasa Selatan.
4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.
a. Coblos Tembus karena KPUD tidak profesional dalam
mendesain surat suara. berakibat pada tingginya jumlah
surat suara tidak sah misalnya di Kab. Pakpak Barat,
Kab.Toba Samosir, Kab.Ngawi, Kab.Lamongan, dan hampir
di seluruh kab/kota dalam Pemilukada Kepri, Kab. Supiori,
Kab.Purworejo.
b. Pemilih boleh memilih dengan hanya menggunakan
KTP/KK/Paspor misalnya di Kab. Bandung.
c. Formulir C1 KWK tidak dimasukkan dalam amplop/kotak
yang tersegel misalnya di Kab. Sumenep, Formulir C1 KWK
dari seluruh Kecamatan disimpan dalam 1 kotak, diketahui
sebelum dilakukan penghitungan di KPUD misalnya di Kab.
Bulungan.
d. Kotak suara tidak tersegel misalnya di Kab. Luwu Utara dan
Kab. Lamongan
e. Undangan Untuk Memilih (C-6) yang tidak disampaikan ke
Pemilih sebanyak 2000 buah C-6 di Kabupaten Karo.
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Sebagaimana data pelanggaran administrasi, ditunjukkan bahwa
kecenderungan pelanggaran dalam tahapan kampanye/masa tenang
tersebut antara lain pelanggaran dalam pemasangan atribut kampanye,
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, melakukan pawai atau
arak-arakan, pelibatan jabatan negeri, kepala desa/ pelibatan
Penyelenggara Pemilu dalam kampanye, menggunakan fasilitas Pemerintah/
Pemerintah Daerah, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
kampanye pasangan calon lain, dan lain sebagainya. Tingkat pelanggaran
administrasi tertinggi berada di tahapan kampanye/ masa tenang dengan
persentase yakni sebesar 54,70% dari jumlah total laporan/temuan
pelanggaran administrasi.
Ada dua dimensi sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
penggunaan tempat ibadah atau tempat pendidikan yakni:
Pidana Pemilu:
Pasal 78 huruf (i) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, larangan penggunaan tempat ibadah atau tempat
pendidikan dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 116
ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah : Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j
dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
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dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).49
Administrasi Pemilu:
Pasal 60 huruf I juncto pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran larangan
kampanye menggunakan tempat ibadah atau pendidikan.
b. Pelaku Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah tersebut disebabkan bukan hanya dari pihak
Penyelenggara Pemilihan Umum, namun juga dari pihak-pihak yang terkait
dengan Penyelenggaraan Pemilukada tersebut.
Sebagaimana pelanggaran yang pernah terjadi dalam proses
Pemilukada Tahun 2010 ini, bahwa berdasarkan data kualitatif yang
diperoleh, adapun pelaku pelanggaran sebagai berikut:
1) Oleh Pasangan Calon/ Tim Kampanye
Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam Penyelenggaraan
Pemilukada, pelanggaran yang sering dilakukan oleh Pasangan Calon/ Tim
Kampanye pada pokoknya terkait dengan pemasangan alat peraga yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalkan diletakkan di tempat
ibadah, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan
protokol, serta fasilitas umum), pelibatan pejabat negeri, kepala desa
49Lihat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
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dalam kampanye maupun sebagai Tim Kampanye, kampanye di luar jadwal,
dan lain sebagainya.50
Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, terjadi baik karena
unsur kesengajaan Pasangan Calon/ Tim Pasangan Calon, maupun karena
kekurangpahaman yang bersangkutan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Oleh Penyelenggara Pemilihan Umum
Adapun pelanggaran yang sering dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilihan Umum berdasarkan data kualitatif yang diperoleh, antara lain
dalam tahapan DPT yakni tidak optimalnya Penyelenggara Pemilukada
dalam melakukan pendataan terhadap warga yang telah memenuhi syarat
sebagai pemilih. Dalam tahapan pemutkhiran Data Pemilih Tetap tersebut,
banyak terjadi permasalahan antara lain adanya warga yang memenuhi
persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT, masih
terdaftarnya warga yang sudah meninggal dunia, anak di bawah umur
terdaftar sebagai pemilih, orang yang tidak mempunyai NIK terdaftar dalam
DPT, anggota Polri/ ABRI terdaftar sebagai pemilih, dan lain sebagainya.
Pelanggaran dalam tahapan pencalonan, antara lain, KPU selaku
Penyelenggara Pemilu tidak menyampaikan secara resmi hal-hal apa saja
yang perlu dilengkapi oleh bakal pasangan calon yang sudah dilakukan
pemeriksaan namun masih mengalami kekurangan, adanya kecenderungan
di beberapa Daerah, bahwa adanya conflict of interest dari Penyelenggara
Pemilu dengan salah satu pasangan calon (terkait dengan integritas
Penyelenggara Pemilukada), dan lain sebagainya.
50Lihat Bawaslu RI., loc. cit.
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Dalam tahapan kampanye, pelanggaran yang dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu (KPU dan jajarannya) salah satunya yaitu terlibatnya
Penyelenggara Pemilu dalam kampanye/ bagian dari Tim Kampanye
pasangan calon. Sedangkan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan
suara, pelanggaran yang sering terjadi yakni adanya kasus coblos tembus
yang oleh Penyelenggara Pemilu kemudian tidak diakomodir menjadi suara
yang sah, masih terpasangnya alat peraga (sticker) pasangan calon di
daerah TPS, tidak terpasangnya DPT di TPS, dan lain sebagainya.51
2. Penanganan Pelanggaran Pidana:
Untuk melihat pelanggaran yang bersifat pidana dalam pelaksanaan
Pemilukada Tahun 2010, maka dapat dikemukakan bahwa selama beberapa
tahapan Pemilukada terdapat pelanggaran pidana seperti: pada tahap
pemutakhiran data Pemilukada ditemukan sebanyak 4 kasus pelanggaran.
Pada tahap Pencalonan ditemukan sebanyak 71 pelanggaran.  Pada masa
Kampanya dan Masa tenang, ditemukan sebanyak 377 kasus pelanggaran.
Pada tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara ditemukan sebanyak 128
kasus pelanggaran.  Total pelanggaran pidana selama tahapan Pemilukada
yaitu sebanyak 572 kasus pelanggaran pidana.  Dari jumlah tersebut
terdapat 532 (93, 1 %) yang diteruskan ke Kepolisian.  Sedangkan yang
dihentikan di Kepolisian sebanyak 168 kasus atau (29, 37 %).  Untuk l52ebih
jelasnya mengenai pelanggaran pidana selama pelaksanaan Pemilukada
2010, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
51Lihat Ibid.
52Lihat Ibid
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Tabel III: Rekapitulasi Data Pelanggaran Pidana Pemilukada
TAHAPAN
PEMILUKADA
PELANGGARAN PIDANA PEMILU
KETLAPORAN/TEMUAN
TINDAK PIDANA PEMILU
DITERUSKAN KE
KEPOLISIAN
DIHENTIKAN
KEPOLISIAN
Pemutakhiran Data
Pemilih
4
4
( 100 % dari
laporan/temuan)
4
( 100 % dari
laporan/temuan)
Pencalonan
71
60
(84,51 % dari
laporan/temuan)
20
(28.17 % dari
laporan/temuan)
Masa
Kampanye/Masa
Tenang
377
344
(91,25 % dari
laporan/temuan)
113
(29,97 % dari
laporan/temuan)
Pemungutan dan
Penghitungan Suara
128 124
( 96,88 % dari
laporan/temuan)
31
(24,22 % dari
laporan/temuan)
Penetapan Hasil
Pemilu
Pengucapan
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Sumpah/Janji
TOTAL
572 532
(93,01 % dari
laporan/temuan)
168
(29,37 % dari
laporan/temuan)
Sumber: Dikutip dari Data Jumlah pelanggaran Pemilukada dari Bawaslu RI.
Berdasarkan Tabel di atas, dapat dipahami bahwa pelanggaran
bersifat pidana, terlihat ada beberapa kecenderungan antara lain sebagai
berikut:
a. Kecenderungan Pelangggaran Pidana
Berdasarkan data pelanggaran pidana Pemilukada, disampaikan
bahwa jumlah laporan/temuan tindak pidana Pemilu adalah sejumlah 572
laporan/temuan. Sedangkan dari laporan/temuan tersebut yang diteruskan
ke kepolisian adalah sejumlah 532 laporan/temuan atau 93,01 % dari
laporan/temuan. Kemudian dari laporan/temuan yang diteruskan ke
kepolisian tersebut diperoleh data bahwa 168 laporan/temuan di antaranya
dihentikan oleh kepolisian atau sejumlah 29,37 % dari laporan/temuan yang
diproses pengawas Pemilu.
Berdasarkan data pada tabel di atas, trend pelanggaran pidana
Pemilukada, yang paling banyak terdapat laporan/temuan pelanggaran
adalah masa kampanye/masa tenang sebanyak 377 laporan/temuan (65,91
% dari total laporan/temuan). Sedangkan tahapan Pemilukada yang juga
cukup banyak terdapat laporan/temuan pelanggaran pidana adalah masa
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pemungutan dan penghitungan suara yaitu sejumlah 128 laporan/temuan
(22,38 % dari total laporan/temuan).
Secara garis besar dapat diuraikan trend pelanggaran pidana Pemilu
dalam setiap tahapan adalah berikut :
1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.
a. Menghilangkan hak pemilih yang terdapat di DPS namun tak
tercantum di DPT : Kab. Kendal.
2. Tahapan Pendaftaran dan Penetetapan Pasangan calon
a. Tidak terpenuhinya persyaratan administratif (keterangan
pailit dari pengadilan niaga, persyaratan LKHPN), masalah
dukungan calon (dukungan parpol bermasalah). Misalnya di
Provinsi Kepri, Kab. Bintan, dan Kab.Bantul
b. Verifikasi dukungan tidak dilakukan/belum jelas sudah
dilakukan atau belum. Misalnya di Kab. Raja Ampat,
Kab.Simalungun
c. Dukungan palsu untuk pencalonan misalnya di
Kab.Bulukumba (dukungan Partai Merdeka)
d. Pencalonan Dengan Dukungan Ganda Parpol misalnya di
Kab. Membramo Raya, Kab. Supiori, Kota Depok,
3. Tahapan Kampanye dan Masa Tenang
a. Politik Uang untuk mempengaruhi pemilih: Kab.
Tanjungbalai, Kab. Karo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab.
Pemalang, Kota Tanjung Balai, Kab.Keerom, Kab.Kaimana,
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Kab. Bandung, Kab. Indramayu, Kab.Bulukumba,
Kab.Manokwari, Kab.Teluk Bintuni, Kab.Bovendigu, Prov.
Bengkulu, Kab.Bengkulu Selatan, Kab.Seluma, Kab.Rejang
Lebong, Kab.Lebong, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Berau,
Kota Pasuruan, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab.
Konawe Selatan dan Kab. Pahuwato , Kota Cilegon,
Kab.Serdang Bedagai, Kab.Kutai Kartanegara, Kab.Toba
Samosir, Kab.Karang Asem, Kota Semarang, Kab.Sumbawa
Barat, Kab.Boyolali, Kab.Buton Utara.
b. Netralitas PNS/Aparatur Pemda misalnya di Kab.
Pemalang, Kota Tangerang Selatan, Kab.Karawang,
Kab.Nduga, Kab.Halmahera Selatan, Kab.Purworejo,
Kab.Rejang Lebong, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Berau, Kota
Pasuruan, Kab. Seram Bagian Timur
c. Kampanye di luar Jadwal misalnya di Kab.Ogan Komering
Ulu, Kab.Tanjung Jabung timur. Provinsi Bengkulu, Kab.
Kedirib dan KIab. Luwu Timur.
4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Politik uang, misalnya di Kab.Kebumen, Kota Cilegon,
Kab.Serdang Bedagai, Kab.Kutai Kartanegara, Kab.Toba
Samosir, Kab.Karang Asem, Kota Semarang, Kab.Sumbawa
Barat, Kab.Boyolali, Kab.Buton Utara, Kab.Bengkayang,
Kab.Ketapang, Kab.Sintang, Kab.Sleman, Kab.Lamongan,
Kab.Bantul, Kab.Gunung Kidul, Kab.Blitar, Kab.Gresik,
Kab.Lingga, Kab.Kebumen, Kota Cilegon, Kab.Serdang
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Bedagai, Kab.Kutai Kartanegara, Kab.Toba Samosir,
Kab.Karang Asem Kota Semarang, Kab.Sumbawa Barat,
Kab.Boyolal, Kab.Buton Utara, Kab.Bulungan, Kab.Muna,
Kab.Situbondo, Kab.Labuhan Batu, Kab.Luwu Timur,
Kab.Luwu Utara, Kab.Muna, Kab.Tana Toraja, Kab.Maros,
Kab.Gowa, Kab.Barru, Kab.Bulukumba, Kab Batanghari,
Kab.Kerinci, Provinsi Jambi, Kab.Muara Jambi,
Kab.Merangin, Kab.Bungo, Prov. Bengkulu, Kab.Bengkulu
Selatan, Kab.Seluma, Kab.Rejang Lebong, Kab.Lebong,
Kab. Kepulauan Sula, Kab. Berau, Kota Pasuruan, Kab.
Bone Bolango, Kb. Gorontalo, Kab. Konawe Selatan dan
Kab. Pahuwato
b. Menggunakan Surat Undangan (Form C-6) orang lain,
misalnya di Kab.Anambas, Kab.Luwu Timur,
Kab.Wumenep.
c. Mencoblos lebih dari 1 kali: Luwu Timur, Lingga, kab.
sintang
d. KPPS buka segel/kotak suara, misalnya di Kab.Lamongan,
Kab.Luwu Utara;
e. Manipulasi atau Penggelembungan Suara, Misalnya di
Kab.Ketapang, Kab.Gresik, Kab.Bulukumba,
b. Pelaku Terjadinya Pelanggaran Pidana
Merujuk pada data yang diterima Bawaslu, terjadinya pelanggaran
pidana Pemilukada di berbagai wilayah disebabkan oleh tindakan
pelanggaran yang dilakukan tim kampanye, masyarakat, Pegawai Negeri
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Sipil, serta penyelenggara Pemilu. Berikut ini beberapa di antara data
pelanggaran yang menunjukkan variasi pelaku pelanggaran pidana:
1) Tim Kampanye/ Pasangan Calon
Untuk tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh tim kampanye
di antaranya adalah pelanggaran yang diproses Panwaslu Kota
Jambi terkait kampanye di tempat ibadah dan di luar jadwal
waktu yang telah ditetapkan yang tidak seusai dengan peraturan
perundang-undangan. Di Kabupaten Kerinci, Di Karawang salah
satu pasangan calon Pemilu Gubernur melakukan kampanye di
luar jadwal, Mengenai pelanggaran money politics yang
dilakukan oleh masyarakat contoh kasusnya adalah di Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu yang terjadi sebanyak 17 (tujuh belas)
pelanggaran pemberian sejumlah uang tertentu yang kemudian
kasus-kasus tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Seluma
dilimpahkan kepada Polres. Telah dilimpahkan ke kepolisian
juga oleh Panwaslu Keerom, kasus pemilih diberikan uang
sebesar 100.000 dan pemilih diminta untuk mencoblos salah satu
pasangan calon di TPS 1 Kampung Workwana, Distrik Arso
Kabupaten Keerom.
2) Pegawai Negeri Sipil
Salah satu contoh pelibatan PNS dalam masa kampanye terjadi
di Desa Sumuranja kec. Pulo Ampel, Kabupaten Serang,
Kabupaten Buton Utara PNS Mengikuti kampanye pada jam kerja
dan memakai atribut kampanye.
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3) Penyelenggara Pemilu
penyelenggara Pemilu yang dilaporkan menjadi pelaku tindak
pidana Pemilu di antaranya adalah terjadi di Kabupaten
Lamongan yaitu oleh Ketua PPS Desa Tambakrigadung.
3. Penanganan Pelanggaran Kode Etik:
Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh
Penyelenggara Pemilu terhadap proses dan tahapan Pemilukada. Pada
Tahun 2010, Bawaslu telah merekomendasikan pembentukan Dewan
Kehormatan KPU terkait dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu sebanyak 35 rekomendasi terkait Penyelenggaraan Pemilu Legislatif
dan Pemilukada. Pada penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010, Bawaslu
telah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan KPU terkait
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebanyak 16
rekomendasi.  Rinciannya adalah 14 merupakan hasil kajian Bawaslu, dan 2
rekomendasi merupakan kajian dari Panwaslu Kada yang kemudian
dikuatkan oleh surat penerusan Bawaslu kepada KPU. Dari total 16
rekomendasi yang diteruskan ke KPU, yang ditindaklanjuti KPU adalah 5
(31,25%) rekomendasi, dengan rincian 2 (12,5 %) putusan terbukti
melakukan pelanggaran kode etik (diberhentikan) dan 1 (6,25%) putusan
menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Pemilu sebagai terlapor. Sementara 2 (12,5%)
rekomendasi belum ada putusan dari Dewan Kehormatan (DK).
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Untuk dapat melihat sejumlah pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada, dapat dilhat pada tabel berikut:
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Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa pelanggaran yang
direkomendasikan oleh Bawaslu, terdapat 5 rekomendasi (31,25%) telah
ditindaklanjuti oleh KPU dengan membentuk DK dengan  putusan : 2
putusan memberhentikan (12,5%), 1 putusan tidak memberhentikan(6,25%)
dan 2 rekomendasi belum ada putusan DK (12,5%).  Selain 5 rekomendasi
tersebut, terdapat 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh KPU
(68,75%).
Ketiga jenis pelanggaran yakni pelanggaran administratif, pidana
dan kode etik dalam setiap penyelenggaraan Pemilukada selalu menjadi
masalah.  Bahkan disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Komisi II DPR RI tanggal 31 Mei 2010, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi
menyebutkan bahwa sejak diselenggarakannya Pemilukada sejak Tahun
2005 silam sampai dengan 31 Mei 2010 tercatat bahwa penyelenggaraan
Pemilukada selalu diwarnai dengan konflik, walaupun tidak semua daerah
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mengalaminya. Namun boleh dikatakan bahwa lebih dari 50% Pemilukada di
Indonesia bermasalah.53
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan
Pemilukada, tidak jarang berujung konflik yang mebawa kepada kerusuhan
sosial, seperti yang ditegaskan oleh Bawaslu bahwa secara garis besar
konflik yang terjadi di Pemilukada dikategorikan dua jenis, yakni konflik
yang berujung pada kerusuhan dan konflik yang tanpa kerusuhan.54
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, terjadi berbagai macam
pelanggaran, umumnya pada semua tahapan Pelaksanaan Pemilukada.
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ada yang berakibat terjadinya
kerusuhan dan ada pelanggaran yang tidak membawa kepada terjadinya
konflik atau kerusuhan.  Kesimpulan ini, menegaskan bahwa pelaksanaan
Pemilukada, tidak saja bermasalah secara serius, tetapi juga membutuhkan
upaya-upaya jalan keluar yang dapat mengantarkan kepada sebuah
Pemilukada yang berkualitas, aman dan memuaskan publik secara
keseluruhan.
Dalam kaitannya dengan Pemilukada perspektif hukum Islam,
pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada uraian-uraian di atas, menjadi
landasan untuk kemudian melakukan istinbâ¯ hukum terhadap pelaksanaan
53“Evaluasi Pemilukada 2010”, Ahok.org, 4 Juni 2010, http://ahok.org/laporan-
kerja/baleg/evaluasi-pemilukada-2010/, (akses 17 Pebruari 2010).  Bandingkan dengan
“Potensi Konflik Pemilukada Cukup Tinggi”, loc. cit.
54“Evaluasi Pemilukada 2010”, Ahok.org, 4 Juni 2010,
http//:www.ahok.org/laporan-kerja/baleg/evaluasi-pemilukada-2010/, (akses 17 Pebruari
2010).  Bandingkan dengan “Potensi Konflik Pemilukada Cukup Tinggi”, ibid.
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Pemilukada.  Selain itu, tentu akan ditegaskan  bagaimana solusi yang bisa
ditempuh untuk menciptakan sebuah Pemilukada yang baik.
BAB IV
KAJIAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
(PEMILUKADA) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Prinsip Umum Pemerintahan dalam Islam1
Memperbincangkan masalah negara dan pemerintahan dalam
pandangan Islam merupakan hal yang dinamis dan menarik, karena setiap
komunitas Islam mempunyai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan
politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda.  Perbedaan
latar belakang telah melahirkan cara pandang atas teks yang juga
berbeda.  Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam
tersebut satu yaitu Alquran dan Sunah, cara untuk menafsirkan teks akan
sangat tergantung pada orientasi sosial politik dari pihak yang melakukan
penafsiran.
Rujukan kepada Islam baik yang otentik maupun yang tercemar telah
membawa kepada kompleksitas kehidupan sosial Islam, akibatnya melahirkan
semacam fragmentasi pemahaman keagamaan antara umat dengan pemimpin
umat.  Fragmentasi pada level penafsiran doktrin biasanya diikuti dengan
1Prinsip Umum yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah dasar-dasar atau asas-
asas kebenaran yang fundamental, petunjuk peraturan moral yang terkandung dalam suatu
ajaran yang dijadikan sebagai landasan berpikir, bertindak dan bertingkah laku oleh manusia
di dalam mengelola suatu negara.  Lihat Musdah Mulia, Negara Islam (Edisi II, Cet. I, Depok:
Kata Kita, 2010), h.  134.
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fragmentasi orientasi sosial dan politik para pengikut suatu kelompok sosial
dalam masyarakat Muslim.2
Perbedaan pandangan tersebut, tentu didasarkan pada keragaman
latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks yang menyebabkan
konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam.  Konsep suatu
pemerintahan misalnya, tidak selalu sama antara internal Islam sendiri, ada
pihak yang justru mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat
demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki agar
pemerintah terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan.  Sebaliknya ada
juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara
dan pemerintahan dapat menerapkan sistem pemerintahan yang diatur
dengan syariat Islam, bahkan tidak hanya memperjuangkan tegaknya syariat
Islam, ada kalangan Islam justru memperjuangkan agar tegaknya khilâfah
Islâmiyah.
Keragaman orientasi ini tidak dimaksudkan sebagai kuatnya
fragmentasi pemahaman keagamaan elit  dan umat, meski harus diakui
perbedaan itu telah melahirkann fragmentasi orientasi sosial politik para
pengikut suatu mazhab politik.
Pada dasarnya praktek politik yang berlangsung di berbagai negara
tidaklah berbeda antara satu negara dengan negara lain, karena esensi dari
praktek politik itu bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial  dan
perlindungan bagi warga negara.  Meski demikian,  sebagian besar negara-
negara modern dewasa ini menggunakan perangkat hukum  yang digali dari
dialektika sosial politik yang berlangsung dalam atmosfir politik yang tidak
2Lihat Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara,
Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.
3-4.
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mencerminkan keadilan, artinya hegemoni politik global dalam konteks ini
telah membuka ruang bagi munculnya perangkat hukum yang dijiwai oleh
nilai-nilai materialisme dan konsumerisme.  Mengedepankan logika material
dan cara berpikir rasional telah membawa implikasi bagi melemahnya
kekuatan doktrin agama dalam pola pengaturan kehidupan berbangsa dan
bernegara.  Wakil-wakil rakyat dipilih secara demokratis, bersepakat
merumuskan perangkat hukum  yang mencerminkan nilai-nilai yang eksis
dalam masyarakat.  Rumusan hukumnya berdasarkan atas pemikiran rasional,
aktual, empirik sesuai dengan dinamika politik yang berkembang dalam
masyarakat.  Dominasi intelektual  positivistik memungkinkan rumusan
format hukum suatu negara berdasarkan atas kenyataan empirik di
masyarakat dan prediksi masa depan yang ideal, sejalan dengan ideology
suatu negara.
Perkembangan kehidupan sosial masyarakat terus mengalami
perubahan, dan perubahan itu menuju pada kemajuan dan pergeseran nilai-
nilai lama diganti dengan nilai-nilai baru.  Dengan situasi itu, negara rasional
akan menyesuaikan kembali konstitusi, karena setiap rumusan mengenai
pengelolaan negara hanya menjangkau ruang dan waktu tertentu.  Aturan
hukum yang dihasilkan tentu akan berguna bagi kehidupan sosial politik dan
ekonomi, dan itupun tidak mampu memuaskan berbagai kelompok manusia
yang berada dalam wilayah negara bersangkutan.  Bagi negara yang
mendasarkan diri pada kehendak Tuhan (negara berdasarkan ajaran Islam),
segala sesuatunya akan dikembalikan kepada spirit Islam, dan aturan hukum
yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan bagi semua orang dan akan
berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.
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Pada dasarnya, Islam memiliki ajaran yang tidak hanya berorientasi
pada urusan akhirat semata, akan tetapi juga menyangkut masalah yang
komprehensip tentang urusan dunia, termasuk dalam hal ini adalah masalah
pemerintahan.   Pandangan ini sesuai dengan pendapat bahwa Islam adalah
suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain
sistem kenegaraan atau politik.   Menurut pandangan ini, umat Islam dalam
bernegara hendaknya kembali kepada sistem kenegaraan Islam, tidak perlu
meniru sistem  ketatanegaraan Barat.3 Tokoh aliran ini antara lain Hasan al-
Banna,  Sayyid Qu¯b,  Muhammad Rasyid Ri«â dan Abû al-A’lâ Al-
Maûdûdî (al-Maûdûdî).
Di samping pendapat tersebut di atas, terdapat pandangan lain yaitu
berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada hubungan antara agama dan
urusan kenegaraan, sebagaimana yang terdapat di negara Barat.  Menurut
kalangan ini, bahwa Nabi Muhammad saw. hanyalah berfungsi sebagai rasul
untuk mengajak manusia kepada kehidupan yang mulia dengan berakhlak
yang baik.  Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan sebuah negara.
Tokoh terkemuka dari kalangan ini antara lain Ali ‘Abd al-Râziq dan Taha
Husein.4
Selain itu, terdapat pandangan lain yang menolak pendapat bahwa
Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa  dalam Islam
terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan
bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur
hubungan antara manusia dengan Tuhannya.  Aliran ini berpendirian bahwa
3Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Edisi
V, Jakarta: Universitas Indonesia [UI-Press], 1993), h. 1.
4Lihat Ibid., h. 1-2.
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dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat
seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.5 Tokoh terkemuka
aliran ini adalah Muhammad ¦usain Haîkal.
Kontroversi pandangan tentang ketatanegaraan tersebut di atas,
disebabkan adanya perbedaan interpretasi atau pandangan masing-masing
kalangan dalam melihat konsep dan materi ajaran Islam.  Pandangan pertama
yang berpendapat bahwa Islam adalah ajaran yang serba lengkap,  termasuk
sistem ketatanegaraan, hal ini tentunya digali dan didasarkan kepada teks-
teks na¡ Alquran dan hadis, yang sedikit atau banyak mengindikasikan adanya
tata cara pelaksanakan pemerintahan.  Pandangan yang mengatakan bahwa
sistem ketatanegaraan atau politik dalam Islam seharusnya meneladani
sistem yang pernah dipraktekkan oleh nabi Muhammad saw. dan keempat
khalifah, tentunya juga didasarkan pada interpretasi mereka  bahwa apa yang
telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad saw. dan keempat khalifah-Nya
merupakan sistem pemerintahan yang harus menjadi contoh bagi umat Islam.
Kelompok kedua berpandangan bahwa dalam Islam tidak ada sebuah
sistem pemerintahan, bahkan tidak ada kaitannya antara agama dengan
pelaksanaan pemerintahan.  Pandangan ini mengacu kepada sistem yang
dijalankan di Barat.  Alasan kelompok ini, juga didasarkan atas na¡ dan
interpretasi mereka terhadapnya dan menyimpulkan bahwa tidak ada sebuah
sistempun tentang tatakelola pemerintahan dalam Islam.  Apa yang
dipraktekkan nabi Muhammad saw. semata-mata bukan sebuah konsep yang
dimaksudkan oleh risalah kenabiannya.
5Lihat Ibid., h. 1-2.; Lihat juga H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi
Kemasalahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Edisi revisi, Cet. III, Jakarta: Kencana,
2003), h. 2.
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Berbeda dengan pandangan di atas,  kelompok ketiga berpendapat
bahwa di dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, juga menolak
bahwa Islam hanya berisi ajaran yang menyangkut urusan duniawi semata,
seperti pandangan Barat.  Menurut kelompok ini, memang tidak ada sistem
ketatanegaraan dalam Islam, tetapi terdapat prinsip-prinsip dan etika dalam
kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dan etika itulah yang menjadi dasar
atau landasan dalam menjalankan pemerintahan dalam Islam.  Tata nilai
etika ini, seperti terdapat ayat-ayat yang memberikan petunjuk misalnya
tentang musyawarah, keadilan dan sebagainya.
Berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam,
khususnya bagaimana umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
baik Alquran maupun Sunah, dalam batas-batas tertentu tidak memberikan
perincian dan penjelasan secara memadai, akan tetapi Alquran hanya
menyampaikan isyarat-isyarat berupa tata nilai atau etika yang terkait
dengan masalah pelaksanaan pemerintahan.  Jika  didasarkan pada Sunah,
maka dapat dilihat dengan jelas misalnya, mengapa nabi Muhammad saw.
baik semasa hidup maupun menjelang wafat, beliau tidak pernah menetapkan
secara  rinci tata cara pergantian kepemimpinan ?
Petunjuk-petunjuk dasar na¡ mengenai prinsip secara umum
pemerintahan dalam Islam, dapat dilihat sebagai berikut:6
1. Berdasarkan Alquran :
6Apa yang dikemukakan tentang prinsip-prinsip umum pemerintahan dalam Islam,
yang terdiri dari ayat-ayat Alquran dan Hadis, tidak akan dikemukakan secara detail seperti
mengemukakan definisi-definisi, pandangan mufassir, ahli tata negara Islam dan sebagainya.
Jika dikemukakan mengenai pengertian kata-kata, maka hanya akan dikemukakan secara
sepintas saja.  Penjelasan hanya dikemukakan secukupnya, yakni menjelaskan bahwa di
dalam pemerintahan Islam ada prinsip-pribsip umum yang menjadi landasan berpikir dalam
pelaksanaan pemerintahannya.
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a. Menaati Allah, Rasulullah dan ûlî al-amr (pemegang kekuasaan),
QS. al-Nisâ’/4: 59 :
                     
                      .
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.7
Ayat tersebut di atas menunjukkan adanya perintah Allah swt.
kepada orang-orang beriman agar menaati Allah, Rasul-Nya, termasuk kepada
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik.  Ketaatan rakyat kepada
pemimpinnya telah disepakati oleh ulama.  Hanya saja mereka berbeda
penafsiran tentang ûlî al-amr yang disebut dalam ayat di atas.  Ibnu Abbâs
mengartikannya dengan ahli fikih dan ahli agama, sedangkan Mujâhid, A¯â’,
Hasan Basri dan Abû ‘Aliyah mengartikannya dengan  para pemimpin dan
ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama.8
Pengertian ûlî al-amr di atas lebih cenderung kepada pandangan
bahwa pemerintah tersebut adalah orang-orang atau ahli yang menguasai
masalah-masalah agama.  Ini dapat dimengerti, karena konteks sosio-budaya
dan sosio-politik berkembang sesuai zamannya.  Tentu untuk mengukur
7Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2000), h.  113-114.
8Abû al-Fidâ’ Ismâ’îl Ibnu Ka£îr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘A§îm (Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr,
1992),  h. 641.
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zaman sekarang ini mengenai perkembangan dalam ranah politik dan
pemerintahan berkembang pesat, sehingga perlu dipahami konteks ûlî al-amr
sebagai pemegang kekuasaan politik yang diligitimasi oleh rakyat, meskipun
tanpa keahlian di bidang agama, sebagaimana pengertian yang dikemukakan
sebagian ahli di atas.
Dapat dipahami, bahwa dengan adanya kata ûlî al-amr pada ayat
tersebut, menunjukkan adanya wujud sebuah negara atau pemerintahan,
sebab telah terpenuhinya  unsur pokok dari sebuah negara yaitu penguasa dan
rakyat.  Karena itu, dalam konteks negara saat Rasulullah hidup, salah satu
prinsipnya adalah rakyat harus taat kepada pemegang kekuasaan.
Tentang status hukum mengikuti pemerintah, Abdul Muin Salim
menganalisis bahwa secara sintaksis, tampak bahwa kata ûlî al-amr
berhubungan dengan kata al-Rasûl dengan perantaraan partikel penghubung.
Karena hubungan ini, maka ungkapan tersebut berkedudukan pula sebagai
pelengkap penderita mengikuti kedudukan al-Rasûl.  Ini berarti bahwa ûlî al-
amr wajib ditaati seperti halnya kewajiban mengikuti Rasulullah saw.9
Jika ayat tersebut di atas menunjukkan kewajiban menaati
pemerintah, sama seperti kewajiban untuk menaati Rasulullah saw., maka
dapat dipahami bahwa itu merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi
pelaksanaan sebuah pemerintahan yang di dalamnya terdiri antara lain unsur
pokok yaitu pemerintah atau penguasa dan rakyatnya yang hidup saling
berinteaksi satu sama lain.
9 Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam          Al-Qur’an
(Edisi I, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.  223.
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b. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, QS. al-Syûrâ/ 42: 38
:
                       
Terjemahnya:
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang kami berikan kepada mereka.10
Menurut Al-Marâgîy, ayat tersebut berisi tentang ketaatan manusia
untuk menerima risalah yang dibawa oleh Muhammad saw.; menegakkan
shalat dengan baik yang terdiri dari rukun serta tata caranya; melakukan
musyawarah di antara kelompok dalam lingkungan; mengeluarkan infak dari
rezqi yang diperoleh.11
QS. Surat Âli Imrân/3: 159:
                 
                       
    .
Terjemahnya:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka.  Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu.  Maka
maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan
10Departemen Agama RI., op. cit., h.  699.
11A¥mad Mu¡¯afâ al-Marâgîy, Tafsîr al-Marâgîy (Jilid XXV, t.tp.,: Dâr al-Fikr,
1974/1394), h. 51-53.
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bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu.  Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad ,aka nertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.12
Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami adanya perintah Allah
swt. untuk melaksanakan musyawarah yang ditujukan kepada nabi
Muhammad saw. terhadap para sahabatnya.  Musyawarah mengandung makna
serta hikmah, yaitu kita dapat memperoleh atau menyerap aspirasi publik.
Berkaitan dengan itu, ayat ini menjadi titik disyariatkannya musyawarah,
yang menjadi isyarat bagi pemberdayaan pemimpin dalam mengelola umat.13
Musyawarah ini merupakan salah satu prinsip dasar dan menjadi
petunjuk bagi pelaksanaan atau tata kelola pemerintahan dalam Islam.
Esensi musyawarah pada dasarnya memberikan kesempatan kepada publik
yang berkompeten dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam turut serta
mengambil keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan
hukum ataupun kebijaksanaan politik.  Hal ini dipahami dari ungkapan yang
dipergunakan yakni رِوﺎﺷ sebagai bentuk imperatif dari kata  رَوﺎﺷ– ُرِوﺎﺸُﻳ ,
yang berimplikasi agar pemimpin agar meminta pendapat publik yang
mempunyai kepentingan terhadap masalah yang dihadapi.14
c. Menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, QS. al-
Nisâ’/4 : 58 :
12 Departemen Agama RI., op. cit., h.  90.
13 A¥mad Mu¡¯afâ al-Marâgîy, op. cit.,  juz IV, h. 113.
14Abdul Muin Salim, op. cit., h.  259.
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                       
                  .
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya,  dan menyuruh kamu apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat. 15
Ulama tidak sepakat tentang apa itu amanat ?  Akan tetapi salah satu
makna amanat yang dapat dipahami dengan sederhana adalah segala  yang
dipercayakan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan,
atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan
orang lain.16
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban
pemerintah adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak dan
menetapkan hukum dengan adil.  Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat
hadirnya seorang pemimpin adalah menjadi kemestian.  Menurut Dawam
Rahardjo, pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat
yang terdiri dari kelompok-kelompok.  Proses politik juga berhadapan dengan
berbagai kelompok dan golongan.  Seorang yang terpilih menjadi pemimpin
15Departemen Agama RI., op. cit., h.  113.
16°an¯awî Jaûhârî, Tafsîr al-Jawâhir (Juz II, Mesir: Mu¡¯afâ al-Bâb al-Halabî,  1350),
h.  54.
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haruslah bisa berdiri di atas semua golongan.  Untuk itu diperlukan sifat
adil.17
Dalam konsep amanat yang terdapat dalam ayat tersebut,
mengandung kewajiban setiap orang yang beriman untuk menunaikan amanat
yang menjadi tanggung jawab mereka.  Pada sisi lain, berdasarkan sebab
turunnya ayat, ayat tersebut bermakna khusus, yaitu kewajiban para pejabat
untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan
politik.  Dari ayat itu juga dapat dipahami adanya prinsip
pertanggungjawaban kekuasaan politik.18
Uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perintah
dalam agama yang ditujukan secara umum kepada orang-orang beriman dan
khususnya kepada pemerintah untuk berlaku adil dalam melaksanakan
amanat yang dipercayakan kepadanya.  Ini berarti seorang pemerintah harus
memahami dengan baik perannya dalam mengemban amanat, yaitu
memperlakukan rakyat dengan sebaik-baik dan sedail-adilnya, dalam rangka
mencapai kemaslahatan bersama.  Ini juga menunjukkan sebuah prinsip yang
menjadi landasan bagi pelaksanaan pemerintahan, yaitu seorang penguasa
harus berlaku adil dalam menunaikan amanat yang dipercayakan kepadanya.
d. Persamaan, QS. al-¦ujurât/49: 13 :
                           
            .
17M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-
Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina , 1996), h.  53.
18Abdul Muin Salim, op. cit., h.  196.
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Terjemahnya:
Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.  Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang
paling bertakwa di antara kamu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.19
Perlu ditegaskan bahwa sebelum kedatangan Islam, kehidupan
manusia secara umum, dan lebih khusus bagi masyarakat Arab, didasarkan
kepada stratifikasi sosial.  Status sosial manusia terletak pada nasab,
pangkat, sumber daya ekonomi, termasuk perbedaan jender antara laki-laki
dan perempuan secara tajam.  Demikian juga di masyarakat Arab berlaku
sistem perbudakan.
Akan tetapi kedatangan Islam membawa sebuah prinsip persamaan.
Islam mengajarkan bahwa stratifikasi sosial atau kemuliaan sosial ditentukan
bukan oleh keturunan, harta, pangkat, tetapi ditentukan oleh kadar takwa
seseorang.
Menurut Muhammad al-Gazâlî, bahwa kedatangan Islam membawa
prinsip persamaan, yang sebelumnya manusia tidak mengenal persamaan ini
secara komprehensif.20
Dengan demikian, Islam telah meletakkan dasar-dasar persamaan di
antara umat manusia, dan menghancurkan perbedaan-perbedaan yang dibuat
atas dasar warna kulit, ras, bangsa dan bahasa.  Berdasarkan ajaran Islam,
Allah telah memberikan persamaan hak pada manusia sejak lahir.  Karenanya
tak seorangpun yang boleh didiskriminasi atas alasan apapun.
19Ibid., h.  745.
20Lihat Muhammad al-Ghazâlî, Hâ§â Dînunâ (Kairo: Dâr al-Syurûq, 1993), h.  48.
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Persamaan ini telah mennjadi dasar fundamental bagi perombakan
sistem sosial dan menjadi prinsip dasar pelaksanaan pemerintahan yang telah
dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah saw.
2. Berdasarkan hadis :
Selain dalil yang terdapat dalam Alquran di atas, berikut ini
dikemukakan dalil tentang prinsip-prinsip umum pemerintahan Islam yang
terdapat dalam beberapa hadis.
a. Keharusan mengangkat pemimpin:
 ﱟيﱢﺮَـﺑ ِﻦْﺑ ِﺮَْﲝ ُﻦْﺑ ﱡﻲِﻠَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ْﻦَﻋ َنَﻼْﺠَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﻞﻴِﻌَْﲰِإ ُﻦْﺑ ُِﰎﺎَﺣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﻊِﻓَﺎﻧ
 ّنَأ ﱢِيرُْﺪْﳋا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋ َﺔَﻤَﻠَﺳ ٍﺮَﻔَﺳ ِﰲ ٌَﺔﺛَﻼَﺛ ََجﺮَﺧ اَذِإ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر
اوُﺮﱢﻣَﺆُـﻴْﻠَـﻓﻢُﻫَﺪَﺣَأ.21
Artinya:
Ali bin Bahr bin Barrîy menceriterakan kepada kami, Khâtim bin Ismâ’îl
menceriterakan kepada kami Muhammad bin ‘Ujlân menceriterakan
kepada kami, dari Nâfi’ dari Abî Salamah, dari Abi Sa’îd al-Khudrî,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: apabila tiga orang keluar untuk
bepergian, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi
pemimpin mereka.
b. Pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya :
 ْﺧَأ َلَﺎﻗ ﱢِيﺮْﻫﱡﺰﻟا ْﻦَﻋ ٌﺐْﻴَﻌُﺷ َﺎَﻧﺮَـﺒْﺧَأ ِنﺎَﻤَﻴْﻟا ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُِﱂﺎَﺳ ِﱐَﺮَـﺒ
 َﻣَو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﻊَِﲰ ُﻪﱠَﻧأ ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴ
21Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy‘as al-Azdî (selanjutnya disebut  Abû Dâwud), Sunan
Abî Dâwud, Juz. II Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., h. 42.   Perlu ditegaskan bahwa konteks
“pemimpin” yang dimaksudkan dalam disertasi ini, lebih ditujukan kepada pemimpin yang
bersifat formal dan lokal yaitu pemimpin Daerah, baik dalam tingkat Gubernur, Kepala
Daerah Kabupaten dan Kota.  Karena itu, setiap kata “pemimpin” yang dijumpai dalam
disertasi ini, berarti lebih mengarah ke konteks seperti disebut di atas.
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 ِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ُمﺎَﻣ ِْﻹَﺎﻓ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ِﰲ َُةأْﺮَﻤْﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ِﻪِﻠْﻫَأ ِﰲ ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو ِﻪِﺘﱠﻴ
 ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ِﻩِﺪﱢﻴَﺳ ِلﺎَﻣ ِﰲ ُمِدَﺎْﳋاَو ﺎَﻬِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌﺔَﻟﻮُﺌْﺴَﻣ َﻲِﻫَو ٌﺔَﻴِﻋَار ﺎَﻬِﺟْوَز ِﺖْﻴَـﺑ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر
 ِﻣ ِءَﻻُﺆَﻫ ُﺖْﻌِﻤَﺴَﻓ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ُﺐِﺴْﺣَأَو َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦ
 ِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠَُﻛو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠُﻜَﻓ ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﺌْﺴَﻣ َﻮُﻫَو ٍعَار ِﻪِﻴَﺑأ ِلﺎَﻣ ِﰲ ُﻞُﺟﱠﺮﻟاَو َلَﺎﻗ.ِﻪِﺘﱠﻴ22
Artinya:
Abû al-Yamân menceriterakan kepada kami, Syu’aib membertikan
kepada kami dari al-Zuhrî berkata, Sâlim bin Abdillah dari Abdullah bin
Umar, sesungguhnya ia mendengarkan Rasulullah saw. bersabda bahwa
semua dari kalian adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpinnya, seorang pemimpin dan diminbtai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnyaq dan seorang laki-laki
(suami) adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya dan seorang isteri di rumah
suaminya adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas yang
dipimpinnya dan seorang pembantu terhadap harta majikannya adalah
pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dia
berkata aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw. dan saya mengira
beliau bersabda dan seorang anak terhadap harta ayahnya adalah
pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,
maka kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
c. Menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan
pemimpin-rakyat :
ﻖَﺤْﺳِإ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﺪِﻳَﺰﻳ ِﻦْﺑ َﺪِﻳَﺰﻳ ْﻦَﻋ ﱡﻲِﻋَازْوَْﻷا ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﺲُﻧُﻮﻳ ُﻦْﺑ ﻰَﺴﻴِﻋ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ﱡﻲَِﻠﻈَْﻨْﳊا َﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ُﻦْﺑ
 ُﻣ ْﻦَﻋ َنﺎﱠﻴَﺣ ِﻦْﺑ ِﻖْﻳَزُر ْﻦَﻋ ٍﺮِﺑﺎَﺟ ِﻦْﺑ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ْﻦَﻋ ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِفْﻮَﻋ ْﻦَﻋ ََﺔﻇَﺮَـﻗ ِﻦْﺑ ِﻢِﻠْﺴ
 َنﻮﱡﻠَﺼُﺗَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َنﻮﱡﻠَﺼُﻳَو ْﻢُﻜَﻧﻮﱡﺒُِﳛَو ْﻢُﻬَـﻧﻮﱡﺒُِﲢ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ْﻢُﻜِﺘﱠﻤَِﺋأ ُرﺎَﻴِﺧ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُرَاﺮِﺷَو ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ
 ـُﺗ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ْﻢُﻜِﺘ ﱠﻤَِﺋأ ْﻢُﻬَـﻧﻮُﻨَﻌْﻠَـﺗَو ْﻢُﻜَﻧﻮُﻀِﻐْﺒُـﻳَو ْﻢُﻬَـﻧﻮُﻀِﻐْﺒ ْﻢُﻫُﺬِﺑﺎَﻨُـﻧ َﻼََﻓأ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َﻞﻴِﻗ ْﻢُﻜَﻧﻮُﻨَﻌْﻠَـﻳَو
22Abû ‘Abdillah Mu¥ammad bin Ismâ’îl bin Ibrâhîm bin al-Mugîrât bin Bar©ibat al-
Bukhârî (selanjutnya disebut al-Bukhârî), ¢a¥î¥ al-Bukhârî, Juz. II, h. 848.   Hadis yang sama
juga terdapat pada: Juz. II, 901, 902, Juz. III, h. 1010, Juz. V, h. 1988, 1996 dan Juz. VI, h.
2611.   Juga terdapat dalam Abû ‘Îsâ Mu¥ammad ibn ‘Îsâ al-Turmuzî (selanjutnya disebut al-
Turmuzî), Sunan al-Turmuzî, Juz. IV, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâs al-‘Arabî,      t. th., h. 208.
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 ﻮُﻫَﺮْﻛَﺎﻓ َُﻪﻧﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ ﺎًﺌْﻴَﺷ ْﻢُﻜِﺗَﻻُو ْﻦِﻣ ْﻢُﺘْـَﻳَأر اَذِإَو َةَﻼﱠﺼﻟا ْﻢُﻜﻴِﻓ اﻮُﻣَﺎَﻗأ ﺎَﻣ َﻻ َلﺎَﻘَـﻓ ِﻒْﻴﱠﺴﻟِﺎﺑ َﻻَو ُﻪَﻠَﻤَﻋ ا
 ٍﺔَﻋَﺎﻃ ْﻦِﻣ اًﺪَﻳ اﻮُِﻋﺰْﻨَـﺗ.23
Artinya:
Ishaq bin Ibrahim al-Han§alîy menceriterakan kepada kami, Isa bin
Yunus mengabarkan kepada kami, al-Aûzâ’iû menceriterakan kepada
kami, dari Yazîd bin Yazîd bin Jâbir dari Ruzîq bin Hayyân dari Muslim
bin Qar¯ah, dari ‘Aûf bin  Malik, telah bersabda Rasulullah saw.,
pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu
mencintainya, mendoakan kamu dan dan kamu mendoakan mereka,
sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan
mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka
melaknat kamu, ia berkata wahai Rasulullah apakah mereka tidak
ditebas dengan pedang, Rasulullah bersabda tidak, kalian tidak
menegakkan shalat dan apabila kalian melihat pemimpin kalian
sesuatu yang kalian benci maka  bencilah perbuatannya dan janganlah
kamu berteguh untuk taat.
d. Pemimpin berfungsi sebagai perisai :
 ّﺪــــَﺣ ِﰊَأ ْﻦــــَﻋ ُءﺎــــ َﻗْرَو ِﲏَﺛ ﱠﺪــــَﺣ َُﺔﺑﺎَﺒــــَﺷ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪــــَﺣ ٍبْﺮــــَﺣ ُﻦــــْﺑ ُﺮــــ ْـﻴَﻫُز ِﲎَﺛ ﱠﺪــــَﺣ ٍﻢِﻠــــْﺴُﻣ ْﻦــــَﻋ ُﻢﻴِﻫَاﺮــــ ْـﺑِإ ﺎــــَﻨَـﺛ◌َ
 َﺮــــْﻋَْﻷا ْﻦــــَﻋ ِدﺎـــَـﻧﱢﺰﻟا ٌﺔــــﱠﻨُﺟ ُمﺎــــَﻣ ِْﻹا ﺎـــَـ ﱠﳕِإ َلﺎـــَـﻗ َﻢﱠﻠــــَﺳَو ِﻪــــْﻴَﻠَﻋ ُﻪــــﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠــــَﺻ ﱢِﱯــــﱠﻨﻟا ْﻦــــَﻋ َةَﺮــــ ْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦــــَﻋ ِج
 َو ٌﺮـــْﺟَأ َﻚِﻟَﺬـــ ِﺑ ُﻪـــ َﻟ َنﺎـــَﻛ َلَﺪـــ َﻋَو ﱠﻞـــَﺟَو ﱠﺰـــَﻋ ِﻪـــﱠﻠﻟا ىَﻮـــ ْﻘَـِﺘﺑ َﺮـــ ََﻣأ ْنِﺈـــ َﻓ ِﻪـــ ِﺑ ﻰـــ َﻘﱠـﺘُـﻳَو ِﻪــِـ ﺋَارَو ْﻦـــ ِﻣ ُﻞـــ َﺗﺎَﻘُـﻳ ْنِإ
 ِْﲑَﻐِﺑ ْﺮُﻣَْﺄﻳ ُﻪْﻨِﻣ ِﻪْﻴَﻠَﻋ َنﺎَﻛ ِﻩ.24
Artinya:
Ibrahim menceriterakan kepada dari Muslim Zuhair bin Harb
menceriterakan kepada saya Syabâbah menceriterakan kepada kami
Warqâ’ menceriterakan kepada saya dari Abû al-Zanâd, dari al-
‘A’rajdari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda bahwa sesungguhnya
23Imam Muslim, ¢a¥î¥ Muslim, Juz. III, h. 1481. Hadis yang sama juga terdapat pada:
Abû Mu¥ammad ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Ra¥mân al-Dârimî, Sunan al-Dârimî, (Juz. II Cet. I;
Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H.), h. 417.
24Ibid., Juz. III, h. 1471. Hadis yang sama juga terdapat dalam Al-Bukhârî, op.
cit., Juz. III, h. 1080. Abû ‘Abd al-Ra¥mân A¥mad ibn Syu‘aib al-Nasâî, Sunan al-Nasâî, Juz.
VII Cet. II; Halab: Maktabah al-Ma¯bû‘ât al-Islâmiyah, 1406 H./1986 M.), h. 155.
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pemimpin itu adalah perisai, kita berperang di belakangnya dan
bertaqwa karenanya, maka apabila ia memerintahkan untuk bertakwa
kepada Allah dan berlaku adil, maka pahalanya sama seperti dia,
tetapi apabila ia memerintahkan sesuatu yang selain itu, ia
bertanggungjawab atasnya.
e. Pemimpin harus berlaku adil :
ح ْﺑ ِﺺْﻔَﺣ ْﻦَﻋ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺐْﻴَـﺒُﺧ ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣ َلَﺎﻗ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﻴَـﺒُﻋ ْﻦَﻋ َﲕَْﳛ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌدﱠﺪَﺴُﻣ ﺎَﻨَـﺛﱠد◌َ ِﻦ
 ُﻬﱡﻠُِﻈﻳ ٌﺔَﻌ ْـﺒَﺳ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﻢِﺻﺎَﻋ ْﻢ َﱃﺎَﻌَـﺗ ُﻪﱠﻠﻟا
 ٌﻖﱠﻠَﻌُﻣ ُﻪُﺒْﻠَـﻗ ٌﻞُﺟَرَو ِﻪﱠﻠﻟا ِةَدﺎَﺒِﻋ ِﰲ َﺄَﺸَﻧ ﱞبﺎَﺷَو ٌلْﺪَﻋ ٌمﺎَﻣِإ ُﻪﱡﻠِﻇ ﱠﻻِإ ﱠﻞِﻇ َﻻ َمْﻮَـﻳ ِﻪﱢﻠِﻇ ِﰲ ِﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟا ِﰲ
 ْﻣا ُﻪْﺘَﻋَد ٌﻞُﺟَرَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﺎﻗﱠﺮَﻔَـﺗَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻌَﻤَﺘْﺟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﰲ ﺎﱠﺑﺎََﲢ ِنَﻼُﺟَرَو ﱢﱐِإ َلﺎَﻘَـﻓ ٍلَﺎَﲨَو ٍﺐِﺼْﻨَﻣ ُتاَذ ٌَةَأﺮ
 ََﻛذ ٌﻞُﺟَرَو ُﻪُﻨِﻴَﳝ ُﻖِﻔْﻨُـﺗ ﺎَﻣ ُُﻪﻟَﺎِﴰ َﻢَﻠْﻌَـﺗ َﻻ ﱠﱴَﺣ ﺎَﻫﺎَﻔْﺧَﺄَﻓ ٍﺔَﻗَﺪَﺼِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ ٌﻞُﺟَرَو َﻪﱠﻠﻟا ُفﺎَﺧَأ َﻪﱠﻠﻟا َﺮ
 ُﻩﺎَﻨ ْـﻴَﻋ ْﺖَﺿﺎَﻔَـﻓ ﺎًِﻴﻟﺎَﺧ.25
Artinya:
Musaddad menceriterakan kami, Yahya menceriterakan kami, dari dari
Ubaidillah berkata, Khubaîb bin Abdirrahman menceriterakan kami,
dari Haf¡ bin ‘A¡im, dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah saw.,
ada tujuh golongan yang dinaungi Allah swt., di bawah naungan-Nya,
pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang
pertama adalah imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam
beribadah kepada Allah, orang yang hatinya selalu tertuju kepada
masjid, dua orang yang berteman dan berpisah karena Allah, laki-laki
yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik lalu dia
berkata, saya takut kepada Allah, oarng yang berinfaq secara sembunyi
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan tangan
kanannya, dan orang yang mengingat Allah sampai bercucuran air
mata.
Sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya,
maka Islam termasuk mengurusi, tidak saja persoalan hubungan manusia
dengan khâliq-Nya, tetapi juga mengatur persoalan hubungan antara sesama
25Al-Bukhârî, op. cit., Juz. II, h. 517. Hadis yang sama juga terdapat pada Juz. VI, h.
2496, Muslim, op. cit., Juz. II, h. 715, al-Nasâî, op. cit., Juz. VIII, h. 222. Al-Turmu§î, op.
cit., Juz. IV, h. 598, Abû ‘Abdillah Mâlik ibn Anas al-A¡ba¥î, Muwa¯¯a’ Mâlik, Juz. II, Mesir:
Dâr I¥yâ’ al-Turâ£ al-‘Arabî, t. th., h. 952. Selanjutnya disebut Mâlik. A¥mad ibn ¦anbal, op.
cit., Juz. II, h. 439.
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manusia.  Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad saw., kedua persoalan
di atas telah dilaksanakan dengan baik.  Pada masa 13 tahun pertama beliau
menyampaikan dakwah kepada masyarakat Mekah dengan penekanan pada
aspek akidah dan ibadah.  Namun hal ini tidak berarti bahwa aspek sosial
diabaikan sama sekali pada periode ini.  Ayat-ayat Alquran yang diturunkan
pada masa ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap
ketidakadilan, praktek-praktek bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok
elit ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai
ketimpangan sosial lainnya.26
Tidak mengherankan kalau pada periode Mekah ini pengikut
Muhammad saw. sebagian besar terdiri dari orang-orang yang bertindak dan
mengalami ketidakadilan dalam tatanan masyarakat.  Mereka merasa
dimuliakan di dalam Islam, karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial
yang bersifat material dan artifisial.  Semua orang sama dalam pandangan
Islam  Hanya takwa yang membedakan kualitas mereka di sisi Tuhan.  Akan
tetapi, karena pengikut Muhammad saw. masih sedikit, pesan-pesan wahyu
Alquran belum begitu efektif berjalan di tengah-tengah hegemoni  politik dan
ekonomi kaum aristokrat Quraîsy.  Pengikut Muhammad saw. yang masih
minoritas belum dapat tampil sebagai komunitas yang dapat membongkar
tatanan masyarakat Quraîsy Mekah yang timpang tersebut.  Bahkan
penindasan dan permusuhan yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraîsy
terhadap Muhammad saw. dan umat Islam semakin hebat.  Klimaksnya adalah
peristiwa hijrahnya Muhammad saw. bersama pengikutnya ke Madinah pada
tahun  622 M.27
26Lihat Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. II,
Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 31.
27Ibid., h. 31-32.
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Dari keterangan di atas dipahami bahwa saat-saat keberadaan nabi
Muhammad saw. di Mekkah lebih banyak didominasi oleh praktek-praktek
yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah, terutama yang
menyangkut masalah bagaimana beriman dan bersikap terhadap Allah swt.,
hal ini wajar, karena sebelum kedatangan atau sebelum beliau dilantik
menjadi rasul, masyarakat Quraîsy hidup dalam suasana yang tidak percaya
kepada Allah swt., bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak bertuhan dan
menuhankan berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri.  Karena itulah
kehidupan Rasulullah saw. di Mekah disibukkan oleh pencerahan dalam
masalah akidah atau tauhid, yaitu sebuah ajaran yang berfokus kepada
bagaimana menjadikan Allah swt. sebagai Tuhan satu-satunya dalam semua
hal, dan tidak ada tuhan selain-Nya.  Karena itulah, wujud nyata dari pada
sistem pemerintahan beliau, belum tampak pada periode ini, dalam arti
beliau belum menetapkan sebuah sistem atau cara bagaimana melaksanakan
pemerintahan, seperti yang dipraktekkan beliau kelak pada saat berada di
Madinah.
B. Urgensi Pemilihan dan Pola Suksesi Pemimpin dalam Islam
Persoalan pemimpin dalam Islam biasanya dibahas dalam hubungan
antara pemimpin dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang terdapat di
dalam masyarakat.  Pemilihan pemimpin, dalam Islam  biasanya selalu
dikaitkan dengan masalah fungsi kepemimpinan nabi Muhammad saw. yang
dalam menjalankan dakwahnya, beliau memegang dua fungsi sekaligus, yaitu
fungsi menyampaikan risalah dari Allah swt. dan menegakkan peraturan-
peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawa-Nya.  Dua fungsi ini
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biasanya disebut dengan fungsi pemimpin agama (fungsi religius) dan
pemimpin negara atau politik (fungsi politik).
Dalam Islam, kedua fungsi ini dijalankan secara bersama-sama dan
tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, sebab  keduanya
terdapat hubungan timbal-balik dan hubungan yang sangat erat.   Inilah
sebenarnya yang kemudian menimbulkan pandangan, khususnya kalangan
pemikir modern, bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus.
Artinya, Islam agama dan negara memiliki  hubungan yang sangat erat dan
tidak bisa dipisahkan, sebab agama hanya dapat berjalan jika ada institusi
atau alat, yaitu negara yang mendukungnya.  Sedangkan sebaliknya negara
hanya bisa tegak jika ditopang oleh agama, sebab negara dan proses
pelaksanaan yang berkenaan dengan negara, harus sesuai dengan ajaran
agama.  Pandangan seperti ini dapat ditemukan seperti yang dikemukakan
oleh Muhammad Yusuf Musa.28
1. Relevansi Negara dan Pemimpin dalam Islam
Hubungan erat antara agama dan negara atau politik, dapat dilihat
misalnya dalam pandangan bahwa untuk menciptakan kepemimpinan Islam
yang kuat dan efektif, maka umat Islam membutuhkan negara atau
pemerintahan sebagai alat untuk merealisasikan atau mewujudkan ajaran-
ajaran Islam.  Perlu dicatat bahwa pendirian sebuah negara dalam Islam
hanyalah merupakan alat, bukan sebagai tujuan, sehingga mempunyai
dampak terhadap perwujudannya.  Jika pendirian sebuah negara sebagai
tujuan, maka konsekuensi logisnya adalah kewajiban  mendirikan negara,
28Lihat Muhammad Yusuf Musa, Ni§âm al-¦ukm fî al-Islâm (Kairo: Dâr al-Kâtib   al-
‘Arabî, t. tp., tt.), h. 18.
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sedangkan jika hanya sebagai alat, maka kewajiban tersebut hanyalah
rangkaian akibat dari adanya negara yang bertanggungjawab menciptakan
kemaslahatan umat, dan karena mencari kemaslahatan adalah sebuah
kewajiban, maka sebagai alat, mendirikan negarapun menjadi wajib adanya.
Oleh karena berdasarkan pandangan ini, maka pemikir Islam berbeda
pendapat tentang landasan mendirikan negara.  Menurut     Al-Mâwardî
bahwa pendirian negara yang didasarkan pada ijmak ulama adalah fardhu
kifayah.  Pandangan ini didasarkan pada fakta sejarah adanya Khulafâ’ al-
Râsyidîn dan khalifah-khalifah setelah mereka.29
Kewajiban mendirikan negara didasarkan pada kewajiban dalam
ajaran Islam untuk menciptakan dan memlihara kemaslahatan, sedangkan
untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan, dibutuhkan sebuah alat
politik dan kekuasaan yaitu negara,  sehingga masalah ini, sejalan dengan
kaidah fikih :
 َﻣ َﻻﺎ ٌﺐﺟاو ﻮﻬﻓ ﻪﺑ ﻻإ َﺐﺟ اﻮﻟا ﱡﻢﺘﻳ.30
Artinya:
Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan
adanya sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula.
Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib,
sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara,
maka hukum mendirikan negara juga wajib (far«u kifâyah).31 Karena
memandang sedemikian pentingnya seorang pemimpin dalam satu negara,
29Lihat Abû ¦asan Asli bi ¦abîb al-Mâwardi (Al- Mâwardî), Al-A¥kâm al-Sul¯âniyah
(Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.), h.  5-6.
30 H. A. Djazuli, op. cit., h.  95-96.
31 Lihat Muhammad Iqbal, op. cit, h. 131.
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sehingga Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa lebih baik hidup di bawah
pemimpin yang zalim dari pada berada satu malam tanpa pemimpin, beliau
menyatakan:
 ِﺳ ﱡـﺘ ْﻮ َن َﺳ َﻨ ًﺔ ِﻣ ْﻦ ِإ َﻣ ٍﺎم َﺟ ِﺎ ٍﺋﺮ َأ ْﺻ َﻠ ُﺢ ِﻣ ْﻦ َﻟ ـْﻴ َﻠ ٍﺔ ِﺑ َﻼ ُﺳ ْﻠ َﻄ ٍنﺎ.32
Artinya:
Enam puluh tahun di bawah pemerintahan pemimpin yang zalim, lebih
baik dari pada satu malam tanpa penguasa.
Pemikir Suni  lain yang berpandangan tentang pentingnya negara
dalam masyarakat Islam, ialah  al-Ghazâlî yang berpendapat bahwa  agama
adalah landasan bagi kehidupan manusia dan  kekuasaan politik (negara)
adalah penjaganya.  Keduanya mempunyai hubungan yang erat, politik tanpa
agama bisa hancur,  sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang
dalam kehidupan manusia.  Kekuasaan politik atau negara merupakan
penjaga bagi pelaksanaan agama.  Karena itu pembentukan negara bukanlah
didasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah
syar’i.33
Namun hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa
negara.34 Ibnu Taimiyah menolak ijmak sebagai landasan kewajiban
mendirikan negara.  Ia melakukan pendekatan sosiologis, sehingga
32Lihat Ibn Taîmiyah, Al-Siyâsah al-Syar’iyah fî I¡lâ¥  al-Ra’iy wa al-Ra’iyah (t. tp.:
Dâr al-Ma’rifah, t. t.), h. 217; Lihat juga Mujar Ibnu Syarif, Hak-Hak Politik Minoritas non-
Muslim dalam Komunitas Islam (Bandung: Angkasa, 2003), h.  13.
33Lihat Al-Ghazâlî, Al-Iqti¡âd fî al-I’tiqâd (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), h. 198-
199.
34Ibn Taimiyah, Al-Siyâsah al-Syar’iyah fî I¡lâh al-Raî’ wa al-Ra’iyah (Mesir: Dâr  al-
Kitâb al-‘Arabî, t. tp., t. t.), h.  161.
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menurutnya kesejahteraan dan kemaslahatan manusia tidak akan tercipta
kecuali hanya dalam suatu tatanan sosial yang setiap orang saling bergantung
pada yang lainnya.  Oleh sebab itu dibutuhkan negara dan pemimpin yang
akan mengatur  kehidupan sosial tersebut.35
Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut dapat disimpulkan bahwa,
meskipun pendirian negara tidak wajib hukumnya, akan tetapi untuk
menciptkana dan memelihara kemasalahatan, negara sangat dibutuhkan,
tetapi bukan pada tataran wajib secara hukum, sebab penegakan negara
bukanlah sebagai asas atau dasar agama, tetapi hanyalah merupakan
kebutuhan praktis.  Pemimpin juga sangat dibutuhkan sebagaimana juga
negara dibutuhkan secara bersama-sama.  Pemimpin dibutuhkan dalam
rangka untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat.
Berkaitan dengan prinsip pemilihan pemimpin dalam hubungannya
dengan negara atau pemerintahan, ‘Abd al-Qâdir ‘Aûdah mengemukakan
paling tidak 6 (enam) alasan tentang wajibnya mendirikan negara yaitu :
Pertama, khilâfah atau imamah merupakan Sunah fi’liyah
(dipraktekkan nabi Muhammad saw.) sebagaimana pendirian negara Madinah.
Dalam negara ini, beliau menciptakan satu kesatuan politik dan menyatukan
umat Islam di bawah kepemimpinan-Nya.
Kedua, umat Islam khususnya para sahabat nabi Muhammad saw.
sepakat (ijmak) untuk memilih pemimpin negara setelah wafatnya Rasulullah
saw.  Seandainya para sahabat ketika itu berbeda pendapat tentang
penggantian Rasul. tentu saja pendirian negara juga mereka tidak sepakati.
35Lihat Ibn Taimiyah, Minhâj Sunnah al-Nabawiyyah (Juz I, Riyâ«: Maktabah        al-
Riyâ« al-Hadî£ah, t. tp., t. t.), h. 23.
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Ketiga, sebagian besar kewajiban syar’i tergantung pada adanya
negara.  Kemaslahatan yang hendak diciptakan oleh Islam tidak akan
terwujud tanpa sarananya.  Jadi negara merupakan sarana untuk
menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan
manusia.
Keempat, na¡-na¡ Alquran dan hadis nabi Muhammad saw. sendiri
mengisyaratkan tentang wajibnya mendirikan negara, lihat misalnya dalam
QS, al-Nisâ’/4: 59 yang menegaskan perintah taat kepada Allah dan rasul-Nya
serta ûli al-amr.36 Ûli al-amr di dalam ayat ini adalah para pemimpin negara
yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di kalangan umat Islam.
Sementara hadis nabi Muhammad saw. secara implisit menyebutkan
keharusan taat kepada pemimpin dan kecaman terhadap orang yang keluar
atau membangkang terhadap kelompok pemimpin, bahkan orang  seperti
tersebut dikategorikan matinya dalam keadaan jâhiliyah.37
Kelima,  sesungguhnya Allah swt. menjadikan umat Islam sebagai
satu kesatuan,  meskipun berbeda bahasa, suku bangsa dan warna kulitnya.
36Selengkapnya ayat tersebut adalah sebagai berikut:
                                    
                     .
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ûli al-amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya. Departemen Agama RI., op.  cit., h.  115.
37Selengkapanya hadis tersebut terdapat dalam Al-Bukhârî, op. cit., juz II, h. 458:
 ِﻪـﻳِوْﺮَـﻳ ٍسﺎـﱠﺒَﻋ ِﻦْـﺑا ْﻦـَﻋ ٍءﺎـَﺟَر ِﰊَأ ْﻦـَﻋ ِﺪـْﻌَْﳉا ْﻦـَﻋ ٌدﺎـﱠَﲪ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪـَﺣ ٍبْﺮـَﺣ ُﻦْـﺑ ُنﺎَﻤْﻴَﻠـُﺳ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪـَﺣ ﻰﱠﻠـَﺻ ﱡِﱯـﱠﻨﻟا َلﺎَـﻗ َلﺎَـﻗ  َﻤَْﳉا ُِقرﺎــَﻔُـﻳ ٌﺪــَﺣَأ َﺲْﻴــ َﻟ ُﻪــﱠﻧَِﺈﻓ ِْﱪــْﺼَﻴْﻠَـﻓ ُﻪــ َِﻫﺮَﻜَﻓ ﺎًﺌْﻴــَﺷ ِِﻩﲑــ َِﻣأ ْﻦــِﻣ ىََأر ْﻦــَﻣ َﻢﱠﻠــَﺳَو ِﻪــ ْﻴَﻠَﻋ ُﻪــﱠﻠﻟا ﱠﻻِإ ُتﻮــُﻤَﻴَـﻓ ًاﺮ ْـﺒــِﺷ َﺔــ َﻋﺎ  ًﺔﱠﻴِﻠِﻫﺎَﺟ ًﺔَﺘﻴِﻣ َتﺎَﻣ.
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Perbedaan ini tidak boleh menjadikan mereka berpecah dan berselisih
paham.  Karena itu umat Islam juga merupakan satu kesatuan politik.
Keenam,  konsekuensi dari kesatuan politik ini adalah bahwa umat
Islam harus memilih dan mematuhi satu pemimpin tertinggi.38
Selain alasan di atas, ‘Abd al-Qâdir ‘Audah mengemukakan alasan
wajibnya mendirikan  negara berdasarkan akal.  Menurutnya, mewujudkan
pemerintahan dalam masyarakat Islam merupakan kebutuhan bagi
masyarakat itu sendiri, sebab manusia secara pribadi tidak mungkin bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai kemaslahatan.  Mereka
membutuhkan negara untuk menciptakan kemaslahatan di antara mereka dan
menghilangkan persengketaan sesama mereka.39
Bahkan lebih ketat lagi dikatakan bahwa sebagian besar ajaran Islam,
tidak dapat berfungsi secara wajar dan ideal tanpa adanya institusi politik
yang dilekati dengan kekuasaan yang semestinya.  Tentang hal ini Abû al-A’lâ
al-Maûdûdi menjelaskan bahwa Alquran tidak hanya meletakkan prisnsip-
prinsip moralitas dan etika, melainkan juga memberikan tuntunan di bidang-
bidang politik, sosial, dan ekonomi.  Ditetapkan pula hukuman untuk
kejahatan-kejahatan tertentu dan demikian juga ditetapkan prinsip-prinsip
kebijakan fiskal dan moneter.  Ini semua tidak dapat kita praktekkan kecuali
jika ada suatu negara Islam yang akan menegakkannya.40
38‘ Lihat Abd al-Qâdir ‘Aûdah, op. cit, h.  111-116.
39Lihat Ibid., h.  116. Lihat juga Ma¥mud Syal¯ût, Min Taûjihât al-Islâm (Cet. III, t.
tp., Dâr al-Qalam, 1966), h.  553.  Lihat juga Muhammad Asad, Sebuah Kajian Tentang
Sistem Pemerintahan Islam (Bandung: Pusaka, 1985), h.  8.
40Abû al-A’lâ al-Maûdûdî (al-Maûdûdî), Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1995),
h.  187-188.
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Pernyataan tersebut, dapat  dipahami jika pada awal Islam, nabi
Muhammad saw. telah meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya sebuah
negara di Madinah.  Hal ini dapat dibuktikan dengan terciptanya sebuah
baiat41 yang disebut baiat ‘aqabah. Baiat  ini merupakan momentum
perjanjian yang jelas antara kaum muslimin dan nabi Muhammad saw. di
dalam pembentukan pertama atau persiapan negara Islam serta memberikan
kekuasaan kepada beliau.42
Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban
mendirikan sebuah negara, selain merupakan praktek nabi Muhammad saw.
dan sahabat beliau, juga negara memang salah satu alat untuk mengatur
kehidupan sosial masyarakat Islam, menciptakan kemaslahatan dan
memeliharanya dengan pemimpin tertinggi sebagai pemegang tanggung
jawab politik utama yang harus ditaati oleh masyarakat.  Konsekuensi dari
fungsi kepemimpinan tersebut, sehingga seorang pemimpin harus dipilih
dengan cara yang telah ditentukan.  Karena seorang pemimpin memiliki
tanggung jawab moral untuk  mengayomi dan melindungi masyarakat dari
kemungkinan berpecah belah, membuka jalan bagi terciptanya kemaslahatan
bersama.  Pemimpin, dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas-tugas
sebagai  penjabaran dari fungsi  kekuasaan politik yang dimilikinya yaitu
pertama, menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial
dan kedua, memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan
negara.43
41Baiat berarti pengucapan sumpah setia kepada imam atau pemimpin dalam Islam.
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 67.
42Lihat ‘Abd al-Karîm Zaîdân, Al-Fard wa Daûlah fî Syarî’at al-Islâmiyah, (Cet. II,  t.
tp., Al-Ijtihâd al-Islâmî al-Jaâmi, 1970), h.13.
43 Lihat Abdul Muin Salim, op. cit.,  h.  201.
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Argumentasi di atas, juga menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin
dalam Islam merupakan satu bagian tak terpisahkan dengan pendirian negara,
sebab sebuah negara bisa disebut negara jika memiliki seorang pemimpin,
dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah.
Konsekuensi dari keberadaan sebuah negara dalam Islam, menjadikan
pemilihan pemimpinnya sebagai sesuatu yang ikut menjadi bagian penting,
memiliki peran dan fungsi sentral, sebagaimana tergambar dalam kutipan
hadis dari Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhârî dalam kutipan di atas.
Karena itu, memilih pemimpin dalam Islam, merupakan rangkaian
yang sangat erat kaitannya dengan masalah kenegaraan atau pemerintahan,
karena di dalam negara dan oleh negara di selenggarakan pemilihan
pemimpin tersebut.
Karena pentingnya pemilihan pemimpin ini, dalam rangka
pelaksanaan sebagian besar ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa
kepemimpinan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran
agama Islam.44
Secara historis persoalan pertama yang muncul sesaat pasca
wafatnya Rasulullah saw.  adalah masalah politik atau persoalan imamah,
yakni masalah penggantian nabi Muhammad saw. selaku kepala negara.
Persoalan ini juga yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam teologi.45
Dalam Islam, khususnya yang terdapat dalam bidang fikih siyâsah
masalah kepemimpinan disebut dengan imamah.46 Kata  imamah ini biasanya
44Lihat Ahmad Azhar Basyir, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam
(Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), h.  4.
45Lihat Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid II, Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), h.  31.
46Ibid., h. 129.
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diidentikkan dengan khilafah, yang keduanya menunjukkan pengertian
kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam.  Istilah imamah lebih banyak
digunakan oleh kalangan Syî’ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer
penggunaannya dalam masyarakat Suni.   Perbedaan yang cukup signifikan
antara kedua golongan ini adalah kalangan Syî’ah menganggap masalah
imamah sebagai bagian dari prinsip pokok ajaran agama, sedangkan kalangan
Suni tidak menjadikannya sebagai prinsip ajaran agama.  Meski demikian,
terdapat pemikir Suni yang mempergunakan terminologi imamah dalam
rangka membahas masalah khilafah, seperti yang dilakukan oleh Abû Al-¦asan
Al-Mâwardi,47 ‘Abd al-Qâdîr ‘Aû«ah dan Mu¥ammad Rasyîd Ri«a.48
Dalam pandangan mazhab Syî’ah eksistensi  seorang imam dalam satu
negara, bahkan lebih penting artinya ketimbang dalam pandangan mazhab
lain.  Jika Syî’ah mengkategorikan keharusan adanya seorang imam sebagai
bagian dari rukun iman, maka tidak demikian halnya dalam perspektif
mazhab-mazhab lain. Urgensi adanya imam dalam pandangan kaum Syî’ah
sama pentingnya dengan adanya para Rasul.  Beriman kepada imam sama
wajibnya dengan beriman kepada Allah, Rasul, dan kitab-kitab-Nya.  Tanpa
mempercayai imam, maka keimanan seseorang dianggap tidak sah.49
2. Pengertian dan Gelar Pemimpin dalam Islam
47Lihat Al-Mâwardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah (Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.).
48Lihat ‘Abd al-Qâdir ‘Audah¸ Al-Islâm wa Audhâ’una al-Siyâsah (Kairo: al-Mukhtâr al-
Islâm, 1978), h. 106;  Dalam kaitan ini, Muhammad Rasyîd Ri«â menggunakan istilah imamah
dan menyamakannya dengan istilah khilâfah untuk judul bukunya, lihat Muhammad Rasyîd
Ri«â, Al-Khilâfah aw al-Imamah al-‘Uzhmâ (Kairo: Dâr al-Manâr, 1341 H.)
49Lihat Mu¥ammad ¬iyâ’ al-Dîn al-Râyis, Al-Na§ariyyat al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah
(Mesir: Dâr al-Ma’ârif, 1966), h. 167. Lihat juga Mu¥ammad Hussaîn al-ªahabîy, Al-Tafsîr wa
al-Mufassirûn (Beirut: Dâr al-Fikr, 1976), h. 4.  Lihat juga ‘Abd al-Karîm al-Syahrastânî, Al-
Milal wa al-Ni¥al (Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.), h.  146.
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Berkaitan dengan pembahasan tentang prinsip pemilihan pemimpin
dalam Islam, maka perlu dikemukakan pada bagian ini, pengertian mengenai
pemimpin dalam Islam.
Pemimpin dalam konteks Islam, terbagi kepada dua kategori yaitu
pemimpin formal dan pemimpin non-formal.  Pemimpin formal dimaksdukan
sebagai orang yang diserahkan kepadanya jabatan secara formal sebagai
amanah yang berkaitan dengan kenegaraan atau jabatan pada instansi
pemerintahan.  Sedangkan pemimpin non-formal dimaksudkan sebagai setiap
orang yang memegang pimpinan, baik dalam lingkungan keluarga, maupun
sebagai pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat.50
Dalam terminologi Islam, terdapat sejumlah term yang berkaitan
dengan kata pemimpin, baik dalam kaitannya dengan institusi atau lembaga,
maupun bagi orang yang menjalankan lembaga kepemimpinan tersebut.
Term-term dimaksud dikemukakan oleh sejumlah pemikir atau tokoh antara
lain sebagai berikut.
1. Abû al-A’lâ Maûdûdi mengemukakan 3 macam gelar bagi kepala
negara yaitu imam, Amir dan khalifah, yang masing-masing
memiliki sejarah sendiri-sendiri.51
2. Taqî al-Dîn al-Nabhânî mengemukakan enam gelar bagi kepala
negara yaitu, khalifah, imam, amîr al-mu’minîn, ¥akîm al-
mu’minîn, raâs al-muslimîn dan sul¯ân al-muslimîn.52
50Lihat Ibid., h. 168.
51Lihat Abû al-A’lâ Maûdûdi, The Islamic Law and Constitution (Lahore: Islamic
Publication, 1997), h.  22.
52Lihat Taqî al-Dîn al-Nabhânî, Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas Doktrin
Sejarah Empirik (Bangil: al-Izzah, 1996), h.  66.
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3. ¬iyâ’ al-Dîn al-Râyis mengemukakan tiga gelar kebesaran bagi
kepala negara, yaitu, imam, khalifah dan amîr al-mu’minîn.53
4. ¦usaîn Faûzî al-Najjâr menyebutkan lima gelar kepala negara yaitu,
khalifah, amîr al-mu’minîn, imam, waliyyul ummah, dan amîn al-
ummah, 54
Dari sejumlah gelar yang disandangkan kepada kepala negara atau
pemimpin Islam tersebut di atas, terdapat empat gelar yang sangat populer
dan terbanyak dipakai selama pemerintahan Islam berlangsung.  Keempat
gelar pemimpin tersebut ialah  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ (Khalifah),  ِْﻹَا َﻣ ُمﺎ (Imam),  َا َﻷ ِﻣ ـْﻴ ُﺮ (Amir)
dan  ﱡِﱄَﻮَْﻟا (Wali).  Keempat gelar pemimpin tersebut akan penulis jelaskan
masing-masing sebagai berikut.
a. Khalifah (  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ )
Secara etimologis, kata “Khalifah” berkaitan erat dengan derivasi
kata tersebut seperti kata  َا ِ◌ْﱁ َﻻ َﻓ ُﺔ yang seakar dengan kata  َا ِ◌ْﱁ َﻻ َﻓ ُﺔ
(tunggal),  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ dan  ُﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ (jamak).  Semua padanan kata tersebut berasal
dari kata dasar  " " َﺧ َﻠ َﻒ .  Kata dasar ini terdiri dari akar kata dengan huruf-
huruf خ, ل dan ف. mempunyai makna pokok, yaitu mengganti, belakang
dan perubahan.55 Dalam hal ini makna yang dapat dipahami dari pengertian
etimologis ini, bahwa derivasi kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ dapat dimaknai sebagai orang yang
menggantikan orang sebelumnya, atau orang yang datang belakangan, serta
orang yang datang dan akan melakukan perubahan.
Lihat 53Mu¥ammad ¬iyâ’ al-Dîn al-Râyis, op. cit, h.  96.
54Lihat ¦usaîn Faûzî al-Najjâr, Al-Islâm wa al-Siyâsah (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1969), h.
152-153.
55Lihat Abû al-¦usain A¥mad bin Fâris bin Zakariyâ, Mu’jam Maqâyis al-Lugah (Jilid V,
Mesir: Mu¡¯afâ al-bâb al-¦alabî wa Syarîkah, 1972/1392), h.  210.
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Kata dasar tersebut yang berarti mengganti, bisa dalam konteks
penggantian generasi ataupun dalam pengertian penggantian kedudukan
kepemimpinan.56 Pengertian dalam konteks penggantian dari generasi ke
generasi, dapat ditemukan dalam Alquran surat Maryam/19: 59:57
                        .
Terjemahnya:
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-
nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka
kelak akan menemui kesesatan.58
Arti tentang penggantian kedudukan dalam kepemimpinan, dapat
ditemukan misalnya dalam QS. al-A’râf/7: 142:
                 
               
Terjemahnya:
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah
berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam
56Lihat Abdul Muin Salim, op. cit., h.  108.
57Kata “penggantian” di dalam ayat ini, berkonotasi buruk dalam arti “pengganti
yang buruk” yang terdapat dalam kata khalf digantikan oleh “pengganti yang baik”. sebagai
arti kata khalafa. Ayat ini pada dasarnya menceritakan kaum atau generasi sesudah
waftanya para Nabi, kaum tersebut berlaku menyia-nyiakan sembahyang, juga mereka
memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga mereka dirimpa kebinasaan.  Lihat
selengkapnya Jamâl al-Dîn Abû al-Fa«l Mu¥ammad bin Mukram bin Man§ûr, Lisân al-‘Arab
(Juz VI, Mesir: Dâr ¢adr dan Dâr Beîrut, 1969/1386), h.  85.
58 Departemen Agama RI., op. cit., h.  425.
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itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah
ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada
saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku,
dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang
membuat kerusakan".59
Selanjutnya, kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ dengan segala padanannya, telah mengalami
perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum.  Dalam First
Encyclopedia of Islam, khalifah berarti wakil, pengganti, penguasa, gelar bagi
pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim.60 Dalam pengertian ini
dipahami bahwa maksud dari kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ ini adalah sebuah gelar tertinggi
dalam pemerintahan Islam yang mewakili atau mengganti Rasulullah saw saw
saw. dalam menjalankan pemerintahan.
Arti kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ adalah sebagai pengganti Rasulullah saw.61 Makna ini
senada dengan keterangan al-Maûdûdî bahwa kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ berarti pemimpin
tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.62 Kajian
secara semantik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat mengenai
makna kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ dan derivasinya.  Kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ dalam bentuk tunggal,
terdapat dua kata yang diulang dalam Alquran yaitu pada Surat al-Baqarah/2:
30:
                     
                  
59Ibid., h.  224.
60Lihat Thomas W. Arnold, “Khalifa” dalam M. TH. Houstma, et. al. (ed.), First
Encyclopedia of Islam (Vol. IV. E, Brill, Leiden, 1987), h.  881.
61Lihat al-Mâwardi, op. cit, h.  13.
62Lihat al-Maûdûdî, Al-Islâm wa al-Madaniyyat al-¦adî£ah (Kairo: dâr  al-An¡âr, 1978),
h.  38.
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Terjemahnya:
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 63
Juga dalam QS. ¢âd/38: 26:
                      
              
     .
Terjemahnya:
Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan.64
Dalam bentuk plural, kata  َا َْﳋ ِﻠ ـْﻴ َﻔ ُﺔ memiliki dua buah kata yaitu  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ
dan . ُﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ Kata  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ diulang sebanyak empat kali:
1. QS. al-An’âm/8: 165:
                      
              .
Terjemahnya:
63Departemen Agama RI., op. cit., h.  6.
64Ibid., h.  651.
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Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.65
2. QS. Yûnus/10: 14:
                  .
Terjemahnya:
Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka
bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu
berbuat.66
3. QS. Yûnus/10: 73:
                       
             .
Terjemahnya:
Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka Kami selamatkan Dia dan orang-
orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu
pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana
kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.67
4. QS. Fâ¯ir/35: 39:
                     
                  .
65Ibid.,  h,  202.
66Ibid., h.  281.
67Ibid., h.  291.
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Terjemahnya:
Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya
sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah
akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-
orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian
mereka belaka.68
Adapun kata ءﺎﻔﻠﺧ diulang dalam Alquran sebanyak  tiga kali:
1. QS. al-A’râf/7: 69 :
                      
                      
     .
Terjemahnya:
Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu
peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di
antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh
kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-
pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan
telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum
Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.69
2. QS. al-A’râf/7: 74 :
                 
                         
  .
Terjemahnya:
68Ibid., h.  622.
69 Ibid., h. 213-214.
155
Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-
pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat
bagimu di bumi. kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang
datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; Maka
ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka
bumi membuat kerusakan.70
3. QS. al-Naml/27: 62 :
                       
 .
Terjemahnya:
Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan
yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi.  Apakah
disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah)
yang kamu ingat.71
Menyimak kata jamak pada empat ayat pertama, yaitu kata  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ ,
dan kata jamak  pada tiga ayat kedua, yaitu  ُﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ , maka di sini perlu
dijelaskan perbedaan kedua kata tersebut.  Masing-masing kata tersebut
dipergunakan oleh Allah swt. dalam konteks yang berbeda, kata  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ
dipergunakan dalam rangka merujuk kepada umat manusia secara umum dan
orang yang beriman secara khusus.  Hal ini dapat dilihat misalnya penggunaan
kata  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ dalam Surat Yunus ayat 14 dan 73 yaitu Tuhan memberitahukan
bahwa Dia menjadikan orang-orang beriman sebagai khalifah di bumi.
Sedangkan dalam Surat al-An’âm ayat 165 dan Surat Fâ¯ir ayat 39 adalah
ditujukan kepada seluruh manusia.  Sedangkan kata  ُﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ lebih ditujukan
70 Ibid., h. 214-215.
71 Ibid., h. 538.
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atau khi¯âb-nya kepada orang-orang kafir kepada Tuhan.72 Selain itu, kata
tersebut juga dipergunakan dalam pergantian kepemimpinan umat Islam.73
Dalam menjelaskan terminologi khalifah, Abdul Muin Salim
menguraikan dalam kaitan kedudukan manusia  sebagai khalifah.  Kedudukan
manusia yang dimaksudkan adalah konsep yang menunjukkan hubungan
manusia dengan Allah dan dengan lingkungannya.74 Salah satu ayat yang
relevan dengan masalah tersebut, QS. Fâ¯ir/35: 39 :
                     
                  .
Terjemahnya:
Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya
sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah
akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-
orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian
mereka belaka.75
Dapat dipahami bahwa konsep khalifah dalam Alquran, pada
prinsipnya, ada yang ditujukan untuk umat manusia secara keseluruhan, juga
ada yang ditujukan khusus kepada orang-orang beriman.  Demikian juga ada
72Lihat Abdul Muin Salim, op. cit., h.  108.
73Tentang kata khulafâ’ yang menunjukkan penggantian kepemimpinan dalam tubuh
umat Islam, dapat ditemukan hadis-hadisnya, lihat dalam Abû ‘Abdillah Mu¥ammad bin
Ismâ;îl bin Ibrâhîm bin al-Mugîrât bin Bar©ibat al-Bukhârî, ¢a¥î¥ al-Bukhârî (Juz IV), h.  206;
Al-Imâm Muslim, ¢a¥î¥ Muslim (Juz II), h.  132;  Abû ‘Abdillah Mu¥ammad  bin Yazîd al-
Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah (Juz II), h.  958-959.
74Ibid., h. 106.
75Departemen Agama RI., op. cit., h.  622.
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yang ditujukan khusus kepada orang-orang kafir, seperti yang terdapat pada
ayat-ayat yang dikutip di atas.  Selain itu, konsep khalifah juga dipergunakan
sebagai ungkapan penggantian kepemimpinan umat Islam.
Dengan demikian, berdasarkan pengertian khalifah tersebut, maka
manusia sebagai khalifah, bermakna kedudukan manusia sebagai penegak dan
pelaksana hukum-hukum  Tuhan di muka bumi ini.  Dapat  juga dikatakan
bahwa manusia berkedudukan sebagai penguasa dan pengatur kehidupan di
bumi dengan jalan menerapkan hukum-hukum Tuhan yang pada hakekatnya
adalah kehendak Tuhan.76
Di tempat lain, pengertian khalifah secara istilah, Quraish Shihab
menjelaskan beberapa kesimpulan berkenaan dengan makna kata tersebut
sebagai berikut:
Kekhalifahan yang dianugerahkan kepada Daud AS. bertalian dengan
kekuasaan mengelola wilayah tertentu.  Hal ini diperolehnya berkat
anugerah Ilahi yang mengajarkan kepadanya al-¥ikmah dan ilmu
pengetahuan. Makna pengelolaan wilayah tertentu dapat dipahami
pada ayat-ayat yang menggunakan bentuk khulafâ’ .  Ini berbeda
dengan  kata khalâif yang tidak  mengesankan adanya kekuasaan
semacam itu, sehingga pada akhirnya kita dapat berkata bahwa
76Lihat Surat Al-Ma’idah ayat 1 yang pada penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah
menetapkan hukum-hukum yang dikehendajinya.  Lihat Abdul Muin Salim, op. cit., h. 115-
116.
Teks dan terjemah ayat tersebut adalah sebagai berikut:
                                          .
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
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sejumlah orang yang tidak memiliki kekuasaan politik dinamai oleh
Alquran, khalâif tanpa menggunakan bentuk mufrad.  Tidak
digunakannya bentuk mufrad untuk makna tersebut agaknya
mengisyaratkan bahwa kekhalifahan yang diemban oleh setiap orang
tidak dapat terlaksana tanpa bantuan orang lain, berbeda dengan
khalifah yang bermakna penguasa dalam bidang politik.  Hal ini dapat
mewujud dalam pribadi seseorang atau diwujudkannya dalam bentuk
otoriter atau diktator.77
Berdasarkan pengertian di atas, dipahami bahwa perbedaan yang
sangat menonjol antara term jamak  ُﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ dan  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ ,  terletak pada adanya
penggunaan kata tunggal ( mufrad ) pada kata jamak  ٌﺧ َﻠ َﻔ ٌءﺎ , yaitu khalifah
yang mengisyaratkan, bahwa pengelolaan suatu wilayah membutuhkan
keahlian dan kekuasaan tersendiri.  Sementara pada kata  َﺧ َﻼ ِﺋ ٌﻒ tidak
membutuhkan kekuasaan, dan tidak digunakannya kata tunggal, secara
sosiologis, berarti fungsi kekhalifahan tersebut tidak dapat dijalankan tanpa
bantuan atau campur tangan orang lain.
Dapat pula dipahami, bahwa makna khalifah yang dimaksudkan
dalam tulisan ini adalah orang yang dianugerahi kemampuan dan ilmu
pengetahuan serta diberi kekuasaan secara politik untuk mengatur umat
manusia berdasarkan ketetapan hukum-hukum Allah swt.  Dalam
kedudukannya sebagai khalifah, maka oknum tersebut mendapat kepercayaan
atau legitimasi untuk mengganti atau mewakili penguasa sebelumnya.  Dari
sinilah konsep khalifah secara etimologis terlihat jelas. Konsep tersebut
mengacu kepada makna mengganti, belakang dan perubahan.  Seorang
khalifah adalah pengganti Rasulullah saw. atau khalifah sebelumnya, sebagai
pengganti, maka dia juga datang belakangan, dan fungsinya adalah untuk
77M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Cet. VII Bandung: Mizan, 1994), h.  157.
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melakukan perubahan-perubahan dalam rangka kemaslahatan umat yang
dijalankan berdasarkan hukum-hukum Tuhan.
b. Imam (  َُمﺎﻣِﻹَا )
Gelar lain dari pemimpin dalam Islam disebut imam.  Kata  َُمﺎﻣِﻹَا
dalam Alquran, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak atau
yang disandarkan (i«âfah) tidak kurang dari dua belas kali disebutkan.  Pada
umumnya kata-kata َمﺎﻣِﻹَا menunjuk kepada bimbingan kepada kebaikan,
meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam
arti yang tidak baik, seperti:
1. QS. al-Taûbah/9: 12 :
                       
          .
Terjemahnya:
Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan
mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin
orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-
orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka
berhenti.78
2. QS. al-Qa¡a¡/26: 14 :
                    .
Terjemahnya:
Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan ke-
padanya Hikmah (kenabian) dan pengetahuan. dan Demikianlah Kami
memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.79
78Departemen Agama RI., op. cit., h.  255.
79Ibid., h.  545.
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Sedangkan ayat yang menunjukkan  imam sebagai ikutan yang baik
terdapat dalam beberapa tempat dalam ayat-ayat, antara lain :
1. QS. Yâsîn/36: 12 :
                    
 .
Terjemahnya:
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab
Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).80
2. QS. al-Baqarah/2: 124 :
                    
       .
Terjemahnya:
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia".
Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah
berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".81
3. QS. al-¦ijr/15: 79 :
        .
Terjemahnya:
Maka Kami membina¡akan mereka. dan Sesungguhnya kedua kota itu
benar-benar terletak di jalan umum yang terang.82
80Ibid., h.  626.
81 Ibid., h.  23.
82 Ibid., h.  362.
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4. QS. al-A¥qâf/46: 12 :
                     
      .
Terjemahnya:
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan
rahmat. dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam
bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.83
5. QS. ¦ûd/11: 17 :
                   
                         
                .
Terjemahnya:
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada
mempunyai bukti yang nyata (Al Quran) dari Tuhannya, dan diikuti pula
oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu
telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. mereka itu
beriman kepada Al Quran. dan Barangsiapa di antara mereka (orang-
orang Quraîsy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran, Maka
nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah
kamu ragu-ragu terhadap Al Quran itu. Sesungguhnya (Al Quran) itu
benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak
beriman.84
6. QS. al-Furqân/25: 74 :
                         
    .
Terjemahnya:
83 Ibid., h.  726.
84 Ibid., h.  300.
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Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada
Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati
(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.85
7. QS. al-Anbiyâ’/21: 73:
                        
         .
Terjemahnya:
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan
kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu
menyembah,86
8. QS. al-Qa¡a¡/28: 5:
                  
   .
Terjemahnya:
Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas
di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan
menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),87
9. QS. al-Isrâ’/17: 71:
                     
     .
Terjemahnya:
Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan
pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di
85 Ibid., h.  511-512.
86 Ibid., h.  456.
87 Ibid., h.  543.
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tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan
mereka tidak dianiaya sedikitpun.88
10. QS. al-Sajdah/32: 24:
              .
Terjemahnya:
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.89
Dari sejumlah ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa terdapat
dua ayat, yaitu QS: al-Baqarah : 124 dan QS: al-Furqân : 74, yang
mengandung unsur sosio-politis, dan dapat menjadi pokok rujukan dalam
kajian tentang imamah atau kepemimpinan dalam Islam.  Kedua ayat yang
dimaksud menjelaskan peristiwa kelulusan nabi Ibrahim dalam menjalani
ujian berupa kalimat yang berisi perintah dan larangan Allah, seraya Allah
merahmati maqam mulia bagi Ibrahim, yakni gelar imam.90
Kata  َُمﺎﻣِﻹَا lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa
kepada kebaikan.  Di samping itu kata َُمﺎﻣِﻹَا sering dikaitkan dengan shalat,
karena itu di dalam kepustakaan Islam, sering dibedakan antara imam yang
berkedudukan sebagai pemimpin rakyat atau yang memimpin umat Islam dan
imam dalam arti yang mengimami shalat.  Untuk yang pertama sering
digunakan istilah al-imâm al-u§ûm atau al-Imâm al-Kubrâ.  Sedangkan
untuk yang kedua sering disebut al-imâm al-¡ugrâ.  Biasanya kata-kata imam
88 Ibid., h.  394.
89 Ibid., h.  589.
90Lihat Sayyid Qu¯b¸ fî ¨ilâl al-Qur’ân (Jilid I, Cet. V, t. tp., 1967), h.  152.
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hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di bidang
agama.91
Secara etimologis, kata  َُمﺎﻣِﻹَا merupakan turunan dari kata  َأ َﻣ َمﺎ , yang
menurut Louis Ma’luf, berarti di depan, yang senantiasa diteladani.  Orangnya
disebut imam, sedangkan imamahnya berarti kepemimpinan umat.92 Dengan
pengertian ini, berarti sejalan dengan pengertian khalifah yang menunjukkan
adanya kepemimpinan menyeluruh yang meliputi urusan keagamaan dan
keduniaan sebagai pengganti fungsi nabi Muhammad saw.
Al-Mâwardî seorang pemikir bermazhab Syafi’i, berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara
yang diangkat oleh Allah menggantikan nabi Muhammad saw. untuk
mengamankan agama dengan disertai mandat politik.  Senada dengan itu,
Yusuf Al-Qar«âwî menjelaskan bahwa imam adalah khalifah yang memimpin
umat (Islam) sebagai pengganti Rasulullah saw. dalam menegakkan agama
dan mengatur urusan dunia berdasarkan agama.93
Pengertian di atas, dapat dipahami bahwa imam dan khalifah
mempunyai persamaan dan sulit dibedakan antara keduanya.  Hal ini
disebabkan karena keduanya sama-sama dimaksudkan sebagai pemimpin yang
berfungsi menggantikan nabi Muhammad saw. dalam mengatur dan menjaga
masalah keagamaan dan urusan kenegaraan atau pemerintahan.  Pandangan
91Lihat H.A. Djazuli, op. cit., h.  56;  Al-Najar, op. cit., h.  1.
92Louis Ma’luf, Al-Munjid fî al-Lugat wa al-A’lâm (Beirut: Katukulikiyat, 1973), h.  17.
93Lihat Yusuf Al-Qar«wî, Al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî ¬aû’i al-Nu¡û¡ al-Syarî’ah wa
Maqâ¡idihâ (Cet. I, Kairo: Maktabah Wahbah, 1419H./1998M.), h.  84.
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seperti ini, pada umumnya dipegang oleh para pemikir muslim yang
bermazhab Suni.
Berbeda dengan pandangan Suni di atas, oleh pemikir Syi’ah,
membedakan antara imam dan khalifah dengan perbedaan yang sangat
tajam.  Oleh kalangan Syî’î menganggap imam sebagai masalah pokok atau
rukun dari pada agama, sedangka khalifah tidak demikian.  Karena itu wajar
jika term imamah lebih banyak dipergunakan ketimbang term khalifah,
disebabkan term imam menjadi ajaran pokok bagi mereka dan
menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, karena
merupakan pokok agama sebagaimana pokok-pokok agama lainnya.
Salah satu tokoh Syi’ah, Ali Syariati menyatakan bahwa imamah
merupakan doktrin keagamaan yang mesti diterima dan diimani oleh seluruh
umat.  Imamah bukan saja pengelola dan pemelihara masyarakat dalam
bentuk yang mandeg, tanggung jawab imamah yang paling utama dalam arti
politik.
Mencermati pengertian-pengertian tersebut di atas, disimpulkan
bahwa pemimpin Islam yang disebut imâm, tidak lain adalah pengganti
Rasulullah saw. dalam mengatur dan menjalankan urusan keagamaan, juga
mengatur dan mengurusi masalah kekuasaan politik atau pemerintahan.
Semua pekerjaan fungsional tersebut bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan dan keamanan umat.  Imamah dalam pandangan Suni lebih
identik dengan khalifah yang tidak lain memiliki fungsi seperti imamah
tersebut di atas.  Akan tetapi dalam pandangan kaum Syi’ah, imamah tidak
saja sebagai sebuah kebutuhan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan
dalam konteks politik, akan tetapi jauh lebih dari itu, imamah merupakan
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prinsip pokok dari ajaran agama, seperti pokok ajaran agama yang lain,
imamah merupakan sesuatu yang wajib diimani sebab ia merupakan bagian
dari rukun iman bagi kaum Syî’ah.
c. Amir (  َا َﻷ ِﻣ ـْﻴ ُﺮ )
Berbeda dengan gelar pemimpin di atas, kata  ◌ِ َا َﻷ ِﻣ ْﲑ tidak ditemukan
di dalam Alquran, meskipun terdapat kata seperti  َأ َﻣ َﺮ yang banyak disebut.
Kata yang mengarah kepada pemimpin politis adalah kata  ُأ ْو ِْﱃ َا َﻷ ْﻣ ِﺮ ,94
meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata tersebut.
Ada yang menafsirkan  ُأ ْو ِْﱃ َا َﻷ ْﻣ ِﺮ sebagai kepala negara, pemerintah dan ulama.
Bahkan orang-orang Syî’ah mengartikan  ُأ ْو ِْﱃ َا َﻷ ْﻣ ِﺮ dengan imam - imam
94QS. al-Nisâ’/4 : 59:
                                                       .
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ûlî al-amr
di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.
Dalam memahami kata ûlî al-amr, di kalangan mufassir terjadi variasi interpretasi.
A¥mad Mu¡¯afâ al-Marâgî menyatakan, mereka terdiri para umarâ’, hakim, ulama, panglima
perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian
dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum.  Lihat A¥mad Mu¡¯afâ al-Marâgî, Tafsîr al-
Marâgî (Mesir: Syirkah Maktabah wa Ma¯ba’ah Mu¡¯fâ al-Bâbî al-Halabî wa Aûlâduh, t. t.), h.
72.  Selain itu Muhammad Abduh menjelaskan, mereka adalah ahl al-¥alli wa al-‘aqdi yakni
orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, semisal panglima perang,
ulama, para pemimpin negara, dan tokoh-tokoh bangsa, para pemimpin partai, redaktur
surat kabar yang Islami, dan para pelopor kemerdekaan.  Lihat Muhammad Abduh dan Rasyid
Ridha, Tafsîr Al-Manâr (t. tp., t. p., t. t.), h.  181-187.
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mereka yang maksum.  Yang lebih mendekati kepada makna  ُأ ْو ِْﱃ َا َﻷ ْﻣ ِﺮ dalam
masalah politik adalah Ahl al-¦alli wa al-‘Aqdi (  َأ ْﻫ ُﻞ َْﳊا ﱢﻞ َو ْﻟا َﻌ ْﻘ ِﺪ ).95
Gelar Amir berasal dari kata  َﺮَﻣأ yang berarti memerintah.  Dalam
bahasa Arab Amir berarti seseorang yang memerintah, seorang komandan
militer, seorang gubernur provinsi, atau putera mahkota.  Kata  َﻷا ِﻣ ـْﻴ ُﺮ yang
bermakna kepala negara untuk pertama kalinya digunakan dalam rapat di
Saqîfat Banî Sâ’idah.96
Secara historis gelar Amir berawal muncul pada pasca berlangsungnya
pertemuan di saqîfat banî sâ’idah.  Pada saat Abu Bakar (11 H./632 M.-13
H./634 M.), terpilih sebagai khalifah pertama dalam sidang pemilihan
pengganti nabi Muhammad saw. di tempat itu kaum Ansar memberikan saran
dengan mengatakan “dari pihak kami ada seorang Amir (pemimpin) dan dari
pihak kalian juga ada seorang pemimpin”.   Mewakili kubu Mu¥ajirin, Abu
Bakar kemudian menjawab “dari pihak kami umarâ’ (pemimpin) dan dari
pihak kalian wuzarâ’ (pembantu atau menteri).97
Senada dengan pengertian di atas, Louis Ma’lûf, menyebutkan bahwa
imârah merupakan sebutan jabatan untuk Amir dalam suatu negara kecil yang
berdaulat, yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan.98 Dalam
95Ahl al-¥alli wa al-‘aqdi secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan
mengikat.  Para ahli fiqih siyâsah merumuskan pengertiannya sebagai orang yang memiliki
kewenangan untuk memutuskan sesuatu atas nama umat.  Dengan kata lain, ahl al-¥alli wa
al-‘aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara
masyarakat.  Anggota dari ahl al-¥alli wa al-‘aqdi ini terdir dari orang-orang yang berasal
dari berbagai kalangan dan profesi.  Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan
mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. ahl al-¥alli wa al-‘aqdi disebut
juga sebagai ahl al-ikhtiyâr, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.  Al-Mâwardi,
op. cit,       h.  5.
96Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit, h.  232.
97Lihat Mu¡¯fâ ¦ilmî, Ni§âm al-Khalifah Baîna Ahl al-Sunnat wa al-Syî’ah
(Iskandariyah: Dâr al-Da’wah, 1988), h.  35.
98Louis Ma’lûf, op. cit., h.  192.
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sejarah priode Islam, yakni zaman Rasulullah saw. dan Khulafâ’ al-Râsyidîn,
istilah Amir sering dipakai untuk menyebut penguasa di daerah, atau sebagai
gubernur atau juga sebagai komandan militer.99
Bedasarkan pengertian di atas, dipahami bahwa gelar Amir yang
berkonotasi sosio-politik, yakni sebagai pemimpin kaum muslimin, muncul
dalam peristiwa £aqîfah banî sa’îdah. Akhirnya kemudian gelar ini
mengalami perkembangan, sehingga gelar Amir ini lebih banyak dipergunakan
untuk menyebut pemimpin Islam yang ada di daerah-daerah kekuasaan Islam.
Berdasarkan pengertian gelar-gelar pemimpin seperti dikemukakan di
atas, maka dapat ditegaskan bahwa ketiga gelar tersebut lebih identik
dengan jabatan kepala negara, yaitu gelar pemimpin sentral dan tertinggi
bagi kaum muslimin.  Adapun gelar Amir yang oleh kalangan tertentu
mengatakan bahwa ia merupakan gelar bagi penguasa di daerah-daerah yang
lazim disebut sebagai gubernur, hal tersebut dapat diterima.  Tetapi tidak
untuk  gelar amîr al-mu’minîn, karena gelar ini merupakan pemimpin sentral
dan tertinggi sebagaimana gelar khalifah dan imam.
d. Wali (  َا ْﻟ َﻮ ﱡِﱄ )
Perlu ditegaskan bahwa gelar pemimpin Islam yang identik dengan
penguasa lokal, antara lain seperti gubernur, sebagaimana konteks sekarang
ini adalah Wali (  َا ْﻟ َﻮ ُ◌ﱢﱄ ). Secara etimologi, kata “Wali” berarti penolong,
sahabat atau pelindung, orang yang menolong, yang mencintai.100
99Lihat Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh
Politik Islam (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2007).  27.
100Lihat Jamâl al-Dîn Abû al-Fa«l Mu¥ammad bin Mukram bin Man§ûr, Lisân al-‘Arab
(Juz XV, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.), h. 475, 480.  Lihat juga Ensiklopedi Islam,
(jilid V, cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 171.
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Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin
merupakan orang yang berkewajiban menolong, melindungi dan mencintai,
bahkan menjadi sahabat bagi rakyatnya.  Dari pengertian itu pula dapat
dipahami bahwa seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat tertentu
berupa integritas, karakteristik dan kemampuan.
Dalam kaitannya dengan pengertian walî sebagai pelindung dan
penolong, dapat dilihat dalam surat al-Nisâ’/4:45 sebagai berikut :
             .
Terjemahnya:
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-
musuhmu. dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). dan
cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu).101
Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah adalah pelindung dan
penolong bagi orang-orang beriman terhadap perlakuan musuh-musuh
mereka.  Hal ini diharapkan terjadi juga pada seorang pejabat yang memiliki
kekuasaan (sebagaimana Allah) untuk menjadi pelindung dan penolong bagi
rakyatnya.  Secara sederhana dapat dipahami bahwa jabatan pemimpin itu
tentu berat dan mempunyai tanggung jawab yang berat pula, terutama untuk
melakukan perlindungan dan pertolongan rakyat secara keseluruhan.  Itulah
sebabnya oleh Rasulullah saw. tidak begitu mudah menyerahkan sebuah
jabatan kepada seseorang, apalagi kepada orang yang sengaja meminta dan
101Departemen Agama RI., op.  cit., h.  111.
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berambisi atas jabatan tersebut, sebagaimana terungkap dalam sebuah hadis
sebagai berikut:
 ِ◌ِءَﻼَﻌْﻟا ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﻣﺎَﺳُأ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﻰَﺳﻮُﻣ ِﰊَأ ْﻦَﻋ َةَدْﺮُـﺑ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻳَﺮُـﺑ ْﻦَﻋ َﺔ
 ﻲِﻣْﻮَـﻗ ْﻦِﻣ ِنَﻼُﺟَرَو َﺎَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﺖْﻠَﺧَد َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر
 َﻠْـﺜِﻣ ُﺮَﺧْﻵا َلَﺎﻗَو ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر َﺎﻳ َﺎﻧْﺮﱢَﻣأ ِْﲔَﻠُﺟﱠﺮﻟا ُﺪَﺣَأ َلﺎَﻘَـﻓ ْﻦَﻣ اَﺬَﻫ ﱢﱄَﻮُـﻧ َﻻ ﺎﱠﻧِإ َلﺎَﻘَـﻓ ُﻪ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ َصَﺮَﺣ ْﻦَﻣ َﻻَو ُﻪََﻟﺄَﺳ.102
Artinya:
Diceritakan kepada kami oleh Muhammad ibn al-‘Alâ’, diceritakan
kepada kami oleh Abû Usâmah dari Baraid dari Abî Burdah dari Abî Mûsâ
ra. berkata: saya dan kedua teman bertamu ke Rasulullah saw. lalu
salah seorang dari mereka berkata: wahai Rasulullah saw. berilah kami
jabatan, sedang teman yang lain juga meminta hal yang sama, lalu
Rasulullah bersabda: kami tidak memberikan jabatan ini kepada orang
yang memintanya dan orang yang berambisi mendapatkannya.
Dalam pengertian istilah sebagaimana populer dalam kajian politik
Islam, Taqî al-Dîn al-Nabhânî  mengartikan wali sebagai pejabat
pemerintahan di suatu daerah  serta menjadi pemimpin daerah tersebut.103
Wali merupakan seorang gubernur sebuah provinsi dalam sebuah wilayah.
Wali adalah penguasa suatu wilayah (gubernur) yang memiliki kekuasaan
pemerintahan, pembinaan dan penilaian serta pertimbangan aktivitas
direktorat  dan penduduk di    wilayahnya, tetapi tidak mempunyai kekuasaan
dalam angkatan bersenjata, keuangan dan pengadilan.104
102Al-Bukhârî, op. cit., Juz. VI (Cet. III; Beirut: Dâr Ibn Ka£îr, 1407 H./1987 M.), h.
2614.
103Taqî al-Dîn al-Nabhânî, op.  cit., h. 69.
104Lihat Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, diterjemahkan oleh Ghufran
A. Mas'ad dengan judul “Ensiklopedi Islam (Ringkas), (edisi I, cet. II, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1999), h. 430.  Lihat juga http://id.m.wikipedia.org/wiki/khalifah,
diakses 2 Juli 2012.
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Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa term
wali secara historis dipergunakan untuk menunjukkan gelar jabatan penguasa
lokal sebagaimana saat ini, seperti gubernur, baik pada masa pemerintahan
Rasulullah saw., maupun pada masa pemerintahan Khulafâ’ al-râsyidîn.
3. Pola Suksesi Pemimpin dalam Islam
Dalam uraian yang lalu telah disinggung tentang  urgensi pemilihan
pemimpin.  Hal yang sangat penting dari pemimpin adalah kemampuan
melaksanakan pemerintahan dan mengelola kehidupan sosial masyarakat agar
dapat hidup dalam suasana damai, aman dan teratur.  Diharapkan dengan
kehadiran pemimpin, kemaslahatan umat dapat tercipta, sebaliknya
mafsadat atau kerusakan sedapat mungkin dapat dilenyapkan.
Dari latar belakang seperti itulah sehingga pemilihan pemimpin
menjadi sangat penting, bahkan menjadi sebuah kewajiban sebagaimana
wajibnya menicptakan kemaslahatan itu sendiri, termasuk menegakkan
sebuah negara sebagai alat kekuasaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kehidupan beragama dan pemerintahan itu sendiri.
Dalam sejarah Islam, diketahui bahwa ada dua kelompok organisasi
keagamaan besar yaitu Suni dan Syî’ah. Kedua kelompok agama ini, sepakat
dalam hal pengangkatan pemimpin  yang dikenal dengan imamah, yang
merupakan bagian yang amat penting dalam kehidupan kenegaraan.  Bahkan
oleh kalangan Syî’î memandang imamah sebagai bagian dari rukun iman yang
wajib diimani seperti halnya rukun-rukun  iman yang lain.  Pandangan ini
mengindikasikan bahwa kehadiran  seorang pemimpin dalam suatu negara,
bukan semata kebijakan yang dibuat oleh manusia, atau sering disebut
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dengan kewajiban berdasarkan akal, akan tetapi kewajiban itu adalah
kewajiban berdasarkan syar’î.  Artinya, kewajiban mengangkat seorang
pemimpin datangnya dari Allah swt.  Karena itu kaum Syî’ah mempunyai
pendapat yang sangat berbeda dengan kaum Suni, yakni yang wajib
mengangkat seorang imam adalah Allah, bukan umat atau rakyat.105
Argumentasi yang dikemukakan kaum Syî’ah, bahwa masalah
pengangkatan imam itu bukanlah masalah ijtihad yang dapat diserahkan
kepada kreativitas akal manusia, akan tetapi ia merupakan rukun iman dan
karena itu hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk seorang
imam, bukan rakyat.  Imam adalah wakil Allah dan Rasul-Nya.  Tidak boleh
ada yang menunjuknya kecuali Allah dan Rasul-Nya dan bukan manusia yang
dapat salah dalam hal penunjukan itu.106
Jika uraian di atas dipahami bagaimana urgensi pengangkatan
seorang pemimpin, maka satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah pola
pergantian (suksesi) pemimpin dan mekanisme pengangkatannya.  Uraian
berikut ini memaparkan bagaimana pola suksesi pemimpin dalam Islam, sejak
priode Rasulullah saw., priode Khulaf±’ al-R±syid³n, priode dinasti Bani
Umayah sampai kepada priode dinasti Bani Abbasiyah.
Mengkaji tentang pola suksesi pemimpin dalam Islam, dalam sejarah
Islam dapat dikategorikan ke dalam dua pola, yaitu pengangkatan
berdasarkan na¡ atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syûrâ atau
pemilihan.  Pola pertama dipegangi oleh kaum Syi’ah, sedangkan pola kedua
105Lihat Muhammad ¬iyâ’ al-Dîn al-Râyis, op. cit., h.  115.
106 Lihat Ibid., h.  157-166.
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dianut oleh kelompok Suni.  Menurut kelompok Syi’ah, kepala negara harus
diangkat berdasarkan na¡ 107
Berbeda dengan pandangan di atas, kaum Mu’tazilah pada umumnya
berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara merupakan kebutuhan
manusia yang cenderung hidup bermasyarakat.  Sebagai makhluk sosial, tidak
mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.  Dalam
interaksi sosial itulah memungkinkan timbulnya berbagai konflik, bahkan
boleh jadi pertumpahan darah.  Karena itu manusia secara logis
membutuhkan tampilnya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan
untuk dapat mengendalikan dan mengatur keamanan sosial, menciptakan
kemasalahatan bersama.
Perbedaan pendapat di atas dapat dipahami karena masing-masing
kelompok memiliki  sikap dan cara berpikir yang berbeda-beda pula.  Bahkan
perbedaan-perbedaan tersebut tidak terlepas dari kecenderungan teologis
masing-masing.  Kaum rasionalis Mu’tazilah berpendapat bahwa baik dan
buruk dapat diketahui oleh akal manusia, sedangkan wahyu tak lebih hanya
bersifat konfirmatif terhadap segala sesuatu yang telah diketahui akal.
Karena itu kewajiban mengangkat pemimpin negara pun dipandang suatu
kewajiban berdasarkan akal manusia.  Sedangkan menurut kaum Tekstualis
Suni, masalah baik dan buruk hanya dapat diketahui berdasarkan wahyu,
karena itu mengangkat seorang pemimpin dianggap sebagai suatu kewajiban
berdasarkan wahyu dan syariat.108
107 Lihat Musdah Mulia, op. cit., h.  249.
108 Lihat Abû Ja’far Mu¥ammad Ibn ¦asan al-Tûsî, Al-Iqti¡âd fî mâ Yat’allaq bi al-
I’tiqâd (al-Najat al-Asyraf: Jam’iyyah Muntadî, 1979), h. 127.
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Dalam sejarah Islam pada dasarnya secara eksplisit tidak ditemukan
satu pola dan mekanisme baku tentang pengangkatan pemimpin.  Bahkan
Alquran dan Sunah sendiri tidak mengakomodir persoalan ini.  Karena itulah
dalam suksesi pemimpin hanya ditemukan pola yang bersifat umum seperti
disebut di atas. Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa baik dalam Alquran
maupun dalam hadis tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara
menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal Nabi saw.,
kecuali hanya petunjuk yang bersifat umum yaitu agar umat Islam mencari
penyelesaian masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama
melalui musyawarah tanpa ada pola yang baku tentang bagaimana
musyawarah tersebut harus diselenggarakan.  Itulah sebab utama mengapa
musyawarah yang dilakukan dalam menentukan empat Khulafâ’ al-Râsyiîn
mempunyai pola yang beragam.109
Tentang tidak adanya pola yang baku menegnai pengangkatan kepala
negara dalam Islam, Muhammad Husain Haikal menegaskan bahwa tidak ada
sistem tetap dalam pemilihan kepala negara, tetapi hal itu dilakukan
berdasarkan ijtihad yang dipertimbangkan berdasarkan sosio-historis umat
zamannya.110 Karena itu, wajar jika tidak ada sebuah pola suksesi yang baku
dan berlaku sepanjang sejarah tata negara Islam. Pola dan mekanisme
pemilihan pemimpin sangat tergantung dari hasil interpretasi dan ijtihad ahli
hukum Islam.
109Lihat Munawir Sjadzali, op. cit., h. 21.
110 Lihat Muhammad Husain Haikal, Al-¢iddîq Abû Bakr (Cet. II, Kairo: Dâr al-Ma’ârif,
1986), h.  29.
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Tentang masalah ini, patut dicatat rangkuman yang dikemukakan
oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, yaitu delapan pola pemilihan
pemimpin berdasarkan catatan sejarah yang pernah dipraktekkan di masa
awal pertumbuhan Islam:111
1. Penunjukan langsung oleh Allah;112
2. Penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya;113
3. Pemilihan oleh Ahl al-¦alli wa al-‘Aqdi ;
4. Penunjukan melalui wasiat;
5. Pemilihan oleh Tim Formatur atau Dewan Masyarakat;
6. Revolusi atau kudeta;114
7. Pemilihan langsung oleh rakyat;115
8. Penunjukan berdasarkan keturunan.116
a.Pengangkatan Rasulullah saw. menjadi pemimpin
111 Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit, h.  124.
112 Lihat al-Maûdûdî, op. cit., h.  22.
113 Lihat Ali al-Salus, Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar’i, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), h.  44-45.
114 Lihat Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), h.  38.
115 Lihat Abdul Rasyid Moten, Ilmu Politik Islam (Bandung: Penerbit Pustaka, 2001), h.
118.
116 Lihat Mehdi Muzaffari, Kekuasaan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994),
h.  38.
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Menurut al-Maûdûdî, pola pertama yaitu penunjukan langsung oleh
Allah, terjadi pada diri Rasulullah saw. sebagai kepala negara pertama dalam
Islam.  Pada saat beliau telah hijrah ke Madinah, beliau tidak saja diakui
sebagai pemimpin agama, tetapi juga beliau diakui sekaligus sebagai
pemimpin negara yang baru terbentuk. nabi Muhammad saw. Menjadi kepala
negara di Madinah, tidak dipilih oleh siapapun, melainkan dipilih langsung
oleh Allah swt.117
Pendapat al-Maûdûdî di atas agaknya perlu dikritik, khusus
pendapatnya mengenai bahwa nabi Muhammad saw. diangkat langsung oleh
Allah sebagai pemimpin atau kepala negara.  Betul bahwa sebagai pemimpin
agama, beliau ditunjuk langsung oleh Allah berdasarkan wahyu, akan tetapi
sebagai kepala negara, beliau sebelum berhijrah ke Madinah, segolongan
orang dari suku Aws dan Khazraj, telah mengadakan pertemuan dengan nabi
Muhammad saw., kemudian mereka melakukan baiat sehingga kemudian
disebut dengan baî’at aqabah I, disusul baî’at aqabah II.  Perjanjian ini pada
dasarnya berisi tekad untuk saling membela satu sama lain.  Atas kedua
peristiwa ini menjadi bukti bahwa sejumlah orang dari warga Madinah
bersepakat untuk meminta nabi Muhammad saw. Menjadi pemimpinnya,
tidak saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara.
Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwasanya nabi
Muhammad saw. diangkat langsung oleh Allah swt., agaknya tidak objektif
dan tidak berdasarkan kepada fakta sejarah.
117 Lihat al-Maûdûdî, op. cit, h.  22.
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b. Pola Suksesi Priode Khulaf±’ al-R±syid³n (632 M./ 11 H.-661 M./40
H.)
Setelah Rasulullah saw. wafat (632 M./11 H.), pemerintahan
kemudian berpindah tangan kepada para sahabat yang kemudian terkenal
dengan sebutan Khulafâ’ al-Râsyidîn.  Khalifah pertama yaitu Abu Bakar (632
M./11 H.-634 M./ 13 H.) diangkat menjadi khalifah melalui pemilihan
berdasarkan musyawarah dan baiat oleh sahabat, baik dari kelompok
Muhajirin maupun kelompok Ansar.  Pemilihan tersebut berlangsung pada hari
kedua setelah wafat-Nya Rasulullah saw. di balai (saqîfat) Bani Sâ’idah.
Dalam proses pemilihan tersebut, terjadi perdebatan serius antara kedua
kelompok tersebut.  Hanya saja karena Abu Bakar memiliki integritas dan
kompetensi yang tidak diragukan lagi, sehingga beliau terpilih dan menerima
baiat dari sahabat waktu itu.118
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Abu Bakar diangkat menjadi
khalifah menggantikan Rasulullah saw. berdasarkan pola pemilihan yang
ditegaskan melalui baiat atau konsensus oleh sahabat.
Khalifah kedua, Umar bin Kha¯¯âb diangkat menjadi khalifah dengan
pola penunjukan melalui wasiat (penawaran). Pola ini dipraktekkan Abu
Bakar ketika beliau menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya (13 H./634
M.-23 H./644 M.).  Pada saat menjelang akhir pemerintahan, Abu Bakar
mengadakan dialog interaktif kepada beberapa orang anggota Dewan
Formatur, seperti ‘Abd al-Ra¥mân bin ‘Aûf, Usman bin ‘Affân, juga termasuk
sejumlah kalangan Ansarseperti Said bin Zaid dan Usaid bin ¦u«aîr.  Tema
dialog mereka di seputar prospektif pengangkatan Umar menjadi khalifah
118Lihat Munawir Sjadzali, op. cit., h. 21-23;  Lihat juga Musdah Mulia, op. cit., h. 17-18.
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menggantikan Abu Bakar.  Kemampuan dan karakter Umar, demikian juga
keimanan dan ketakwaan beliau, turut menjadi pertanyaan pendapat kepada
sejumlah tokoh tersebut di atas.  Pada umumnya jawaban mereka positif
terhadap kapabilitas dan elektabilitas Umar menjadi khalifah.  Dengan
demikian, Abu Bakar memantapkan tekadnya untuk menunjuk Umar sebagai
penggantinya,119 dengan cara menerbitkan surat wasiat yang ditulis oleh
Usman.120
Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan menerbitkan surat wasiat
dalam rangka suksesi atas dirinya, menurut hemat penulis, tidak lebih dari
karena pengetahuan dan pemahaman Abu Bakar terhadap sosok Umar yang di
mata beliau, Umar adalah sosok yang tidak saja tegas dan berani, tetapi
beliau juga kokoh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.  Karakter yang
tegas dan integritas yang takwa tersebut, menjadi faktor dipilihnya Umar
oleh Abu Bakar dan sejumlah sahabat lainnya.
119 Lihat Ibn A£îr, Usud al-Gâbah, jilid II, h.  326.  Lihat  juga Al-Maktabah al-
Syâmilah, CD Rom Edition.  Jalâl al-Dîn al-Sayû¯î, Târîkh al-Khulafâ’, alih bahasa oleh
Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kaû£ar, 2001), h.  89. Lihat Ibnu Sa’d, Al-°abaqât al-
Kubrâ,  juz III, Al-Maktabah Al-Syâmilah, CD Rom Edition, h.  274.
120Surat wasiat yang dibuat oleh Abu Bakar dan ditulis oleh Usman:
“Bismillahirrahmanirrahim, Inilah pesan Abu Bakar bin Abî Qu¥âfah pada kahir hayatnya
dengan keluarnya dari dunia ini, dan pada awal memasuki akhirat dengan tinggal di sana.  Di
tempat ini orang kafir akan percaya, orang durjana akan yakin dan orang yang akan
mendustakan akan membenarkan.  Aku menunjuk penggantiku yang akan memimpin kalian
adalah Umar bin Kha¯¯âb.  Patuhi dan taatilah dia.  Aku tidak akan mengabaikan segala yang
baik sebagai kewajibanku kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agama, kepada diriku
dan kepada kamu sekalian.  Kalau dia berlaku adil itulah harapanku, dan itu pula yang
kuketahui tentang dia.  Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari
perbuatannya sendiri.  Yang kukehendaki adalah y ang terbaik, dan aku tidak mengetahui
segala yang gaib.  Dan orang yang zalim akan mengetahui perubahan apa yang mereka alami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh” .  Lihat Muhammad Husain Haekal.
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Khalifah ketiga ‘U£mân bin ‘Affân, diangkat menjadi khalifah melalui
pemilihan yang dilakukan oleh Ahl al-¦alli wa al-‘Aqdi (semacam Dewan
Perwakilan Rakyat).   Pada saat menjelang akhir pemerintahan Umar bin
Kha¯¯âb, beliau membentuk Dewan Formatur yang anggotanya terdiri dari
Ali, Usman, °al¥ah bin ‘Ubaîdah, Zubaîr bin ‘Awwâm, Abd al-Ra¥mân bin ‘Aûf
dan Sa’ad bin Abî Waqqâ¡.121
Dewan Formatur bentukan Umar ini juga bisa disebut dengan pola
pemilihan oleh Tim Formatur atau dewan Musyawarah. Pola ini kemudian
berhasil melaksanakan tugasnya, yakni terpilihnya Usman bin ‘Affân (23
H./644 M.-35 H./656 M.) menjadi khalifah menggantikan Umar. Pola pemilihan
pemimpin dengan cara melalui Dewan Formatur ini, agaknya telah
menerapkan sistem musyawarah, meski masih terbatas, karena dewan yang
dibentuk hanya dalam jumlah yang sedikit dan orang-orangnya ditentukan
oleh Umar sebagai khalifah saat itu.  Sisi lain adanya praktek demokrasi di
sini, adalah dialog permintaan pendapat atau tawaran dari anggota Dewan
Formatur kepada kandidat Ali dan Usman.  Ali saat itu menolak menjadi
khalifah dengan alasan kecewa kepada kedua khalifah pendahulu, sedangkan
Usman yang ditawari oleh ‘Abd al-Ra¥mân bin ‘Aûf tentang kesiapan Usman
untuk bertindak berdasarkan Alquran dan Sunah serta mengikuti keputusan-
keputusan dari khalifah terdahulu, yang penawaran  seperti ini, ditolak oleh
Ali, tetapi Usman menyetujui tawaran tersebut.  Akhirnya segera setelah
terjadi dialog tersebut, ‘Abd al-Ra¥mân bin ‘Aûf menyatakan bahwa Usman
121 Lihat Ridwan HR., op. cit., h.  167.
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terpilih sebagai khalifah seraya mengucapkan “Assalâmu ‘alaîk yâ Amîr al-
Mu’minîn”.122
Sikap Ali yang memendam kecewa masa lalu dan menolak tawaran
salah satu anggota Dewan Formatur, menjadi faktor kegagalannya.  Di sisi
lain, keberpihakan sebagian besar anggota Dewan Formatur kepada Usman
dan kontra terhadap Ali, menjadi sisi negatif dari pelaksanaan pemilihan ini.
Tentang kasus ini, terdapat fakta beberapa saat menjelang dilaksanakannya
pemilihan sebagai berikut.
Dengan susunan dewan formatur tersebut sebenarnya sejak awal sudah
dapat diduga bahwa Ali tidak akan terpilih sebagai khalifah, untuk tak
mengatakan mustahil terpilih.  Sebabnya adalah ‘Abd al-Ra¥mân bin
‘Aûf secara pribadi berpihak kepada Usman.  ‘Abd al-Ra¥mân adalah
saudara sepupu Usman dan suami dari bibi Sa’ad bin Abî Waqqâ¡.
°al¥ah bin ‘Ubaîdillah tidak menyukai Ali, Zubaîr bin ‘Awwâm adalah
menantu Abu Bakar Shiddik, sementara Ali dan Fatimah kontra Abu
Bakar.  Para pendukung setia Ali seperti Miqdad bin Amr, Salman al-
Farisi, Abu ¨arr al-Giffari, ‘Ammâr bin Yasir-yang kemudian dikenal
dengan al-arkân al-arba’ah- Khâlid bin Sa’îd, Bara’ bin Azib, Ubayy bin
Ka’b, dan lain-lain tidak dimasukkan dalam dewan.  Selain itu, dewan
formatur juga tidak melibatkan kalangan An¡âr, yang sebagian besar
merupakan pendukung Ali.123
Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam sebuah proses politik
terutama pemilihan pemimpin, tentu saja wajar jika terjadi kekecewaan
yang diakibatkan oleh intrik-intrik politik lawan, sebagaimana terjadi pada
diri Ali. Substansi yang penting dalam hal ini yaitu kehadiran sebuah pola
suksesi yang sudah mengusung nilai-nilai musyawarah yang merupakan
122 Lihat Al-Ya’qûbi, Târîkh Al-Ya’qûbi, Al-Maktabah al-Syâmilah, CD Rom Edition.
Al-¦amîd al- ¦usaîni, Imamah al-Muhtadîn Ali Sayyidinâ ‘Alî bin Abî °âlib (Jakarta: Yayasan
Al--¦amîd, t. t.), h.  330-331.  Lihat juga Sayyid Syarif Radi, Nahj al-Balâgah (Jakarta:
Lentera, 2006),n  h.  47. Lihat juga O Hashem, ¤aqîfah Awal Perselisihan Umat (Jakarta: Al-
Munta©ar, 1994), h.  196.  Ibn ¦ajar al-‘A£qalaânî, Fat¥ al-Bârî, Syar¥ ¢a¥î¥ al-Bukhârî (Juz
XIX, Mesir: Mu¡¯afâ al-Bâbî al-¦alabî, t. t.), h.  498.
123Ridwan HR., op. cit., h.  168-169.
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implementasi dari salah satu prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.
Bahwa ada kekalahan yang dialami oleh salah satu pihak, tentu hal itu sangat
logis dan manusiawi terjadi dalam sebuah kompetisi politik.
Khalifah keempat Ali bin Abî °âlib, menurut kelompok Syî’ah
penunjukan kepala negara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, terjadi kepada
khalifah Ali bin Abî °âlib.  Menurut tokoh-tokoh Syî’ah semisal Khomeini dan
Musa al-Sadr, Ali telah mendapat wasiat untuk menjadi pengganti Muhammad
saw., tetapi tiga khalifah pertama yakni Abu Bakar, Umar dan Usman, telah
merampas dan menjarah hak Ali untuk menggantikan nabi Muhammad saw.
sebagai khalifah.124
Pandangan Kaum Syi’ah seperti itu, didasarkan kepada fakta bahwa
nabi Muhammad saw. Telah diperintahkan oleh Allah saw. untuk mengangkat
dan menetapkan Ali sebagai pengganti sepeninggal beliau.  Penunjukan dan
pembai’atan Ali sebagai khalifah, menurut mereka dilakukan nabi Muhammad
saw. di suatu tempat bernama Ghadir Khum, yakni daerah titik persimpangan
jalan menuju ke Madinah, Irak, Mesir dan Yaman, sepulang beliau dari
melaksanakan haji Wadâ’ pada tahun 10 H./631 M. dengan jumlah kafilah
yang menyertai beliau sebanyak 120. 000 orang.125
Selanjutnya, suksesi pemimpin melalui pola revolusi atau kudeta.
Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa meskipun khalifah keempat, Ali sendiri tidak
ikut terlibat dalam gerakan pemberontakan yang menewaskan khalifah
124 Lihat Baqer Moin, “Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan, Teori dan
Realitas”, dalam Ali Rahnema, Para Perintis Zaman Baru Islam (Bandung: Mizan, 1996), h.
71.
125 Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, op. cit., h.  130.
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Usman, tetapi proses pengangkatannya ke tampuk kekuasaan ini didahului
oleh sebuah revolusi berdarah.  Karena itu, pengangkatan Ali sebagai
khalifah, dapat dikategorikan ke dalam model revolusi atau kudeta.126
Terhadap pernyataan ini, penulis kurang sependapat jika dikatakan
bahwa Ali meraih puncak kekuasaan dengan jalan revolusi dan kudeta.
Alasan penulis, Ali tidak pernah menunjukkan ambisi, baik secara psikologis
apalagi secara demonstratif untuk meraih kekuasaan.  Bahkan menjelang
kematian Usman dalam sebuah gerakan pemberontakan, sebelum itu Ali
memberi nasehat kepada Usman agar sedapat mungkin meredam kelicikan
Marwan, yang merupakan orang terdekat Usman yang memiliki ambisi harta
dan kekuasaan.  Akan tetapi Usman tidak mampu mengendalikan kemarahan
massa dan beliau terbunuh.
Berbeda dengan kelompok Syî’ah yang mengklaim pengangkatan Ali
sebagai khalifah berdasarkan pola penunjukan langsungn dari Allah dan Rasul-
Nya, sebagaimana dikemukakan di atas, menurut kelompok Suni, pasca
terbunuhnya Usman, Ali bin Abî °âlib (35 H./656 M.-40 H./661 M.)
menggantikan Usman dengan pola pemilihan langsung dan secara aklamasi Ali
dibaiat oleh Dewan Formatur, diikuti oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi.127
c. Pola Suksesi Priode Dinasti Bani Umayyah (661 M./40 H.-750
M./129 H.)
126Lihat Jimly Assiddiqie, op. cit., h.  37.
127Lihat Ibn Abd Rabbih al-Andalusi, Al-‘Iqd al-Farîd, Al-Maktabah al-Syâmilah, CD
Rom Edition, jilid II, h.  100;  Lihat Ibn A£îr, op. cit.,  jilid II, h.  23; Lihat   Abû Ja’far bin
Mu¥ammad bin Jarîr al-°abarî, Târîkh al-Rusul wa al-Mulûk (Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, t. t.),
h.  450;  Lihat juga  Ibn al-Jaûzî, Al-Munta«am (Al-Maktabah al-Syâmilah, CD Rom Edition,
juz II ), h.  87.
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Setelah priode pemerintahan Khulafâ’ al-Rasyidîn berakhir, yakni
setelah Ali terbunuh kemudian pengikutnya mengangkat anak beliau, Hasan
bin Ali menjadi khalifah di Kufah.  Sementara di Syam, kedudukan Mu’awiyah
semakin kokoh didukung oleh pendukungnya.  Namun Hasan bin Ali bukanlah
lawan yang berarti bagi Mu’awiyah.  Hasan yang lemah dipaksa
mengundurkan diri dari jabatannya dan membuat perjanjian damai dengan
Mu’awiyah.  Peristiwa ini menandakan terjadinya rekonsiliasi umat Islam yang
telah bertikai selama beberapa tahun.  Akhirnya Hasan melakukan baiat
kepada Mu’awiyah pada tahun 662 M./41 H. yang diikuti oleh mayoritas umat
Islam.128 Dengan demikian, Mu’awiyah akhirnya menduduki jabatan khalifah
menggantikan dan menandakan berakhirnya priode Khulafâ’ al-Râsyidîm.
Tradisi pengangkatan khalifah melalui pola, pemilihan, akhirnya
berakhir setelah Mu’awiyah memperoleh kedudukan khalifah bukan dengan
jalan musyawarah melainkan lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat.
Kemudian menjelang akhir hayatnya, Mu’awiyah menunjuk puteranya
sebagai penggantinya.  Inilah merupakan titik awal dari lahirnya sistem
monarki, yaitu suksesi yang ditentukan atas dasar keturunan.129
Dengan demikian dapat ditegaskan adanya perbedaan besar dengan
priode sebelumnya yaitu priode Khulafâ’ Rasyidîn. Jika pada  priode
tersebut, sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan musyawarah,
terutama dalam hal suksesi, maka pada priode dinasti Bani Umayyah, sistem
pemerintahan telah berubah menjadi sistem kerajaan, bahkan dengan sistem
yang diktator dan anarki.130 Artinya, dengan perubahan sistem pemerintahan
128Lihat Muhammad Iqbal, op. cit., h. 79.
129 Lihat Munawir Sjadzali, op. cit., h. 34.
130Lihat Ridwan HR., op. cit., h. 207;  Lihat juga Muhammad Iqbal, op. cit., h. 80.
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tersebut menjadi kerajaan, maka perubahan pola suksesi tentu berubah pula
menjadi pola penunjukan langsung berdasarkan keturunan, sebagaimana
realitas yang terlihat dalam sejarah Islam.
Salah satu pola yang dikemukakan pada uraian lalu yaitu pola
penunjukan berdasarkan keturunan.  Pola ini dapat kita lihat untuk pertama
kalinya dipraktekkan oleh khalifah Mu’âwiyah bin Abî Sufyân, pada saat dia
menunjuk langsung puteranya Yazîd bin Mu’âwiyah (680 M.-683 M.) sebagai
putera mahkota yang menggantikannya sebagai khalifah.  Sistem kerajaan
yang pertama kali dirintis oleh Mu’âwiyah ini, telah menjadi warisan turun-
temurun, bahkan sampai nanti pada pemerintahan Bani Abbasiyah.131
Naiknya Yazîd ke tahta kekuasaan, mengindikasikan runtuhnya sistem
musyawarah dalam Islam, karena pengangkatannya tidak didasarkan kepada
pola pemilihan yang mencerminkan sistem pernusyawaratan, melainkan
ditunjuk oleh ayahnya berdasarkan garis keturunan.132
Dengan perubahan pola suksesi, dari pola berdasarkan pemilihan atau
musyawarah menjadi pola penunjukan langsung berdasarkan keturunan
(monarki), maka berakhirlah penerapan pola suksesi pemilihan dalam
pemerintahan umat Islam sebagaimana telah diterapkan oleh para sahabat
dalam priode Khulafâ’ al-Râsyidîn. .  Selanjutnya pola suksesi dengan sistem
penunjukan putera mahkota berlangsung secara turun temurun, bahkan
sampai pada priode pemerintahan dinasti Abbasiyah.
131 Lihat K. Ali, Sejarah Islam Tarikh Pra-Modern (Jakarta: Rajawali Press, 1996),
h..176.
132 Lihat Ibid., h.  179.
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d. Pola Suksesi Priode Dinasti Bani Abbasiyah (750 M./129 H.-1258
M./ 637 H.)
Berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah, berawal ketika
khalifahnya yang terakhir Marwan II berhasil digulingkan oleh kekuatan
perang pasukan Abû al-‘Abbâs al-Saffâh pada tahun 750 M. dan saat
itupulalah dia memproklamirkan diri menjadi khalifah sekaligus berdirinya
dinasti Bani Abbasiyah. 133
Dalam aspek suksesi kepemimpina pada priode ini, tidak berbeda
dengan pola yang berlaku pada priode sebelumnya (dinasti Bani Umayyah),
yaitu pola suksesi berdasarkan sistem monarki. Bahkan pada priode ini,
lembaga kekuasaan yang bersifat monarki tersebut semakin diperkuat dengan
jalan menyatukan kekuasaan agama dengan kekuasaan politik, yang berbeda
dengan apa yang terjadi pada dinasti Bani Umayyah. Tindakan tersebut
pertma kali dilakukan oleh khalifah Abû Ja’far Man¡ûr dalam rangka
memperkuat dan melegitmasi kekuasaannya dengan memanfaatkan simbol-
simbol agama.  Hal ini dapat dilihat ketika khalifah Abû Ja’far Man¡ûr
mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa dirinya adalah khalifah Allah di
muka bumi.134
Uraian di atas dapat dipahami bahwa gerakan politik yang dilakukan
melalui desekularisasi tersebut, tidak saja merupakan salah satu upaya untuk
memperkokoh cengkeraman kekuasaan mereka terhadap rakyat, tetapi juga
merupakan titik awal bergesernya pengertian term khalifah yang semula
133Lihat Hasan Ibrahim Hasan, Târîkh al-Islâm al-Siyâsah wa al-Ijtimâ’î,  juz III, (Kairo:
Maktabat al-Nah«ah, 1976), h.  22-23.
134Lihat Muhammad Iqbal, op. cit. h.87.
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menunjuk kepada jabatan pengganti Rasulullah saw. menjadi pengganti
Tuhan di muka bumi.  Dengan begitu, sisi kekuasaan yang bersifat monarki ini
tertancap semakin kokoh dan pola suksesi berdasarkan penunjukan semakin
kokoh pula.
Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa suksesi dengan pola
penunjukan atau berdasarkan garis keturunan berlangsung secara terus
menerus pasca berakhirnya priode Khulafâ’ al-Râsyidîn.  Hal tersebut selain
merupakan fakta sejarah, juga sesuai apa yang pernah diprediksikan oleh
Rasulullah saw. bahwa masa kekhalifahan akan berlangsung selama 30 tahun saja
dan akan diganti dengan sistem kerajaan.  Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. :
ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﺰْﻬَـﺑﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُدﺎﱠَﲪ ُﻦْﺑ َﺔَﻤَﻠَﺳﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َنﺎَﻬُْﲨح ُﺪْﺒَﻋَو ِﺪَﻤﱠﺼﻟا ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ
 َنﺎَﻬُْﲨ ْﻦَﻋ َﺔَﻨﻴِﻔَﺳ َلَﺎﻗ ُﺖْﻌَِﲰ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ُلﻮُﻘَـﻳ ُﺔَﻓَﻼِْﳋا َنُﻮﺛَﻼَﺛﺎًﻣﺎَﻋ ﱠُﰒ
 ُنﻮُﻜَﻳ َﺪْﻌَـﺑ َﻚِﻟَذ ُﻚْﻠُﻤْﻟا َلَﺎﻗ ُﺔَﻨﻴِﻔَﺳ ْﻚِﺴَْﻣأ َﺔَﻓَﻼِﺧ ِﰊَأ ٍﺮْﻜَﺑ َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪْﻨَﻋ ِْﲔَـﺘَﻨَﺳ َﺔَﻓَﻼِﺧَو َﺮَﻤُﻋ
 َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪْﻨَﻋ َﺮْﺸَﻋ َﲔِﻨِﺳ َﺔَﻓَﻼِﺧَو َنﺎَﻤْﺜُﻋ َر َﻲِﺿ ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪْﻨَﻋ َْﲏْـﺛا َﺮْﺸَﻋ ًﺔَﻨَﺳ َﺔَﻓَﻼِﺧَو ﱟﻲِﻠَﻋ ﱠﺖِﺳ
 َﲔِﻨِﺳ َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ْﻢُﻬْـﻨَﻋ.135
Terjemahnya:
Bahzun menceriterakan kepada kami, ¦ammâd bin Salamah dan ‘Abd
al-¢amad menceriterakan kepada kami, Sa’âd bin ¦umhân
menceriterakan kepada kami, Sa’îd bin ¦umhân menceriterakan
kepada saya, dari Safînah berkata: saya mendengarkan Rasulullah saw.
bersadbda: masa khilafah itu berlangsung selama tiga puluh tahun
lamanya, kemudian setelah itu masa kerajaan.  Safînah berkata:
khilafah Abu Bakar r.a. berlangsung selama dua tahun, khilafah Umar
r.a. selama sepuluh tahun, khilafah Usman r.a. selama dua belas
tahun, khilafah Ali r.a. selama enam tahun.
135Abû ‘Abdillah A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbalbin Hilâl bin Asad al-Syaîbânîy, Musnad
A¥mad bin ¦anbal, juz V, cet. II, (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, 1998), h. 220.
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Hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa batas atau masa
pemerintahan dengan sistem khilafah (Khulafâ’ al-Râsyidîn) hanya
berlangsung selama 30 tahun lamanya, selanjutnya beralih menjadi sistem
kerajaan.  Dalam uraian lalu telah dikemukakan bahwa pemerintahan
Khulafâ’ al-Râsyidîn dijalankan berdasarkan sistem musyawarah, terutama
pada proses suksesi atau pengangkatan khalifah.  Tetapi dengan berakhirnya
masa pemerintahan Khulafâ’ al-Râsyidîn tersebut, maka berakhir pula
pemerintahan dengan sistem khilafah, termasuk pola suksesi kepemimpinan
umat Islam.  Selanjutnya pemerintahan Islam diganti dengan sistem kerajaan,
sebagaimana tersebut dalam hadis di atas.  Ini juga menandakan bergantinya
pola suksesi berdasarkan pemilihan, menjadi pola siksesi berdasarkan
penunjukan langsung berdasarkan keturunan (monarki).
C. Metode Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Pemilukada
1. Tentang Ijtihad
Ijtihad yang dimaksud di sini ialah jalan atau cara yang harus
dilakukan oleh seorang mujtahid dalam memahami, menemukan dan
merumuskan hukum syarak.136 Metode atau cara berijtihad dimaksud, telah
dipraktekkan oleh para mujtahid sejak dahulu sampai sekarang.  Karena itu
sangat penting dikemukakan metode-metode berijtihad yang dimaksud,
seperti akan dikemukakan sebagai berikut.
Pada saat Rasulullah saw. masih hidup, persoalan-persoalan hukum
masyarakat yang muncul, akan diselesaikan oleh beliau.  Sebagai Rasul, tentu
136Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jilid II, Edisi I, Cet. IV, Jakarta: Prenada Media
Group, 2008), h.  282.
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beliau menyelesaikannya berdasarkan wahyu, atau ijtihad beliau sebagai
seorang yang memiliki otoritas kerasulan.  Pertanyaan akan segera muncul,
bagaimana dengan persoalan-persoalan umat yang muncul setelah Rasulullah
saw. wafat ?  Lebih kompleks lagi, dengan problematika hukum yang muncul
dan berkembang di era sekarang ini, seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan transportasi, serta budaya global
yang sedemikian pesat.  Akumulasi dari perkembangan tersebut, tentu akan
melahirkan kompleksitas persoalan, termasuk persoalan-persoalan yang
membutuhkan jawaban hukum.
Dalam kondisi seperti itulah, ijtihad menjadi niscaya.  Ijtihad
menjadi sebuah instrumen penting dalam rangka merumuskan ketetapan
hukum atas persoalan-persoalan yang muncul yang tidak ada sama sekali
ketetapan hukumnya baik dalam Alquran maupun dalam Sunah. Hanya saja
perlu ditegaskan, bahwa persoalan-persoalan yang memerlukan ijtihad,
hanyalah persoalan yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil §annî, yaitu dalil,
baik Alquran maupun Sunah yang memungkinkan padanya dilakukan
penafsiran atau penakwilan. 137
Pernyataan di atas menegaskan tentang persoalan yang boleh
diberlakukan padanya ijtihad adalah persoalan-persoalan yang teksnya
berstatus dugaan atau masih samar (§annî), terlebih lagi persoalan yang tidak
memiliki na¡ sama sekali.  Pandangan tersebut di atas perlu dikritisi bahwa
tidak hanya persoalan-persoalan yang tidak ada teks hukumnya, atau ada
teksnya tetapi berstatus §annî yang padanya diberlakukan ijtihad, akan tetapi
137Ibrahim Hosen, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru” dalam Ahmad Azhar
Basyir dkk., Ijtihad Dalam Sorotan (Cet. III, Bandung: Mizan, 1994), h.  27.
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menurut penulis persoalan-persoalan yang memiliki teks secara qa¯’î pun bisa
diberlakukan ijtihad padanya, terutama persoalan-persoalan yang terkait
dengan perubahan sosio-kultural, ekonomi di zaman modern ini.  Contohnya
dapat kita lihat adanya kecenderungan reinterpretasi terhadap pembagian
warisan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana telah dilakukan oleh
Munawir Sjadzali. Contoh lain dapat dipahami ijtihad Umar bin al-Kha¯¯âb
merubah ketetapan hukum atas potong tangan bagi  pencuri tetapi dalam
masa sulit memperoleh makanan (paceklik).
Para ahli u¡ûl (Usul Fikih) secara umum, telah melakukan konsensus
bahwa tujuan pokok pengsyariatan hukum Islam, adalah untuk memperoleh
kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (mafsadat ) bagi manusia.138
Tujuan mendasar ini secara tidak langsung memberikan pemahaman, bahwa
hukum Islam dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum
yang dihadapi umat Islam, di mana hukum Islam tersebut bersifat universal
dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan
hanya    di dunia ini tetapi juga di akhirat.139
Hukum Islam atau yang dikenal dengan fikih,140 merupakan produk
ijtihad141 dari para mujtahid dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah
138Lihat Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam
(Pidato pengukuhan Guru Besar tetap Ilmu Fikih/Usul Fikih IAIN Alauddin, Makassar, tp.,
2004), h. 43.
139Lihat Muhammad Muslehuddin, “Philosophy of Islamic Law”, terjemahan Yudian
Wahyudi Asmin dkk., Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan
Sistem Hukum Islam (Cet. I, Yogyakarta: Tiara Yogya, 1991), h. 47.
140Hukum Islam, fikih bahkan syarî’at Islam, merupakan istilah-istilah yang
berhampiran dalam penggunaannya dewasa ini (dalam bahasa Indonesia), meskipun
terminologinya dari sudut historis atau literal, berbeda antara satu dengan lainnya, lihat
T.M. Hasbi as-Siddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 22-
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yang muncul dan memerlukan ketetapan hukum.  Kebutuhan terhadap
kegiatan  ini, secara historis muncul disebabkan adanya dinamika dan
perubahan-perubahan sosial sebagai akibat meluasnya wilayah kekuasaan
umat Islam, sehingga memunculkan sejumlah masalah-masalah hukum yang
memerlukan penanganan secara serius.
Latar belakang seperti di atas, secara dinamis dan kontinyu
melahirkan produk-produk ijtihad, terutama sejak masa sahabat dan bahkan
pada sejak masa Rasulullah saw.    Sebut misalnya, Umar bin Kha¯¯âb dengan
sejumlah produk ijtihadnya  yang belakangan sering dijadikan sebagai sumber
justifikasi terhadap gagasan-gagasan pembaruan hukum Islam priode modern.
2. Metode Penalaran Ijtihad
Di kalangan ahli fikih, pembicaraan mengenai istilah ijtihad selalu
dikaitkan dengan hadis tentang kasus Mu`â§ bin Jabal  tatkala diutus oleh
36;   Lihat juga Ahmad Hasan, Te Early Development of Islamic Jurisprudence, terjemahan
oleh A. Garnadi, Pintu Ijtihad  Sebelum Tertutup (Bandung: Pustaka, 1994), h. 1-10.
141Kata “ijtihad” secara etimologis berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti
kemampuan, potensi dan kapasitas.  Dalam Lisân al-‘Arab disebutkan bahwa al-juhd berarti
kemampuan dan maksimalisasi.  Lihat Abû al-Fa«l Jamâl al-Dîn Mu¥ammad bin Mukram bin
Man§ûr, Lisân al-‘Arab (Juz IV, Mesir: Dâr al-Mi¡riyyah, t. t.), h.  107-109;  Lihat  juga Louis
Ma’luf, Al-Munjid fî al-Lugah wa al-A’lâm (Beirut:  Dâr al-Masyriq, t. t.), h. 105-106;
Menurut Ibn al-¦âjib (w. 664) yaitu: upaya keras seorang untuk sampai pada hipotesis
terhadap hukum syariat.  Al-Syaûkânî (1172-1250) menyatakan bahwa ijtihad adalah
mencurahkan  kemampuan untuk memperoleh hukum syarak dengan cara melakukan
istinbâ¯.  Sedangkan Al-Amîdî (1156-1233) mendefinisikan ijtihad sebagai mengerahkan
segala kemampuan untuk mencari hukum syarak yang bersifat §annî, sehingga seseorang
merasa tidak sanggup lagi mengupayakannya lebih dari itu.  Berbeda dengan di atas, Al-Subkî
(w. 771) menyatakan bahwa ijtihad adalah pencurahan daya upaya seorang ahli fiqih atas
segala upayanya untuk mengahsilkan hukum yang bersifat ©annî .  ‘Abd al-Wahhab Khallâf,
ijtihad ialah mencurahkan segala kesungguhan untuk mencapai hukum syarak dari dalil-dalil
syar’i yang terperinci.  Lihat Mu¥ammad Al-Syaûkânî, Irsyâd al-Fukhûl (Beirut: Dâr I¥yâ’ al-
Turâ£ al-‘Arabî,  t. t.), h.  250.
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nabi Muhammad saw. ke Yaman.142 Dalam hadis dimaksud, menunjukkan
adanya peluang untuk melakukan  (penalaran secara serius dan benar yang
diilhami oleh Alquran dan Sunah) saat mana ketetapan hukum suatu masalah
yang tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Alquran dan Sunah.
Upaya melakukan ijtihad,  memang sangat memungkinkan, karena
Alquran dan  Sunah tidak memberikan penyelesaian hukum secara
menyeluruh dan detail.  Dengan demikian, aktivitas penalaran menjadi sangat
perlu dan, dalam upaya penalaran ini pulalah perlu rumusan-rumusan tentang
pola atau metode menetapkan  hukum (turuq     al-istinbâ¯ al-¥ukm).
Di kalangan ulama muta`akhirîn143, dikenal tiga corak penalaran,
yaitu: al-Bayânî; al-Qiyâsî dan al-Isti¡lâ¥î.144 Untuk memahami ketiga
corak penalaran tersebut, maka berikut ini akan dikemukakan pengertiannya.
a. Penalaran al-bayânî
1) Pengertian dan contohnya
142Lihat Abû Dâwud, op. cit., h. 327.  Hadis tersebut secara lengkap:
 ﻞـﻫأ ﻦـﻣ سﺎـﻧأ ﻦـﻋ ﺔﺒﻌـﺷ ﻦﺑ ةﺮﻴﻐﻤﻟا ﻲﺧأ ﻦﺑا وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ثرﺎﺤﻟا ﻦﻋ نﻮﻋ ﻲﺑأ ﻦﻋ ﺔﺒﻌﺷ ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺺﻔﺣ ﺎﻨﺛﺪﺣﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نأ :  ﻞﺒﺟ ﻦﺑ ذﺎﻌﻣ بﺎﺤﺻأ ﻦﻣ ﺺﻤﺣ  " لﺎﻗ ﻦﻤﻴﻟا ﻰﻟإ اذﺎﻌﻣ ﺚﻌﺒﻳ نأ دارأ ﺎﻤﻟ ﺔﻨـﺴﺒﻓ لﺎـﻗ " ؟ ﷲا بﺎـﺘﻛ ﻲـﻓ ﺪـﺠﺗ ﻢـﻟ نﺈـﻓ " لﺎـﻗ ﷲا بﺎـﺘﻜﺑ ﻲـﻀﻗأ لﺎـﻗ " ؟ ءﺎـﻀﻗ ﻚـﻟ ضﺮـﻋ اذإ ﻲـﻀﻘﺗ ﻒـﻴﻛ ؟ ﷲا بﺎـﺘﻛ ﻲـﻓ ﻻو ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﺔﻨﺳ ﻲﻓ ﺪﺠﺗ ﻢﻟ نﺈﻓ " لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳرﻻو ﻲــﻳأر ﺪــﻬﺘﺟأ لﺎــﻗ " " لﺎــﻗو ﻩرﺪــﺻ ﻢﻠــﺳ و ﻪــﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠــﺻ ﷲا لﻮــﺳر بﺮــﻀﻓ ( دﺎــﻬﺘﺟﻹا ﻲــﻓ ﺮــﺼﻗأ ﻻ ) ﻮــﻟآ. " ﷲا لﻮﺳر ﻲﺿﺮﻳ ﺎﻤﻟ ﷲا لﻮﺳر لﻮﺳر ﻖﻓو يﺬﻟا ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
143Yang dimaksud dengan ulama muta`akhirîn ialah ulama yang hidup setelah abad
ke-XX M., lihat Minhajuddin, op. cit , h. 30.
144Lihat Muhammad Ma`rûf al-Dawâlibî, Al-Madkhal ilâ `Ilm U¡ûl al-Fiqh, dalam Ibid;
Muhammad Salam Madkûr, Manâhij al-Ijtihad fî al-Islâm, dalam Jaih Mubarok, Metodologi
Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 8.
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Salam Madkûr dalam bukunya Manâ¥ij al-Ijtihâd fî al-Islâm
mendefinisikan Ijtihad al-bayânî dengan:
 َﺑ ْﺬ ُل ُْﳉا ْﻬ ِﺪ ِﻟ ﱠـﺘﻠ َﻮ ﱡﺻ ِﻞ ِإ َﱃ ُْﳊا ْﻜ ِﻢ ْﻟا ُﻤ َﺮ ُدا ِﻣ َﻦ ﱠﻨﻟا ّ◌ ﱢﺺ َﻇ ﱡﱢﲏ ﱡﺜﻟا ـُﺒ ْﻮ ِت َأ ِو ﱢﺪﻟا َﻻ َﻟ ِﺔ.145
Artinya:
Pengerahan (segenap daya) secara sungguh-sungguh untuk mencapai
hukum yang dikehendaki (Allah) dari teks yang termasuk §annî, baik
wurûd maupun dalâlah-nya.
Definisi lain yang lebih mudah dipahami,  penalaran al-bayânî ialah
ijtihad terhadap na¡ yang mempunyai redaksi global (mujmal), baik karena
belum jelas makna lafal yang dimaksud, maupun karena lafal itu mengandung
makna ganda (musytarak), ataupun karena pengertian lafal dalam ungkapan
yang konteksnya samar (mutasyâbih), ataupun adanya beberapa dalil yang
bertentangan (ta`âru« ), dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad
tarjîh, apabila tidak dapat ditempuh cara al-jam`u wa al-taufîq.146
Singkatnya, ijtihad al-bayânî ialah upaya penggalian hukum dari suatu na¡
dengan bertumpu pada kaidah kebahasaan ( lughawî ).147
Definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa corak penalaran al-
bayânî, pada dasarnya memberikan penafsiran terhadap na¡ (Alquran dan
Sunah), yang lafal-lafalnya mengandung kemungkinan makna bervariasi.  Hal
ini terjadi sebagai akibat dari adanya uslûb atau gaya bahasa Arab yang
beragam, dan ulama memiliki peluang menafsirkan secara berbeda.   Maka
145Lihat Salam Madkûr, Manâhij al-Ijtihâd fî al-Islâm, dalam  H. Minhajuddin., Ibid.,
h. 31.
146Ibid., h. 31-32.
147Lihat H.A. Qadir Gassing, “Istislâh dan Penerapannya dalam Mengistinbâ¯kan
Hukum Lingkungan”, Zaitun,  Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan (Volume I, Nomor I,
April 2002), Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar, h. 111.
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pada dasarnya, dari sinilah sebenarnya pola al-bayânî secara fungsional dan
metodologis mendapatkan prioritas dan otoritas, dalam rangka memaknai dan
memahami teks-teks na¡.
Perlu dipahami bahwa, corak penalaran al-bayânî ini, berbeda
dengan kedua corak (al-ta`lîlî dan al-isti¡lâ¥î) dalam hal adanya ketentuan
hukum sebuah masalah yang tersebut dalam na¡, sedangkan kedua corak yang
disebut terakhir, tidak memliki ketentuan hukum dalam na¡.  Sehingga, corak
al-ta`lîlî mengakomodir ketentuan hukum pada hukum asal (al-asl) karena
adanya kesamaan `illat, sedangkan pada corak penalaran al-isti¡lâ¥î
bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan manusia, tetapi tidak terlepas
dari spirit na¡
Contoh corak penalaran al-bayânî antara lain:148 pada ayat yang
mengungkap larangan seorang suami melakukan hubungan seksual dengan
isterinya yang belum suci.  Ayat dimaksud terletak dalah surat al-Baqarah/2:
222 :
 َو َﻳـْﺴ ـَﺌ ُﻠ ْﻮ َﻧ َﻚــَﻋ ِﻦ ْﻟا َﻤــِﺤ ْﻴ ِﺾـُـﻗ ْﻞــُﻫ َﻮ َأـَـﻓ ىًذ ْﻋ ﺎ َﺘ ِﺰُـﻟ ْﻮ ﱢﻨﻟا اــَﺴ َ◌َءﺎ ِﰱ ْﻟا َﻤــِﺤ ْﻴ ِﺾ َو َﻻ ـَﺗــْﻘ َﺮــُـﺑ ْﻮــُﻫ ﱠﻦــَﺣ ﱠﱴ
 َنْﺮُﻬْﻄَﻳ َﻓ ِﺈ َذ َﺗ ا َﻄ َﻓ َنْﺮّﻬ ْﺄ ـُﺗ ْﻮ ُﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َُﻛﺮﻣأ ُﻢ ُﷲا ْإ ﱠن َﷲا ُِﳛ ﱡﺐ ﱠـﺘﻟا ﱠﻮ ِﺑ ا َْﲔ َو ُِﳛ ُ◌◌ّّﺐ ْا ُﳌ َﺘ َﻄ ﱢﻬ ِﺮ ْ◌ َﻦﻳ
.
Terjemahnya:
Mereka bertanya kepadamu tentang tentang haid.  Katakanlah:  haid
itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan
diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka,
sebelum mereka suci.  Apabila mereka telah suci, maka campurilah
mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.  Sesungguhnya
148Contoh corak penalaran bayânî ini, sepenuhnya dikutip dari H. Minhajuddin, op.
cit., h.  33-36.
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Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang
yang menyucikan diri.149
Masalahnya terletak pada ayat :  َنْﺮـُﻬْﻄﻳ ﱴـﺣ karena sebagian ahli
seperti Hamzah, al-Kisai dan `Asim membaca kata نْﺮـُﻬْﻄَﻳ َ◌ dengan  َن ْﺮـﱠﻬﱠﻄَﻳ
, sementara Ibn Katsîr, Nâfi`, Abû `Âmir,150 membaca  نْﺮـُﻬْﻄَﻳ َ◌ .  Apabila
dibaca نْﺮـُﻬْﻄَﻳ َ◌ , yakni baris dammah pada huruf ha tanpa tasydîd, maka
ayat  َو َﻻ ـَﺗـْﻘ َﺮـُـﺑ ْﻮـُﻫ ﱠﻦـَﺣ ﱠﱴ َ◌َي َنْﺮـُﻬْﻃ maksudnya ialah : "jangan mendekati
(bersetubuh) perempuan ketika sedang haid hingga berhenti haid", yakni
perempuan yang telah selesai menjalani masa haid maka dengan sendirinya
sudah bersih tanpa harus mandi wajib.  Pendapat ini diperkuat oleh Abû
Hanîfah.151
Jika dibaca نْﺮـُﻬْﻄَﻳ memakai tasdîd pada ta dan ha menunjukkan
bahwa yang dimaksud dengan ayat  َو َﻻ ـَﺗ ْﻘ َﺮــُـﺑ ْﻮــُﻫ ﱠﻦــَﺣ ﱠﱴ َ◌َي ْﻃــُﻬ َنْﺮ َ◌ yaitu:
"janganlah kamu bersenggama dengan mereka, sampai mereka bersuci (mandi
wajib".  Pendapat ini didukung oleh imam al-Syâfi`î.152
Masalah berikutnya para ulama juga berbeda pendapat tentang
pengertian ﺮـْﻬﱡﻄﻟا ُ◌ , sebagian  ulama menyatakan bahwa yang dimaksud kata
tersebut adalah mandi (  َا ِْﻹ ْﻏ ِﺘـَﺴ ُل ﺎءﺎـﳌﺎﺑ ).  Sebagian yang lain berpendapat,
bahwa yang dimaksud adalah berwudu.  Sebagiannya lagi mengatakan bahwa
yang dimaksud adalah mencuci atau membersihkan farj (kemaluan) tempat
keluarnya darah haid tersebut (  ُﻏـْﺴ ُﻞ ْﻟاـَﻔ ْﺮ ِج ).  Sementara ulama lainnya
149Departemen Agama RI., op. cit., h. 44.
150Lihat Ibn Mujâhid, Kitâb al-Sab`ât fî al-Qirâ`ât, dalam Ibid., h. 34.
151Ibid.
152Ibid., h. 35.
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menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah membersihkan farj tempat
keluarnya darah haid dan ber-wudu` sekaligus (  ُﻏـْﺴ ُﻞ ْﻟاـَﻤ ْﻮـِﺿ ِﻊ ِْﰱ ْﻟا ُﻮـُﺿ ْﻮ ِء
).153
Contoh yang diekmukakan di atas, dapat dipahami  bahwa corak
penalaran al-bayânî ini menjadikan lafal-lafal na¡ sebagai instrumen yang
dijadikan objek interpretasi (analisis semantik).  Pada contoh di atas
kelihatan penggunaan penafsiran dengan landasan kaidah kebahasaan (pola
pembacaan [syakl ] yang berbeda, sehingga melahirkan makna yang berbeda
pula). Dengan begitu semakin meyakinkan bahwa corak penalaran bayânî ini
memang merupakan upaya memberikan penjelasan terhadap na¡ sebab
masalah yang dibahas telah ada na¡-nya dengan bertumpu pada kaidah-kaidah
kebahasaan, di mana lafal-lafal, jika ditinjau dari segi makna yang
dikandungnya dan menciptakan ketetapan hukum setelah diinterpretasi,
adakalanya âmm, khâss atau musytarak, seperti telah dikemukakan
terdahulu.
b. Penalaran al-ta`lîlî atau al-qiyâsî
Tatkala sebuah masalah yang muncul dan tidak ditemukan hukumnya
dalam    Alquran dan Sunah, maka upaya penalaran harus dilakukan, dalam
rangka menggali ketetapan-ketetapan hukum terhadap masalah tersebut,
yang didasarkan kepada semangat Alquran dan Sunah.  Penalaran seperti ini
didasarkan kepada `illat qiyâsî, yakni `illat154 yang digunakan untuk
153Ibid., h. 36.
154`Illat dari segi bahasa berasal dari kata `alla-ya`illu atau ya`ullu-`allan-`alalan
dan `illatan, yang di antara artinya ialah sebab, penyakit, minum berulangkali, atau sesuatu
yang mempengaruhi sesuatu yang lain, Lihat Ibn Manzûr, Lisân al-`Arab (Vol. 11, Beirut: Dâr
Sadir, t. t.), h. 467-471;   Lihat Muhammad Al-Jurjânî, Al-Ta`rîfât (Jeddah: Al-Haramaîn, t.
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mengetahui apakah ketetntuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang
dijelaskan oleh suatu dalil na¡ dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang
tidak dijelaskan oleh dalil na¡ karena adanya kesamaan di antara keduanya.
Dengan kata lain, ketentuan pada masalah pertama yang ada na¡-nya,
diberlakukan pada masalah kedua yang tidak ada na¡-nya karena ada
kesamaan `illat.  Dalam Usul Fikih inilah yang disebut dengan qiyâs.
Sesuai dengan pengertian di atas, apabila ada suatu peristiwa yang
hukumnya telah ditetapkan oleh suatu na¡ dan `illat hukumnya telah
diketahui menurut salah satu cara dari cara-cara mengetahui `illat hukum,
kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan
oleh na¡, tetapi `illat-nya sama dengan `illat hukum peristiwa yang
mempunyai na¡ tersebut, maka hukum peristiwa yang tidak ada na¡-nya ini
disamakan dengan hukum peristiwa yang ada na¡-nya, lantaran adanya
persamaan `illat hukum pada kedua peristiwa tersebut.
t.), h. 154.  Dari segi istilah, `Illat diartikan oleh ulama u¡ûl dengan pengertian yang
berbeda-beda, tetapi intinya `illat dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau sifat yang jelas,
relatif dapat diukur serta mengandung relevansi sehingga kuat dugaan bahwa dialah (`illat)
yang menjadi alasan ditetapkannya suatu hukum oleh Allah swt. atau Rasulullah saw. Lihat
Al Yasa Abubakar, “Metode Istinbât Fiqih di Indonesia”, Disertasi, (Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987), h. 41.  Al-Syâfi`î dalam Al-Risâlah, tidak
menggunakan istilah `illat, akan tetapi hanya digambarkan dengan istilah al-dalâil, al-
alâmât (tanda0tanda), menurut al-Syâfi`î, qiyâs adalah mencari sesuatu berdasarkan tanda-
tanda yang ada dan sesuai dengan na¡ (al-qur`ân dan Sunah), selain itu ia juga menggunakan
istilah ma`na, menurutnya setiap hukum Allah atau hukum Rasul-Nya, di dalamnya atau di
tempat lain terdapat petunjuk (dilâlah) yang menjelaskan bahwa hukum itu ditetapkan
karena suatu makna.  Jika ada peristiwa baru yang tidak ditetapkan hukumnya oleh na¡,
maka ditetapkanlah hukum peristiwa baru itu seperti hukum yang telah ditetapkan Allah dan
Rasul-Nya apabila sama maknanya.  Lihat Al-Syâfi`î, Al-Risâlah, di-tahqiq oleh Ahmad
Muhammad Syâkir (Beirut:  al-Maktabah al-`Ilmiyyah, t. t.), h. 34 dan 512.  Untuk lebih
lengkapnya kajian mengenai `illat ini, lihat misalnya: Al-Qadî al-Baîdâwî, Syarh al-Badkhasyi
wa ma`a Syarh al-Isnawî (Cet. I, Mesir: Ali Sabih wa Aûlâdih, t. t.), h. 37;  Al-Syaûkânî,
Irsyâd al-Fukhûl (Kairo: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, t. t.), h. 207;    Al-Sa`adî, Mabâhis al-
`Illah fî al-Qiyâs `Ind al-U¡ûliyyîn (Cet. I, Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiyyâh, 1986), h. 70.
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Metode penalaran seperti ini telah diterima dan dipraktekkan secara
meluas di kalangan ulama fikih.  Sangat banyak ketentuan hukum tentang
suatu kejadian yang ditetapkan dengan menggunakan metode ini.  Di antara
alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung keabsahannya, diambil dari
Alquran, hadis dan praktek sahabat.  Penolakan terhadap metode ini hanya
dilakukan oleh kelompok §âhirî, seperti Ibnu Hazm dengan alasan kegiatan ini
tidak diperlukan dan mengada-ada terhadap firman Allah dan hadis Rasul.
Menurut Ibnu Hazm, umat Islam  mengerjakan semestinya apa yang
diperintahkan oleh syariat dan meninggalkan apa yang dilarangnya, kita tidak
perlu mencari-cari dan membuat ketentuan baru.155 Untuk kepentingan
kajian mengenai ijtihad ta`lîlî ini, maka perlu dikemukakan beberapa uraian
sebagai berikut ini.
a) Pengertian dan latar belakang historis qiyâs
Secara etimologi, kata qiyâs memiliki beberapa arti di antaranya:
mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan antara dua perkara dari hal
yang satu kepada hal lainnya, juga digunakan dalam mempersamakan antara
dua hal.156
Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan pengertian
antara lain oleh ahli u¡ûl sebagai berikut:
1. Al-Baqillânî yang diikuti kalangan Syâfi`iyyah memberikan definisi qiyâs
yaitu menyerasikan (haml) suatu masalah yang telah diketahui dengan
155Lihat Al Yasa Abubakar, Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya, dalam
Hukum Islam   di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Pengantar Juhaya S. Praja, Bandung:
Rosdakarya, 1991), h. 183.
156Lihat Wahbah al-Zukhaîlî, op. cit., juz I, h. 601.
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suatu masalah yang telah diketahui (ma`lûm) untuk menetapkan atau
meniadakan atas dasar arti yang mencakup (jâmi’) pada hukum dan
wasf.157 Pengertian ini banyak dikritik oleh kalangan u¡ûl lainnya karena
tidak adanya kesesuaian dengan qiyâs yang dimaksud kalangan Jumhur
ulama.
2. Ali Hasaballah memberikan pengertian qiyâs sebagai berpadunya perkara
yang tiada na¡ tentang hukum syara`-nya dikarenakan keduanya bersatu
pada `illat hukumnya.158
3. Mâlikiyah memberikan pengertian yang senada dengan pengertian yang
diberikan Ali Hasaballah, hanya saja Mâlikiyah memberikan istilah
“menghubungkan”, bukan “berpadunya”.  Jadi qiyâs menurut Mâlikîyah
adalah menghubungkan suatu perkara yang tiada memiliki na¡ tentang
hukum syara`-nya kepada suatu perkara yang telah memiliki na¡ tentang
hukum syara`-nya, dikarenakan keduanya memiliki kesatuan `illat
(memiliki `illat yang sama).  Definisi inilah kemudian banyak digunakan
oleh mayoritas u¡ûliyûn.159
Dari beberapa definisi tersebut, dapat digeneralisasi bahwa yang
dimaksud dengan qiyâs ialah suatu proses berpikir keras dalam upaya
memperoleh pengetahuan tentang hukum syara` suatu perkara pada cabang
(suatu perkara yang tidak ada na¡ tentang hukum syara`-nya) melalui
penyamaan titik temu `illat hukum dengan suatu perkara yang telah jelas
hukum syara`-nya dan memiliki na¡ yang jelas.
157Lihat Ibid.;   Lihat juga Ahmad Hasan, op. cit., h. 102.
158 Lihat Ali Hasaballah, op. cit., h. 124.
159Lihat Wahbah al-Zukhaâlî, op. cit, h. 103;  Lihat juga Muhammad `Abd al-Ghanî al-
Bajiqanî, Al-Madkhal ilâ U¡ûl al-Fiqh al-Mâlikî (t. tp., Dâr Libanon, 1981), h. 107.
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Pada priode awal, qiyâs merupakan bentuk, bukan sebagai sumber
hukum ( dalîl ), melainkan suatu proses logika sistematis untuk mendapatkan
ketetapan  hukum.  Proses pengambilan hukum melalui qiyâs ini dibangun
dengan dasar pertimbangan rasio (ra`yu).
Ra`yu (pertimbangan pendapat pribadi) merupakan alat pokok  pada
priode awal ini.  Istilah ra`yu itulah merupakan istilah umum dari prinsip
yang mendahului pertumbuhan hukum dalam qiyâs dan isti¥sân yang lebih
sistematis.  Secara harfiyah, ra`yu berarti pendapat dan pertimbangan,
namun kemudian orang Arab menggunakannya bagi pendapat dan keahlian
yang dipertimbangkan dengan baik dalam menangani urusan yang dihadapi.160
Orang Irak banyak menggunakan ra`yu dalam soal-soal hukum, al-
Syâfi`î menyebut mereka sebagai ahl al-qiyâs, karena seringnya mereka
menggunakan ra`yu dan qiyâs dalam penalaran. Ra`yu ini semula merupakan
cara penalaran yang paling alamiah dan tersebar luas pada masa awal, lama
kelamaan disistematisir dengan sejumlah persyaratan dan pembatasan yang
bertujuan untuk menghentikan penggunaannya secara bebas atau semaunya
sendiri, di samping usaha mensistematisasikan proses penalaran yang
kemudian dikenal dengan qiyâs.
Qiyâs pada awalnya yang identik dengan metode analogi dalam logika
ini, banyak digunakan secara umum, nanti kemudian pada masa al-Syâfi`î,
qiyâs digunakan secara formal sebagai proses penetapan hukum Islam dan
termasuk ke dalam kajian Usul Fikih dengan memperketat aturan-aturan di
dalamnya.  Jadi sejak al-Syâfi`î inilah, qiyâs digunakan sebagai metode
160Lihat Ahmad Hasan, op. cit, h. 103-104.
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hukum tersendiri (manhaj ).161 Adapun qiyâs dalam pembahasan Usul Fikih
berikutnya, lebih dipahami sebagai dalil atau sumber hukum Islam, dengan
alasan qiyâs sebagai manhaj begitu kuatnya sehingga layak dijadikan dalil,
sehingga kemudian dalam buku-buku tentang kajian Usul Fikih, qiyâs
dipahami sebagai dalil hukum syarak.
b) Ke-¥ujjah-an qiyâs
Menetapkan hukum dengan qiyâs dalam rangka mendapatkan hukum
syara` terhadap suatu perkara yang tidak ada na¡-nya (secara eksplisit) yang
menerangkan hukumnya, tidaklah begitu saja digunakan tanpa adanya acuan
atau dalil yang membolehkannya.  Dalil atau penguat keberadaan qiyâs
sebagai salah satu metode penggalian hukum, sering disebut dengan istilah
¥ujjah atau justification (bahasa Inggeris), atau dasar-dasar pembenaran
akan keberadaannya.  Dalam hal ini ¥ujjah qiyâs antara lain:
1. Alquran:
Pertama, QS. al-Nisâ`/4: 59:
                     
                     . 
Ayat tersebut mengandung pengertian adanya perintah kepada orang
mukmin bila terjadi silang pendapat tentang sesuatu yang tidak ada
hukumnya secara eksplisit dalam Alquran dan Sunah, hendaklah dikembalikan
kepada Allah dan Rasul-Nya (mengandung pengertian menghubungkan sesuatu
161Ibid., h. 120-127.
201
peristiwa yang tiada na¡-nya kepada kejadian yang ada na¡-nya  dan itu
merupakan cara mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasul-Nya).
Kedua, QS. al-Hasyr/59: 2:
                  
                     
                       
   .
Pada ayat tersebut kalimat  َﻓ ْﻋﺎ َﺘ ُِﱪ ْوا , memberikan isyarat kepada kita
semua untuk meng-qiyâs-kan diri kita dengan orang-orang yang menjadi
objek ceritera Allah dalam ayat tersebut, di mana pada pendahuluan ayat
tersebut diceriterakan bahwa orang-orang yang berbuat kezaliman, kemudian
Tuhan memberikan balasan terhadap perbuatannya sebagai natîjah (akibat
yang ditimbulkannya).
2. Sunah:
Pertama: hadis Mu`âz bin Jabal (sebagaimana tersebut sebelumnya pada
halaman 216), bahwa Rasulullah ketika mengutusnya ke Yaman, beliau
bersabda: bagaimana kamu mengadili suatu perkara jika kamu dimintai untuk
memberikan keputusan ?  Mu`âz menjawab:  dengan Alquran, jika tidak
kudapati, maka dengan Sunah, jika tidak kudapati juga, maka aku akan ber
dengan pendapatku dan aku tidak akan lengah.  Kemudian Rasulullah
menepuk dadanya seraya mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan
taufîq kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang diridai-Nya.  Hadis
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tersebut memberi isyarat akan diakuinya  termasuk di dalamnya qiyâs oleh
Rasulullah.
Kedua: hadis yang menceriterakan mengenai kasus yag dihadapkan kepada
Rasulullah dan belum ada na¡ mengenai hukumnya, kemudian beliau
mengambil dalil mengenai hukumnya dengan jalan qiyâs, seperti contoh
berikut:   Suatu ketika wanita bernama Khas`amah berkata: Ya Rasulallah
sesungguhnya bapakku dituntut oleh ke-fardu-an melaksanakan haji ketika
sudah tua, yakni pada masa yang dia tidak mampu melaksanakannya,
seandainya saya melaksanakan haji sebagai gantinya, adakah guna baginya ?
nabi Muhammad saw. bersabda: bagaimana pendapatmu sekiranya ayahmu
memiliki hutang kemudian engkau yang membayarnya, adakah gunanya bagi
ayahmu ?  Wanita tersebut menjawab: benar, Rasulullah bersabda: hutang
kepada Allah lebih berhak untuk dibayar nabi.
3. Ijmak :
Perbuatan dan ucapan sahabat sebagai upaya  mereka terhadap suatu
masalah dan kemudian tidak diingkari oleh sahabat yang lain, disitulah
terjadi ijmak.  Para sahabat banyak menggunakan qiyâs dalam menetapkan
hukum yang tidak ada na¡-nya secara jelas, sehingga  ijmak turut
menjustifikasi keberadaan qiyâs sebagai metode penetapan hukum sekaligus
diakuinya produk qiyâs sebagai dalil hukum.
Contoh perbuatan sahabat ini  antara lain:  suatu saat Umar bin
Khattâb r.a. Dalam pesannya berkata pada Abû Mûsâ al-Asy`arî: …kemudian
pahamilah apa yang kusampaikan padamu tentang hal-hal yang tiada na¡-nya
dalam Alquran dan Sunah, kemudian qiyâs-kanlah hal itu kepada keduanya
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dan berusahalah untuk memahami beberapa contoh, pegangilah apa yang
kamu pandang sebagai yang paling dicintai Allah dan paling mendekati
kebenaran.
c) Rukun dan syarat-syarat qiyâs
Setelah memahami akan pentingnya qiyâs dalam hukum Islam dengan
memahami alasan dan bukti yang kuat dari beberapa ¥ujjah, perlu bagi kita
memahami lebih lanjut mengenai rukun dan syarat-syaratnya.
Dari pengertian-pengertian qiyâs terdahulu, dapat diklasifikasikan
beberapa unsur yang ada pada qiyâs, atau sering disebut sebagai rukun
(bagian-bagian tertentu, yang tanpa adanya tidak akan terealisir).  Rukun-
rukun qiyâs yang dimaksud yaitu:
1. A¡l (asal, al-maqîs `alaîh), yaitu suatu peristiwa yang telah ada na¡-
nya untuk dijadikan tempat atau sandaran meng-qiyâs-kan.
Sedangkan yang menjadi syarat asal ini adalah adanya ketetapan
hukum di dalamnya dengan na¡, bukan dengan qiyâs.
2. Far` (cabang, al-maqîs), yaitu peristiwa yang tidak ada na¡-nya dan
menghendaki hukum yang disamakan dengan hukum asal.  Sedangkan
syarat cabang ini ialah tidak adanya hukum yang menetapkannya baik
oleh na¡ maupun Ijmak.  Bagi keduanya (asal dan cabang) disyaratkan
tidak adanya perbedaan yang akan menghalangi tercapainya
persesuaian di antara keduanya dalam hukum.
3. Hukum asal, yaitu hukum syara` yang ditetapkan oleh na¡ dan
dikehendaki hukum asal tersebut untuk menetapkan hukumnya pada
cabang.  Adapun yang menjadi syarat Hukum asal ini adalah:
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a. Hukum asal tersebut merupakan hukum taklîfî atau wa«`î yang
ditetapkan oleh na¡;
b. Pada Hukum asal, akal bisa menelusuri dan mengetahui `illat-
nya, bila tidak, maka mustahil meluaskan hukumnya melalui
qiyâs, karena asas qiyâs adalah mengetahui `illat hukum asal dan
mengetahui realisasinya pada cabang;
c. Hukum asal tidaklah khusus bagi dirinya, karena bila itu terjadi,
maka mustahil diperlukan kepada yang lain melalui qiyâs.  Contoh
keadaan yang terbatas ini bila terjadi pada  dua keadaan yaitu:
pertama, jika `illat hukum tersebut tidak menggambarkan
wujudnya pada selain asal, contoh pada qa¡r shalat bagi musafir,
kedua, bila ada dalil yang meng-takh¡î¡ hukum asal tersebut,
contoh nikahnya Rasulullah lebih dari 4, sementara na¡
membatasi jumlahnya 4;
d. Tidak adanya na¡ atas cabang, demikian pula tidak adanya dalil
pada hukum asal yang terkandung pula hukum pada cabang,
karena jika hukum itu terdapat pada cabang pula, maka hukum
cabang tersebut telah ditetapkan oleh dalil itu juga dan tidak
perlu dengan qiyâs;
e. Ma`qûl al-ma`nâ (adanya `illat yang tetap);
f. Pen-tasyrî`-an hukum asal mendahului atas hukum cabang.
4. `Illat, yaitu sifat yang terdapat pada peristiwa asal dan karenanya
peristiwa asal memiliki hukum.  Karena sifat itupun terdapat pada
cabang, maka disamakanlah hukum cabang tersebut dengan hukum
asal.  Adapun syarat-syarat `illat ini (yang disepakati ulama) adalah:
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a. `Illat harus memiliki sifat yang  nyata yang bisa dijangkau oleh
panca indera secara lahir;
b. `Illat harus memiliki sifat tertentu dan tuntas serta dapat
dibuktikan wujudnya pada cabang;
c. `Illat harus memiliki sifat yang sesuai dengan hukum yaitu
adanya tempat dugaan mewujudkan hikmah hukum;
d. `Illat harus memiliki sifat yang tidak terbatas hanya pada
asal.162
Sampai pada tataran ini ditegaskan, bahwa upaya penalaran untuk
menetapkan hukum melalui qiyâs, tidak dapat diterapkan kepada penetapan
hukum   Pemilukada.  Berdasarkan uraian di atas, baik rukun-rukun qiyâs
maupun syarat-syarat ‘illat,  dapat disimpulkan bahwa pada asal yang bakal
menjadi sandaran kasus dan hukum cabang, disyaratkan memiliki hukum dari
na¡ yang jelas.  Padahal kita tidak menemukan sebuah kasus yang bisa
menjadi asal, yang memiliki hukum tetap dari na¡, untuk dapat diterapkan
pada kasus Pemilukada.
Dengan demikian, qiyâs sebagai salah satu metode ijtihad, tidak dapat
dipergunakan untuk menetapkan status hukum pelaksanaan Pemilukada.
c. Penalaran al-isti¡lâ¥î
Corak penalaran lain dalam lapangan Usul Fikih adalah penalaran al-
Isti¡lâ¥î, yakni penalaran yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang
diambil dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang berisi prinsip-prinsip maqâ¡id
162Lihat `Abd al-Wahhâb Khallâf, `ilm U¡ûl al-Fiqh (Cet. XII, t.tp., Dâr al-Qalam,
1978), h.  68-70; Abû Zahrah, U¡ûl al-Fiqh (t.tp., Dâr al-Fikr, 1958), h. 238-240.
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al-syarî`ah.163 Para ulama berbeda pandangan dalam mengklasifikasi corak
al-Isti¡lâ¥î ini.
Dalam perkembangan pemikiran Usul Fikih, corak penalaran al-
isti¡lâ¥î ini, analisisnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu:
Pertama:  melalui kaidah fikih, yang disarikan dari ayat Alquran dan
hadis yang bersifat umum, kaidah dimaksud telah dipedomani jumhûr ulama,
yaitu:
 ْﺻﻷأ ُﻞ ِْﰱ ْا َﻷ ْﺷ َﻴ ِءﺎ ﱠﻨﻟا ِﻓﺎ َﻌ ِﺔ ْا ِﻹ َﺑ َﺣﺎ ُﺔ َو ِﰱ ْا َﻷ ْﺷ َﻴ ِءﺎ ﱠﻀﻟا ﱠرﺎ ِ◌ِة َا ُْﳊ ْﺮ َﻣ ُﺔ.164
Artinya:
Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal
sesuatu yang berbahaya adalah haram.
Kedua, melalui pendekatan Ma¡la¥at al-Mursalah, dan ketiga,
melalui pendekatan al-maqâ¡id al-syarî`ah.165 Pandangan lain menyebut,
bahwa al-§arî`ah166 merupakan salah satu metode dari corak penalaran al-
isti¡lâ¥î.167 Dalam kitab A£ar al-Ikhtilâf fî al-Qawâ`id al-U¡ûliyah fî Ikhtilâf
al-Fuqahâ`, Mu¡¯afâ Sa’îd al-Khinn membedakan maslahat menjadi tiga,
163Lihat Minhajuddin, op. cit, h. 41.
164Ibid., h. 41-42.
165Ibid., h. 42-43.
166Secara etimologi al-§arî’ah berarti al-wa¡îlah.  Secara terminologi didefinisikan
oleh ulama sebagai jalan yang menyampaikan kepada sesuatu, atau jalan yang
menyampaikan atau membawa kepada  keharusan atau kehalalan.  Dari definisi ini, ulama
membagi al-§arî’ah kepada dua bentuk, yaitu fat al-§arî’ah dan sadd al-§arî’ah. Fat al-
§arî’ah artinya membuka jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu
kemaslahatan.  Sedangkan sadd al-§arî’ah adalah menutup atau menghambat jalan atau
wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau mafsadat.  Abû Zahrah, Wahbah
al-Zukhaîlî, Husain Hamid Hassan, Ibn al-Qayyim al-Jaûziyah.  Lihat H.A. Qadir Gassing, op.
cit, h. 112.
167Ibid., h. 111.
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yaitu al-maslahat al-mu`tabarah, al-ma¡la¥at    al-mulghah atau ghaîru
mu`tabarah dan Ma¡la¥at al-Mursalah.168
Salah satu metode ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif
terhadap perubahan zaman adalah Ma¡la¥at al-Mursalah.  Cukup menarik apa
yang dikatakan oleh `Abd al-Wahhâb Khallâf169 bahwa al-isti¡lâ¥î merupakan
cara menyariatkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syariat
yang tegas menentukan hukumnya.  Dalam metode ini, tersedia lapangan
yang luas untuk mengembangkan hukum syariat sesuai dengan perkembangan
peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka.
Dalam pendahuluan bukunya Na§ariyyat al- Ma¡la¥at fî al-Fiqh al-
Islâm, Husain Hamid Hassan memberikan catatan bahwa keunggulan dan
keutamaan syariat  terletak di sini --teori al-ma¡la¥ah-- bahwa ia
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.170
Ijtihad dengan pola al-isti¡lâ¥î ini, mendasarkan pengkajian dan
penetapan (istinbâ¯ ) hukum pada kemaslahatan umat manusia.  Dengan
168Ma¡la¥at mu`tabarah adalah ma¡la¥at yang didukung oleh dalil untuk
memeliharanya, ma¡la¥ah mu`tabarah memiliki tiga tingkatan, yaitu ma¡âlih «arûriyah
(primer), ma¡âli¥ ¥âjiyah (skunder) dan ma¡âli¥ ta¥¡îniyah (tertier). Ma¡âli¥ «arûriyah tidak
lain adalah pemeliharaan terhadap lima maqâsid al-syarî`ah, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.  Sedangkan ma¡la¥ah mulghah ialah ma¡la¥ah yang diabaikan oleh
syâri` (ulama)  karena sesuatu dan lain hal maslah sebelumnya bagi seseorang, secara psiko-
sosial situasi pelaku  kemudian berubah  sehingga pendapat ulama tersebut ditinggalkan oleh
ulama sesudahnya. Ma¡la¥ah mursalah ialah sesuatu yang tidak disandarkan kepada ayat
Alquran dan hadis tertentu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat partikular.  Lihat
Mustafâ Sa`îd al-Khinn dalam Jaih Mubarok, op. cit, 155.
169Lihat `Abd al-Wahhâb Khallâf, Ma¡âdir al-Tasyrî` al-Islâm (Kuwait: Dâr al-Qalam,
1972), h. 85.
170Lihat Husain Hamid Hassan, Na§ariyyah al-Ma¡la¥ah fî al-Fiqh al-Islâm (Beirut: Dâr
al-Nahdlah al-`Arabiyah, 1971), h. ط.
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demikian sejalan dengan tujuan Allah menurunkan syariat (maqâ¡id al-
syarî`ah).
a. Pengertian Ma¡la¥at al-Mursalah atau al-Isti¡lâ¥î
Secara etimologi, Ma¡la¥at al-Mursalah adalah kata bentukan yang
terdiri dari kata ma¡la¥at dan mursalah. ma¡la¥at dibentuk menurut atau
berdasarkan wazan “maf`alatun” dari akar kata “  َﺻ َﻠ َﺢ ”, yang berarti baik,
benar, jujur, atau adil, dan lawan katanya adalah mafsadat. Dalam
penggunaan bahasa Arab "  َﻧ َﻈ َﺮ ِﰱ َﻣ َﺼ ِﱀﺎ ﱠﻨﻟا ِسﺎ " , artinya: mempertimbangkan
sesuatu untuk kebaikan manusia.171
Dalam Alquran, kata bentukan yang berasal dari akar kata  َﺻ َﻠ َﺢ sangat
sering dijumpai, meskipun lafal ma¡la¥at sendiri tidak pernah digunakan.
Dari penggunaan dalam Alquran pada masa-masa awal, tampak jelas bahwa
lafal ma¡la¥at secara esensial dihubungkan dengan pengertian “kebaikan dan
kemanfaatan”, sehingga belum menjadi teknis Usul Fikih.  Baru kemudian
setelah sering ada klaim ma¡âli¥ sebagai dasar pertimbangan dalam
penetapan hukum yang digunakan pada masa awal perkembangan fikih,
bergeserlah pengertian maslahat menjadi term Usul Fikih.  Menurut klaim
tersebut, maslahat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum telah
digunakan pada masa awal ke empat imam mazab, bahkan ketika masa
sahabat.  Di kalangan imam mazab, prinsip ini sering diasosiasikan dengan
imam Mâlik bin Anas  yang sekaligus diyakini sebagai pembawa konsep al-
ma¡la¥at.172 Akan tetapi studi belakangan (dalam kitab-kitab baru) banyak
171Lihat Lane, An Arabic-Englis Lexican, book IV (London: William Norgate, 1863), h.
1714-1715.
172Lihat Muhammad Hasim Kamali, Principle of Islamic Yurisprudence (Selangor:
Pelanduk Publication, 1989), h. 343.
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menyebutkan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal juga sering menggunakan al-
ma¡la¥at dalam fatwanya dan digunakan sebagai istidlâl syarî`ah.173 Al-
Qarâfî (faqîh kalangan Mâlikiyah) berpendapat bahwa  seluruh mazhab
menggunakan al-ma¡la¥at dalam fatwa mereka.174
Namun di antara mereka, imam Mâlik yang paling sering
menggunakan, karena bila kita melihat pemahaman hadis dan ijmak yang
hanya untuk ahl al-madînah, dan amal ahl al-madînah selalu berubah.
Sedangkan untuk imam Ahmad Ibn Hanbal sulit dibayangkan bahwa dia sering
menggunakan al-ma¡la¥at, karena dia lebih banyak menggunakan Alquran dan
hadis dalam memutuskan suatu hukum.
Dari keterangan tersebut, agaknya terdapat kesulitan untuk
menentukan sejak kapan al-ma¡la¥at menjadi term Usul Fikih, tetapi tentang
siapa pencetusnya agak mudah dilacak, yaitu imam Mâlik, meskipun Ahmad
Ibn Hanbal juga sering menggunakannya, akan tetapi maslahat pada masa ini
digunakan dalam pengertian sama dengan istilah ra`yu.175
Sebagai istilah khusus dalam Usul Fikih, al-ma¡la¥at al-mursalah
mempunyai padanan sebutan yang berbeda-beda.  Mazhab Mâlikî menyebut
dengan Ma¡la¥at al-Mursalah, kalangan mutakallimîn menyebutnya dengan
173Lihat Husain Hamid Hassan, op. cit., h. 472.
174Lihat Al-Qarâfî, Tanqîh al-Fu¡ûl fî `Ilm  al-U¡ûl (Kairo: Matba`ah Kulliyah al-
Syarî`ah, 1961), h. 171, 199;   Husain Hamid Hassan, op. cit., h. 471.
175Lihat Muhammad Khâlid Mas`ûd, Islamic Legal Philosophy (Pakistan: Islamic
Research Institute, 1977), h. 150;   Lihat  juga Rudi Paret, “Istihsan and Istislah”  dalam
Sorter Encyclopedia of Islam (Leiden: Brill, 1961), h. 185.
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munâsib al-mursalah mulâ`im, sedangkan Al-Ghazâlî menggunakan
sebutan al-isti¡lâ¥î.176
Imam Al-Ghazâlî mendefinisikan Ma¡la¥at al-Mursalah sebagai suatu
kemaslahatan yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh dalil syarak yang
membatalkan atau membenarkannya.177 Pertimbangan untuk memperoleh
dan mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan, akan tetapi
haruslah sesuai dengan al-maqâ¡id al-tasyrî`.  Tujuan al-tasyrî` menurut Al-
Ghazâlî adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap u¡ûl al-khamsah
yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  Segala usaha untuk
mendapatkan dan mempertahankan kelima dasar itu adalah maslahat,
sedangkan kegagalan menjaga atau memeliharanya adalah mafsadat, dan
menjaga dari kehancuran termasuk juga maslahat.178 Batasan ini pada
dasarnya memberi pemahaman bahwa al-ma¡la¥at adalah pemeliharaan  atas
al-maqâ¡id al-syarî`ah.
Berdasarkan hasil studi kontemporer, al-ma¡la¥at secara umum
dapat dikelompokkan ke dalam dua macam,  kelompok pertama adalah studi
yang mengambil topik Ma¡la¥at al-Mursalah dan al-isti¡lâ¥î, dan kelompok
kedua hanya menelaah al-ma¡la¥at saja.  Dari hasil studi mereka, menurut
kelompok pertama antara Ma¡la¥at al-Mursalah dan al-isti¡lâ¥î, tidak
terdapat perbedaan.179
b. Ke-¥ujjah-an, Contoh dan Persyaratan al-Isti¡lâ¥î
176Lihat Muhammad Khudrî, U¡ûl al-Fiqh (Kairo: Dâ r al-Fikr, 1969), h. 311.
177Al-Ghazâlî, op. cit, juz I, h. 286-287.
178Al-Ghazâlî, op. cit., juz II, h. 251.
179Lihat Muhammad Khâlid  Mas`ûd, op. cit., h. 175.
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Ulama sepakat bahwa al-isti¡lâ¥î bukanlah sumber hukum dalam
lapangan ibadah dan al-muqaddarât. Semenjak ‘illat ibadah tidak dapat
dipastikan oleh nalar manusia, maka isti¡lâ¥, isti¥sân atau qiyâs tidak dapat
digunakan untuk menyentuhnya.  Dalam bidang ibadah sangat sulit
dibayangkan adanya Ma¡la¥at al-Mursalah, sedangkan dalam bidang ¥udûd
atau muqaddarât masih terdapat kontroversi, apakah dapat diselesaikan
dengan al-isti¡lâ¥î atau tidak.  Tetapi ada fuqahâ` yang menyelesaikan
masalah ¥udûd dengan al-ma¡la¥at  al-mursalah, singkatnya sesuatu
yang berkaitan dengan ibadah dan hukum-hukum yang jelas, maka seorang
muslim wajib melaksanakan dan mengikuti sebagaimana adanya.  Tetapi di
luar bidang ibadah dan muqaddarât, mayoritas ulama menyatakan bahwa
penggunaan isti¡lâ¥ sebagai sumber hukum syariat adalah dibenarkan.180
Kebolehan menggunakan ¥ujjah dengan Ma¡la¥at al-Mursalah adalah
berdasarkan legitimasi Alquran, Sunah, Ijmak dan logika.181 Dalam Alquran
terdapat ayat yang menerangkan secara global dan rinci terhadap kewajiban
mengikuti al-ma¡la¥at, karena syariat Islam dibangun di atas panji-panji
kemaslahatan umat, bukan kemudratan.  Tujuan syariat yang demikian
memperoleh sandaran langsung dari Alquran, antara lain tersebut di dalam
surat al-Anbiyâ` ayat 107182 yang menyatakan bahwa tujuan kerasulan
Muhammad saw. adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, surat al-¦ajj ayat
180Lihat Zakariya al-Barrî, Ma¡âdir al-Ahkâm al-Islâm (t. tp., tp., 1975, h. 138-139;
Lihat  juga Abû al-Aynayn Badrân, U¡ûl al-Fiqh al-Islâm (Alexandria: Mu`assiah Sahab al-
Jâmi`ah, 1984), h. 210;   Lihat juga  `Abd al-Wahhâb Khallâf, op. cit., h. 89.
181Lihat Muhammad Mustafâ Syalabî, Ta`lîl al-Ahkâm (Beirut: Dâr al-Nahdlah, 1981),
h. 287-290.
182Surah al-Anbiyâ`/21: 107.
 َو َﻣ َأ ﺎ ْر َﺳ ْﻠ َﻨ َﺎ َك ِإ ﱠﻻ َر َْﲪ ًﺔ ِﻟ ْﻠ َﻌ َﻟ ﺎ ِﻤ َْﲔ.
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78183, di sini Allah menggambarkan bahwa tujuan diwahyukannya agama
bukan untuk menimbulkan kesulitan.  Pernyataan ini biasa dikonfirmasikan
dalam surat al-Mâ`idah ayat 6,184 yang intinya menyatakan bahwa Allah
tidak pernah bermaksud untuk membuat kesulitan bagi manusia.
Memperhatikan beberapa contoh ayat yang dijadikan sebagai dalil di
atas, tidak secara langsung menunjukkan kebolehan penggunaan al-masla¥at
al-mursalah, melainkan hanya pengertian dan pemahaman terhadap ayat
tersebut yang dibawa kepada konsep Ma¡la¥at al-Mursalah.  Cara serupa
digunakan juga dalam memberikan landasan dari Sunah terhadap ke-¥ujjah-
an Ma¡la¥at al-Mursalah.  Di antara hadis yang sering dijadikan ¥ujjah adalah
“  َﻻ َﺿ َﺮ َر َو َﻻ ِﺿ َﺮ َرا ”, Hadis dari Aisyah yang artinya bahwa nabi saw. tidak
memilih kecuali yang lebih mudah dari dua alternatif sepanjang tidak
menyebabkan dosa.
 ِْﲑَـﺑﱡﺰﻟا ِﻦْﺑ َةَوْﺮُﻋ ْﻦَﻋ ٍبﺎَﻬِﺷ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ٌﻚِﻟﺎَﻣ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ َﻒُﺳُﻮﻳ ُﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ
 َﺬَﺧَأ ﱠﻻِإ ِﻦْﻳَﺮَْﻣأ َْﲔَـﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﺮﱢـﻴُﺧ ﺎَﻣ ْﺖَﻟَﺎﻗ ﺎَﻬـﱠَﻧأ ﺎَﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َْﱂ ﺎَﻣ َﺎُﳘَﺮَﺴَْﻳأ
 َر َﻢَﻘَـﺘْـﻧا ﺎَﻣَو ُﻪْﻨِﻣ ِسﺎﱠﻨﻟا َﺪَﻌْـَﺑأ َنﺎَﻛ ًﺎْﲦِإ َنﺎَﻛ ْنَِﺈﻓ ًﺎْﲦِإ ْﻦُﻜَﻳ ِﻪِﺴْﻔَـِﻨﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳ
.َﺎ ِ ِﻪﱠِﻠﻟ َﻢِﻘَﺘْﻨَـﻴَـﻓ ِﻪﱠﻠﻟا ُﺔَﻣْﺮُﺣ َﻚَﻬَـﺘْﻨُـﺗ ْنَأ ﱠﻻِإ185
Meskipun secara teknis biasa dikatakan bahwa konsep al-ma¡la¥at
al-mursalah tidak diterapkan pada keputusan hukum nabi saw., tetapi hadis
183Surat al-¦ajj /22: 78:
 َو َﺟ ِﻫ ﺎ ُﺪ ْو ِﰱ ا ِﷲا َﺣ ﱠﻖ ِﺟ َﻬ ِد ﺎ ِﻩ ُﻫ َﻮ ْﺟأ َﺒﺘ ُﻛ ﺎ ْﻢ َو َﻣ َﺟ ﺎ َﻌ َﻠ ُﻜ ْﻢ ِﰱ ﱠﺪﻟا ْﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج...
184Surah al-Mâ`idah/5: 6:
 َﻣ... ُﻳ ﺎ ِﺮ ْﻳ ُﺪ ُ◌ُﷲا ِﻟ َﻴ ْﺠ َﻌ َﻞ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج َو َﻟ ِﻜ ْﻦ ُﻳ ِﺮ ْﻳ ُﺪ ِﻟ ُﻴ َﻄ َﺮّﻬ ُﻛ ْﻢ َو ِﻟ ُﻴ ِﺘ ﱠﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻟ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن .
185Al-Bukhârî, op.  cit., juz III, h. 1306.
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tersebut menunjukkan bahwa ma¡âli¥ merupakan bagian dalam penetapan
hukum yang dibuat oleh nabi saw.
Adapun argumentasi ke-¥ujjah-an Ma¡la¥at al-Mursalah yang
bersumber dari Ijmak secara ringkas dapat dijelaskan bahwa ketika
menghadapi permasalahan baru setelah wafatnya nabi saw., para sahabat
memutuskan hukum dengan apa yang dianggap mendatangkan kemaslahatan.
Mereka tidak henti-hentinya menetapkan hukum yang didasarkan kepada
kemaslahatan ini, syâri` tidak menentukan sikap tertentu, sehingga mereka
beranggapan terhadap sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak
bahaya berdasarkan akal mereka untuk melahirkan kemaslahatan.  Kiranya
sangat cukup membangun  hukum syariat dengan ma¡la¥at ini.186
Argumentasi berdasarkan logika tentang ke-¥ujjah-an Ma¡la¥at
al-Mursalah, di antaranya adalah, pertama, sudah tidak diragukan lagi bagi
orang yang berakal bahwa maksud dan tujuan syariat yang utama adalah
untuk kemaslahatan umat manusia, kedua, apabila masâli¥ yang kita peroleh
itu sesuai dengan tujuan tasyrî` dan termasuk dianjurkan karena jenisnya,
maka sudah tentu sesuai dengan tujuan syâri`, karenanya pula menggunakan
Ma¡la¥at al-Mursalah tidak keluar dari sumber hukum. Ketiga, sesungguhnya
jika Ma¡la¥at al-Mursalah tidak digunakan sebagai pertimbangan hukum,
maka manusia akan menghadapi kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.187
Pendapat yang mengatakan bahwa logika merupakan salah satu dalil tentang
ke-¥ujjah-an Ma¡la¥at al-Mursalah, sebenarnya dalam pandangan penulis,
186Lihat `Abd al-Wahhâb Khallâf, op. cit., h. 91-92.
187Lihat Abû Zahrah, op. cit., h.. 282;   Lihat  juga Muhammad Mustafâ Syalabî, op.
cit., h. 290.
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tidak perlu dicantumkan secara mandiri, sebab ketika membicarakan Alquran,
Sunah,Ijmak sebagai landasan Ma¡la¥at al-Mursalah, maka secara tidak
langsung logika ikut  mempengaruhi penafsiran ayat atau hadis yang
dikemukakan, sehingga sudah tentu jika menurut Alquran dan Sunah,
Ma¡la¥at al-Mursalah dapat dijadikan sebagai ¥ujjah, maka logika manusia
akan mengikuti.  Dan kalaulah dalam pendapat ini diformulasikan ke dalam
tiga poin, hemat penulis, tidak lebih dari sekedar justifikasi dan penguatan
kembali terhadap dalil yang sebelumnya yaitu Alquran, Sunah dan Ijmak.
Dalil-dalil yang dikemukakan di atas, memberikan suatu indikasi,
bahwa Ma¡la¥at al-Mursalah mempunyai dasar dan argumen yang kuat
sebagai salah satu sumber hukum.  Sekurang-kurangnya dari sejarah dapat
dilihat bahwa sahabat pernah menggunakan pertimbangan ma¡la¥at ini dalam
menetapkan hukum.  Beberapa contoh dapat disebut, antara lain
penghimpunan Alquran oleh Abu Bakar r.a. dan penunjukan Umar sebagai
penggantinya, pengutipan kharaj (semacam pajak), pembentukan militer,
penciptaan mata uang serta praktek pelaksanaan urusan pemerintahan.
Barangkali pada masa sekarang, contoh yang biasa dikemukakan
untuk diselesaikan melalui pertimbangan Ma¡la¥at al-Mursalah, antara lain
adalah transfusi darah, donor mata, makanan dalam kaleng, transplantasi dan
lalu lintas.  Contoh lain dalam kaitan isti¡lâ¥ ini, yang masalahnya tidak
dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis secara langsung melalui
penalarn bayânî dan qiyâsî, dikemukakan Minhajuddin188 antara lain,
kebolehan penyerahan organ tubuh untuk dicangkokkan kepada orang lain,
kebolehan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri
188Lihat Minhajuddin, op. cit, h. 44.
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yang sah; kebolehan menjual atau memanfaatkan tai ayam, tai kelelawar,
cacing untuk pakan burung, ikan atau pupuk kandang misalnya, sepanjang
bermanfaat dan tidak membahayakan.
Meskipun demikian, pengamalan Ma¡la¥at al-Mursalah harus
memenuhi beberapa persyaratan agar benar-benar valid.  Adanya persyaratan
ini dimaksudkan agar Ma¡la¥at al-Mursalah tidak terjebak sebagai produk
hukum yang didasari oleh hawa nafsu dan atau kepentingan individu.
Adapun persyaratan mengamalkan Ma¡la¥at al-Mursalah adalah
sebagai berikut:
1. al-Ma¡la¥at harus hakiki, bukan wahmiah;
2. al-Ma¡la¥at harus kullîy;
3. al-Ma¡la¥at tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat yang
ada na¡ atau ijmaknya.189
Imam Mâlik, disamping poin ketiga di atas, beliau memberikan dua
syarat lain yaitu al-ma¡la¥at harus ma`qûlah (rasional) dan harus mencegah
kesulitan bagi manusia.190
Lebih jauh lagi al-Ghazâlî mengatakan bahwa agar Ma¡la¥at al-
Mursalah itu menjadi valid, maka haruslah ma¡la¥at al-«arûriyah,   al-qat`î
dan al-kullîy.  Dalam hal ini Al-Ghazâlî nenberikan contoh:  ketika kaum kafir
membuat tameng dengan tawanan perang yang terdiri dari kelompok umat
Islam.  Setelah diadakan penyelidikan ternyata umat Islam akan mengalami
189Lihat Muhammad Hasim Kamali, op. cit., h. 346-347.
190Lihat Abû Zahrah, op. cit, h. 279-280;  Lihat juga Al-Syâ¯ibî, Al-I`tisâm (Kairo:
Matba`ah  al-Manâr, 1914), h. 307-314.
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kekalahan jika tidak menghancurkan tameng tersebut.  Dalam keadaan
seperti ini, tentara muslim boleh membunuh orang Islam yang dijadikan
tameng oleh orang kafir tersebut.  Dibolehkannya melakukan pembunuhan itu
bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh na¡, tetapi lantaran
diperlukan adanya ma¡la¥at yang bersifat darurat dalam rangka menjaga
keselamatan umat Islam secara keseluruhan, maka pembunuhan tersebut
dibolehkan. Ma¡la¥at ini juga qat`î, karena sudah merupakan kepastian jika
tameng itu tidak dihancurkan, barisan umat Islam akan dihancurkan oleh
orang kafir.   Juga bersifat kullîy, karena ma¡la¥at ini tidak bertalian dengan
kemaslahatan individual atau kelompok minoritas.191
Memperhatikan persyaratan dan contoh Ma¡la¥at al-Mursalah yang
dikemukakan al-Ghazâlî di atas, agaknya akan lebih sesuai kalau
diklasifikasikan ke dalam “hukum darurat”, sebab dalam keadaan darurat,
syariat  memberikan legitimasi kepada umat Islam untuk melakukan
perbuatan yang apabila dalam keadaan normal, justeru merupakan larangan
syariat. (surat al-Baqarah ayat 173, al-An`âm ayat 119).192
Suatu hal yang tidak biasa dipisahkan dari persyaratan Ma¡la¥at al-
Mursalah adalah aktivitas penelitian (istiqrâ`), karena untuk dapat
memastikan bahwa ma¡la¥at itu sesuai atau bertentangan dengan tujuan
191Lihat Al-Ghazâlî, op. cit, h 253.
192Surah al-Baqarah/2: 173:
 َﱠﳕإ ُﺣ ﺎ ﱢﺮ َم َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ْﻟا َﻤ ْﻴ َﺘ ُﺔ َو ﱠﺪﻟا ُم َو َْﳊ ُﻢ ِْﳋا ْﻨ ِﺰ ْﻳ ِﺮ َو َﻣ ُأ ﺎ ِﻫ ﱠﻞ ِﺑ ِﻪ ِﻟ َﻐ ِْﲑ ِﷲا َﻓـَﻤ ِﻦـْﺿا ُﻄ ﱠﺮ َﻏـ ْـﻴ َﺮَـﺑ ٍغ ﺎ َو َﻻـَﻋ ٍدﺎَـﻓ َﻼ ِإ َْﰒ َﻋ َﻠـْﻴ ِﻪ ِإ ﱠن َﷲا َﻏـُﻔ ْﻮ ُر  َر ِﺣ ْﻴ ُﻢ .
Surah al-An`âm/6: 119:
 َوـــَﻣ َﻟ ﺎــــُﻜ ْﻢﻷأـــَـﺗ ْﺄ ُﻛــــُﻠ ْﻮــــﱠِﳑ ا ُذ ﺎـــِﻛ َﺮــــْﺳا ُﻢ ِﷲا َﻋ َﻠــــ ْﻴ ِﻪ َوـــَـﻗ ْﺪ َﻓــــ ﱠﺼ َﻞ َﻟــــُﻜ ْﻢـــَﻣــــَﺣ ﺎ ﱠﺮ َم َﻋــــَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِإ َﻻــــَﻣــــْﺿا ﺎ ُ◌َﻂ ﱢر ْر ُْﰎ ِإ َﻟــــ ْﻴ ِﻪ َو ِإ َ◌ّْن  ُ◌َك ْ◌◌ِْث ًﺮﻳ َﻟ ا ُﻴ ِﻀ ﱡﻠ ْﻮ َن ِﺑ َﺄ ْﻫ َﻮ ِﺋ ا ِﻬ ْﻢ ِﺑ َﻐ ِْﲑ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ِإ ﱠن َر ﱠﺑ َﻚ َأ ْﻋ َﻠ ُﻢ ِﺑ ُﳌﺎ ْﻌ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ .
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syariat, hakiki atau prasangka, menyeluruh atau parsial, haruslah ditempuh
dengan  melalui penelitian.
c. Al-ªarî’ah
Sebagaimana uraian terdahulu, al-§arî`ah merupakan bagian dari
corak penalaran al-Isti¡lâ¥î.  Metode ini lebih bersifat perventif, dalam arti
selalu ada pertimbangan sikap kehati-hatian dalam rangka menolak atau
mencegah mafsadat, meskipun pada dasarnya sesuatu aitu dibolehkan.
Segala sesuatu yang mubah, tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang
haram, maka hukumnya menjadi haram.193 Selain karakter preventif
tersebut, al-§arî`ah ini juga bersifat akomodatif, artinya selalu ada peluang
dalam rangka membuka jalan bagi sesuatu yang bernilai atau terdapat di
dalamnya kemaslahatan, tetapi tidak dalam hal-hal yang diharamkan.
Karena itu, corak penalaran al-§arî’ah ini dikelompokkan kepada:
fat¥ al-§arî`ah yakni membuka jalan yang dapat membawa kepada
kemaslahatan, dan sadd al-§arî’ah yaitu menutup jalan yang diduga dapat
membawa kepada kerusakan.194
Contoh dapat dilihat pada penerapan metode sadd al-§arî`ah ialah
pemberian hadiah kepada hakim.  Seorang hakim dilarang menerima
pemberian hadiah dari para pihak yang tengah berperkara sebelum perkara
itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan
dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani, meskipun
193Lihat Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), h. 143-145.
194Lihat H.A. Qadir Gassing, op. cit, h.  112.
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pada dasarnya menerima hadiah itu boleh, tetapi dalam kasus ini harus
dilarang.195 Pada metode fat¥ al-§arî’ah dapat dilihat pada contoh
mengenai pengelolaan hutan yang antara lain meliputi penghijauan,
reboisasi, eco-labelling, dan penyediaan perangkat aturan kehutanan.
Sebaliknya, kegiatan ladang berpindah, pemberian hak pengusahaan hutan
(HPH), dan perangkat aturan kehutanan, merupakan contoh penerapan
metode sadd mal-§arî`ah.196
Contoh-contoh yang dikemukakan di atas, tidak ditunjuk
ketetapannya oleh na¡, baik Alquran maupun hadis secara jelas atau khusus,
melainkan hanya bersifat umum, antara lain larangan untuk berbuat
kerusakan, demikian juga dianjurkan agar selalu menciptakan kemaslahatan.
Akibat dinamika sosial masyarakat yang senantiasa berkembang pesat seiring
perkembangan zaman yang begitu kompleks, maka masalah-masalah barupun
kemudian muncul, sedangkan ketetapan hukum dalam na¡ tentu terbatas dan
tidak selamanya tertuang secara eksplisit, jelas dan khusus.  Maka di sinilah
munculnya peluang bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad, termasuk
dengan pola penalaran al-isti¡lâ¥î atau Ma¡la¥at al-Mursalah, baik dalam
bentuk fat¥ al-§arî`ah maupun sadd  al-§arî`ah.
Uraian-uraian berikut ini mengemukakan penetapan hukum
Pemilukada dengan metode-metode menetapkan hukum yang diterapkan,
berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada kajian-kajian sebelumnya.
D. Ketetapan Hukum Pemilukada Perspektif Hukum Islam
195Lihat Ibn Qayyim al-Jaûziyah, I`lâm al-Muwaqqi`în `an Rabb al-`Alamîn, dalam
H.A. Qadir Gassing, loc . cit.
196Ibid., h. 115.
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Pada awal kajian ini, perlu dikemukakan secara singkat tentang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).197
Tujuannya agar kita memperoleh pemahaman memadai tentang kajian
utama, yaitu ketetapan hukum Pemilukada perspektif hukum Islam, yang
berdasarkan pendekatan al-isti¡lâ¥î, yaitu pendekatan dalam menetapkan
hukum dengan bertumpu pada aspek-aspek kemaslahatan manusia, baik
dalam bentuk menarik masalahat, maupun dalam bentuk menolak mafsadat.
Seperti uraian-uraian terdahulu, dikemukakan bahwa Pemilukada
merupakan rangkaian pelaksanaan demokratisasi yang memegang peran dan
arti penting bagi sebuah daerah di tingkat lokal.  Pemilukada merupakan
penyejewantahan dari nilai-nilai atau konsekuensi logis dari sistem
demokrasi, sebab rakyat diberikan sepenuhnya hak-hak untuk memilih sendiri
pemimpinnya secara langsung.   Menurut penulis, dari konsep inilah gagasan
Pemilukada lahir sebagai tuntutan logis dari konsep demokrasi itu sendiri,
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, dikenal bahwa pelaksanaan
Pemilukada langsung dilakukan pertama kali sejak  2005.198 Pelaksanaan
197Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) ialah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Th. 2008
Tentang Pemilukada (Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), h. 6.   Pemilukada
tersebut dimaksudkan sebagai pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Langsung.  Kata "langsung" dimaksudkan sebagai pemilihan yang langsung dilaksanakan oleh
rakyat sendiri tanpa melalui sistem perwakilan sebagaimana pemilihan-pemilihan
sebelumnya.
198Pemilukada langsung pertama dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.   Lihat Cornelis Lay,
“Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi”, Catatan Pengantar  dalam "Dinner
Lecture-KID" (Jakarta: 21 November 2006), h. 2.
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Pemilukada tersebut, didasarkan pada Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dasar hukum pelaksanaan Pemilukada tersebut, dipahami, dalam
konteks demokratisasi di Indonesia, Pemilukada sebagai suatu instrumen yang
amat penting peran dan artinya.  Ia merupakan implementasi dan
pengejawantahan nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan yang disandarkan
kepada rakyat. Hanya saja, seiring dengan pentingnya pelaksanaan
Pemilukada tersebut, pada realitasnya bermunculan berbagai macam
problem, yang menimbulkan kerugian besar, tidak saja secara politik semata,
tetapi juga berdampak terhadap sistem sosial, maupun ekonomi, juga telah
menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan roda pemerintahan,
terutama di daerah, sebagai  ekses yang ditimbulkan dari Pemilukada yang
bermasalah.
Dari fakta secara nasional, pelaksanaan Pemilukada banyak menuai
polemik dan konflik.  Faktor konflik dan polemik ini antara lain diakibatkan
oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik,
mengingat watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan
feodalistis.  Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dari Pemilukada ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum.  Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja
konflik Pemilukada Sulsel dan Maluku.199
199Ahmad  Rusyaidi H., Fenomena Konflik Politik Pemilukada dan Liberalisasi Politik,
Artikel, Jum'at, 22 Pebruari 2008, sumber: http://www.pdiperjuangan-
jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=515.
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Fakta-fakta lain yang dapat dilihat, Terdapat beberapa
kabupaten/kota yang pelaksanaan Pemilukada-nya mengalami gejolak konflik
politik yang cukup serius dan cenderung destruktif sampai kepada kerusuhan,
baik antar massa pendukung kandidat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD).  Munculnya masalah ini mengakibatkan, demokrasi yang terbangun,
bukannya proses demokrasi sejatinya, tetapi anarki, atau apa yang disebut
oleh sejumlah pengamat dengan "democrazy", yakni suatu proses demokrasi
yang berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan
golongan yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih
kekuasaan.200
Selain itu tak kalah gaungnya adalah politik uang, menguatnya
fenomena "makelar politik" pada seleksi tingkat partai politik, juga rendahnya
penghormatan terhadap hukum (hasil keputusan sengketa Pemilukada).201
Berkaitan dengan hal di atas, Joko J. Prihatmoko menjelaskan nilai
minus Pemilukada terletak pada: Pertama, kebutuhan dana yang sangat
besar.  Hal tersebut disebabkan membengkaknya biaya operasional logistik
kampanye, hadiah kepada masing-masing konstituen yang dibungkus dalam
bentuk sumbangan, baik secara terbuka maupun tertutup di setiap
berlangsungnya perhelatan kampanye.  Pemilukada juga akan memberatkan
pemerintah daerah karena memiliki tanggung jawab dalam pendanaan khusus
bagi  penyelenggraan Pemilukada.  Pembengkakan biaya akan semakin besar
jika harus dilaksanakan tahap putaran kedua Pemilukada akibat akumulasi
200Lihat J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.  83-84.
Lihat juga Andi Haris, “Jangan Tangisi Demokrasi”, Fajar, Nomor 306, Tahun ke-27, Selasa 5
Agustus 2008.
201Lihat Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan
Problem Penerapan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),       h. 176-177.
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suara yang tidak memenuhi standar minimal jumlah suara 25 % pemenang
pertama.  Kedua, Pemilukada telah terbukti menciptakan konflik secara
terbuka, baik antara elit dan massa, antara elit dan elit lainnya dan antara
massa dengan massa lainnya.  Karakter Pemilukada yang terbuka itu dapat
memancing konflik massa  yang lebih besar seperti kekecewaan atas
kegagalan kandidatnya meraih kemenangan.  Ketiga, Pemilukada dapat
mengganggu aktivitas rakyat sehari-hari karena dapat menyedot konsentrasi
mereka akibat kampanye para kandidat, pikiran mereka tersedot dengan isu-
isu dan manuver yang dilakukan kandidat.202
Berkaitan dengan potensi masalah yang ditimbulkan oleh pelaksanaan
Pemilukada, Komisi Pembahasan Masalah-Masalah Keagamaan tentang
Perundang-Undangan (ba¥£ al-masâ’il dîniyyah qânûniyyah) Nahdhatul
Ulama, merumuskan Draft tentang Undang-Undang Bidang Politik.  Komisi ini
menilai, di samping proses Pemilukada telah membawa rakyat menikmati
hasil Pemilukada tersebut, yaitu tampilnya pemimpin lokal yang terpilih
secara langsung oleh rakyat dengan legitimasi politik yang kuat.  Akan tetapi
pada sisi lain muncul dampak negatif pasca Pemilukada sejak pertama 2005,
berupa budaya pragmatisme dan politik uang yang mengakibatkan
tersingkirnya orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan yang baik,
tetapi tidak cukup memiliki modal untuk maju menjadi kepala daerah.203
Salah satu usulan pokok dari Komisi ini, yaitu agar pelaksanaan Pemilukada
perlu diperbaiki sistem dan aturan pelaksanaannya sehingga tidak makin
mengembangkan perilaku negatif dalam proses demokrasi di tengah
202Ibid.,  h. 130-132.
203Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi’iyyah, Komisi Bahtsul Masail Diniyyah
Maudlu’iyyah, Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Qonuniyyah, pada Muktamar ke-32 Nahdlatul
Ulama, di Makassar 22-28 Maret 2010/6-12 Rabiul Akhir 1431 H., h.  116-118.
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masyarakat.  Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo  12 Tahun 2008,204 atau dibuat
UU tersendiri tentang Pemilukada yang memungkinkan lahirnya persaingan
yang sehat dalam proses Pemilukada, dan mencegah terjadinya politik
uang.205
Uraian-uraian di atas, dapat dipahami bahwa dari rangkaian proses
pelaksanaan Pemilukada sejak 2005, telah menimbulkan berbagai masalah
yang cukup serius, aehingga tidak sesuai dengan tujuan dan spirit demokrasi,
dan karena itu sangat logis jika harus ditinjau ulang.
Atas dasar itulah dan atas pertimbangan kemaslahatan, sehingga
sangat wajar jika pelaksanaan Pemilukada tersebut dipertimbangkan, dalam
arti harus ada   alternatif tentang tata cara pelaksanaannya yang tentunya
berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam ajaran
Islam.  Selain itu, perlu kiranya dijelaskan status hukumnya berdasarkan
perspektif hukum Islam.
Pemilukada tergolong ke dalam salah satu masalah-masalah
kontemporer dan dalam prakteknya di hampir seluruh wilayah di Indonesia
ini, tidak jarang ditemui kasus-kasus penyimpangan, baik secara politik,
maupun secara sosial, dan bahkan secara ekonomi.  Kasus-kasus tersebut,
bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, karena telah
mengancam eksistensi kebutuhan primer umat manusia, sementara dalam
konteks hukum Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta
204Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
205 Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Waqi’iyyah, op. cit., h.  118.
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benda, merupakan bagian-bagian penting dari objektivitas syariat Islam (al-
maqâ¡id  al-syarî'ah).
Karena itu, penetapan hukum Pemilukada harus sesuai dengan tujuan
penetapan hukum dalam Islam (al-maqâ¡id al-syarî’ah).206 Pengkajian
hukum dalam konteks ini, lebih ditikberatkan pada pertimbangan nilai-nilai
kemaslahatan umat manusia dalam setiap pembebanan hukum.207
Tujuan-tujuan syariat sebagai satu kriteria yang harus menjadi
pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.  Al-Syâ¯ibî menetapkan lima
tujuan yang sangat mendasar untuk menetapkan hukum yaitu: menjaga
agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta
benda.208
Dalam mempertimbangkan tujuan-tujuan umum tersebut, oleh  al-
Syâ¯ibî mengemukakan peringkat kebutuhan manusia dalam setiap  tujuan
penetapan hukum tersebut.  Artinya, dalam upaya penetapan sebuah hukum,
harus didasarkan kepada kelima tujuan di atas dengan mempertimbangkan
tingkat kebutuhan manusia, dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat
paling tinggi atau darurat, sesuai dengan kebutuhan manusia.  Peringkat
206Maqâ¡id al-Syarî’ah dimaksudkan  adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam.  Tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat
Alquran dan Sunah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada
kemaslahatan umat manusia. Lihat Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Edisi I, Cet. I,
Jakarta: Kencana, 2005), h.  233.
207 Lihat Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), h..46-47.
208 Lihat Abû Is¥âq al-Syâ¯ibî, Al-Muwâfaqât fî U¡ûl al-Syarî’ah (Juz III, Beirut: Dâr
al-Ma’rifah, t. t.), h.  62-64.
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kebutuhan dimaksud adalah «arûriyyât (primer), ¥âjiyyât (sekunder) dan
ta¥sîniyyât (komplementer).209
Untuk mengkaji bagaimana posisi Pemilukada dalam kaitannya dengan
peringkat-peringkat kebutuhan seperti tersebut di atas, maka perlu dilihat
(review) kembali sentralitas pemimpin dalam Islam.
Pada uraian terdahulu di bab ini, telah dikemukakan mengenai
pentingnya kehadiran seorang pemimpin.  Hal ini disebabkan karena
pemimpin memiliki fungsi dan peran sentral, terutama untuk menciptakan
kemaslahatan bagi rakyat.  Bahkan bagi kalangan Syî’ah, kepemimpinan
(imamah) tidak saja menjadi penting, tetapi merupakan salah satu prinsip
atau rukun iman, karena itu pemilihan seorang imam adalah wajib hukumnya.
Berbeda dengan pandangan di atas, kalangan Suni, meski  memandang
kepemimpinan sebagai bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari ajaran
Islam, akan tetapi mereka berpandangan bahwa kepemimpinan bukanlah
salah satu bagian dari rukun iman.
209Ketiga peringkat kebutuhan manusia tersebut, masing-masing dibedakan sebagai
berikut.  Peringkat «arûriyyât, adalah kebutuhan yang sangat mendasar, dalam arti tanpa
adanya kebutuhan ini, manusia akan terancam eksistensinya.  Kebutuhan dimaksud seperti
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  Sedangkan peringkat ¥âjiyyât, adalah
kebutuhan pada tingkat yang utama, akan tetapi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut,
manusia akan mengalami kesulitan hidup, tetapi tidak sampai mengancam eksistensi kelima
pokok kebutuhan peringkat pertama tadi. Hal ini dapat dilihat contoh antara lain pada
perintah syarak untuk melaksanakan perintah syarak secara baik, seperti mendirikan sekolah
untuk menuntut ilmu, tetapi tanpa sekolahpun tidak masalah, karena di tempat di luar
sekolah juga menuntut ilmu dapat dilakukan.   Peringkat ketiga ta¥sîniyyât, merupakan
peringkat kebutuhan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia.  Tanpa terpenuhi
kebutuhan ini, manusia tidak mengalami kesulitan, tetapi dengan terpenuhinya kebutuhan
ini, manusia akan tertunjang peningkatan martabatnya di lingkungan sosialnya, termasuk di
hadapan Tuhannya.  Contoh dapat dilihat antara lain berhias diri sebelum ke masjid, hemat
dalam berbelanja.  Lihat Abû Is¥âq Al-Syâ¯ibî, Al-Muwâfaqât fî U¡ûl al-Syarî’ah, Juz II, h.  3-
5.
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Akan tetapi dalam pandangan tertentu, masalah pemimpin ini menjadi
bagian yang prinsipil, seperti terlihat dalam fakta sejarah politik Islam.
Pada realitasnya, persoalan pertama yang muncul sesaat pasca wafatnya
Rasulullah saw. adalah masalah politik atau persoalan imamah, yakni masalah
penggantian nabi saw. selaku kepala negara.  Persoalan ini juga yang
kemudian melahirkan aliran-aliran dalam teologi.210
Salah satu esensi dari pernyataan di atas, bahwa eksistensi seorang
pemimpin sangat penting, karena ia merupakan alat bagi terciptanya
kemaslahatan manusia, sedangkan menciptakan dan memelihara
kemasalahatan atau menghindari mafsadat hukumnya wajib.
Pentingnya memilih pemimpin, dalam hadis Nabi saw. disebutkan
adanya keharusan mengangkat salah seorang menjadi pemimpin dari tiga
orang yang sedang dalam perjalanan:
 َﻨَـﺛ ﱠﺪــَﺣ َﻞــﻴِﻌَْﲰِإ ُﻦـْـﺑ ُِﰎﺎــَﺣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪــَﺣ ﱟيﱢﺮــَـﺑ ِﻦـْـﺑ ِﺮــَْﲝ ُﻦـْـﺑ ﱡﻲــِﻠَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪــَﺣ ْﻦــَﻋ َنَﻼــْﺠَﻋ ُﻦـْـﺑ ُﺪــ ﱠﻤَُﳏ ﺎ
 ّنَأ ﱢِيرْﺪُـْﳋا ٍﺪﻴِﻌـَﺳ ِﰊَأ ْﻦـَﻋ َﺔَﻤَﻠـَﺳ ِﰊَأ ْﻦـَﻋ ٍﻊِﻓَﺎﻧ َلﺎَـﻗ َﻢﱠﻠـَﺳَو ِﻪـْﻴَﻠَﻋ ُﻪـﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠـَﺻ ِﻪـﱠﻠﻟا َلﻮـُﺳَر
ﻢُﻫَﺪَﺣَأ اوُﺮﱢﻣَﺆُـﻴْﻠَـﻓ ٍﺮَﻔَﺳ ِﰲ ٌَﺔﺛَﻼَﺛ ََجﺮَﺧ اَذِإ.211
Artinya:
Ali bin Ba¥r bin Barrî menceriterakan kepada kami, Khâtim bin Ismail
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin ‘Ajlân menceriterakan
kepada kami, dari Nâfi’ dari Abî Salamah dari Abî Sa’îd al-Khudrî,
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: apabila tiga orang keluar
bepergian, maka diperintahkan menjadi pemimpin salah seorang dari
mereka.
210Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid II,Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), h.  31.
211 Lihat Abû Dâwud, loc.  cit., Selengkapnya hadis dimaksud sebagai berikut:
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Konteks hadis tersebut di atas, dapat dipahami akan wajibnya memilih
seorang pemimpin, meski dalam jumlah komunitas yang kecil, apalagi jika
menyangkut rakyat banyak dalam satu wilayah.  Berkaitan dengan masalah
ini, Hasbi Ash-Shiddiqiy menjelaskan bahwa  para ulama berkata apabila
terhadap tiga orang saja yang bermukim di gurun pasir, sudah diwajibkan
memilih pimpinan, konon pula bila jumlah jamaah yang cukup besar, memilih
pemimpin tentu lebih diwajibkan.212 Lebih lanjut Ibnu Taimiyah
mengomentari keharusan  menunjuk pemimpin bahwa nabi saw. mewajibkan
mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah komunitas kecil yang sementara
dalam perjalanan sebagai peringatan terhadap semua macam komunitas yang
lain.213
Al-Mâwardî lebih lanjut menegaskan bahwa Jumhur ulama sepakat
bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan
mengangkat kepala negara adalah wajib dengan kategori wajib kifayah.214
Jumhur ulama yang sepakat tentang wajibnya memilih pemimpin,
berbeda pendapat dan argumentasi tentang apakah kewajiban itu
berdasarkan akal atau berdasarkan wahyu.   Golongan Mu’tazilah
berpandangan bahwa kewajiban menegakkan kepemimpinan itu didasarkan
pada alasan-alasan rasional, bukan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan
wahyu.  Menurut mereka, segala sesuatu yang diharuskan akal pikiran,
merupakan suatu keharusan dan karena Allah swt. telah menganugerahkan
212Lihat Hasbi Ash-Shiddiqiy, Koleksi Hadis Hukum (Juz IX, Semarang: Pustaka Rizki
Putra,  2001), h.  457-459.
213Lihat Ibnu Taimiyah, op. cit., h. 217.
214 Lihat Al-Mâwardî, op. cit.,  5;  Lihat  juga Abû Ya’lâ Mu¥ammad  bin al-Husaîn al-
Farrâ’, Al-A¥kâm al-¢ul¯âniyyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h.  23;  Lihat  juga ‘Abd al-Qâdir
‘Aû«ah, op. cit., h.  108.
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akal pikiran, maka dia berhak akan kesyukuran baik sebelum maupun sesudah
adanya syariat.   Kesyukuran ini antara lain termasuk mengakui perlunya
imamah  bahkan sebelum Nabi saw. menyampaikan ajaran-ajaran-Nya.215
Menurut hemat penulis, kewajiban memilih pemimpin dalam Islam
pada dasarnya dilandaskan kepada agama.  Prinsip-prinsip pokok tentang
kekuasaan politik dan pemerintahan, demikian juga tentang keharusan
adanya pemimpin, telah disinggung secara umum dalam Alquran.  Tentang
hadis sebagaimana telah dikemukakan, tentu semakin mempertegas pendapat
ini tentang kewajiban memilih pemimpin.  Tentang argumentasi kewajiban
memilih pemimpin berdasarkan akal pikiran, hal tersebut merupakan jalan
yang seiring dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat, seperti yang
terkandung dalam al-maqâ¡id al-syarî’ah.
Pandangan tersebut, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan,
antara lain Muhammad Yusuf Musa bahwa pengangkatan imam bagi kaum
muslimin merupakan tujuan terpenting dari Islam, sehingga secara syariat
merupakan kewajiban keagamaan.216
Kewajiban memilih pemimpin atas dasar agama,  dapat dilihat antara
lain dalam ayat yang mengandung prinsip-prinsip  pokok ajaran Islam tentang
kekuasaan  politik dan pemerintahan, seperti terdapat dalam Surat al-
Nisâ’/4: 58-59:
                       
                    .       
215 Lihat Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Bandung: Pustaka,
2001), h.  51-52.
216 Lihat Muhammad Yusuf Musa, op. cit., h.  37.
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                  
                   . 
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.217
Mengomentari ayat di atas, Muhammad Rasyid Ridha berpendapat
bahwa seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan,
maka kedua ayat ini telah memadai.   Atas dasar ayat di atas,  Allah swt.
mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk menaati pemimpin di antara
mereka.  Kewajiban ini tidak akan bisa terealisir kecuali dengan
pengangkatan kepala negara atau pemimpin umum.218
Selain metodologi di atas, berikut ini dikemukakan beberapa alasan
kewajiban membentuk negara dan memilih pemimpin:
1. Khilâfah atau imâmah merupakan sunnah fi’liyah (tradisi yang
diparaktekkan) yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika
tinggal di Madinah dan menjadi kepala negara;219
217Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra Semarang, 2002), h.  113-114.
218 Lihat Muhammad ‘Abd al-Qâdir Abû Fâris, Ni§âm al-Siyâsî al-Islâm (t. p., t. t.), h.
156.
219 Lihat ‘Abd al-Qâadir ‘Aû«ah, op. cit., h.  111.
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2. Ijmak atau kesepakatan yang ditunjukkan para sahabat sepeninggal
Rasulullah saw.220
3. Menghindari bahaya anarki.221
Yusuf Musa mengemukakan pandangan, bahwa pemilihan pemimpin
adalah untuk menghindarkan bahaya yang diperkirakan akan terjadi,
sedangkan menghilangkan bahaya ini menurut agama wajib.  Tujuan
penetapan berbagai macam hukum adalah untuk memberikan kemasalahatan
dunia akhirat kepada manusia.  Tujuan ini hanya bisa terwujud dengan
sempurna kalau ada pemimpin.222
4. Melaksanakan berbagai kewajiban dan mewujudkan keadilan yang
sempurna.223
Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, pada dasarnya kesimpulan
tentang kewajiban baik membentuk sebuah negara, pemerintahan dan
memilih pemimpin, maupun sarana atau lembaga yang terkait dengan semua
itu, adalah bertumpu kepada perwujudan kemaslahatan.   Seluruh yang
maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang
oleh syariat.224
Dalam konteks Indonesia, pemilihan pemimpin dilaksanakan dalam
sebuah pola dan proses yang disebut dengan Pemilukada di mana dalam
220 Lihat Wahbah al-Zukhaîlî, op. cit.,  jilid IV, h.  664.
221 Lihat Abdul Hamid Ismail al-An¡ârî, Ni§âm al-¦ukm fî al-Islâm (Qatar: Dâr al-Qatar
al-Fujâ’ah, 1985), h.  104.
222 Lihat Muhammad Yusuf Musa, op. cit., h.  36-37.
223 Lihat Ibid., h.  105.
224 Lihat ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salâm, Qawâ’id al-A¥kâm fî Ma¡âli¥ al-Anâm (Juz I, t.
tp., Dâr al-Jîl, 1980), h.  11.
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pelaksanaannya terdapat beberapa rangkaian kegiatan, sejak dari persiapan
pemilihan sampai kepada proses perhitungan suara dan keputusan pemenang
Pemilukada dan pelantikannya.
Apapun nama dan bagaimana pola dan mekanisme pelaksanaannya,
namun semangat dan tujuan pelaksanaaan Pemilukada untuk memilih
pemimpin yang tentunya memiliki peran vital dan sentral untuk menjalankan
roda pemerintahan dan semuanya untuk menciptakan kemaslahatan bersama.
Tujuan ini sangat sesuai dengan maqâ¡id       al-syarî’ah, yakni tujuan
ditetapkannya hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat dan
mencegah timbulnya mafsadat.  Berdasarkan argumentasi tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan Pemilukada adalah wajib.
Hanya saja perlu ditegaskan bahwa terdapat masalah yang cukup
krusial, yaitu adanya fakta dalam rangkaian-rangkaian kegiatan pelaksanaan
Pemilukada seperti tahap-tahap penetapan daftar pemilih, tahap kampanye
dan tahap pemungutan suara, terdapat tindakan-tindakan inkonstitusional
dan inkonsistensi terhadap kesepakatan pelaksanaan Pemilukada.  Bahkan
terdapat  tindakan-tindakan anarkis yang berujung kepada terjadinya konflik
sosial.
Fakta terjadinya pelanggaran Pemilukada, sebagaimana telah
dikemukakan pada bab tiga, tidak saja melanggar aturan-aturan Pemilukada,
tetapi juga melanggar norma-norma agama.   Pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya Pemilukada Gubernur di
Maluku Utara, sedikitnya terdapat tiga kategori utama yaitu pelanggaran
administratif, pelanggaran pidana  dan pelanggaran kode etik.225
225Kategori pelanggaran Pemilukada sebagaimana terjadi dalam Pemilukada Gubernur
di Maluku Utara, dikemukakan berdasarkan kategori yang diungkapkan oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum RI. Untuk kategori-kategori dimaksud, lihat Badan Pengawas Pemilihan
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Pelanggaran-pelanggaran dimaksud pada prinsipnya dapat dipadatkan
menjadi pelanggaran-pelanggaran berupa berbuat curang, meliputi rekayasa
Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan fiktif, perhitungan suara.  Politik uang
dan kampanye hitam yang meliputi cara-cara memfitnah, mencaci-maki,
memprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Pelanggaran lainnya yaitu
kecurangan KPUD dan incumbent kontestan Pemilukada.
Dalam kaitannya dengan pokok kajian, berikut ini akan dikemukakan
secara filosofis bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada,
jika dikaitkan dengan hukum kewajiban melaksanakan Pemilukada.
Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat dalam
perspektif Islam, sebagai berikut:
1. Berbuat Curang
Perbuatan curang ini meliputi rekayasa Daftar Pemilih Tetap ganda dan
fiktif, perhitungan suara, merupakan pelanggaran administratif yang
umumnya dilakukan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada.  Daftar
Pemilih Tetap ganda dan fiktif dilakukan sebelum masa kampanye dan
pemungutan suara.  Tujuannya untuk menggelembungkan suara terhadap
pasangan kandidat tertentu dengan cara manipulasi data jumlah pemilih
tetap.226
Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)., “Penanganan Pelanggaran pada Pemilukada 2010”,
22 Desember 2010,
http://www.bawaslu.go.id/berita/39/Tahun/2010/bulan/12/tanggal/22/id/2010/, (akses
Pebruari 2010).
226Lihat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), loc.  cit.
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Baik menggandakan atau memfiksikan Daftar Pemilih Tetap dan
rekayasa jumlah suara, pada hakikatnya adalah tindakan kecurangan,227
karena membuat atau menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap secara tidak
jujur atau tidak bersesuaian dengan jumlah pemilih berdasarkan apa adanya.
Perbuatan curang biasa juga disebut dengan dusta  (al-ka§ib), karena
perbuatan Daftar Pemilih Tetap ganda dan fiksi merupakan perbuatan yang
terkandung di dalamnya dusta, yaitu memberitakan tentang sesuatu yang
berbeda dengan kejadian yang sebenarnya baik dilakukan dengan sengaja
ataupun karena ketidaktahuan.228
Dalam Islam, sangat dilarang keras melakukan perbuatan dusta, sebab
dusta akan mengantar orang berbuat jahat, sedangkan perbuatan jahat itu
mengantarnya ke neraka.  Pernyataan seperti ini dapat dilihat dalam hadis
Rasulullah saw. sebagai berikut:
 ﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ٍﻞِﺋاَو ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍرﻮُﺼْﻨَﻣ ْﻦَﻋ ٌﺮِﻳﺮَﺟ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﺔَﺒْﻴَﺷ ِﰊَأ ُﻦْﺑ ُنﺎَﻤْﺜُﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪ
 ْﻦَﻋ َْﳉا َﱃِإ يِﺪْﻬَـﻳ ﱠِﱪْﻟا ﱠنِإَو ﱢِﱪْﻟا َﱃِإ يِﺪْﻬَـﻳ َقْﺪﱢﺼﻟا ﱠنِإ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ﱠنِإَو ِﺔﱠﻨ
 يِﺪْﻬَـﻳ َرﻮُﺠُﻔْﻟا ﱠنِإَو ِرﻮُﺠُﻔْﻟا َﱃِإ يِﺪْﻬَـﻳ َبِﺬَﻜْﻟا ﱠنِإَو ﺎًﻘﻳ ﱢﺪِﺻ َنﻮُﻜَﻳ ﱠﱴَﺣ ُقُﺪْﺼََﻴﻟ َﻞُﺟﱠﺮﻟا ِرﺎﱠﻨﻟا َﱃِإ
ًﺎﺑا ﱠﺬَﻛ ِﻪﱠﻠﻟا َﺪْﻨِﻋ َﺐَﺘُْﻜﻳ ﱠﱴَﺣ ُبِﺬْﻜََﻴﻟ َﻞُﺟﱠﺮﻟا ﱠنِإَو.229
Artinya:
‘U£mân bin Abî Syaîbah menceriterakan kepada kami, Jarîr
menveriterakan kepada kami, dari Man¡ûr, dari Abî Wâ’il, dari ‘Abdillah
227Curang diartikan sebagai perbuatan tidak jujur, tidak lurus hati dan tidak adil,
seperti sifat-sifat yang dimiliki orang munafik.  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.  177.
228Lihat Salim bin ‘Îed al-Hilâlî, Mawsû’ah al-Manâhî al-Syar’iyyah fî ¢a¥î¥ al-Sunnah
al-Nabawiyyah, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari, dkk., dengan judul “Ensiklopedi
Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah” (Jilid I, Cet. IV, Bogor: Pustaka Imam Asy-
Syafi’i, 2008), h.  294.
229Al-Bukhârî, juz V, (Beirut: Dâr Ibn Ka£îr, 1987), h. 2261.
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ra., dari nabi saw. bersabda: sesungguhnya kejujuran membimbing
kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membimbing kepada surga
dan sesungguhnya seseorang akan berbuat jujur jika ia betul-betul
seorang yang jujur dan sesungguhnya dusta membimbing kepada
kejahatan dan sesungguhnya kejahatan membimbing kepada neraka dan
sesungguhnya seseorang akan berbuat dusta setelah Allah menetapkan dia
sebagai pendusta.
Hadis tersebut menegaskan bahwa perbuatan dusta akan menyebabkan
seseorang menjadi betul-betul memiliki sifat pendusta, karena sifat pendusta
itulah yang mengantarkan ia masuk neraka.  Berbuat dusta juga termasuk ke
dalam bagian sifat munafik, demikian sabda Rasulullah saw. dalam hadis:
 ِﻓَﺎﻧ ٍﻞْﻴَﻬُﺳ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﺮَﻔْﻌَﺟ ُﻦْﺑ ُﻞﻴِﻋَﺎْﲰِإ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ ُﺔَﺒْﻴَـﺘُـﻗ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺮِﻣﺎَﻋ ِﰊَأ ِﻦْﺑ ِﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﻊ
 َُﺔﻳآ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠنَأ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ِﻖِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا
ﻒَﻠْﺧَأ َﺪَﻋَو اَذِإَو َنﺎَﺧ َﻦُِﲤْؤا اَذِإَو َبَﺬَﻛ َثﱠﺪَﺣ اَذِإ ٌثَﻼَﺛ.230
Artinya:
Qutaibah bin Said menceriterakan kepada kami, Ismail bin Ja’far
menceriterakan kepada kami, dari Abî Suhaîl Nâfi’ bin Malik bin Abî Amir
dari ayahnya dari Abî Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik tiga, jika berbicara ia dusta,
jika diberi amanah ia khianat dan jika berjanji ia melanggar.
Melakukan Daftar Pemilih Tetap  ganda dan fiksi merupakan
perbuatan yang dikategorikan mengandung unsur sifat-sifat dusta, ingkar dan
khianat.  Ketiga sifat inilah yang mengantar seseorang menjadi seorang
munafik, padahal sifat munafiq dalam Islam mendapat kecaman keras,
bahkan ditegaskan bahwa orang munafiq tempatnya di tingkat paling rendah
(hina) di neraka, seperti firman Allah swt.  dalam QS. Al-Nisâ’/4: 145:
                .
230Al-Bukhârî, (Juz I, Cet. I, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999),     h. 17.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan
yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan
mendapat seorang penolongpun bagi mereka.231
Khusus untuk sifat khianat, larangannya ditegaskan oleh Allah swt.
QS. Al-Anfâl/8: 27:
                   .
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.232
Selain di atas, dalam sebuah hadis Rasulullah saw. ditegaskan bahwa
pengkhianat diancam akan dibangkitkan di hari kiamat dengan bendera
sebagai tanda bahwa dia seorang pengkhianat.  Rasulullah saw. bersabda:
 ﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ٍرﺎَﻨﻳِد ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ُنﺎَﻴْﻔُﺳ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﻢْﻴَﻌُـﻧ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﻬْـﻨَﻋ ُﻪ ﺎَﻤ
 ِﻪِﺑ ُفَﺮْﻌُـﻳ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ٌءاَﻮِﻟ ٍرِدﺎَﻏ ﱢﻞُﻜِﻟ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ.233
Artinya:
Abu Nu’aîm menceriterakan kepada kami, Sufyan menceriterakan
kepada kami dari Abdillah bin Dinar dari Abdillah bin Umar ra. dari Nabi
saw. bersabda: setiap pengkhianat dibangkitkan di hari kiamat dengan
bendera untuk mengenalinya.
Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa orang yang memiliki sifat
khianat akan memperoleh penghinaan di hari kiamat berupa simbol dalam
wujud bendera sebagai pertanda khianat melekat padanya.  Penghinaan
231Departemen Agama RI., op.  cit., h. 133.
232Ibid., h. 243.
233Al-Bukhârî, juz IV, h.  407.
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tersebut seperti layaknya sebuah sanksi sosial yang diterima seseorang ketika
masih hidup di dunia lantaran berbuat sesuatu yang terlarang dalam
masyarakat, misalnya pasangan berbuat mesum dan diarak keliling kampung
sebagai  sanksi bagi mereka.
2. Politik Uang (money politics)
Dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan daerah disebutkan adanya larangan bagi pasangan
calon dan atau tim kampanye melakukan politik uang yakni dengan
menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi pemilih.234 Pernyataan senada politik uang diartikan sebagai
segala yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye pada masa
tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara dilakukan dengan
mendorong, mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak
memilih pasangan calon tertentu dengan memberi iming-iming uang atau
materi lainnya.235
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang mengandung
tujuan utama yaitu memengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan pelaku
politik uang dengan cara mengiming-imingi atau memberi sejumlah, baik
berupa uang maupun materi atau benda lainnya.  Dalam pandangan penulis,
termasuk memberikan atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk non-materi,
seperti jabatan atau kekuasaan dan kewenangan.  Politik uang sering disebut
234Lihat Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Cet. I,
Bandung: PT. Pustaka Setia, 2006), h. 245.
235Safruddin Hadi Saputro, “Politik Uang, Mencermati  Ongkos Politik dan Money
Politik dalam Pemilukada”, http://www.pemalang.wordpress.com/2010/04/22/politikuang,
diakses 11 Juli 2012.
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dengan suap yang tujuan dan cara melakukannya tidak berbeda dengan
politik uang.  Karena adanya unsur memberi atau menjanjikan uang atau
materi yang terdapat baik dalam politik uang maupun suap, maka politik uang
sebenarnya hanya nama lain dari suap atau dalam Islam disebut dengan al-
risywah.
Dalam konteks Islam, ditegaskan secara jelas tentang larangan
melakukan suap, sebab di dalamnya mengandung unsur pemaksaan secara
halus dan licik agar orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan
hati nuraninya.  Hal ini dilakukan akibat suap yang telah diterimanya dan
memaksanya melakukannya.  Karena itulah Islam sangat mengecam
perbuatan suap, bahkan Rasulullah saw. dengan tegas sekali melaknat orang
yang menyuap dan menerima suap, sebagaimana dalam hadis berikut:
 َﺣ ﱠﺪ ـَﺛ َﻨ َأ ﺎ َْﲪ ُﺪ ْﺑ ِﻦ ـُﻳ ْﻮ ُﻧ ـَﺛ ﺲ ﱠﻨ ْﺑا ﺎ ُﻦ َأ ِْﰊ َذ ْﺋ ٍﺐ َﻋ ِﻦ َْﳊا ِرﺎ ْﺑ ث ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠﺮﻟا َْﲪ ِﻦ َﻋ ْﻦ َأ ِﰊ َﺳ َﻠ َﻤ َﺔ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِﷲا
 ْﺑ ِﻦ َﻋ ْﻤ ُﺮ َﻗ و َلﺎ َﻟ : َﻌ َﻦ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲا َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َ◌ ﱠﺳ َﻢﻠ ﱠﺮﻟا ِﺷا َو ﻲ ْﻟا ُﻤ ْﺮ َﺗ ِﺸﻲ.236
Artinya:
Ahmad bin Yunus, Abî §anb menceriterakan kepada kami, dari Haris bin
Abdurrahman, dari Abî Salamah, dari Abdullah bin ‘Amr berkata bahwa
Rasulullah saw. melaknat penyuap dan penerima suap.
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa baik
dalam konteks undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan
Pemilukada, maupun dalam konteks Islam, perbuatan politik uang yang
identik dengan suap menyuap, dilarang secara keras.  Kerasnya larangan
tersebut ditegaskan dengan dikenakannya sanksi bagi pelakunya,
236Abû Dâwud, op.  cit., h.324.
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sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.237 Sedangkan dalam Islam,
larangan dalam arti haramnya melakukan suap menyuap dapat dipahami dari
sabda Rasulullah saw. sebagaimana hadis tersebut di atas yang dengan tegas
mempergunakan kata melaknat (  َﻟ َﻌ َﻦ ) dalam kalimat bahwa Rasulullah saw.
melaknat penyuap dan penerima suap.
3. Kampanye hitam (memfitnah, mencaci dan memprovokasi)
Kampanye hitam merupakan istilah melakukan kampanye dengan
cara-cara yang bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon lain.  Cara-cara
yang lazim dipergunakan terdiri dari perilaku tidak terpuji (diistilahkan
dengan hitam), baik dalam sosial budaya masyarakat maupun dalam
pandangan agama khususnya Islam.
Ada tiga bentuk perilaku negatif yang sering dilakukan pada saat
kampanye berlangsung yaitu memfitnah, mencaci dan memprovokasi.  Ketiga
perilaku tersebut biasanya dilakukan untuk mendongkrak citra pasangan calon
tertentu yang didukung, selain itu juga untuk menjatuhkan citra atau
menstigma buruk pasangan calon yang menjadi lawan politik, baik yang
dilakukan oleh pasangan calon, maupun yang dilakukan oleh tim atau
pendukung pasangan calon tersebut.
237Dalam pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim
kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikeani sanksi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.  Lihat Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, loc.
cit.
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Dalam konteks Islam, ketiga perilaku di atas telah jelas dilarang, baik
berdasarkan Alquran maupun berdasarkan hadis.   Berikut ini akan
dikemuakakan secara singkat mengenai ketiga perilaku negatif tersebut.
Memfitnah dimaksudkan dengan mengeluarkan perkataan atau ucapan
yang bermaksud untuk menjelekkan orang.238 Dalam kampanye hitam,
seseorang dengan sengaja mengucapkan perkataan-perkataan yang menjelek-
jelekkan orang lain, agar orang-orang percaya dan termakan isu kejelekan
yang dicapkan kepada orang tertentu.  Memfitnah juga termasuk ke dalam
kategori berbuat keji dan berkata kotor dan mencaci maki.  Perilaku ini
dikecam dalam Islam sebagaimana dalam hadis:
 َﺣ ﱠﺪ ـَﺛ َﻨ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ُﺪ ْﺑ ِﻦ َْﳛ َﲕ ْا َﻷ َز ِد ﱡي ْﻟا َﺒ ْﺼ ِﺮ ﱡي َﺣ ﱠﺪ ـَﺛ َﻨ َُﳏ ﺎ ﱠﻤ ُﺪ ْﺑ ِﻦ َﺳ ِﺎ ِﺑ ٍﻖ َﻋ ْﻦ ِإ ْﺳ َﺮ ِﺋا ْﻴ َﻋ ﻞ ِﻦ ْا َﻷ ْﻋ َﻤ ِﺶ َﻋ ْﻦ
 ِإ ـْﺑ َﺮ ِﻫا ْﻴ َﻢ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻠ َﻘ َﻤ َﺔ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِﷲا َﻗ َلﺎ َﻗ : َلﺎ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲا َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻟ ْﻴ َﺲ ْﻟا ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻦ
 ِﺑ َو ِنﺎﱠﻌﱠﻄﻟﺎ َﻻ َو ِنﺎﱠﻌﱠﻠﻟا َﻻ ْﻟا َﻔ ِﺣﺎ ِ◌ِﺶ َو َﻻ ِءْيِﺬَﺒﻟا.239
Artinya:
AMuhammad bin Yahya al-Azadî al-Ba¡rî menceriterakan kepada kami,
Muhammad bin Sâbiq menceriterakan kepada kami, dari Israil, dari al-
A’masy dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullah berkata:  Rasulullah
saw. bersabda: bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat,
berbuat keji dan berkata kotor.
Secara kontekstual hadis tersebut di atas menegaskan larangan
melakukan perbuatan-perbuatan seperti menjelek-jelekkan, berbuat jahat
238Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.  cit., h. 242.
239Al-Turmuzî, op. cit., juz IV, h. 350.
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dan berkata-kata kotor.  Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah saw.
menyatakan bahwa orang yang berlaku seperti di atas termasuk bukan orang
yang mukmin.  Dengan kata lain orang tersebut “kafir”.
Di sisi lain Rasulullah saw. dengan tegas mengecam dan melarang
melakukan perbuatan mencaci maki seperti dalam hadis:
ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌدﱠﺪَﺴُﻣﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ َﲕَْﳛ ْﻦَﻋ ِﰊَأ ٍرﺎَﻔِﻏ ﱠﺪَﺣﺎَﻨَـﺛُﻮَﺑأ َﺔَﻤِﻴَﲤ ﱡﻲِﻤْﻴَُﺠْﳍاُﻮَﺑأَو َﺔَﻤِﻴَﲤ ُُﻪْﲰا ُﻒِﻳﺮَﻃ ُﻦْﺑ
 ٍﺪِﻟﺎَُﳎ ْﻦَﻋ ِﰊَأ ﱟيَﺮُﺟ ِﺮِﺑﺎَﺟ ِﻦْﺑ ٍﻢْﻴَﻠُﺳ َلَﺎﻗ... َﻗ َلﺎ َر ُﺳ ْﻮ ُل ِﷲا َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻻَو ﱠنَﺮِﻘَْﲢ
ﺎًﺌْﻴَﺷ ْﻦِﻣ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟا ْنَأَو َﻢﱢﻠَﻜُﺗ َكﺎَﺧَأ َﺖَْﻧأَو ٌﻂِﺴَﺒْﻨُﻣ ِﻪَْﻴِﻟإ َﻚُﻬْﺟَو ﱠنِإ َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟا ْﻊَﻓْراَو
 َكَرَازِإ َﱃِإ ِﻒْﺼِﻧ ِقﺎﱠﺴﻟا ْنَِﺈﻓ َﺖْﻴَـَﺑأ َﱃَِﺈﻓ ِْﲔَـﺒْﻌَﻜْﻟا َكﺎﱠﻳِإَو َلﺎَﺒْﺳِإَو ِرَاز ِْﻹاﺎَﻬـﱠﻧَِﺈﻓ ْﻦِﻣ ِﺔَﻠﻴِﺨَﻤْﻟا ﱠنِإَو
 َﻪﱠﻠﻟا َﻻ ﱡﺐُِﳛﻴِﺨَﻤْﻟا َﺔَﻠ ْنِإَو ٌؤُﺮْﻣا َﻚَﻤَﺘَﺷ َكَﺮﱠـﻴَﻋَوَﺎِﲟ ُﻢَﻠْﻌَـﻳ َﻚﻴِﻓ َﻼَﻓ ُﻩْﺮﱢـﻴَﻌُـﺗَﺎِﲟ ُﻢَﻠْﻌَـﺗ ِﻪﻴِﻓَﺎ ﱠﳕَِﺈﻓ ُلَﺎﺑَو
 َﻚِﻟَذ ِﻪْﻴَﻠَﻋ.240
Artinya:
Musaddad, Yahya menceriterakan kepada kami, dari Abi Gaffar Abu
Tamîmah al-Hajîmi menceriterakan kepada kami (Abu Tamîmah
bernama °arîf bin Mujâlid), dari Abi Jarî Jâbir bin Salîm
berkata…Rasulullah saw. bersabda: Jangan engkau sepelekanperbuatan
baik walaupun sedikit.  Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah
yang berseri=seri sebab hal itu juga sebuah kebaikan.   Angkat kain
sarungmu hingga setengah betis.  Jika engkau enggan, maka julurkan
persis di atas mata kaki.  Jangan kamu melakukan juntaian sarung sebab
itu merupakan perbuatan sombong sedang Allah tidak menyukai  sifat
sombong.  Apabila ada seseorang yang mencaci dan mencacimu dengan
sesuatu yang ia ketahui dari dirimu, maka jangan engkau balas
mencercanya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya, sebab
akibat buruknya hanya akan menimpa dirinya sendiri.
Dalam hadis lain yang menegaskan kecaman terhadap perbuatan
mencaci, ditegaskan sebagai berikut:
240Abû Dâwud, op. cit., juz II, h. 454.
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ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪﱠﻤَُﳏ ُﻦْﺑ َةَﺮَﻋْﺮَﻋ َلَﺎﻗﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺔَﺒْﻌُﺷ ْﻦَﻋ ٍﺪْﻴَـُﺑز َلَﺎﻗ ُﺖَْﻟﺄَﺳَﺎَﺑأ ٍﻞِﺋاَو ْﻦَﻋ ِﺔَﺌِﺟْﺮُﻤْﻟا َلﺎَﻘَـﻓ
 ِﲏَﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ ﱠِﱯﱠﻨﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ ُبﺎَﺒِﺳ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ٌقﻮُﺴُﻓ ُُﻪﻟﺎَﺘِﻗَوﺮْﻔُﻛ.241
Artinya:
Muhammad bin ‘Ar’arah menceriterakan kepada kami, Syu’bah
menceriterakan kepada kami, dari Zabîd berkata saya bertanya kepada
Abi Wâ’il tentang golongan Murji’ah, maka dia berkata Abdullah
menceriterakan kepadaku bahwa sesungguhnya nabi saw. bersabda
mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedangkan
memeranginya adalah perbuatan kufur.
Dua hadis tersebut di atas tegas menunjukkan bahwa mencaci
merupakan perbuatan yang dilarang secara keras dalam Islam.  Kerasnya
kecaman tersebut ditegaskan dengan ancaman dosa atas pelakunya, bahkan
pada hadis kedua dengan ancaman yang lebih keras yaitu fasik.
Perilaku negatif selanjutnya adalah memprovokasi, yaitu perbuatan
untuk anmembangkitkan kemarahan orang lain.242 Perbuatan memprovokasi
ini biasanya sengaja dilakukan untuk menyulut emosi sekelompok orang agar
bisa terpancing dan terjerumus melakukan tindakan anarki, penganiayaan,
perkelahian bahkan perang.
Perbuatan memprovokasi memiliki tujuan yang sama dengan
perbuatan mengadu domba, yaitu bertujuan untuk menciptakan permusuhan,
kebencian kepada orang lain.  Perbuatan seperti ini jelas dilarang dalam
Islam sebagaimana tertuang dalam hadis:
241Al-Bukhârî, op. cit., juz I, h. 27.
242Departemen Agama RI, op. cit., h. n704.
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 َﺣ ﱠﺪ ـَﺛ َﻨ ُﻋ ﺎ ْﺜ َﻤ ُنﺎ ْﺑ ِﻦ َأ ِﰊ َﺷ ْﻴ َﺒ َﺔ َو ِإ ْﺳ َﺤ ُقﺎ ْﺑ ِﻦ ِإ ـْﺑ َﺮ ِﻫا ْﻴ َﻢ َﻗ ) َلﺎ ِإ ْﺳ َﺤ ُقﺎ َأ ْﺧ ـَﺒ َﺮ َﻧ َو ﺎ َﻗ َلﺎ ُﻋ ْﺜ َﻤ ُنﺎ َﺣ ﱠﺪ ـَﺛ َﻨ ( ﺎ
 َﺟ ِﺮ ـْﻳ ُﺮ َﻋ ِﻦ ْا َﻷ ْﻋ َﻤ ِﺶ َﻋ ْﻦ َأ ِﰊ ُﺳ ْﻔ َﻴ ُنﺎ َﻋ ْﻦ َﺟ ِﺑﺎ ٍﺮ َﻗ َلﺎ َِﲰ : ْﻌ ُﺖ ﱠﻨﻟا ﱠِﱯﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ ـَﻳ ُﻘ ْﻮ ُل
 ِإ ﱠن ﱠﺸﻟا ْﻴ َﻄ َنﺎ َﻗ ْﺪ َأ َﺲﻳ َأ ْن ـَﻳ ْﻌ ُﺒ َﺪ ُﻩ ْﻟا ُﻤ َﺼ ﱡﻠ ْﻮ َن ِﰲ َﺟ ِﺰ ـْﻳ َﺮ ِة ْا َﻌﻟ َﺮ ِب َو َﻟ ِﻜ ْﻦ ِﰲ ﱠﺘﻟا ْﺤ ِﺮ ْﻳ ِﺶ ـَﺑ ـْﻴ ـَﻨ ُﻬ ْﻢ.243
Artinya:
Usman bin Abi Syaîbah dan Ishak bin Ibrahim menceriterakan kepada
kami (Ishak berkata di memberitakan kepada kami, sedang Usman
berkata dia menceriterakan kepada kami) Jarir dari al-A’masy dari Abi
Sufyan dari Jabir berkata saya mendengar nabi saw. bersabda
sesungguhnya setan telah putus asa untuk mengalihkan orang-orang
shalat agar menyembahnya di jazirah Arab, tetapi ia berhasil
menimbulkan permusuhan di antara mereka.
Selain itu perbuatan mengadu domba ditegaskan di dalam QS. al-
Qalam/68: 10-12 :
         
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,  Yang
banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak
dosa.244
Ayat tersebut di atas dengan tegas melarang mengikuti tingkah laku
setiap orang yang memiliki perbuatan-perbuatan seperti bersumpah, mencela
dan menebarkan fitnah, menghalang-halangi orang berbuat baik.  Orang-
orang demikian disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas dan
banyak berdosa.
243Imam Muslim, op. cit., juz IV, h. 2166.
244Departemen Agama RI.,op. cit., h. 826.
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Uraian-uraian tentang sejumlah perbuatan atau perilaku yang telah
dikemukakan, dalam perspektif Islam semuanya dilarang secara tegas dengan
dalil sebagaimana ndikemukakan.  Dengan demikian perbuatan-perbuatan
yang sering terjadi dalam tahapan-tahapan Pemilukada, yaitu tahap
penetapan daftar pemilih, tahap kampanye, tahap pemungutan suara dan
tahap perhitungan suara, harus dihindari.  Ini berarti pula bahwa Pemilukada
yang demikian menjadi Pemilukada yang bermasalah sehingga dalam tulisan
ini, persoalan-persoalan atau pelanggaran-pelanggaran demikian disebut
sebagai krisis sosial Pemilukada.  Pemilukada yang demikian, dalam
perspektif hukum Islam tentu memiliki status hukum tersendiri sebagaimana
akan dikemukakan pada uraian-uraian berikut.
Secara khusus kajian mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam proses Pemilukada, telah diuraikan pada bab tiga.  Baik berdasarkan
data kepustakaan maupun data hasil wawacara, menunjukkan fakta
terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada (administratif, pidana
dan kode etik).   Karena itu, berdasarkan hukum Islam, pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi dalam proses Pelaksanaan Pemilukada tersebut
harus dihindari atau dihentikan, sebab selain memiliki potensi menimbulkan
mudarat, juga perbuatan-perbuatan dimaksud, dilarang bahkan dikecam di
dalam Islam, sebagaimana ayat atau hadis yang telah dikemukakan.
Mudarat dalam Islam bisa ditentukan oleh na¡, yaitu seluruh
perbuatan yang dilarang oleh agama adalah mudarat.245 Sementara mudarat
itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih: 1Ibid., h. 33.
245Lihat H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (et. II, Jakarta: Kencana, 2007), h. 168.
244
 َا ﱠﻀﻟ َﺮ ُر ـُﻳ َﺰ ُل ا.246
Artinya:
Mudarat itu harus dihilangkan.
Ini berarti bahwa segala sesuatu yang di dalamnya terkandung unsur-
unsur mudarat (termasuk seperti Pemilukada), harus dihentikan.  Dengan
kata lain status hukum kewajiban pelaksanaan Pemilukada mengalami
perubahan (transformasi).
Dalam konteks hukum Islam, transformasi hukum memiliki beberapa
prinsip yang melatarbelakangi.  Hal ini dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-
Jaûziyyah:
 ـَﺗ َﻐ ﱠـﻴ ُﺮ ْﻟا َﻔ ـْﺘ َﻮ َو ى ْﺧا ِﺘ َﻼ ِﻓ َﻬ ﺎ َِﲝ ْﺴ ِﺐ ـَﺗ َﻐ ﱠـﻴ ُﺮ ْا َﻷ ْز ِﻣ َﻨ ِﺔ َو َﻷا ْﻣ ِﻜ َﻨ ِﺔ َو َﻷا ْﺣ َﻮ ِلا َو ﱢـﻨﻟا ﱠﻴ ِتﺎ َو َﻌﻟا َﻮ ِﺋا ِﺪ.247
 ِ◌Artinya:
Perubahan dan perbedaan fatwa  (transformasi hukum Islam) itu terjadi
selaras dengan tarnsformasi waktu, ruang, keadaan, motivasi dan
tradisi.
Prinsip yang sangat relevan dalam persoalan transformasi hukum
Pemilukada adalah prinsip keadaan (  َا َﻷ ْﺣ َﻮ ُلا ).  Ini berarti bahwa terjadinya
perubahan keadaan sosial masyarakat dewasa ini, menjadi faktor
transformasi secara signifikan terhadap status hukum Pemilukada.
Perlu diketahui bahwa secara historis, pemilihan pemimpin pada
masa Rasulullah saw., bahkan pada masa Khulafâ’ al-Râsyidîn sekalipun, pola
dan mekanisme yang diterapkan tentu sangat sederhana (jika dibandingkan
246Ibid., h. 33.
247Lihat Ibn Qayyim al-Jaûziyyah, I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn, (Juz III,
Beirut: Dâr al-Jîl, 1973), h. 3.
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saat ini).248 Hal ini disebabkan kondisi sosio-kultural, ekonomi dan teknologi
masyarakat saat itu juga sangat sederhana.
Pada bagian terdahulu telah dikemukakan uraian tentang pola dan
mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam.  Dapat disimpulkan bahwa
mekanisme dianggap kompleks pada zaman Khulafâ’ al-Râsyidîn adalah
mekanisme pemilihan melalui semacam dewan perwakilan rakyat ( Ahl al-
¦alli wa al-‘Aqdi ).249 Meskipun pola dan mekanisme ini tergolong modern
dan demokratis pada saat itu, akan tetapi tidaklah sekompleks dan
mengandung unsur-unsur yang berpotensi membawa kepada pelanggaran-
pelanggaran sebagaimana mekanisme Pemilukada dewasa ini.  Karena itu,
wajar jika dikatakan bahwa kewajiban pemilihan pemimpin saat itu berjalan
apa adanya dan sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana para sahabat
Rasulullah saw. dikenal sebagai orang-orang yang terbimbing sehingga
berpegang teguh kepada ajaran Islam (Khulafâ’ al-Râsyidîn).
Uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban memilih pemimpin
berlangsung tanpa kendala dan sama sekali tidak memerlukan pertimbangan
kajian terhadap transformasi hukum, disebabkan oleh ketiadaan keadaan
sosial masyarakat yang berpotensi menjadi faktor terjadinya transformasi
hukum.  Berbeda dengan sekarang, keadaan sosial masyarakat sedemikian
memiliki perubahan    di hampir semua sektor dan ini sangat berpengaruh
kuat terhadap hukum.  Bahkan lebih tegas dikatakan bahwa pada dasarnya
248Lihat sub bab bagian ketiga tentang Mekanisme Pemilihan Pemimpin dalam Islam
dalam bab IV ini.
249Lihat Ridwan HR., loc. cit.
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perubahan hukum itu lebih cenderung disebabkan  oleh faktor kondisi
moralitas masyarakat.250
Faktor moralitas masyarakat dewasa ini, secara faktual cenderung
melakukan penyimpangan terhadap norma-norma, tidak saja yang ditetapkan
undang-undang, tetapi juga norma-norma yang ditetapkan oleh ajaran
agama.  Contoh paling dekat adalah pelanggaran yang dilakukan pada saat
penyelenggaraan Pemilukada.  Perubahan kecenderungan moralitas
masyarakat seperti inilah yang berpengaruh kuat terhadap transformasi
hukum Pemilukada perspektif hukum Islam.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa status hukum
Pemilukada yang semula wajib, berubah menjadi haram sebagai akibat
terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelakasanaan Pemilukada
sebagaimana dikemukakan pada uraian lalu.
Hukum larangan (haram) Pemilukada tersebut, berdasarkan kepada
pertimbangan adanya mudarat di dalam pelaksanaan Pemilukada, sedangkan
dalam Islam, mudarat harus dihilangkan sebagaimana prinsip atau tujuan
pokok syari’at (maqâ¡id al-syarî’ah).  Hukum larangan tersebut juga sesuai
dengan kaidah fikih:
.ﻪﻨﻋ ﻰَﻬْـﻨَﻣ ﺎًﺣﻼﺻ َﻊْﻓ د وأ اًدﺎﺴﻓ ﱠﺮَﺟ ٍفﱡﺮَﺼَﺗ ﱡﻞُﻛ251
Artinya:
Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak
kemaslahatan adalah dilarang.
250Lihat Muhammad Fat¥î Usman, Al-Fikr al-Islâmî wa Ta¯awwuruh, (Cet. II, Kuwait:
Dâr Kuwaitiyyah, 1969), h. 27.  Lihat juga Georges Gurvitch, Sosiologi Hukum, (terjemahan),
(Cet. I, Jakarta: Bharata, 1988), h. 276.
251Lihat H. A. Djazuli, op. cit., h. 78.
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Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:
 َﻣ َأ ﺎ ﱠد ِإ ى َﱃ ْا َﳊ َﺮ ِا ـَﻓ م ُﻬ َﻮ َﺣ َﺮ ٌما252
Artinya:
Status hukum sesuatu yang bisa membawa kepada yang haram, maka
hal itu haram hukumnya.
Selain itu. ‘illat hukum wajibnya memilih pemimpin, yaitu agar tidak
timbul kekacauan atau mudarat bagi masyarakat, menjadi tidak terpenuhi
dan karena itu hukum wajibnya menjadi gugur pula.  Hal ini selaras dengan
kaidah fikih yang mengaskan:
 َا َﻷ ْﺻ ُﻞ َأ ْن ـَﺗ ُﺰ ْو َل َﻷا ْﺣ َﻜ ِمﺎ ِﺑ َﺰ َو ِلا ِﻋ َﻠ ِﻠ َﻬﺎ.253
Artinya:
Pada dasarnya hukum dapat hilang apabila ‘illat-nya hilang.
Juga  kaidah fikih lain yang menegaskan:
 َا ُْﳊ ْﻜ ُﻢ َﻳ ُﺪ ْو ُر َﻣ َﻊ ِﻋ ﱠﻠ ِﺘ ِﻪ ُو ُﺟ ْﻮ ًد َأ ا ْو َﻋ َﺪ ًﻣ.ﺎ254
Artinya:
Hukum itu ada atau tidak ada tergantung dari ada atau tidak adanya
‘illat-nya..
252Lihat Ibid., h. 32.
253Lihat Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,
(Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 90.
254Ibid., h. 105.
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Berdasarkan akumulasi dari kaidah-kaidah fikih di atas, maka dapat
ditegaskan bahwa status hukum semula Pemilukada yang wajib, menjadi
berubah disebabkan Pemilukada telah mengantar kepada melakaukan
perbuatan yang haram, seperti perbuatan politik uang (money politics),
perbuatan berdusta, menipu dan melakukan tindak kekerasan.  Hukum wajib
Pemilukada  juga menjadi gugur disebabkan gugurnya ‘illat hukum yang ada
dalam kewajiban memilih pemimpin yaitu agar tidak timbul mudarat bagi
masyarakat dengan adanya pemimpin tersebut. Tetapi secara faktual malah
bertentangan dengan harapan atau motivasi (‘illat ) yang menjadi dasar
adanya hukum tersebut, yaitu timbulnya mudarat akibat terjadinya
pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada.
Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Pemilukada yang  di dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya mengandung
pelanggaran-pelanggaran dan menimbulkan mudarat, hukumnya haram.
Untuk lebih jelasnya mengenai status hukum haram di sini, maka akan
dikemukakan pengertian dan pembagian haram berdasarkan pendekatan Usul
Fikih.  Kata haram (  َا َﳊ َﺮ ُما ) atau muharram (  َا ُﳌ َﺤ ﱠﺮ ُم ) secara bahasa berarti
sesuatu yang lebih banyak kerusakannya, atau sesuatu yang dilarang
mengerjakannya.255 Dalam istilah hukum, haram ialah:
 َﻣ َﻃ ﺎ َﻠ َﺐ ﱠﺸﻟا ِرﺎ ُع َﻜﻟا ﱠﻒ َﻋ ِﻓ ﻦ ْﻌ ِﻠ ِﻪ َﻋ َﻠ َو ﻰ ْﺟ ِﻪ ﱡﻠﻟا ُﺰ ْو ِم.
Artinya:
Sesuatu yang dituntut Syâri’ (pembuat hukum) untuk tidak
memperbuatnyasecara tuntutan yang pasti.256
255Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, ( jilid I, cet. III, Jakarta: Kencana), 2008, h.337.  Lihat
juga Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (edisi I, ce. I, Jakarta: Kencana), 2005, h. 53.
256Lihat Ibid.
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Pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa istilah haram
dimaksudkan sebagai tuntutan Allah swt. kepada mukallaf untuk tidak
memperbuat sesuatu (melarang) dengan tuntutan yang jelas atau pasti.
Dengan demikian, orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang telah
dilarang berarti telah mengingkari tuntutan Allah swt.  Karena itu pantas
mendapatkan dosa atau sanksi yang ditentukan oleh Sang Pembuat larangan.
Sebaliknya orang yang menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang
terlarang, akan pantas mendapatkan pahala atas kepatuhannya.  Dalam
kaitan ini, haram diartikan dengan:
 َﻣ ـُﻳ ﺎ َﺜ ُبﺎ َﻋ َﻠ ﻰ َﺗ ِرﺎﻛ ِﻪ َو ـُﻳ َﻌ َﻗﺎ ُﺐ َﻋ َﻠ َﻓ ﻰ ِﻋﺎ ِﻠ ِﻪ
Artinya:
Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai
sanksi bagi orang yang memperbuatnya.257
Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam larangan (haram)
terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh manusia yaitu menerima
sanksi atau dosa apabila seseorang melanggar larangan yang dimaksud.
Sedangkan menerima pahala apabila seseorang menahan diri untuk tidak
melakukan perbuatan yang dilarang.
Selanjutnya  dijelaskan bahwa ahli Usul Fikih membagi haram kepada
dua bagian yaitu haram karena esensinya (  ِﻟ َﺬ ِﺗا ِﻪ ) dan haran karena sesuatu
yang lain                (  ِﻟ َﻐ ِْﲑ ِﻩ ).  Haram karena esensinya dimaksudkan sebagai
sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung
kemudaratan bagi kehidupan manusia dan kemudratan itu tidak bisa tidak
257Lihat Ibid.
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bisa terpisah dari zatnya, misalnya larangan berzina dalam QS. al-Isrâ’/17:
32:258
             .
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.259
Sedangkan haram karena sesuatu yang lain dimaksudkan dengan
sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena secara esensial tidak
mengandung kemudaratan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu
dilarang karena ada pertimbangan eksternal  yang akan membawa kepada
sesuatu yang dilarang secara esensial.260
Dari pembagian haram yang dikemukakan di atas, dapat dipahami
bahwa keharaman pelaksanaan Pemilukada termasuk ke dalam kategori
keharaman kedua, yaitu haram bukan karena esensinya, melainkan haram
karena ada faktor eksternal yang menyebabkan terlarangnya pelaksanaan
Pemilukada.  Pemilukada pada hakikatnya tidak terlarang karena Pemilukada
itu sendiri tidak mengandung mudarat.  Akan tetapi dalam rangkaian-
rangkaian pelaksanaan Pemilukada terdapat perbuatan pelanggaran
(sebagaimana telah disebutkan pada uraian lalu), terutama perbuatan seperti
perbuatan berbuat curang, meliputi perbuatan berdusta, munafik dankhianat.
258Lihat Satria Effendi, M. Zein, op. cit.,, h. 55-57.
259Departemen Agama RI., op. cit., h. 388.
260Satria Effendi, M. Zein, op. cit, h. 57.
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Selain itu perbuatan politik uang (money politics) seperti suap menyuap dan
terakhir perbuatan kampanye hitam yang meliputi pebuatan memfitnah,
mencaci dan memprovokasi.  Perbuatan pelanggaran inilah yang menjadi
sebab (eksternal) sehingga pelaksanaan Pemilukada menjadi terlarang.
Dalam kaitannya dengan sanksi atau dosa yang dikenakan kepada
pembuat larangan, maka dapat ditegaskan bahwa sanksi atau dosa hanya
dikenakan kepada si pelanggar larangan, bukan dikenakan juga kepada orang
lain yang tidak melakukan pelanggaran.  Demikian sebaliknya pahala hanya
akan didapat oleh orang yang berusaha menahan diri untuk tidak melakukan
pelanggaran.  Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagaimana telah
dikemukakan tentang pengertian haram di atas.  elain itu juga sesuai dengan
ayat yang menegaskan bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain, sebagaimana dalam QS. al-Zumar/39: 7 :
...        ...
Terjemahnya:
... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain...261
Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa dosa hanya akan dipikul oleh
orang yang melakukan pelanggaran, tidak dikenakan kepada semua orang
terutama orang yang tidak berbuat apa-apa.  Dengan demikian dapat
disimpulkann bahwa perbuatan melanggar yang terdapat dalam pelaksanaan
Pemilukada, sanksi atau dosanya juga hanya dikenakan kepada para
pelakunya, bukan kepada semua orang, sehingga dapat ditegaskan bahwa
261Departemen Agama RI., op. cit, h. 509.
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apabila hukum pelaksanaan Pemilukada adalah haram, maka yang
menanggung dosa hanyalah orang-orang yang melakukan pelanggaran atau
perbuatan haram, bukan kepada semua orang yang tidak melakukan
pelanggaran.
Kesimpulan di atas menepis anggapan yang menyatakan bahwa karena
Pemilukada yang di dalamnya terdapat pelanggaran atau perbuatan haram
hukumnya haram, menye babakan semua orang berdosa meski tanpa
melakukan pelanggaran apa-apa.
Baik kesimpulan hukum pelaksanaan Pemilukada, maupun analisis
yang menjelaskan tentang siapa yang berdosa dan siapa yang mendapat
pahala, semuanya menegaskan secara metodologis, bahwa permasalahan
pokok yang dikemukakan dalam disertasi ini yaitu bagaimana perspektif
hukum Islam tentang Pemilukada, sudah terjawab.
Kesimpulan mengenai hukum Pemilukada di atas tentu menyisakan
masalah, yaitu menyebabkan ketiadaan pemimpin sebagai akibat dari tidak
dilaksanakannya Pemilukada, dan karena ketiadaan pemimpin, tentu
menimbulkan mudarat pula bagi masyarakat.  Dengan demikian, hal ini cukup
problematis dan dilematis.
Menghadapi masalah seperti tersebut di atas, maka menurut kaidah
fikih, harus memilih mana yang lebih besar maslahatnya, sebab apabila
berkumpul antara maslahat dan mafsadat,  maka yang harus dipilih adalah
yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya
atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih
maslahat.262
262 Lihat H.A. Djazuli, op. cit., h.  28.
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Dengan demikian, perlu ada analisis mengenai perbandingan besar
kecilnya antara maslahat melaksanakan Pemilukada dengan mafsadat yang
terkandung dalam kegiatan-kegiatan yang mengiringi proses pelaksanaan
Pemilukada.
Pada uraian-uraian lalu, telah ditegaskan mengenai kewajiban
pengangkatan pemimpin (Pemilukada), seiring dengan wajibnya pendirian
negara, sebagai konsekuensi syar’î dan logis untuk membangun kemaslahatan
umat dan menghindari kemudaratan.  Kewajiban tersebut selain berdasarkan
syar’î, juga berdasarkan pertimbangan akal (‘aqlî ) bahwa Pemilukada secara
meyakinkan mengandung kemaslahatan besar bagi umat, sedangkan
kemaslahatan dalam hukum Islam wajib diciptakan, sebagaimana wajibnya
menolak mafsadat.
Untuk melihat seperti apa kemaslahatan yang terkandung dalam
pelaksanaan Pemilukada, maka perlu melihat apa dan bagaimana peran atau
fungsi seorang kepala daerah di daerahnya ?  Dengan mengemukakan fungsi
seorang kepala daerah, maka kita dapat melihat gambaran nyata
kemaslahatan yang terkandung, jika seorang kepala daerah dipilih
(Pemilukada).
Jumhûr teolog dan fuqahâ’ sepakat bahwa mengangkat seorang
pemimpin (kepala daerah) dan menaatinya adalah wajib, karena ia berperan
untuk melaksanakan  undang-undang dan berbagai peraturan.263
Pandangan di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban memilih kepala
daerah disebabkan karena seorang kepala daerah begitu penting dan strategis
perannya untuk menjalankan undang-undang dan peraturan.  Tentu dengan
263 Lihat Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan  Pemikiran (Cet.  IV,
Jakarta: Rajawali Press, 1999), h.  216-217.
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undang-undang dan peraturan tersebut, akan mengatur dan mengontrol serta
melindungi tindakan rakyat, berupa perintah dan larangan, yang kesemuanya
berujung kepada menciptakan kemaslahatan bersama.  Bisa dibayangkan, jika
tanpa adanya seorang kepala daerah dalam suatu wilayah, akan tercipta
kekacauan dan kehancuran, sebab tidak ada yang dapat menjalankan undang-
undang dan peraturan.
Al-Mâwardî dalam bukunya al-A¥kâm al-Sul¯âniyyah menjelaskan
fungsi kepemimpinan (khalifah)  bukan hanya  sebagai pengganti
kepemimpinan saja, melainkan sebagai pengganti fungsi kenabian.  Fungsi
kenabian untuk melindungi agama, sedangkan fungsi kekuasaan politik untuk
mengatur urusan agama dan mengatur terwujudnya kemaslahatan umat.264
Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki
dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi mengganti kenabian dan fungsi mengganti
kepemimpinan politik.  Keduanya bertujuan selain untuk melindungi agama,
sekaligus juga untuk menjalankan urusan keagamaan, berupa hukum-hukum
agama dalam rangka tercapainya kemaslahatan umat manusia.
Dalam sebuah wilayah, manusia yang hidup di dalamnya, sebagai
mahluk sosial, mereka tidak mungkin dapat hidup sendiri.  Mereka perlu
berinteraksi dengan sesamanya dan dalam interaksi tersebut, akan muncul
perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing-masing, sehingga tidak
menutup kemungkinan munculnya konflik, penindasan, peperangan dan
pertumpahan darah.  Untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya hal-hal
seperti itu,  dan untuk menciptakan  kehidupan masyarakat yang baik, tertib,
aman, damai dan teratur,  maka perlu dipilih  seorang pemimpin daerah yang
264 Lihat Al-Mâwardî, op. cit., h.  5.
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akan memandu rakyat meraih kemaslhatan dan menghindarkan mereka dari
berbagai mafsadat.265
Fungsi pemimpin seperti dikemukakan di atas, adalah melindungi
rakyat dari berbagai macam konflik yang mengarah kepada kehancuran dan
memandu rakyat untuk menciptakan kemaslahatan, sehingga kehidupan umat
menjadi tertib, aman dan damai.
Selain itu, Ibnu Taîmiyah berpendapat bahwa keberadaan seorang
pemimpin dalam suatu daerah diperlukan tidak hanya sekadar untuk
menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya
kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin
berlakunya  segala perintah dan hukum Allah.  Karena pentingnya memilih
pemimpin, beliau menyatakan bahwa enam puluh tahun di bawah
pemerintahan pemimpin yang zalim, lebih baik dari pada satu malam tanpa
pemimpin.266
Kelihatannya fungsi kenabian yang melekat pada diri seorang
pemimpin, lebih ditonjolkan dan lebih dipentingkan oleh Ibn Taîmiyah dari
fungsi pengayom seorang pemimpin.  Hal tersebut ditekankan dalam rangka
untuk menjalankan fungsi kenabian dalam kaitannya dengan pelaksanaan
perintah dan hukum-hukum Allah.  Diketahui bahwa hukum-hukum tersebut
pada dasarnya bertujuan untuk melindungi manusia dari ancaman
keselamatan agama, jiwa dan semua yang bersifat primer dalam kebutuhan
manusia, seperti akal, harta dan keturunan.
Berkaitan dengan kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah
kepemimpinan, Mu¥ammad ¬iyâ’ al-Dîn al-Râis mengemukakan empat fungsi
265 Lihat Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, loc.  cit.
266 Lihat Ibn Taîmiyah, loc.  cit.
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pemimpin yaitu, pertama, untuk melanjutkan misi Islam sepeninggal nabi
Muhammad saw. sehingga ajaran yang dibawanya dapat terus dijalankan
dengan baik. Kedua, untuk melindungi masyarakat dari berbagai  mudarat,
seperti kekacauan, persengketaan, peperangan, fitnah, pertumpahan darah,
anarki dan kehancuran dalam berbagai dimensi kehidupan. Ketiga, untuk
merealsir kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan
campur tangan penguasa seperti membela orang teraniaya, menghukum para
pelaku kejahatan, menikahkan wanita yang tidak punya wali, dan lain-lain
urusan yang tidak bisa ditangani umat Islam secara perorangan. Keempat,
untuk mewujudkan keadilan sempurna dan menjamin tercapainya keinginan
rakyat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.267
Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama
seorang pemimpin dalam Islam terdiri dari dua, fungsi keagamaan, yaitu
semua masalah yang berkaitan dengan keagamaan, seperti hak dan
perlindungan melaksanakan ajaran agama, melaksanakan hukum-hukum
seperti hukum keluarga, muamalah, pidana dan lain-lain.  Fungsi kedua
adalah fungsi sosial, yang berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan
masyarakat luas, seperti memperoleh lapangan kerja dan pendapatan yang
memadai, mencapai kesejahteraan dan keamslahatan.  Kesemua hukum dan
kebutuhan sosial masyarakat ini, hanya bisa terwujud, jika dalam suatu
daerah ada pemimpin yang menjalankannya.  Sehingga dapat dipastikan,
bahwa tanpa seorang pemimpin dalam suatu daerah, akan menimbulkan
kekacauan, bahkan kehancuran luar biasa, yang pada dasarnya dilarang dalam
Islam.
267 Lihat Mu¥ammad ¬iyâ’ al-Dîn al-Râyi, op. cit., h.  128-139.
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Di sisi lain, kemungkinan mafsadat yang ditimbulkan oleh
pelanggaran-pelanggaran dari kegiatan Pemilukada, menyebabkan
kekecewaan kepada pihak yang kalah sehingga bisa memicu munculnya
tindakan anarki dan konflik antar dua kelompok peserta Pemilukada.
Mafsadat yang ditimbulkan akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam tahapan-tahapan Pemilukada, bersifat terbatas yaitu hanya kepada
kedua kelompok peserta Pemilukada  yang tentunya lebih pro-aktif, tetapi
tidak meliputi masyarakat secara keseluruhan.
Jika dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan akibat tidak adanya
seorang pemimpin dalam suatu daerah, dengan mafsadat yang ditimbulkan
akibat pelanggaran-pelanggaran dari serangkaian kegiatan yang mengiringi
pelaksanaan Pemilukada, maka dapat disimpulkan bahwa mafsadat yang
ditimbulkan kasus pertama lebih besar akibatnya dari pada kasus kedua.
Alasannya, karena  sengketa Pemilukada,268 selain dapat diselesaikan oleh
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), pada umumnya sengketa hasil
Pemilukada terselesaikan melalui Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung
(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK),269 tentu dengan prosesdur tertentu,
268Sengketa Pemilukada dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses
pemilu/Pemilukada yang selama ini merupakan wewenang dari Panitia Pengawas Pemilu
(Panwasli) dan kedua, sengketa atau perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada.  Lihat Topo
Santoso, “Menyorot Sengketa Pemilukada (1)”,
http://www.kemitraan.or.id/newsroom/staff-articles/menyorot-sengketa-Pemilukada-1-
2/lang-pref/id/.  (akses 13 Desember 2010).
269Di Indonesia, sengketa hasil Pemilu diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK),
sedangkan untuk pemilihan kepala daerah diselesaikan MA. Menurut Undang-Undang (UU) No
22 Tahun 2007, Pemilukada tercakup dalam pemilu. Dengan demikian, jika mengacu pada
UUD 1945, penyelesaian Pemilukada pada waktunya juga akan menjadi wewenang MK.
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, khusus untuk me-nyelesaikan sengketa
Pemilukada kabupaten/kota, MA dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi. Merujuk
pada Peraturan MA (Perma) No 2 Tahun 2005, MA menyelesaikan sengketa pemilihan
gubernur, sedangkan Pengadilan Tinggi (PT) menyelesaikan sengketa pemilihan bupati/ wali
kota.
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seperti adanya laporan kandidat yang menjadi penggugat  ke lembaga MK
tersebut.  Selain itu, reaksi atas kasus-kasus pelanggaran Pemilukada pada
umumnya hanya bersifat temporal, dan akan terselesaikan begitu saja setelah
ada keputusan dari pemerintah dan telah dilakukan pelantikan kandidat
pemenang.  Reaksi lain pasca pelantikan akan terselesaikan melalui sidang
gugatan dan hasil putusan MK.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mafsadat
yang ditimbulkan akibat tidak adanya seorang pemimpin dalam suatu daerah,
lebih besar eksesnya dari pada mafsadat yang ditimbulkan oleh ekses
pelanggaran-pelanggaran kegiatan Pemilukada.  Selain itu, maslahat
kehadiran seorang pemimpin dalam suatu daerah adalah maslahat yang
berlaku umum bagi rakyat secara keseluruhan.  Sedangkan maslahat yang
terdapat pada penyelesaian sengketa Pemilukada, terbatas pada
kemaslahatan untuk sekelompok orang saja, yaitu kelompok kandidat beserta
pendukungnya.
Dengan demikian, konteks pelaksanaan Pemilukada terkandung di
dalamnya dua hal yang kontradiksi yaitu maslahat dan mafsadat. Hal
semacam ini  pada umumnya terjadi.270 Dalam perspektif hukum Islam,
harus melakukan sebuah pilihan yaitu memilih atau mendahulukan sesuatu
yang maslahatnya lebih besar atau lebih umum dari kemaslahatan yang
bersifat khusus atau lebih kecil, sebagaimana kaidah fikih :
 َا ْﻟ َﻤ ْﺼ َﻠ َﺤ ُ◌ُﺔ ْﻟا َﻌ ﱠﻣﺎ ُ◌ُﺔ ُﻣ َﻣ ﱠﺪَﻘ َﻋ ٌﺔ َﻠ ْﻟا ﻰ َﻤ ْﺼ َﻠ َﺤ ِ◌ِﺔ َْﳋا .ِﺔﱠﺻ ﺎ
Artinya:
270 Lihat Abû Is¥âq al-Syâ¯ibî, Al-Muwâfaqât  fî U¡ûl al-Syarî’ah (Juz II, Mesir:
Maktabah al-Tijâriyyah, t. t.), h.  26.
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Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan
yang khusus.271
Kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa apabila dalam suatu masalah
berbenturan antara dua kemaslahatan, kemaslahatan umum dan
kemaslahatan khusus,272 maka yang mengandung kemaslahatan umum
diprioritaskan.
Analisis lain, jika dibandingkan atau diperhadapkan antara mafsadat
yang ditimbulkan antara keduanya, yaitu tidak adanya pemimpin dengan
mafsadat akibat pelanggaran Pemilukada, maka yang harus dipertimbangkan
adalah yang lebih besar mafsadat-nya, yaitu kasus pertama.  Karena itu
menetapkan pelaksanaan Pemilukada tetap berjalan, karena mafsadat-nya
lebih besar jika tidak dilaksanakan, ketimbang mafsadat yang ditimbulkan
oleh pelanggaran-pelanggaran jika Pemilukada dilaksanakan.  Hal ini sesuai
kaidah fikih:
 ِإ َذ ـَﺗ ا َﻌ َرﺎﺎﻤِﻬﱢﻔﺧأ ِبﺎﻜِﺗر ِﺈﺑ ًارَﺮَﺿ ﺎﻤُﻬُﻤَﻈْﻋأ َي◌ِِعْوُر نﺎﺗﺪﺴﻔﳌا َض.273
Artinya:
271H. A. Djazuli, op. cit., h. 302, 369.
272Dimaksudkan dengan kemaslahatan khusus di sisni, ialah kemaslahatan yang
kecenderungannya bisa tercipta lebih besar kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu
kelompok kandidat Pemilukada dan seluruh simpatisan atau pendukungnya.  Dikatakan
kemaslahatan khusus, karena keinginan-keinginan dari kelompok khusus ini, jika terpenuhi,
maka kemaslahatan dimaksud lebih besar hanya bisa dinikmati kelompok itu sendiri. Contoh,
kelompok pendukung akan mendapatkan sejumlah keuntungan berupa materi, jabatan,
fasilitas dan sebagainya, tidak dinikmati oleh masyarakat secara umum.
273 Lihat H.A. Djazuli, op. cit., h.  168.
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Apabila dua hal yang mafsadat bertentangan, maka yang diperhatikan
adalah mudaratnya yang lebih besar dengan melaksanakan mudaratnya
yang lebih ringan.
Atau kaidah fikih yang sering disingkat :
 ِﻦْﻳ َرَﺮﱠﻀﻟا ﱢﻒﺧ ِﺄﺑ ُﺬْﺧَﻷا.274
Artinya:
Mengambil mudarat lebih ringan dari dua mudarat.
Mafsadat yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang
terdapat dalam Pemilukada dapat diterima, sebab mafsadat yang lebih besar
akan muncul jika Pemilukada tidak dilaksanakan karena ketiadaan seorang
pemimpin.  Hal ini sesuai kaidah fikih:
 ُْﳛ َﺘ َﻤ ُ◌ُﻞ َﳋا ُرﺮﻀﻟا ِ◌ ﱢصﺎ ِ◌ِل َد ْﻓ ِ◌ِﻊ َﺮﱠﻀﻟا ِر َﻌﻟا ﱢمﺎ..275
Artinya:
Kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak
kemudaratan yang bersifat umum
Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
apabila berbenturan antara mafsadat yang berskala kecil atau khusus dan
mafsadat dengan skala yang lebih umum atau besar, maka boleh menerima
atau menjalankan mafsadat yang berskala lebih kecil.  Hal ini dilakukan
untuk menghindari timbulnya mafsadat yang berskala lebih besar. Mafsadat
274Ibid., h.  75.
275Ibid.
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yang ditimbulkan oleh tidak dilaksanakannya Pemilukada, dikategorikan ke
dalam mafsadat umum.  Sedangkan mafsadat yang ditimbulkan akibat
pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada, dikategorikan ke
dalam mafsadat khusus.  Dikatakan sebagai mafsadat umum, karena
mafsadat yang timbul dapat dirasakan akibatnya oleh publik secara
keseluruhan.  Sedangkan dikatakan sebagai mafsadat khusus, karena ekses
dari mafsadat tersebut hanya dirasakan oleh sebagian publik saja, yaitu para
pendukung dan simpatisan kandidat peserta Pemilukada.
Kesimpulan terdahulu menegaskan adanya perubahan status hukum
Pemilukada dari wajib menjadi haram, akan tetapi kajian di atas juga
menegaskan adanya kemaslahatan yang besar dalam peran dan fungsi seorang
pemimpin (tentu dipilih melalui Pemilukada), begitu juga akan timbul
mudarat yang lebih besar pula jika ketiadaan seorang pemimpin (karena tidak
ada Pemilukada).  Karena itu, berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana
telah dikemukakan, maka Pemilukada tetap harus dilaksanakan.
Keharusan pelaksanaannya didasarkan kepada pertimbangan bahwa
kehadiran seorang pemimpin (melalui Pemilukada) merupakan kebutuhan (al-
¥âjah), yaitu suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan
suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena
adanya kesukaran dan kesulitan.276 Karena kehadiran seorang pemimpin
tersebut merupakan kebutuhan (meskipun status hukumnya dilarang), maka
Pemilukada tetap harus dilaksanakan, sebab kebutuhan seperti itu (baik
umum atau khusus) sama kedudukannya dengan kondisi darurat, sebagaimana
kaidah fikih:
276H. A. Djazuli , Ibid., h. 76.
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 َﳊا َﺟﺎ ُﺔ ـَﺗ ْﻨ ِﺰ ُل.ًﺔﺻﺎﺧ وأ نﺎﻛ ًﺔﻣﺎﻋ ِةروﺮﻀﻟا َﺔﻟﺰﻨﻣ277
Artinya:
Kebutuhan itu menempati status hukum darurat baik kebutuhan umum
maupun kebutuhan khusus.
Oleh karena Pemilukada merupakan keniscayaan, maka tidak ada
jalan lain kecuali mengupayakan adanya kesadaran untuk memahami dan
mengimplementasikan pemahaman itu secara baik, yaitu melaksanakan
Pemilukada dengan baik dan tanpa pelanggaran-pelanggaran.
Pelaksanaan Pemilukada harus melibatkan sikap dan kontrol etis, yang
tidak hanya menyangkut masalah kecerdasan rasio dan emosi saja, akan
tetapi yang lebih penting dan strategis adalah kecerdasan spiritual, yakni
menyangkut kemampuan  mengekspresikan nilai-nilai, keyakinan dan
kepercayaan yang dimiliki secara kontekstual.278
Pemahaman dan upaya yang baik dalam melaksanakan Pemilukada,
memerlukan inovasi dan reformasi dari segi, baik regulasi dan mekanisme,
maupun teknis pelaksanaan yang lebih baik.  Dari segi regulasi diutamakan
mereformasi regulasi yang dianggap kurang sempurna sehingga mampu
menutupi kekurangan-kekurangan yang berpotensi menimbulkan
penyimpangan dan ketidakadilan.  Hal yang tak kalah pentingnya adalah
menciptakan regulasi yang sangat ketat, sehingga bisa menutup segala
potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik adminstratif, pelanggaran
pidana maupun pelanggaran kode etik.  Hal ini bisa dicapai dengan cara
277Ibid.
278 Lihat Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pemilukada Langsung Problem Prospek Sketsa
Singkat Perjalanan Pemilukada 2005 (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.  46.
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menciptakan regulasi dengan menetapkan sanksi yang sangat berat dan
menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran Pemilukada.  Sedangkan dari
segi mekanisme antara lain seperti pendaftaran pemilih tetap secara jujur
dan transparan dengan sistem digital berdasarkan KTP elektronik tunggal
yang sah, melakukan kampanye berbasis media terbuka seperti melalui media
televisi dan internet di bawah sebuah tim pengawas yang berintegritas dan
bertanggung jawab tinggi, sedapat mungkin melakukan kampanye secara non-
verbal (tekstual) untuk menghindari problem yang bisa memicu praktek
kampanye hitam atau berinteraksi secara frontal dengan kandidat dan
pendukung lain.  Selanjutnya melaksanakan pemungutan suara secara rahasia
dan perhitungan suara secara transparan dan jujur di bawah pengawasan tim
khusus yang terpercaya dan bertanggung jawab yang diangkat berdasarkan
undang-undang.
Dalam perspekrif hukum Islam dan kaitannya dengan pelaksanaan
Pemilukada tentu tidak berlebihan jika diperlukan sebuah konsep atau
semacam teori baru yang menegaskan bahwa “setiap pelaksanaan kewajiban,
dalam segala rangkaiannya tidak dibolehkan (terlarang) dicampur dengan
pelanggaran”. Konsep ini sangat mudah dipahami jika diimplementasikan
pada pelaksanaan Pemilukada yang dalam segala proses dan rangkaiannya
tidak dibolehkan ada pelanggaran, baik norma undang-undang Pemilukada
maupun norma atau hukum Islam. Dalam aspek kewajiban-kewajiban selain
Pemilukada, tentu konsep ini akan tetap berlaku, sebab dalam hukum Islam
tidak dibenarkan seorang mukallaf melakukan yang terlarang.
Hanya dengan pelaksanaan Pemilukada seperti gambaran di atas, yang
sesuai dengan norma-norma baik norma Pemilukada maupun norma agama,
termasuk misalnya Pemilukada yang dilaksanakan sesuai dengan asasnya,
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luber dan jurdil, sehingga secara umum kemaslahatan sebesar-besarnya yang
terdapat di dalamnya dapat tercapai, sebaliknya mudarat yang bisa muncul
dapat dihilangkan.
Dengan demikian, harus ada kemauan politik dari pemerintah dan
kesadaran moral masyarakat untuk menciptakan sebuah Pemilukada yang
tidak saja sesuai dengan undang-undang, tetapi juga sesuai dengan norma-
norma agama. Gambaran Pemilukada seperti inilah yang sesungguhnya wajib
dilaksanakan dalam rangka meraih kemaslahatan umat secara umum.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan dalam
penelitian ini sebagai beirkut :
1. Berdasarkan Alquran dan hadis, ditemukan sekurang-kurangnya
delapan prinsip umum tentang sistem pemerintahan dalam Islam.
Kedelapan prinsip umum yang dimaksud adalah (1) Prinsip loyalitas (QS.: 4:
59); (2) Prinsip musyawarah (QS,: 42: 38); (3) Prinsip Integritas (QS.: 4: 58);
(4) Prinsip Egalitarian (QS.: 49: 13); (5) Prinsip keniscayaan pemimpin (HR.
Abû Dâwud); (6) Prinsip akuntabilitas (HR. al-Bukhârî); (7) Prinsip
Persaudaraan (HR. Muslim); dan (8) Prinsip proteksi (HR. Muslim).
2. Pentingnya memilih pemimpin dalam Islam dapat dilihat pada  relasi
timbal balik ketiga intitusi Islam yaitu agama, negara dan pemimpin.
Negara hanya bisa tegak dan berjalan secara baik, jika didukung oleh
adanya pemimpin dan dibimbing oleh agama.  Demikian juga sebaliknya,
agama dan pemimpin hanya bisa eksis jika didukung oleh kebijakan dan
kekuasaan yang bersumber dari negara.  Dengan demikian urgensi pemilihan
pemimpin dalam Islam bersifat simbiosis mutualis bersama-sama dengan
urgensi tegaknya dua institusi lainnya yaitu agama dan negara.  Lebih dari
itu, dalam Islam pemilihan pemimpin hukumnya wajib baik, secara naqlî
maupun secara aqlî.  Kewajiban tersebut didasarkan kepada prinsip pokok
pengsyariatan hukum Islam (maqâ¡id al-syarî’ah) yaitu menciptakan
kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.  Baik menciptakan
kemaslahatan atau menghindari kemudaratan, hanya bisa terlaksana apabila
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ada pemimpin yang menegakkannya, tentu ditunjang oleh kedua institusi
Islam di atas.
Tentang suksesi pemimpin dalam Islam, tidak ditemukan satupun
pola yang baku, baik yang ditetapkan oleh Nabi saw. sebelum wafat,
maupun yang ditetapkan oleh keempat Khulafâ’ al-Rasyidîn.  Ketiadaan
pola yang baku, memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada umat Islam
untuk memilih pola dan mekanisme yang cocok diterapkan dalam pemilihan
pemimpin.
Meski begitu, secara historis terdapat dua pola suksesi yang pernah
dipraktekkan oleh keempat sahabat pasca priode Nabi saw., yaitu pola
penetapan langsung dan pola pemilihan berdasarkan musyawarah. Pola
penetapan langsung terdiri dari penetapan berdasarkan na¡ dan penetapan
melalui penawaran atau wasiat yang disertai dengan musyawarah dan
penetapan langsung berdasarkan garis keturunan.
Sedangkan pola pemilihan berdasarkan musyawarah, yaitu
pemilihan pemimpin yang didahului oleh dialog terbatas yang dilakukan oleh
semacam Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Ahl al-¦alil wa al-‘Aqdi,  terdiri
dari sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar.
3. Metode Ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum Pemilukada
adalah metode penalaran al-Isti¡lâ¥î.  Metode ini digunakan karena
penalarannya bertumpu kepada pertimbangan kemaslahatan, baik menarik
maslahat atau menolak mafsadat, sementara masalah pelaksanaan
Pemilukada mengandung unsur-unsur maslahat dan mafsadat. Mengandung
maslahat jika dilaksanakan sesuai undang-undang atau morma agama.
mengandung mafsadat jika Pemilukada dilaksanakan disertai dengan
pelanggaran-pelanggaran.
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Metode penalaran al-Isti¡lâ¥î diterapkan dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan yaitu kaidah-kaidah fikih, al-Ma¡la¥at al-Mursalah
dan Maqâ¡id al-Syarî’ah.  Kaidah-kaidah fikih digunakan untuk menetapkan
status hukum Pemilukada dengan mendasarkan penalaran kepada rumusan-
rumusan ketatapan hukum (fikih) yang telah ditetapkan fuqahâ’.
Sedangkan Maqâ¡id al-Syarî’ah digunakan dalam rangka menjadikan
pedoman dalam menetapkan hukum, yaitu selalu bertumpu kepada tujuan
pengsyariatan hukum (menarik maslahat dan menolak mafsadat).
Selain pendekatan di atas, kaidah transformasi hukum Islam (Ibn
Qayyim al-Jaûziyah) juga diterapkan, sebagai salah satu dasar pertimbangan
bahwa ketetapan sebuah hukum bisa berubah sejalan dengan perubahan
antara lain perubahan keadaan (perubahan sosial) masyarakat.
4. Dalam perspektif hukum Islam, Pemilukada yang dalam proses
pelaksanaannya terdapat pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran
undang-undang Pemilukada maupun pelanggaran norma-norma agama yang
menimbulkan mafsadat, hukumnya haram.  Status haram tersebut
ditetapkan karena bertentangan dengan tujuan penyariatan hukum Islam (-
maqâ¡id al-syarî’ah) yaitu meraih kemaslahatan dan menolak ke-mafsadat-
an.  Keharaman tersebut berimplikasi kepada dikenakannya dosa hanya
kepada pelaku pelanggaran, bukan kepada semua orang yang turut serta
menggunakan hak pilihnya.
B. Implikasi  Penelitian
Kesimpulan hukum pelaksanaan Pemilukada yang semula wajib, baik
secara syarak maupun secara akal, mengalami transformasi menjadi haram,
disebabkan timbulnya unsur mafsadat sebagai akibat dari pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada.
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Ketetapan hukum larangan Pemilukada tersebut, tentu berimplikasi
kepada kehidupan sosial masyarakat, disebabkan ketiadaan pemimpin dan
ini tentu menimbulkan pula problem baru yang jauh lebih besar.  Karena itu
sangat disarankan agar sedapat mungkin pelaksanaan Pemilukada terbebas
dari pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran terhadap undang-undang
atau peraturan Pemilukada, maupun pelanggaran terhadap norma-norma
agama.
Selain itu, masyarakat diharapkan menyadari bahwa tujuan semula
diwajibkannya Pemilukada, seiring dengan tujuan diturunkannya hukum
Islam ( maqâ¡id al-syarî’ah ), yaitu untuk  menciptakan
kemasaahatan dan menghindarkan mudarat.  Dengan begitu, diharapkan
dalam setiap pelaksanaan Pemilukada, masyarakat memahami secara baik
bahwa tujuan pelaksanaan Pemilukada, selain untuk memenuhi
kemaslahatan, juga untuk menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang
memudaratkan.
Karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat dapat memahami
bahwa seharusnya sistem pelaksanaan Pemilukada, tidak saja berdasarkan
peraturan yang digariskan pemerintah, akan tetapi masyarakat juga harus
memahami dengan baik bahwa hukum agama harus menjadi bagian tak
terpisahkan dengan pelaksanaan Pemilukada.
Gagasan tersebut akan bisa realistis, jika semua elemen masyarakat
dan pemerintah merespon dan mengapresiasi dalam wujud upaya aktual
membawa gagasan tersebut menjadi bagian dari sistem pelaksanaan
Pemilukada.   Dengan kata lain, sistem Pemilukada yang bebas dari
pelanggaran dan dilaksanakan berdasarkan asas-asasnya, juga termasuk
norma-norma agama, sedapat mungkin menjadi bagian dari sistem
pelaksanaan Pemilukada saat ini.
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Karena realitas Pemilukada selalu menimbulkan problem sosial,
sebagai akibat terjadinya pelanggaran, maka jalan keluar terbaik adalah
membangun kesadaran masyarakat agar melaksanakan Pemilukada
sebagaimana asas-asasnya yang luber dan jurdil. Pelaksanaan Pemilukada
seperti ini, tidak saja seiring dengan cita-cita ideal demokrasi, tetapi juga
sejalan dengan prinsip-prinsip semua agama, termasuk Islam.
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Tabel IV: Data Pelanggaran Kode Etik Pemilukada 2010
Daerah
Tindaklanjut Kode Etik Putusan DK Catatan
Kajian
Panwas
Kajian
Bawaslu
Diteruskan
Ke Bawaslu
Dilanjutkan
Ke KPU
Diberhentikan
Tidak
diberhentikan
KPU PUSAT 2 2 1
Provinsi Sumatera
Barat
Kota Solok 1 1
Provinsi Kepulauan
Riau
1 1 1
Provinsi Bengkulu 1 1
Provinsi Jawa
Tengah
Kota Semarang 1 1
Provinsi Jawa
Timur
Kab. Banyuwangi 1 1
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Provinsi
Kalimantan Barat
Kab. Kotawaringin
Barat
1 1 1
Kab. Sintang 1 1 1
Provinsi
Kalimantan
Tengah
1 1 DK: belum ada
putusan
Provinsi
Kalimantan Timur
Kab. Paser 1 1
Provinsi Sulawesi
Barat
Kab Mamuju 1 1
Provinsi Sulawesi
Tengah
1 1 DK: belum ada
putusan
Provinsi Sulawesi
Selatan
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Kab. Gowa 1 1 1
Provinsi Gorontalo
Kab. Bone Bolango 1 1
Provinsi Bali
Kab. Bangli 1 1
TOTAL 2 14 2 16 2 1
Sumber: Dikutip dari Data Jumlah Pelanggaran Pemilukda 2010 dari Bawaslu RI.
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